
"cringk,atk,an 'Keselamatan dan 'Keamanan <Pengguna Jasa Transportasi" 
7. Pera turan . . . 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ngmor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor E9 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, I ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang No:Eor 61 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian NegarJ (Lembaran Negara Republik 

. Indonesia Tahun 2024 Nompr 225, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia N~mor 6994); 

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panj~ng Nasional Tahun 2025-2045 
(Lembaran Negara Republik 

1 
ndonesia Tahun 2024 Nomor 

194); 
4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369); 

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Meriengah Nasional Tahun 2025- 
2029 (Lembaran Negara Re ! ublik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 19); 

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang 
Penyusunan Rencana Strs tegis dan Rencana Kerja 
Kementerian/Lembaga (Le1 baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114); 

a. bahwa dengan telah ditet kannya Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 12 I ahun 2025 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Perhfbungan Tahun 2025-2029, 
perlu disusun Rencana 81rategis Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perhubungan Talhun 2025-2029; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu merrdtapkan Keputusan Sekretaris 
Jenderal tentang Rencana i3trategis Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perhubungan T lhun 2025-2029; 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEM NTERIAN PERHUBUNGAN 
NOMOR KP-SKJ 31 TAHUN 2025 

TENT ANG 
RENCANA STRATEGIS SEKRETAfIAT JENDERAL 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025 - 2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANb MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERII N PERHUBUNGAN, 

I 
TLX : 46116 Menhub IA 
email : pusdatin@dephub.go.id 
home page : www.dephub.go.id 

KEMENTERIAN PE HUBUNGAN 
SEKRETARIAT JJENDERAL 

JL. MEDAN MERDEKABARAT NO. 8 I TELP. : (021) 3811308, 505006 
JAKARTA 10110 FAX. : (021) 3522338 , 

SMS center: +62.813-1 111-1-05 
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7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1402); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM 4 Tahun 2025 

tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  Perhubungan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 

tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 
2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 1049); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA 

STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029. 
 

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya 
disebut Renstra Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan Sekretariat Jenderal ini.  

 
KEDUA : Renstra Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada 

DIKTUM PERTAMA adalah dokumen perencanaan Sekretariat 

Jenderal untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 
sampai dengan tahun 2029.    

 

KETIGA : Renstra Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada 
DIKTUM KEDUA merupakan pedoman bagi setiap unit kerja 

eselon II dalam penyusunan matrik kinerja dan rencana 
pendanaan unit Eselon II yang dijabarkan menjadi rencana 
strategis unit kerja eselon II dan unit kerja mandiri. 

 
KEEMPAT : Ruang lingkup Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, meliputi: 
a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan 

permasalahan;  

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis; 
c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka, Regulasi Kerangka 

Kelembagaan, dan Manajeman Risiko; 

d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan 
e. Penutup. 

 
KELIMA : Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan terhadap 

pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029. 

 
KEENAM  : Program dukungan manajemen perhubungan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun 
Anggaran 2025-2029 mengacu pada Keputusan Sekretaris 
Jenderal ini. 

  

  KETUJUH  . . . 



Salinan sesuai dengan aslinya 

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini dis mpaikan kepada: 
1. Menteri Perhubungan; 
2. Wakil Menteri Perhubungan; 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubun tan; 
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Li gkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan; 
5. Ketua Mahkamah Pelayaran; dan 
6. Kepala Sekretariat Komite Nasional Kesela atan Transportasi. 

ANT NI ARIF PRIADI 
NIP. I 9661111 199503 1 001 

ttd. 

SEK 'ETARIS JENDERAL 
KEM NTERIAN PERHUBUNGAN, 

Ditet pkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Desember 2025 

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

KETUJUH 

- 3 - 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Kondisi Umum 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah untuk 

menyusun perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, 

menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan disusun melalui 

pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-

atas (bottom-up). Sebagai implementasi pendekatan teknokratik dalam 

penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, telah disusun 

Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan 

Teknokratik RPJMN dilakukan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah 

yang mengacu pada tahap pertama pembangunan dalam Rancangan Akhir 

RPJPN Tahun 2025-2045.  

Dari penyusunan RPJP 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai turunan 

maka disusun Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan selanjutnya  

disusun Renstra Sekretariat Jenderal yang mempunyai peran dan fungsi yang 

penting dalam melaksanakan manajemen koordinasi dan fungsi teknis lainnya 

di lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 

2025-2029 dengan muatan materi Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 

berisi program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan 

alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh unit kerja pada lingkup Sekretariat 

Jenderal. 

Pada akhirnya nanti, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perhubungan Tahun 2025 – 2029 juga perlu melihat perubahan lingkungan 

strategis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan atau reviu. 

1.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian 

Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat 

Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan 

serta mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di  lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 

a. Koordinasi kegiatan Kementerian; 

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian 

Perhubungan; 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
NOMOR KP-SKJ 31 TAHUN 2025 
TENTANG 
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029  
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c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja 

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian; 

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum; 

f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara 

dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 

Tahun 2020-2024 

1.1.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja  

Peninjauan terhadap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan melalui 

telaah dokumen dan tinjauan literatur (literature review). Sebelum melalui 

proses analisis secara kualitatif, data atau catatan terkait perbaikan IKP 

(IKP/IKK) dikelompokkan dalam satu matriks kerja yang berisi informasi 

tentang: kendala yang dihadapi, penjelasan dan reviu atau catatan penunjang 

lainnya. 

Dari hasil evaluasi indikator kinerja yang telah dijabarkan dalam tabel berikut, 

secara keseluruhan, ketiga Indikator Kinerja Program dan 25 (dua puluh lima) 

Indikator Kinerja Kegiatan masih tetap dijalankan sebagaimana diamanatkan 

dalam Renstra, namun demikian terdapat indikator kinerja yang memerlukan 

penyempurnaan seperti penyesuaian target, perubahan manual IKU, usulan 

peleburan indikator kinerja, usulan pencabutan Indikator Kinerja serta usulan 

penggantian nomenklatur Indikator Kinerja. 

Dari tinjauan Indikator Kinerja di atas, dapat disimpulkan rekomendasi untuk 

penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKP/IKK) Sekretariat Jenderal 2020 – 

2024, yakni: 

Tabel 1. 1 Rekomendasi Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKP/IKK) Sekretariat 

Jenderal 2020 – 2024 

Indikator Kinerja Rekomendasi 

IKP1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri 

Perhubungan Yang Mendapat Class 

Action Oleh Masyarakat Dibandingkan 

Dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Yang Dikeluarkan/ 

Ditetapkan 

Kajian ulang terhadap penetapan 

target atas Indikator ini. 

IKP2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

Sektor Transportasi 

Diperlukan penyempurnaan manual 

IK yang disesuaikan dengan target 

tahunanannya.  

IKP3 Indeks Reformasi Birokrasi 

Kementerian Perhubungan 

Penyempurnaan Manual IK apabila 

kebijakan baru telah ditetapkan. 
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Indikator Kinerja Rekomendasi 

IKK2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian 

Perhubungan 

Perlu adanya perubahan target sesuai 

Masukan dari stakeholder melalui 

kegiatan uji publik sangat diperlukan 

dalam rangka meminimalisir gesekan 

kepentingan pada saat implementasi 

peraturan perundang-undangan 

IKK4 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Penyesuain terkait Penghitungan 

Meta Indikator 

IKK5 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal 

IKK11 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Penyesuaian Penghitungan Manual 

IKU berdasarkan Surat Edaran Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Minimal Baik Sebagai 

Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks 

Reformasi Birokrasi tanggal 1 

Desember 2021 

IKK13 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian 

Perhubungan 

Dapat direkomendasikan untuk 

menaikkan target tahunannya sebagai 

bentuk peningkatan kualitas 

pengelolaan aset. IKK14 Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat 

Jenderal 

IKK16 Indeks Kelembagaan Kementerian 

Perhubungan 

diusulkan diubah menjadi “Indeks 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Kementerian 

Perhubungan” 

IKK17 Indeks Profesionalisme ASN 

Kementerian Perhubungan 

Penyesuaian terhadap IKK Indeks 

Profesionalisme ASN perlu adanya 

perubahan target (penurunan nilai 

target)  

IKK18 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN 

Kementerian Perhubungan 

Diusulkan dilebur menjadi 1 (satu) 

IKK yaitu Indeks Tata Kelola 

Manajemen ASN berbasis Sistem Merit 

dan diusulkan perubahan targetnya 

IKK19 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN 
Sekretariat Jenderal 

IKK20 Indeks Merit System Kementerian 

Perhubungan 

IKK21 Indeks Pelayanan Publik Kementerian 

Perhubungan 

Perlu dilakukan penyempurnaan 

terhadap Manual Indikator meliputi: 

definisi, sumber data, cara 

menghitung, satuan, penanggung 

jawab data dan target kinerja. 

berdasarkan PM PANRB Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik Terdapat perubahan 

manual IKU pada IPP berdasarkan 
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Indikator Kinerja Rekomendasi 

Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

IKK23 Indeks Kepemimpinan Perubahan 

Kementerian Perhubungan 

Meskipun telah dilakukan beberapa 

upaya dan koordinasi dengan pihak 

terkait dalam menyusun formulasi 

penghitungan manual IKU, namun 

pada kenyataannya IKP sulit untuk di 

terapkan dalam lingkup Kemenhub 

dalam waktu dekat. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, 

BKIP mengusulkan IKP dihapuskan 

dari Renstra Setjen 2020-2024 karena 

sampai dengan saat ini masih belum 

ada output dan outcome nya. 

IKK24 Indeks SPBE Kementerian 

Perhubungan 

Usulan terhadap penyesuaian nilai 

target di tahun 2022 s.d 2024 

(penurunan nilai target) 

IKK25 Rekomendasi hasil investigasi 

kecelakaan transportasi yang 

ditindaklanjuti stakeholder 

Dapat direkomendasikan untuk 

menaikkan target tahunannya sebagai 

bentuk peningkatan kualitas, bisa 

dengan penetapan target yang 

mendekati realisasi tahun terakhir 

atau melebihi realisasi tahun terakhir 

IKK26 Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil 

putusan sidang Mahkamah Pelayaran 

Dilakukan kembali penghitungan 

reviu manual IK dengan 

mempertimbangkan kasus yang 

diputus bebas 

1.1.2.2. Evaluasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2020-2024  

Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, Indikator kinerja dan 

indikasi pendanaan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 disusun dengan 

mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana 

Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 , dan belum 

memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal 

tahun 2020. Total indikasi anggaran Sekretariat Jenderal untuk 2020-2024 

berdasarkan Renstra Setjen 2020-2024 adalah sebesar Rp4.350,84 Miliar. 

Adapun perbandingan anggaran antara kerangka pendanaan terhadap Pagu 

Indikatif dan pagu Alokasi yang lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1. 2 Postur Anggaran Sekretariat Jenderal 2020 - 2024 

Program Tahun 

Kerangka 

Pendanaan Pada 

Renstra 

(Rp.) 

Pagu Indikatif 

(Rp.) 

Pagu Alokasi 

(DIPA) 

(Rp.) 

Gap Terhadap Pagu Alokasi 

Renstra Thd 

Alokasi 

(Rp.) 

Indikatif Thd 

Alokasi 

(Rp.) 

Dukungan 

Manajemen 
2020 709.300.000.000 831.561.483.000 709.317.971.000  -17.971.000 122.243.512.000 

2021 743.880.000.000 716.034.248.000  716.034.249.000   27.845.751.000 1.000 

2022 844.200.000.000 505.368.588.000 505.368.589.000  338.831.411.000 1.000 

2023 956.350.000.000 541.154.855.000 541.154.856.000  415.195.144.000 1.000 

2024 1.097.110.000.000 669.332.683.000 649.493.173.000 447.616.827.000 19.839.510.000  

Sumber: Biro Keuangan, 2023 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pagu Alokasi yang ditetapkan setiap 

tahunnya untuk Sekretariat Jenderal cenderung lebih rendah dari dari kerengka 

pendanaan yang telah direncanakan maupun pagu Indikatif, nemun demikian, 

capaian kinerja Sekretariat Jenderal tetap dapat dicapai dengan baik sesuai 

dengan anggaran yang telah dialokasikan. 

1.1.3. Capaian Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 

2020-2024 

1.1.3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal 2020-2024  

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Rencana Strategis 

Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029 harus memperhatikan berbagai capaian 

juga permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana 

Strategis pada periode sebelumnya yaitu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 

tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 Kementerian Perhubungan mengalami 

perubahan lingkungan strategis sehingga mengakibatkan adanya penyesuaian 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang dituangkan di dalam KP.135 

tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perhubungan tahun 2020-2024. Capaian Kinerja organisasi Sekretariat 

Jenderal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh biro dan pusat di 

lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja 

telah dilakukan pengukuran evaluasi kinerja secara berkala dan secara rinci 

capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. 3 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 

SASARAN STRATEGIS (SP) 
SASARAN KEGIATAN 

(SK) 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (IKK) 
SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024* 

1. Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola Kebijakan, 

Regulasi dan Hukum 

Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola Kebijakan, 

Regulasi dan Hukum 

1.1 Indeks Reformasi 

Hukum 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 10 88,33 96,6 76,44 97,76 

1.2 Indeks Kualitas 

Kebijakan 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 68,62 50,8 50,8 90,63 90,63 

2. Meningkatnya Kualitas 

Transportasi yang 

berkelanjutan 

Menurunnya Emisi GRK 

sektor transportasi 

2.1 Persentase 

Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca 

Sektor Transportasi 

sebesar 5,13 juta 

ton CO2 pada tahun 

2024 

% 
95,53 76,80 81,10 101,5 101,17 

 Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang Baik 

Meningkatnya Birokrasi 

Kementerian 

Perhubungan yang 

Bersih dan Akuntabel 

3.1 Nilai SAKIP 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 
74,8 75,53 77,21 78,85 78,85 

3.2 Nilai SAKIP 

Sekretariat Jenderal 

Nilai 
79,16 79,19 80,27 80,08 80,15 

3.3 Indeks Pengawasan 

Kearsipan 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 
91,51 86,51 83,29 86,43 90,04 

3.4 Indeks Pengawasan 

Kearsipan 

Sekretariat Jenderal 

Nilai N/A 86,51 85,09 89,16 82,08 
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SASARAN STRATEGIS (SP) 
SASARAN KEGIATAN 

(SK) 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (IKK) 
SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024* 

3.5 Indeks Maturitas 

SPIP 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 3 3,693 3,474 3,486 3,382 

3.6 Indeks Perencanaan 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 99,33 94,09 101,34 98,07 96,2 

3.7 Indeks Perencanaan 

Sekretariat Jenderal 
Nilai 100 100 100 100 100 

3.8 Indeks tata kelola 

pengadaan barang 

dan jasa 

Nilai 58,8 76,25 76,80 79,65 79,16 

3.9 Indeks Pengelolaan 

Keuangan 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 98,72 92,96 93,62 94,64 92,31 

3.10 Indeks Pengelolaan 

Aset Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 53,33 63,5 80 3,43 3,54 

3.11 Indeks Pengelolaan 

Aset Sekretariat 

Jenderal 

Nilai 99,98 76 83 3,90 3,98 

3.12 Tingkat 

Penyelenggaraan 

Perkantoran 

% N/A 70,6 82,68 80,26 85,3 

Meningkatnya 

Kapabilitas 

3.13 Indeks Kelembagaan 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 77,5 77,5 77,5 79,698 80,198 
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SASARAN STRATEGIS (SP) 
SASARAN KEGIATAN 

(SK) 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (IKK) 
SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024* 

SDM dan organisasi 

Kementerian 

Perhubungan 

3.14 Indeks Sistem Merit 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 0,65 0,65 0,77 0,73 0,74 

3.15 Indeks Kualitas  

Penyelenggaraan 

Pembinaan JF 

Transportasi 

Nilai - - - 96 110,8 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

Kementerian 

Perhubungan 

3.16 Indeks Pelayanan 

Publik Kementerian 

Perhubungan 
Nilai 4,09 4,29 4,63 4,7 4,74 

Meningkatnya kualitas 

layanan komunikasi dan 

informasi publik 

kementerian 

perhubungan 

3.17 Reputasi Positif 

Kementerian 

Perhubungan Nilai 43,63 84,36 88 84,35 83,71 

Meningkatnya 

kapabilitas sistem 

informasi dan teknologi 

Kementerian 

Perhubungan 

3.18 Indeks SPBE 

Kementerian 

Perhubungan Nilai 4,42 2,84 3,33 3,71 4,6 

Meningkatnya kualitas 

manajemen keselamatan 

transportasi 

3.19 Rekomendasi hasil 

investigasi 

kecelakaan 

transportasi yang 

ditindaklanjuti 

stakeholder 

Nilai 48,71 85,54 73,89 71,51 58,79 

3.20 Tingkat 

Pemanfaatan 
% 100 83,33 100 100 100 
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SASARAN STRATEGIS (SP) 
SASARAN KEGIATAN 

(SK) 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (IKK) 
SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024* 

Rekomendasi hasil 

putusan sidang 

Mahkamah 

Pelayaran 

Meningkatnya 

kapabilitas kerjasama 

dan Kemitraan 

Kementerian 

Perhubungan 

3.21 Kualitas 

Pelaksanaan 

Kerjasama dan 

Kemitraan 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 100 82 85 86 87 

3.22 Tingkat kualitas 

pelaksanaan 

investasi/ 

pembiayaan kreatif 

penyediaan 

Infrastruktur 

Transportasi 

Nilai - - - 66,66 75 
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Reviu Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKK) Sekretariat 

Jenderal telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan perubahan 

susunan organisasi serta penambahan IKU/pengurangan IKK. Dalam kurun 

waktu 2020-2024 telah dilakukan reviu yang tercantum dalam KP 135 tahun 

2023 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perhubungan Tahun 2020-2024. Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada IKK 1.1, yaitu Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan, 

Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan 

mencapai nilai 10 dikarenakan Peraturan Menteri yang terkait Undang-

Undang Cipta Kerja yang merupakan deregulasi tidak dibahas di tahun 

2020 karena menunggu implementasi dari Peraturan Pemerintah 

Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil 

reviu Renstra Setjen 2020-2024, tidak terdapat perubahan apapun, 

sehingga target pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah 

sesuai dengan target pada reviu Renstra; 

2. Pada IKK 1.2 yaitu Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan, 

adapun berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024, Indeks ini 

mengalami penyesuaian target yang semula pada tahun 2023 dengan nilai 

target 78 menjadi 60 dengan relaisasi melampaui target yaitu 90,3. 

Sedangkan untuk target IKK 1.2 pada tahun 2024, semula 79 menjadi 60 

dikarenakan Biro Hukum harus menentukan target kinerja bersama 

dengan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) agar dapat mencapai target 

yang ditetapkan; 

3. Pada IKK 2,1 yaitu Indeks Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi. 

Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024, terdapat penyesuaian 

pada target yang mana sebelumnya 89,96% menjadi 89,86% 

menyesuaikan pada Renstra Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 dan 

telah melampaui target yang ditentukan yaitu 101,50%; 

4. Pada IKK 3.1 yaitu Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan, berdasarkan 

Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 pada Indikator Nilai SAKIP Kementerian 

Perhubungan tidak terdapat perubahan, sehingga target pada Renstra 

tetap dan pada setiap tahunnya dan terjadi peningkatan terhadap target 

yang telah ditetapkan yaitu dengan target 78 dan realisasi 78,89; 

5. Pada IKK 3.2 yaitu Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal berdasarkan Reviu 

Renstra Setjen 2020 – 2024 pada Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal tidak 

terdapat perubahan, sehingga target pada Renstra tetap yaitu dengan nilai 

80 dan telah mencapai target dengan nilai 80,08; 

6. Pada IKK 3.3 yaitu Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian 

Perhubungan berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 pada Indeks 

Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan tidak terdapat 
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perubahan. Terjadi penurunan realisasi terhadap target pada tahun 2021-

2023 namun ini sudah cukup baik dan perlu perbaikan di masa 

mendatang; 

7. Pada IKK 3.4 yaitu Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal, 

untuk justifikasi belum adanya pencapaian di tahun 2020 adalah sebagai 

berikut: 

a. Biro Umum belum memiliki tim penilai kearsipan independen karena 

kegiatan yang sifatnya pengawasan kearsipan, hingga saat ini 

dilaksanakan oleh ANRI; 

b. Pelaksanaan pengawasan kearsipan pada Unit Kearsipan II (di Sesban 

dan Sesdit) di Kementerian Perhubungan, diawasi dan  dinilai oleh 

Unit Kearsipan I (dalam hal ini Biro Umum selaku Pembina Kearsipan 

Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan) bersama-sama dengan 

ANRI selaku Lembaga Kearsipan dan programnya baru akan 

dilaksanakan pada tahun 2021 dan penilaian akan menjadi penilaian 

2021 karena belum belum pernah dilakukan sehingga belum ada 

hasilnya. Instrumen dan nilai pengawasan internal harus mendapat 

persetujuan dan verifikasi oleh ANRI serta ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Kepala ANRI; 

c. Standardisasi penilaian untuk kegiatan pengawasan kearsipan 

internal Kemeterian Perhubungan pada usulan IKU Renstra 

Sekretariat Jenderal juga dinilai terlalu tinggi mengingat kegiatan 

baru akan dilaksanakan dan setelah berkoordinasi dengan ANRI 

penentuan nilai target, instrumen penilaian dan hasil penilaian 

kearsipan. Selanjutnya, berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 

2024 pada Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal tidak 

terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap serta 

target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan target pada Reviu 

Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan target 92. Untuk 

realisasi terhadap target belum mencapai yang telah ditentukan 

meskipun sudah cukup baik namun perlu diperbaiki untuk 

mendatang. 

8. Pada IKK 3.5 yaitu Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan, 

berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 pada Indeks Maturitas 

SPIP Kementerian Perhubungan tidak mengalami perubahan apapun, 

sehingga target pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah 

sesuai dengan target pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu 

dengan target 3,5 namun belum mencapai target yaitu dengan realisasi 

3,48.  Meskipun hal ini sudah cukup baik namun perlu perbaikan ke 

depan; 
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9. Pada IKK 3.6 yaitu Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan. 

Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 pada Indeks Perencanaan 

Kementerian Perhubungan tidak terdapat perubahan apapun, sehingga 

target pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah sesuai 

dengan target pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan 

target 84 dan realisasi 98,07; 

10. Pada IKK 3.7 yaitu Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal. 

Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 pada Indeks Perencanaan 

Sekretariat Jenderal tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target 

pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan 

target pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan target 

84 dan realisasi 100; 

11. Pada IKK 3.8 yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 

Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 

2024 pada Indeks Tata Kelolan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian 

Perhubungan tidak mengalami perubahan apapun, sehingga target pada 

Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan target 

pada Reviu Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan target 75 dan 

realisasi 79,65; 

12. Pada IKK 3.9 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian 

Perhubungan. Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 tidak 

terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap serta 

target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan target pada Reviu Renstra 

Setjen Tahun 2020 - 2024 yaitu dengan target 88,2 dan realisasi tiap 

tahunnya selalu melampaui target yang ditentukan; 

13. Pada IKK 3.10 yaitu Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan. 

Berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024, IKK ini pada tahun 2023 

mengalami penyempurnaan dimana target sebelumnya dengan nilai 65 

berubah menjadi 2,90 namun telah mencapai target dengan realisasi 

sebesar 3,43 per 31 Desember 2023 melalui penghitungan mandiri sesuai 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023, apabila 

mengacu pada Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-

22/KN/KN.2/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil 

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian/Lembaga Tahun 2023 

didapatkan hasil 3,5 untuk Indeks Pengelolaan Aset Kementerian 

Perhubungan dikarenakan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara dan mutasi 

tambah kurang barang milik negara rusak berat. Untuk justifikasi 

perubahan target Indikator Kinerja Kegiatan disebabkan karena terbitnya 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator 

Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023 yang mengatur 
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mengenai acuan perhitungan Indeks Pengelolaan Aset 

Kementerian/Lembaga; 

14. Pada IKK 3.11 yaitu Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan, 

berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 di tahun 2023, Indeks 

Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan mengalami penyempurnaan 

dari target 77 menjadi 3 dan telah mencapai target tersebut dengan nilai 

3,90 serupa dengan Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan, 

perubahan target tersebut disebabkan karena terbitnya Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja 

Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023 yang mengatur mengenai 

acuan perhitungan Indeks Pengelolaan Aset Kementerian/Lembaga; 

15. Pada IKK 3.12 yaitu Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran. Pada tahun 

2020, belum terdapat penilaian dikarenakan instrumen penyusunan 

penghitungan manual IKK masih dalam proses. berdasarkan Reviu 

Renstra Setjen 2020 – 2024 tidak terdapat perubahan apapun sehingga 

target pada Renstra tetap dan melampaui target pada setiap tahunnya; 

16. Pada IKK 3.13 yaitu Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan, 

berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 pada Indeks Kelembagaan 

Kementerian Perhubungan tidak terdapat perubahan apapun, sehingga 

target pada Renstra tetap. Meskipun pada tahun 2020-2022 belum 

mencapai target yang ditetapkan namun pada tahun 2023 sudah 

mencapai realisasi yang memenuhi target tersebut; 

17. Pada IKK 3.14 yaitu Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan, 

berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024, IKK ini mengalami 

penyempurnaan target (penurunan) dikarenakan merupakan 

penggabungan dari Indikator indeks  profesionalitas  ASN,  Indeks  Tata  

Kelola  Manajemen  ASN  dan  Indeks Sistem Merit; 

18. Pada IKK 3.15 yaitu Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pembinaan JF 

Transportasi, merupakan Indikator Kinerja baru yang muncul seiring 

dengan terbentuknya Pusbin JFT, sehingga capaian pada tahun 2023 

tidak dapat dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya; 

19. Pada IKK 3.16 yaitu Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan, 

berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 pada IKK ini tidak terdapat 

perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap dan pada tahun 

2023 telah mencapai realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan; 

20. Pada IKK 3.17 yaitu Indeks Reputasi Positif Kementerian Perhubungan, 

berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 tidak terdapat perubahan 

apapun, sehingga target pada Renstra tetap dan selalu melampaui target 

pada setiap tahunnya; 
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21. Pada IKK 3.18 yaitu Indeks SPBE Kementerian Perhubungan, 

berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024 mengalami 

penyempurnaan dimana target sebelumnya dengan nilai 3,9 menjadi 

3,70; 

22. Pada IKK 3.19 yaitu Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan 

Transportasi yang Ditindaklanjuti Stakeholder, berdasarkan Reviu 

Renstra Setjen 2020 – 2024 pada rekomendasi hasil investigasi 

kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti Stakeholder  tidak terdapat 

perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap dan telah 

mencapai realisasi melebihi target yang ditetapkan; 

23. Pada IKK 3.20 yaitu Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan 

Sidang Mahkamah Pelayaran, berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 

2024 tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra 

tetap; 

24. Pada IKK 3.21 yaitu Indeks Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan 

Kemitraan Kementerian Perhubungan, berdasarkan Reviu Renstra Setjen 

2020 – 2024 tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target pada 

Renstra tetap yaitu dengan nilai 86 dan dengan realisasi yang telah 

mencapai target tersebut; 

25. Pada IKK 3.22 yaitu Tingkat Kualitas Pelaksanaan Investasi/Pembiayaan, 

Pada Indikator ini dilaksanakan oleh PPIT, Tingkat Kualitas Pelaksanaan 

Investasi/pembiayaan kreatif penyediaan Infrastruktur Transportasi 

memiliki target 66 pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 66,66. Dapat 

disampaikan bahwa Indikator Kinerja Indikator Tingkat Kualitas 

Pelaksanaan Investasi/Pembiayaan Kreatid Penyediaan Infrastruktur 

Transportasi merupakan Indikator Kinerja baru yang muncul seiring 

dengan terbentukan PPIT, sehingga capaian pada tahun 2023 tidak dapat 

dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. 

1.1.3.2. Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2020-2024  

Dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal, sudah disusun langkah-

langkah perencanaan yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun sebelumnya dalam 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2020-

2024. Selanjutnya, disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 

Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi. 

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal selama periode Renstra 2020 – 2024 

tentunya didukung oleh anggaran yang sebelumnya telah dirumuskan dalam 

kerangka pendanaan pada Renstra sampai dengan ditetapkan sebagai DIPA. 

Dalam pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal, terdapat penyesuaian 

anggaran staehingga terdapat perubahan pada pagu anggaran dan realisasi 

penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal dapat dijelaskan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 1. 4 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal 2020 - 2024 

Program Tahun 
Pagu Awal 

(Rp.) 
Pagu Akhir 

(Rp.) 
GAP 

Capaian 

Realisasi 
(Rp.) 

% 

Dukungan 
Manajemen 

2020 709.317.971.000 597.504.566.000 111.813.405.000 589.863.661.979 98,72% 

2021 725.806.134.000 552.285.662.000 173.520.472.000 550.354.137.840 99,65% 

2022 505.368.589.000 485.122.849.000 20.245.740.000 482.886.870.598 99,54% 

2023 541.154.856.000 565.881.458.000 24.726.602.000 563.156.449.888 99,52% 

2024 649.493.173.000 662.596.418.000 13.103.245.000 636.991.280.674 96.14% 

Sumber: Biro Keuangan, 2024 

Secara umum anggaran belanja Sekretariat Jenderal terdiri atas Belanja 

Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Secara keseluruhan tahun 2020 

sampai dengan 2022, penggunaan anggaran pada tingkat Sekretariat 

Jenderal telah terserap dengan baik dan berada pada posisi diatas 95%. 

Adapun rincian perjalanan anggaran Sekretariat Jenderal periode 2020 – 

2024 dijelaskan sebagai berikut. 

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2020 

Pada tahun 2020 pagu awal Setjen adalah sebesar Rp. 709.317.971.000,- 

(tujuh ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah) telah mengalami perubahan anggaran sehingga pagu 

akhir menjadi Rp.597.504.566.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar 

lima ratus empat juta lima ratus enam puluh enam ribur rupiah) terealisasi 

sebesar Rp.589.863.661.979,- (lima ratus delapan puluh sembilan miliar 

delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu 

sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 98,72% (sembilan puluh 

delapan koma tujuh puluh dua persen). Perubahan anggaran tersebut 

dilakukan berdasarkan: 

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 

perihal Langkah Lengkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA; 

2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 

KU.002/9/5/Phb 2020 tanggal 22 April 2020 perihal Usulan Revisi 

Anggaran Dalam Rangka Penyesuaian Belanja TA.2020 di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal. 

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2021 

Sementara itu, pada tahun 2021, pagu anggaran awal Sekretariat Jenderal 

dialokasikan sebesar Rp.725.806.134.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar 

delapan ratus enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan terdapat 

perubahan anggaran, sehingga pagu akhir menjadi Rp.552.285.662.000,- 

(lima ratus lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam 

ratus enam puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.550.354.137.840,- 
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(lima ratus lima puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga 

puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 99,65% 

(sembilan puluh sembilan koma enam puluh lima persen). Perubahan 

anggaran pada tahun 2021 dilakukan berdasarkan: 

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 

2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 

2021; 

2. Surat Sekretariat Jenderal Nomor KU.003/1/2/ Phb 2021 tanggal 21 

Januari 2021 perihal Perubahan APBN di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal TA 2021; 

3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 

perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021; 

4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian keuangan Nomor S-

453/AG/AG.3/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Pengesahaan Revisi 

Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian perhubungan TA 

2021. 

Perlunya perubahan pagu di dasarkan karena beberapa alasan yaitu : 

1. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan 

program vaksinasi nasional, penanganan pandem COVID-19, dukungan 

anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan 

pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa 

penghematan belanja K/L TA 2021; 

2. Untuk memenuhi kebutuhan belanja Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional tersebut perlu dilakukan kembali refocusing anggaran belanja 

K/L TA 2021 dalam rangka menjaga defisit APBN TA 2021 sesuai dengan 

proyeksi agar tersipta APBN yang prudent dan sustainable dan berasal 

dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 sebagai tindak 

lanjut dari PP No.63 Tahun 2021. 

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2022 

Dalam Pelaksanaan tahun anggaran 2022 terdapat kebijakan Automatic 

Adjustment (pencadangan Anggaran) yang di alami oleh Sekretariat Jenderal. 

Kebijakan Automatic Adjustment (pencadangan Anggaran) sendiri telah diatur 

di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 202 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 2022, tepatnya 

dalam pasal 28 ayat 2 huruf e, dimana yang dimaksud dengan “penyesuaian 

Belanja Negara” adalah melakukan Pengutamaan penggunaan anggaran yang 

disesuaikan secara otomatis (automatic adjustment), realokasi anggaran, 

pemotongan anggaran Belanja Negara, dan/ atau pergeseran anggaran antar 

program. 
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Selama periode Tahun Anggaran 2022, Sekretariat Jenderal telah mengalami 

2 (dua) kali Automatic Adjustment , 2 (dua) kali buka blokir yang disetujui 

serta 1 (satu) kali penambahan anggaran diantaranya: 

1. Sekretariat Jenderal mengalami 2 (dua) kali kebijakan Automatic 

Adjustment dengan total Rp37.241.358.000,- (tiga puluh tujuh miliar dua 

ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah); 

2. Sekretariat Jenderal mendapat persetujuan buka blokir AA sebanyak 2 

(dua) kali dengan total Rp16.548.470.000,- (enam belas miliar lima ratus 

empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

3. Setelah mengalami AA dan buka blokir, pergeseran anggaran Sekretariat 

Jenderal ke BA BUN menjadi Rp20.692.888.000,- (dua puluh miliar enam 

ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan 

rupiah); 

4. Selanjutnya pada bulan November Sekretariat Jenderal mendapat 

penambahan anggaran sebesar Rp447.148.000 (empat ratus empat puluh 

tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah); 

5. Setelah mengalami pergerakan anggaran, didapati pagu akhir Sekretariat 

Jenderal adalah Rp485.122.849.000,- (empat ratus delapan puluh lima 

miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan 

ribu rupiah). 

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2023 

Dalam Pelaksanaan Anggaran Setjen Tahun 2023 didukung dengan alokasi 

anggaran berdasarkan DIPA Nomor DIPA-022.01-0/2023 tanggal 30 

November 2022 sebesar Rp541.154.856.000,- (lima ratus empat puluh satu 

miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu 

rupiah). 

Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami 

beberapa kali penyesuaian baik melalui Automatic Adjustment, Buka blokir 

AA, serta penambahan dan realokasi anggaran, sehingga sampai dengan 31 

Desember 2023, pagu Efektif Sekretariat Jenderal menjadi 

Rp565.881.458.000,- (lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus 

delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Berikut 

adalah rincian perjalanan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan 

bulan Desember 2023: 

  



- 21 - 
 

 

Tabel 1. 5 Pergerakan Anggaran Setjen Tahun 2023 

No. Keterangan Jumlah (Rp) 

1. Pagu Awal (DIPA) Rp541.154.856.000 

2. Pagu Tanpa AA Bulan Juni  Rp531.921.129.000 

3. Buka Blokir AA Tahap 1 Rp5.503.114.000 

4. Buka Blokir AA Rp531.020.000 

5. Realokasi Blokir AA ke BA BUN -Rp531.020.000 

6. Penambahan Belanja Pegawai Biro Umum Rp12.000.000.000 

7. Buka Blokit AA Tahap 2 Rp1.310.707.000 

8. Penambahan anggaran Komunikasi Publik Rp6.200.000.000 

9. Buka Blokir AA Rp1.888.886.000   

10. Realokasi Blokir AA ke BA BUN -Rp1.888.886.000   

11. Realokasi Anggaran Antar Unit E1 Rp6.200.000.000   

12. Penambahan Anggaran Belpeg Dari BA BUN   Rp2.746.508.000 

Pagu Efektif per Desember Rp565.881.458.000 

Sumber: Biro Keuangan, 2023 

Sampai akhir bulan Desember tahun 2023, realisasi kinerja Sekretariat 

Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan 

bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar 

Rp565.881.458.000,- (lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus 

delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) 

realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Desember sebesar  

Rp563.156.449.888,- (lima ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh 

enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan 

puluh delapan rupiah) atau 99,52% (sembilan puluh sembilan koma lima 

puluh dua persen). 

Perjalanan Anggaran Setjen Tahun 2024 

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang targetnya 

tercantum di dalam  dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal 

Tahun 2024 terdiri dari 3 Indikator Kinerja Program serta didukung dengan 

25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Unit Eselon II 

Setjen didukung dengan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-

022.01-0/2023 yaitu sebesar  Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat 

puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh 

puluh tiga ribu rupiah).  

Adapun dalam perjalanannya, anggaran Sekretariat Jenderal mengalami 

beberapa kali penyesuaian dimana pagu awal Sekretariat Jenderal 

berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-022.01-0/2024 tahun 23 November 2023 

sebesar Rp649.493.173.000,- (enam ratus empat puluh sembilan miliar 

empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) 
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mengalami pergeseran anggaran untuk kekurangan belanja operasional 

sebesar Rp5.302.432.000,- (lima miliar tiga ratus dua juta empat ratus tiga 

puluh dua ribu rupiah) sehingga pagu efektif Sekretariat Jenderal 

berdasarkan surat DJA Kementerian Keuangan nomor  S-218/AG-3/2024 

tanggal 14 Maret 2024 menjadi Rp654.795.605.000,- (enam ratus lima 

puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima 

ribu rupiah), kemudian terjadi pergeseran anggaran untuk memenuhi 

kebutuhan belanja operasional sebesar Rp7.800.813.000,- (tujuh miliar 

delapan ratus juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga pagu efektif 

Sekretariat Jenderal sampai dengan bulan Desember 2024 berdasarkan surat 

DJA Kementerian Keuangan nomor S-648/AG/AG.3/2024 tanggal 9 Oktober 

2024 dan nomor S-712/AG/AG.3/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menjadi 

Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus 

sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Berikut 

adalah rincian perjalanan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan 

bulan Desember 2024: 

Tabel 1. 6 Postur Anggaran Setjen Tahun 2024 

No. Keterangan Jumlah (Rp) 

1. Pagu Awal (DIPA) 649.493.173.000 

2. Pergeseran Anggaran Pertama (14 Maret 2024) + 5.302.432.000 

3. Pergeseran Anggaran Kedua (9 Oktober 2024) +1.174.220.000 

4. Pergeseran Anggaran Ketiga (30 Oktober 2024) +6.626.593.000 

Pagu Efektif per Desember Rp.662.596.418.000,- 

Sumber: Biro Keuangan, 2024 

Sampai akhir bulan Desember tahun 2024, realisasi kinerja Sekretariat 

Jenderal secara umum telah berhasil dicapai dengan baik, dapat dijelaskan 

bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar dapat 

dijelaskan bahwa dari total alokasi pagu Efektif Sekretariat Jenderal sebesar  

Rp662.596.418.000,- (enam ratus enam puluh dua miliar lima ratus 

sembilan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) telah 

terserap sebesar Rp636.991.280.674,- (enam ratus tiga puluh enam miliar 

sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam 

ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 96,14% (sembilan puluh enam koma 

empat belas persen) sementara itu, sisa dana belum terserap sebesar  

Rp25.605.137.326,- (dua puluh lima miliar enam ratus lima juta seratus tiga 

puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) atau 3,86% (tiga koma 

delapan puluh enam persen) dari total alokasi anggaran. 

Dari data di atas, dapat di ambil kesimpulan anggaran Sekretariat Jenderal 

telah terserap dengan baik dan berada pada posisi rata - rata diatas 95%, hal 

ini juga sejalan dengan capain kinerja Sekretariat Jenderal yang juga telah 
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dicapai dengan baik meskipun dalam perjalanannya telah mengalami 

beberapa kali penyesuaian anggaran. 

1.2. Potensi dan Permasalahan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-

2029 

1.2.1. Perkembangan Lingkungan Strategis 

Identifikasi potensi dan permasalahan yang menjadi faktor penentu dalam 

penyelenggaraan bidang transportasi nasional dalam 5 tahun ke depan, 

dilakukan melalui 2 (dua) pengelompokan, yakni: (1) perkembangan faktor 

eksternal (di luar sektor transportasi, misalnya: sosial, ekonomi, politik, dlsb) 

yang menjadi lingkungan strategis (strategic environment) yang akan 

mempengaruhi kebutuhan dan arah pengembangan transportasi ke depan, 

dan (2) perkembangan faktor internal (di dalam sektor transportasi, misalnya: 

penyediaan jaringan dan kinerja pelayanannya) yang menjadi isu strategis 

(strategic issues) di bidang transportasi yang harus diselesaikan dalam 

perioda 5 tahun ke depan.  

Potensi dan permasalahan Sekretariat Jenderal yaitu: 

a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, membuka ketersediaan 

dan akses informasi dari penyelenggara pemerintah kepada masyarakat 

luas, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan hadirnya UU KIP, negara 

menjamin setiap warganya untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam 

proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik. 

Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan salah 

satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam Undang-Undang 

No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 serta Peraturan Presiden 

No.  12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. 

IKIP disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan 

Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait 

implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan 

Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara untuk 

menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) 

hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik. 

Komisi Informasi Pusat pertama kali menyelenggarakan IKIP tahun 2021 

dengan Skor Nasional 71,37, Tahun 2022 dengan Skor Nasional 74,43, 

Tahun 2023 dengan Skor Nasional 75,40 dan Tahun 2024 dengan Skor 

Nasional 75,65. 
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Cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik, 

68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. perlu ada perhatian serius 

terhadap dua provinsi yang masih berada pada situasi buruk yaitu 

Maluku dan Papua Barat. 

Nilai IKIP di 15 provinsi masuk ke dalam kategori di atas rerata nasional, 

sedangkan 19 provinsi masuk ke dalam kategori di bawah rerata nasional 

Hasil IKIP 2024 menunjukkan adanya upaya dari Badan Publik untuk 

mengakselerasi ketersediaan informasi publik dan menyebarluaskannya 

kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kanal informasi yang 

tersedia. 

 

b. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi 

Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission sebagai salah satu 

sasaran utama visi Indonesia Emas 2045. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 
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1) lndonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 

sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Bcrdaulat, 

Maju, dan Berkelanjutan; 

2) Indonesia akan menjadi negara dengan pendapaten per kapita setara 

negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan 

ketimpangan bcrkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting 

di dunia Intemasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia 

yang unggul, serta ncgara yang berkomitmcn menerapkan prinsip 

pembangunan berkelanjutan; 

3) Transportasi Menyumbang sekitar 11,74% dari emisi GRK di Tahun 

2022, di mana bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengambil 

porsi sekitar 79% dari total. 

 

Source: European Commission (2023) GHG Emissions of All World Countries 2023 Report 

 

c. Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2025-2029 

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi 

penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Untuk dapat 

Gambar 1. 2 Sektor Penyumbang emisi GRK di Tahun 2022 
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mcnjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan 

reformasi birokrasi yang menyeluruh. 

Transformasi digital merupalan elemen kunci mendorong birokrasi yang 

transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi 

kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti. 

 

d. Transformasi Digital Pemerintah 

Terwujudnya kelembagaan yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel bagi 

terwujudnya kolaborasi, penyelenggaraan agenda pembangunan nasional 

dan percepatan transformasi digital. 

Menteri Koordinator dan Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas 

dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 

manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital 

nasional. 

Dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital dilakukan melalui 

pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator 

atau Kementerian, dan lintas sektor dalam mendukung keterpaduan 

layanan digital nasional sesuai bidang tugasnya. 

Dampak efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Bagian dari strategi efisiensi: 

a. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja; 

b. Penghematan penggunaan sarana dan prasarana kantor; 

c. Memperkuat kolaborasi antar unit kerja (share outcome, share output 

dan share activities); 

d. Bekerja lebih cerdas dan inovatif. 

Gambar 1. 3 Prioritas Nasional 7 
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Dengan pendekatan yang tepat, reformasi birokrasi, pembangunan zona 

integritas dan penguatan akuntabilitas akan tetap berjalan dengan hasil 

yang optimal, mendukung terwujudnya biroktasi yang lebih transpparan, 

efisien dan berorientasi pada hasil. 

Transformasi digital Pemerintah  dilakukan dengan memanfaatkan 

fondasi yang sudah ada melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). 

Capaian yang sudah dihasilkan penerapan Pemerintah Digital di 

Indonesia terus meningkat, baik pada indeks nasional maupun 

internasional, berbagai inisiatif digital, seperti SatuSehat, Platform 

Merdeka Mengajar, Kartu Prakerja, SIASN, Platform Pengadaan Nasional, 

OSS, serta Unit digital inovatif, seperti Kemenkeu – CTO, Kemenkes – 

DTO, PMO – Prakerja, LKPP – Govtech Procurement, Kemendikbud – 

Govtech Edu dan lain-lain. 

Upaya selanjutnya melalui pemanfaatan fondasi kebijakan dan tata kelola 

untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital Pemerintah (Business 

Continuity Management) yakni: penguatan kebijakan transformasi digital 

Pemerintah, meningkatkan kualitas tata lelola dan manajemen 

Pemerintah Digital, membangun kemampuan implementasi Pemerintah 

melalui Integrasi/ interoperabilitas Layanan digital dan emerging 

technology. 

e. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Tata Kelola informasi dan komunikasi publik (IKP) memiliki peran 

strategis dalam mendukung transparansi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan. Penguatan tata kelola IKP menjadi salah satu sasaran 

bidang komunikasi dalam RPJMN 2025-2029. 

Transparasi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang 

efektif tidak hanya dilaksanakan melalui penyebaran masif informasi 

tentang program-program prioritas pemerintah melalui media elektronik 

dan media digital, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

dan program pemerintah serta pembangunan nasional, yang diharapkan 

mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah serta 

berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia. 

Evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

(PIKP) memerlukan alat ukur yang terstandar, sistematis dan objektif. 

Sejak tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang 

Komdigi) telah melaksanakan survei nasional dengan topik: “Indeks 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)” yang bertujuan 

mengukur kinerja PIKP dari sisi pemerintah pusat dan daerah sebagai 

pengelola, dan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan IKP. 
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Skor indeks PIKP berfungsi menunjukkan tingkat kinerja PIKP 

pemerintah terutama dalam hal ketersediaan, penyediaan dan 

penggunaan sumber daya pendukung pelaksanaan PIKP 

(masukan/input), manajemen informasi dan komunikasi (proses), 

penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap informasi dan pelayanan 

informasi yang diterima (keluaran/output) serta pengaruh dan dampak 

PIKP terhadap masyarakat (outcome). 

Pengukuran Indeks dimaksudkan untuk menghasilkan estimasi tingkat 

kinerja PIKP secara nasional. Sebagai alat ukur yang objektif, Indeks PIKP 

diharapkan dapat membantu dan memberikan data sebagai bahan 

pertimbangan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan dan program-

program pelayanan informasi dan komunikasi publik serta dalam 

peningkatan koordinasi PIKP, baik diantara maupun antar instansi 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor. 

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, salah satu kegiatan yang harus 

dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu 

menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program 

pembangunan, khususnya informasi tentang Program Prioritas Nasional 

yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan 

Presiden setiap tahun. 

f. Pengarusutamaan Pembangunan 

RPJMN Tahun 2025-20'29 menggunakan lima pengarusutamaan 

pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah 

memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi 

dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan 

keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas 

lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara 

konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (iil Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan 

Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam 

seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), 

serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh non state actors.  

Pengarusutamaan gender dan inklusif adalah upaya peningkatan 

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan 

penyandang disabilitas dilaksanatan melalui strategi pengarusutarnaan 

gender dan inklusi sosial (PUG dan inklusi sosial) dengan memberikan 

kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak. 

penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok 

rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk rneningkatkan akses 

seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendoronq mereka 

berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan 
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kebutuhan, terta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga 

dapat merperoleh manfaat dari hasil pembangunan. 

Strategi PUG dan lnklusi Sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh 

di semua prionitas Nasional (PN) maupun non PN untuk mewujudkan 

pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan 

proses (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender 

strategi di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan 

Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban 

ganda, subordinasi, marginalisasi dan stereotipe) menggunakan data 

terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan data lainnya yang relevan 

baik kuantitatif maupun kuallitatlf: (b) analisis faktor penyebab terjadinya  

ketimpangan gender di ranah keluarga, nmasyarakat dan pemerintah dan 

(c) penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang 

relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut. 

Selanjutnya dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian 

target kesetaraan gender, disusun straegi nasional/rencana 

aksi/dokumen kebijakan strategi lainnya di tingkat pusat dan daerah. 

g. Bahaya Over Dimension Over Loading 

Over Dimension adalah perubahan dimensi fisik truk, seperti menambah 

panjang bak, menambah sumbu roda, atau meninggikan ruang muatan. 

Sedangkan Over Loading adalah muatan yang dibawa truk melebihi batas 

Muatan Sumbu Terberat (MST) yang ditetapkan. 

Bahaya Truk ODOL: 

1) Mengganggu stabilitas kendaraan; 

2) Merusak jalan dan jembatan; 

3) Meningkatkan jarak pengereman; 

4) Rawan pecah ban dan kecelakaan terguling; 

5) Mengancam keselamatan pengendara lain. 

Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL tidak sepenuhnya kesalahan 

pengemudi, masih ada banyak pengusaha truk atau pemilik barang 

memodifikasi kendaraan melebihi batas dimensi dan batas muatan 

dengan alasan efisiensi dan menekan biaya produksi. Untuk itu 

diperlukan penanganan serius terhadap kendaraan bermuatan berlebih 

untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. 

Penguatan sistem transportasi dan penegakan hukum yang lebih 

konsisten untuk menjaga keselamatan publik, seperti uji tipe, uji berkala, 

uji kelayakan kendaraan, pemeriksaan beban angkut dan cara 

pengangkutan, serta pengecekan sistem manajemen keselamatan perlu 

diterapkan secara rutin untuk memastikan kondisi kendaraan dan sistem 

operasional yang aman (kebutuhan peningkatan kompetensi SDM 

Perhubungan terkait pengujian kendaraan bermotor). 
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Perlu juga diperhatikan pengaturan jam kerja pengemudi maksimal 

delapan jam per hari. 

h. Berbagai Kecelakaan Transportasi 

Penyebab kecelakaan transportasi salah satunya faktor manusia (human 

error), sumber daya manusia transportasi yang belum professional. 

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran sentral dalam mewujudkan 

sistem transportasi yang efektif, efisien, aman, selamat dan 

berkelanjutan. 

Kebutuhan peningkatan pemangku Jabatan Fungsional Transportasi 

yang handal, kompeten dan profesional. 

1.2.2. Isu Stratetgis Tata Kelola Penyelenggaraan Transportasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 

2020-2024. kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai 

aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan, yang 

meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, 

Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, 

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.  

Pada roadmap Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 setelah penajaman, 

kegiatan reformasi birokrasi tidak akan dikaitkan dengan 8 (delapan) area 

perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan 

(acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan reformasi birokrasi 

lain yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang perlu dipastikan 

keberlanjutannya. Beberapa perbaikan aspek pemerintahan  yaitu: 

a. Manajemen perubahan 

Pada area ini dengan indikator hasil dalam roadmap RB sebelum 

penajaman adalah Indeks Kepemimpinan Perubahan dan setelah 

dilakukan penajaman indikator ini tidak dilanjutkan; 

b. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan  

Deregulasi kebijakan dimaksudkan untuk penyederhanaan peraturan. 

Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah diminta untuk 

mengelimasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat 

perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini 

senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan 

deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan 

investasi di Indonesia. Pada area perubahan penataan peraturan 

perundangan/deregulasi kebijakan terbagi menjadi 2 indikator yaitu: 
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1) Indeks Reformasi Hukum (IRH); 

a) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi 

pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan); 

b) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; 

c) Penguatan system regulasi nasional lingkup instasi pemerintah. 

2) Indeks Kualitas Kebijakan (IKK); 

a) Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting 

dan formulasi kebijakan; 

b) Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun. 

c. Penataan Organisasi/Kelembagaan 

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk 

menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah 

dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya 

penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih 

fleksibel dan langsung ke fungsional. Indikator dari Penataan 

Organisasi/Kelembagaan indikator hasil sebelum penajaman adalah 

Indeks Kelembagaan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini agar 

disinergikan dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). 

d. Penataan Tatalaksana 

Telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk 

mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik 

di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Nasional 

akan digunakan sebagai   acuan dalam pelaksanaan integrasi proses 

bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk 

menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan 

tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah wajib 

menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, 

instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan bagi pakai 

data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir 

duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi 

pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada 

peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, 

peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area 

ini adalah Indeks SPBE, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks 

Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset dan setelah 
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dilakukan penajaman indikator Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks 

Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset agar dilanjutkan, 

disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE. 

e. Sistem Manajemen SDM 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dituntut untuk 

melaksanakan Sistem Merit sehingga tercipta ASN yang profesional, 

berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi 

jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta 

jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian. Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan 

agar kinerja kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja 

organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui 

perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta 

pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja 

pegawai menjadi kata kunci didalamnya. Beberapa indikator hasil 

sebelum penajaman adalah Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem 

Merit, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan setelah dilakukan 

penajaman indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Tata Kelola 

Manajemen ASN agar diintegrasikan ke dalam  Indeks Sistem Merit. 

f. Penguatan Akuntabilitas 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

seluruh Kementerian/ Lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai 

dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan 

efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus 

dan tepat sasaran. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada 

area ini adalah Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan dan setelah 

dilakukan penajaman indikator dilanjutkan, disederhanakan dan 

disinergikan. 

g. Pengawasan 

Penguatan Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu 

pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, 

pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan 

oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi 

tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat 

unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan monev. tindak lanjut hasil pengawasan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Beberapa indikator 

hasil sebelum penajaman adalah Maturitas SPIP dan Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang/Jasa dan setelah dilakukan penajaman indikator 

Maturitas SPIP dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator yang ada di 
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area penguatan akuntabilitas (IK Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan) 

sedangkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dilanjutkan, 

disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE. 

h. Pelayanan Publik 

Undang-Undang Republik Indonesia 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik 

dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan 

atau yang disebut dengan pelayanan prima.  Salah satu indikatornya 

adalah  indeks pelayanan publik dan dan setelah dilakukan penajaman 

indikator ini dilanjutkan, dan disinergikan. 

Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah dilakukan penajaman 

mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam dua fokus yang 

disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang 

disebut dengan reformasi birokrasi general, serta fokus penyelesaian isu 

hilir yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik. 

 

1.2.2.1. Ketersediaan Sumber Daya 

Untuk dapat menjalakan tata kelola penyelenggaraan bidang transportasi 

yang lebih produktif dan menghasilkan stok infrastruktur dan jaringan 

pelayanan yang memadai untuk menghasilkan konektivitas, pelayanan, serta 

keselamatan dan keamanan transportasi nasional yang mampu mendukung 

pembangunan nasional di segala bidang diperlukan penyediaan sumber daya 

(khususnya SDM, pendanaan, dan sistem pendukung) yang berkualitas dan 

memadai. Pada beberapa butir berikut ini disampaikan isu strategis dalam 

penyediaan sumber daya bagi penyelenggaraan bidang transportasi. 

a. Kecukupan jumlah dan kompetensi SDM transportasi 

Isu mengenai kecukupan jumlah dan kompetensi SDM masih menjadi 

latar belakang dari berbagai permasalahan di bidang transportasi.  

Sampai dengan Desember 2025, Kementerian Perhubungan memiliki 

jumlah pegawai sebanyak 57.509 (lima puluh tujuh ribu lima ratus 

sembilan) orang yang tersebar di 9 (sembilan) unit kerja Eselon I dan 1 

(satu) unit kerja Penugasan dengan komposisi sebagai berikut: (i) menurut 

jenis kelamin (74,93% laki-laki dan 25,07% perempuan, (ii) menurut 

pendidikan (S1/S2/S3/setara 39,21%, D1/2/3/4/setara 35,27%, 

SD/SMP/SMA/ sederajat 25,52%), (iii) menurut golongan (Gol IV 6,21%, 

Gol III 60,48%, Gol II 33,25%, Gol I 0,06%), (iv)  menurut jabatan (JFT 

13,07%, struktural 2,93%, Lainnya 84,01%).  

Distribusi pegawai antar Unit Eselon I sangat tergantung dari jumlah UPT 

dan jumlah Eselon II yang dimiliki, dalam hal Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut memiliki jumlah pegawai terbesar 20621 orang 
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(35,86%), disusul oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebanyak 

14833 orang (25,79%), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 

11519 (20,03%), dan BPSDM sebanyak 4971 orang (8,64%). Adapun 

Ditjen Perkeretaapian, Sekjen, dan Pegawai yang Diperbantukan masing-

masing berkisar antara 2-4% terhadap total (sekitar 1000 orang), 

sedangkan Itjen, BKT, dan BPTJ jumlah pegawainya hanya kurang dari 

400 orang (sekitar 1% total). 

Memperhatikan trend kebutuhan SDM Kementerian Perhubungan sesuai 

tantangan ke depan diperlukan upaya untuk (i) memenuhi kebutuhan 

SDM sesuai jumlah dan kompetensi berdasarkan Analisis Beban Kerja 

(ABK), (ii) menambah proporsi jumlah SDM yang memiliki sertifikat 

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kebutuhan teknis operasional 

di lapangan maupun skenario perampingan organisasi, (iii) meningkatkan 

profesionalitas dan kompetensi SDM Kementerian Perhubungan melalui 

diklat maupun bentuk peningkatan pengetahuan dan pengalaman 

lainnya. 

b. Pendanaan dan Pembiayaan Sektor Transportasi 

Sebagaimana telah dibahas realisasi anggaran pemerintah melalui APBN 

Kementerian Perhubungan rata-rata hanya sekitar Rp 35-40 Triliun per 

tahun (66,40% dari kebutuhan yang direncanakan dalam Renstra 2020-

2024). Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden untuk Tahun Anggaran 

2025 dan 2026 juga berdampak signifikan terhadap ketersediaan 

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang telah direncanakan 

maupun diarahkan. 

Data PPP Book Bappenas 2024 menyatakan bahwa kemajuan 

pelaksanaan proyek KPBU selama 2020-2024 dari rencana sebanyak 14 

proyek dengan total nilai investasi sekitar USD 6504,6 Juta (Rp 97,57 

Triliun) hanya 4 proyek yang sudah berhasil masuk tahap konstruksi 

dengan total nilai investasi sekitar USD 1017,9 Juta (Rp 15,27 Triliun) 

atau hanya 15,65%, sedangkan untuk 10 proyek lainnya masih dalam 

tahap transaksi maupun penyiapan. 

Dengan skenario pendanaan RPJMN 2025-2029 antara Pemerintah : 

BUMN: swasta adalah 7,22% : 6,13% : 86,65%, maka idealnya rasio 

investasi melalui KPBU setidaknya mencapai 15-20 % dari total, dan 

melalui PINA minimal 70-75% dari total. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi jajaran Kementerian Perhubungan untuk dapat menyusun 

daftar (long/sort list), melakukan kajian kelayakan, serta menawarkan 

proyek-proyek infrastruktur maupun pengembangan jaringan layanan 

baru yang prospektif melibatkan pendanaan swasta. 

Peran pemerintah Daerah juga diharapkan lebih besar dalam penyediaan 

infrastruktur dan layanan transportasi sesuai kewenangannya masing-

masing, dimana sesuai ketentuan pada Undang-Undang No 1 Tahun 2022 
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tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan APBD minimal 

40% (nett setelah dikurangi transfer dan pembiayaan) untuk menyediakan 

infrastruktur pelayanan publik. 

Sumber pendanaan dari endowment fund maupun carbon trading perlu 

mulai diidentifikasi potensinya untuk membiayai proyek-proyek 

infrastruktur transportasi yang relevan. Selain itu, sesuai amanat 

Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan penerapan dana preservasi jalan maupun upaya untuk menerapkan 

User Service Obligation (USO) pada moda selain jalan perlu juga 

diperjuangkan penerapannya di masa datang. 

c. Penerapan Teknologi di Bidang Transportasi 

Menghadapi era Industri 4.0 serta dampak perubahan iklim, perlu 

dilakukan pembaruan terhadap penerapan teknologi di bidang 

transportasi, baik pada teknologi sarana prasarana maupun sistem 

pendukungnya. 

Perubahan teknologi dapat dimulai dari transisi untuk mengurangi 

penggunaan BBM dengan memperbarui teknologi permesinan, yang 

dilanjutkan dengan pemanfaatan otomatisasi untuk pengendalian dan 

pengoperasian sarana, serta penerapan secara utuh teknologi dalam 

pengelolaan jaringan menuju Intelligence Transport System (ITS). Perlu 

disusun Grand Desain Transformasi Teknologi di Bidang Transportasi 

untuk mengawal proses perubahan tersebut secara efektif dengan 

mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta 

kemandirian dan ketahanan nasional. 

Pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas-tugas Kementerian 

Perhubungan sebagai regulator di sektor transportasi juga perlu 

mendapat perhatian tersendiri. Penggunaan teknologi surveillance akan 

membantu proses akuisisi data, teknologi IoT (Big Data dan Cloud 

Computing) akan sangat membantu mentransformasikan data menjadi 

informasi bagi proses perumusan kebijakan. Kementerian Perhubungan 

perlu mengembangkan dan mengintegrasikan sistem TIK yang ada saat 

ini menjadi Decision Support System (DSS) yang handal dan akurat dalam 

menyediakan informasi kebijakan. 

1.2.3. Isu Prioritas 

Dari berbagai isu strategis transportasi nasional yang disampaikan 

sebelumnya, terdapat beberapa isu prioritas atau permasalahan utama (main 

issues) yang akan menjadi fokus Kementerian Perhubungan pada perioda 

2025-2029. Pemilihan permasalahan utama didasarkan pada 3 (tiga) kriteria 

berikut: 
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a. Responsive, merupakan respon terhadap permasalahan transportasi yang 

sudah menjadi perhatian masyarakat (public concern);  

b. Relevant, mendukung kebijakan, janji kampanye, dan prioritas Presiden/ 

Wakil Presiden khususnya yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029; 

c. Impactive, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan 

kinerja core business transportasi (konektivitas, pelayanan, keselamatan) 

dan/atau manfaat kepada publik (ekonomi, sosial, lingkungan). 

Berdasarkan kriteria tersebut dari sebanyak 25 (dua puluh lima) isu strategis 

yang dimunculkan dalam RPJMN 2025-2029 dan dilengkapi pada Renstra 

Kementerian Perhubungan 2025-2029, maka terpilih sebanyak 3 (tiga) isu 

prioritas yang akan ditangani Kementerian Perhubungan dalam 5 (lima) 

tahun ke depan, yakni: 

a. Peningkatan Integrasi Transportasi 

Permasalahan transportasi perkotaan dan logistik barang semuanya 

berpangkal dari integrasi antarmoda transportasi yang belum paripurna, 

sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada perjalanan rutin 

masyarakat perkotaan dan distribusi barang pokok penting ke seluruh 

wilayah NKRI.  

Berdasarkan data Bappenas (2022) biaya transportasi merupakan 

komponen dominan dari total biaya logistik nasional (jika di Tahun 2022 

total biaya logistik sebesar 14,29% PDB, maka komponen biaya 

transportasi sekitar 8,79% (61,55%). In-efisiensi integrasi pada simpul 

transportasi berdampak pada penambahan biaya transportasi sekitar 20-

50%. 

Di sisi lain, hasil survei BPS (2020) rata-rata biaya transportasi 

masyarakat perkotaan mencapai 12,56% dari total biaya hidup (idealnya 

menurut World Bank < 10%). Hal ini selain akibat kurangnya sediaan 

angkutan kapasitas angkutan umum, juga disebabkan tingginya biaya 

first-last mile (35-64% total) yang bisa lebih mahal dari angkutan 

utamanya. 

Diharapkan dengan peningkatan integrasi transportasi, biaya logistik 

dapat diturunkan 2-3% dari PDB dan biaya transportasi publik dapat 

ditekan hingga < 10%. Hal ini relevan dengan agenda RPJMN 2025-2029 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan penurunan 

kemiskinan menuju 0%. 

b. Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Perkotaan 

Dalam 20 tahun ke depan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di 

wilayah perkotaan menjadi 70%, hal ini akan berdampak terhadap 

tingginya permintaan perjalanan di sejumlah kawasan perkotaan di 

Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini kemacetan lalu lintas yang 

terjadi di kawasan perkotaan sangat tinggi (Bandung masuk ke dalam 10 
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kota termacet di dunia versi Tomtom Traffic 2025, dan Medan, Surabaya, 

Palembang, dan Jakarta  masuk 100 besar kota termacet di dunia).  

Kemacetan lalu lintas tersebut umumnya disebabkan oleh masih 

rendahnya tingkat penggunaan angkutan umum perkotaan (mode share 

kurang dari 20%), sementara penyediaan kapasitas jaringan jalan belum 

memadai (karena ruang jalan terbatas dan pemanfaatannya tidak 

optimal). 

Upaya pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di 

Indonesia akan menjadi solusi utama dalam penyelesaian permasalahan 

kemacetan yang harus didukung oleh kebijakan push and pull, 

khususnya MRLL dan MKT yang tepat sasaran. 

c. Penanganan Over Dimension Over Load (ODOL) 

Permasalahan ODOL pada kendaraan barang sudah menahun. Indonesia 

dengan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif dan pertanian yang 

masih tinggi, cenderung menghasilkan pergerakan barang high-volume 

and low-value dalam skala besar sebagai faktor pendorong utama 

terjadinya ODOL selain belum baiknya integrasi antarmoda transportasi 

dan belum berkembangnya transportasi multimoda.  

Dampak negatif ODOL sangat signifikan terhadap (i) percepatan laju 

perusakan jalan (kerugiannya mencapai Rp 43,4 Triliun/tahun), (ii) 

peningkatan potensi terjadinya kecelakaan (30-40% kecelakaan di jalan 

melibatkan truk ODOL), serta (iii) peningkatan kemacetan lalulintas di 

sejumlah lokasi.  

Penanganan ODOL sangat relevan dengan salah satu prioritas 

Presiden/Wakil Presiden dalam penegakan hukum, serta diharapkan 

mampu mendorong terciptanya efisiensi dalam sistem distribusi dalam 

mendukung swasembada pangan dan energi, hilirasi sumber daya alam, 

dan industrialisasi. 

d. Pengaturan Transportasi Online 

Fenomena transportasi online yang mulai berkembang di Indonesia satu 

dekade lalu dan booming semenjak pandemi Covid-19, menyisakan 

permasalahan terkait hubungan bisnis antara aplikator dengan mitra 

online dengan sering munculnya keluhan tingginya potongan tarif yang 

menyebabkan berkurangnya pendapatan.  

Meskipun pengaturannya sebagai angkutan umum masih kontroversial, 

namun Kementerian Perhubungan akan mengambil inisiatif untuk 

membantu memberikan referensi pengaturan terkait batasan tarif, jumlah 

armada, dan kelaikan sarana. Pengaturan transportasi online ini relevan 

dengan janji Presiden/Wakil Presiden untuk memberikan kepastian 

hukum untuk jenis layanan ini. 
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Permasalahan terkait pengelolaan layanan transportasi berbasis 

aplikasi/online akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan 

dengan semakin dalamnya penerapan teknologi di bidang transportasi 

pada era ekosistem baru penyediaan layanan transportasi.  

1.2.4. Peluang dan Tantangan serta Penuangan Risiko 

Efektivitas dampak, permasalahan kinerja, maupun kondisi infrastruktur 

dan jaringan transportasi yang masih belum sepenuhnya optimal, 

sebagaimana disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, pada dasarnya 

merupakan resultan dari belum optimalnya kualitas tata kelola 

penyelenggaraan bidang transportasi di Indonesia, dengan Kementerian 

Perhubungan sebagai pengampu (sesuai amanat Perpres No 173 Tahun 2024) 

dengan melibatkan Pemerintah Daerah, K/L terkait, serta pihak swasta dan 

masyarakat. 

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dalam tata kelola 

penyelenggaraan bidang transportasi di Indonesia. 

a. Belum Terpadunya Sistem Penyelenggaraan Transportasi Nasional 

Sampai dengan saat ini, usulan Undang-Undang (UU) mengenai Sistem 

Transportasi Nasional (Sistranas) belum ditetapkan. Diharapkan UU 

Sistranas tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan setiap 

moda transportasi secara terpadu, mulai dari aspek pengaturan, 

pembinaan, pembangunan/pengembangan jaringan, pengoperasian dan 

pengendalian, hingga pengusahaan. 

Pada saat ini UU setiap moda transportasi memandatkan disusunnya 

Rencana Induk yang saling merujuk satu dengan yang lainnya, namun 

belum pernah dilakukan overlay antar masing-masing rencana. Selain UU 

Sistranas, pemaduan pada level jaringan juga diperlukan untuk 

memastikan terjadinya keterpaduan antarmoda dan efisiensi secara 

keseluruhan, sehingga diperlukan adanya Rencana Induk Transportasi 

Nasional (RITN). 

Pengembangan jaringan transportasi perkotaan saat ini masih dilakukan 

secara individual di setiap kawasan metropolitan, yang dimulai dengan 

penyusunan dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) dan 

dilanjutkan dengan pengembangan jaringan angkutan massal perkotaan 

sesuai skenario yang disepakati. Diperlukan adanya dokumen Rencana 

Umum Nasional Transportasi Perkotaan (RUNTP) yang diharapkan dapat 

mensinergikan penerapan strategi, skenario, teknologi dan ujungnya pada 

sinergi investasi untuk optimalisasi pemanfaatan resource nasional. 

b. Fokus Peran Pemerintah sebagai Regulator di Bidang Transformasi 

Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah tertinggi dalam 

penyelenggaraan bidang transportasi, berdasarkan UU diberikan mandat 
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untuk berperan sebagai regulator dalam menjaga agar interaksi antara 

Operator dengan User dalam sistem transportasi tetap saling 

menguntungkan secara berkelanjutan dengan mengedepankan efisiensi 

konektivitas, kualitas pelayanan, dan jaminan keselamatan dan 

keamanan serta memberikan dampak positif bagi kemaslahatan publik 

(termasuk non user), berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, dan 

mendukung agenda pembangunan nasional di segala bidang. 

Pelaksanaan fungsi Kementerian Perhubungan sebagai regulator 

seringkali berbenturan dengan penyediaan sarana, prasarana, dan 

layanan transportasi yang saat ini masih bergantung pada pendanaan 

pemerintah. Dengan sistem penganggaran pemerintahan yang sangat 

kompleks dan berresiko saat ini, alokasi sumberdaya Kementerian 

Perhubungan cenderung lebih difokuskan dalam penyediaan barang dan 

jasa, sedangkan aktivitas untuk merumuskan regulasi dan kebijakan 

serta mengendalikan pelaksanaannya di lapangan seringkali kurang 

optimal. 

Penanganan ODOL, OJOL/ojek online, biaya logistik, keselamatan jalan, 

tarif angkutan, transisi energi, disrupsi teknologi, dampak perubahan 

iklim, dll, saat ini masih terkesan kalah cepat dibandingkan 

perkembangan permasalahan di lapangan. Hal ini menuntut, agar jajaran 

Kementerian Perhubungan kembali kepada khittah-nya sebagai regulator 

dimana penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi lebih banyak 

diserahkan kepada Swasta. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi dari 

Presiden RI 2025-2029 di mana porsi investasi pemerintah di bidang 

infrastruktur akan dikurangi dan pelibatan swasta ditingkatkan. Tentu 

saja kebijakan ini membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan yang 

tepat untuk memperbaiki iklim usaha di bidang transportasi. 

RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 2024) telah mencanangkan perioda 

pembangunan pertama (2025-2029) sebagai fondasi transformasi 

nasional, di mana semua bidang pembangunan (termasuk transportasi) 

harus melakukan perbaikan dalam tata kelola interaksi antar aktor 

(regulator-operator-user-public) yang efisien dan efektif. Tantangan 

penyelenggaraan bidang transportasi di tahun-tahun ke depan akan lebih 

sulit dengan adanya kelangkaan energi, dampak perubahan iklim, 

persaingan ekonomi, perubahan geopolitik, serta perubahan struktural 

dalam bidang ekonomi yang didorong oleh perkembangan teknologi. 

Tatakelola bidang transportasi harus mentransformasikan diri sehingga 

lebih adaptif, agile, dan terbuka dalam menyongsong era digitalisasi. 

c. Perluasan Sumber Pendanaan dan Pembiayaan  

Skenario Pendanaan RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) telah 

ditetapkan dengan proporsi pendanaan antara Pemerintah : BUMN : 

swasta sebagai berikut 7,22% : 6,13% : 86,65%. 
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Beban pendanaan Pemerintah Pusat diharapkan semakin berkurang 

dengan adanya peningkatan alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah 

sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mengamanatkan agar 

minimal 40% dari nett APBD dialokasikan untuk penyediaan 

infrastruktur pelayanan publik (termasuk transportasi). Selain itu, UU 

HKPD juga membuka peluang bagi adanya kerjasama investasi pusat dan 

daerah, daerah-daerah, serta PHLN dan penerbitan obligasi untuk daerah. 

Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui berbagai 

variannya (diantaranya: BOT/BOO, Availability Payment (AP), kerjasama 

pemanfaatan (KSP), kontrak O&M, dlsb) perlu digali sedalam-dalamnya 

dengan tetap memegang teguh prinsip Value for Money diukur dari segi 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

Peran BUMN dan swasta juga sangat diharapkan melalui skema PINA 

(Pembiayaan Investasi Nonanggaran Pemerintah) di mana jalur masuk 

investasi swasta umumnya melalui perizinan di bidang transportasi. 

Setiap direktorat jenderal diharapkan dapat mengidentifikasi adanya 

peluang investasi swasta dalam penyediaan prasarana, sarana, maupun 

penyediaan layanan transportasi sesuai skema jaringan yang telah 

direncanakan ataupun melalui inisiatif swasta murni yang dianggap 

sejalan.  

d. Penguatan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan  

Penguatan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian 

Perhubungan sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan 

fungsi pada ekosistem global yang terus berubah cepat dan penuh 

tantangan di masa datang. 

Peran Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DJITM) 

yang dibentuk di Tahun 2025 (sesuai Perpres No 173 Tahun 2024 dan PM 

4 Tahun 2025) perlu segera dioptimalkan dengan pembentukan sejumlah 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar dapat melaksanakan tugas teknis 

operasional di lapangan. Adapun UPT-UPT eksisting di Unit Eselon I 

lainnya perlu dimaksimalkan perannya dalam penyediaan layanan publik 

dan diupayakan agar dapat bertransformasi menjadi BLU (Badan Layanan 

Umum) atau bahkan menjadi BUMN (berbentuk Perum ataupun PT). 

Proses bisnis di setiap unit kerja maupun koordinasi antar organisasi 

perlu disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan, di 

mana proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat dan 

akurat dibantu teknologi. Integrasi sistem database, SOP/perizinan 

berbasis aplikasi, dan pemanfaatan secara ekstensif teknologi dalam 

setiap tahapan kegiatan harus menjadi agenda utama dalam transformasi 

proses bisnis dalam penyelenggaraan bidang transportasi. 
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e. Peningkatan Kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan  

Sesuai RPJPN 2025-245 dari transformasi tata kelola, tema tahap 1 

(2025-2029) adalah penguatan fondasi kelembagaan pemerintahan 

diantaranya melalui peningkatan capaian kemajuan reformasi birokrasi 

di semua K/L termasuk Kementerian Perhubungan.  

Diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan di bidang keuangan dan 

aset, manajemen kinerja dan pengelolaan risiko, peningkatan kepatuhan 

internal, 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1. Visi 

2.1.1. Visi Indonesia Emas 2045 

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (UUD) 1945 dalam alinea kedua disampaikan bahwa Visi Bernegara 

Indonesia adalah: “Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, 

Adil dan Makmur”, dengan Misi Negara: (1) Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan 

kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) Ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

 

 

 
 
 

 
 
 

(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045) 

 
Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Negara Kesatuan Repubik Indonesia yang memiliki ciri Nusantara serta 

memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan 

budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia; 

b. Bersatu: Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan adat 

istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan 

Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka 

Tunggal Ika; 

c. Berdaulat: Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara 

kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk 

mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara di wilayahnya; 

d. Maju: Indonesia sebagai negara maji, ekonominya mencapai pisisi nomor 

lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar 

pada budaya Nusantara Indonesia menjadi negara berdaya, modern, 

tangguh, inovatif dan adil. 

 
Negara Kesatuan Repubik Indonesia 

yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan 

Berkelanjutan 

 

Gambar 2. 1 Visi Indonesia Emas 2025-2045 
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e. Berkelanjutan: sebagai negara yang berkomitmen untuk terus 

menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, 

keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta 

tata kelola yang baik. 

2.1.2. Visi Presiden 2025-2029 

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 

yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Presiden dan Wakil 

Presiden Periode 2025-2029 menetapkan Visi Presiden 2025-2029. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029) 

 

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Bersama: Prabowo dan Gibran mengajak putra putri terbaik bangsa dari 

semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama; 

b. Indonesia Maju: Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang 

dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo; 

c. Menuju: Dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas; 

d. Indonesia Emas: Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 

atau lebih cepat. 

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama 

seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan 

fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk 

mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. 

Gambar 2. 2 Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 

Bersama Indonesia Maju 

Menuju Indonesia Emas 2045 
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2.1.3. Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi Presiden dan Wakil 

Presiden 2024-2029, Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting 

dan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara sesuai Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perhubungan.  

Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional sektor transportasi selama 

5 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil 

Presiden menuju Indonesia Emas 2045 ditetapkan Visi Kementerian 

Perhubungan 2025-2029 yakni:  

 

 
 
 

 
 

 
 

(Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029) 

 

Penjelasan:  

a. Transportasi maju merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan 

Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) 

yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. 

Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi 

yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai 

tambah secara berkelanjutan. 

1) Handal: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, 

selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara 

terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI); 

2) Inklusif: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta 

dapat diakses oleh semua golongan masyarakat; 

3) Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi yang efisien, 

terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan 

sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta 

berdaya saing global; 

4) Memberikan nilai tambah: penyelenggaraan perhubungan mampu 

mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan 

nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, 

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan 

dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah. 

Gambar 2. 3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Transportasi Maju  

menuju Indonesia Emas 2045 
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b. Indonesia Emas 2045 merupakan bentuk dukungan sektor transportasi 

terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-

2045 (UU 59/2024). 

2.1.4. Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang 

telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025), maka 

ditetapkan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 

sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam PM 4 

Tahun 2025 yaitu: 

 
 
 

 
 

 
 
 

(Sumber: Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029) 

 
Penjelasan mengenai Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 

2025-2029 yakni: 

a. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan tujuan hasil 

yang sesuai dari penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai tugas dan fungsi 

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (PM 4/2025). 

b. Transportasi maju mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan 

merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-

2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama 

Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju 

artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, 

handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara 

berkelanjutan. 

c. Indonesia Emas 2045 merupakan bentuk dukungan sektor transportasi 

terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-

2045 (UU 59/2024). 

Gambar 2. 4 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Terwujudnya Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik1) dalam mendukung 

Terwujudnya Transportasi Maju2) menuju 
Indonesia Emas 20453)  

 



- 46 - 
 

 

2.2. Misi 

2.2.1. Misi (Agenda) Pembangunan 2045 

Misi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1045 

adalah: 

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 

b. Memajukan kesejahteraan umum; 

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Dalam rangka mengejawantahkan misi bernegara tersebut untuk mencapai 

Indonesia Emas 2045, RPJPN 2025-2024 menetapkan 8 (delapan) Misi 

(Agenda) Pembangunan 2045. 

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi 

(agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) 

kelompok yaitu:  

a. Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu:  

1) Transformasi Sosial, mewujudkan transformasi sosial untuk 

mmbangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, 

dan berdaya saing; 

2) Transformasi Ekonomi, mewujudkan transformasi ekonomi untuk 

meningkatkan profuktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, 

ekonomi profuktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, 

pertanian, parwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga 

kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, 

integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta 

pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan; 

3) Transformasi Tata Kelola, mewujudkan transformasi tata kelola untuk 

membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. 

b. Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu: 

1) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepeminpinan Indonesia, 

memantapkan agenda supremasi hukum, stabilitas, dan 

kepeminpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, 

politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat 

ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun 

kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan; 

2) Ketahanan Sosial  Budaya dan Ekologi, memantapkan ketahanan 

sosial  budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, 

keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan 

lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik 

antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial 



6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 
8. Kesinambungan Pembangunan 

1. Transformasi Sosial 
2. Transformasi Ekonomi 
3. Transformasi Tata Kelola 
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budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan 

guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan 

menjaga keberlanjutan sumber daya alam. 

c. Implementasi secara menyeluruh melalui 3 (tiga) Agenda Kerangka 

Implementasi Tranformasi yaitu: 

1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 

pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan 

pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan 

agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi 

dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan 

kepeminpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. 

Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakterisitik masing-

masing wilayah 

2) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah 

Lingkungan, dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan 

ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah 

sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi 

3) Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan, kesinambungan 

pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas yang 

diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta 

pembiayaan pembangunan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045) 

Gambar 2. 5 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045 



Memperkuat penyelarasan kehodupan 
yang harmonis dengan lingkungan, alam 
dan budaya. serta peningkatan toleransi 
antarumat beragama untuk rnericapar 
masyarakat yang adil dan makmur. 

Memperkuat reforrnasi politik, hukum, 
dan birokrasi, serta memperkuat 
pencegahan dan pemberantasan 
korupsl, narkoba. judi, dan 
penyelundupan. 7 

Membangun dari desa dan dan bawah 
untuk pertumbuhan ekonomi. 
pemerataan ekonomi, dan 
pemberantasan kemiskonan. 6 

Melanjutkan hilirisasi dan 
mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk meningkatkan 
nila1 tambah di dalam negen. 5 

• 8 

• 
• 
• 

Memperkuat pembangunan sumber daya 
manusia (SOM). sains, teknologi. pendidikan, 
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan 
gender, serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan generasi Z). 
dan penyandang disabilitas. 

4 

Melan1urkan pengembangan infrastruktur dan 
meningkatkan lapangan kerja yang 
berkualitas. mendorong kewirausahaan, 
mengembangkan industri kreatif serta 
mengembangkan agromarium tndustrr di 
sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 

Memantapkan sisrern pertahanan keamanan 
negara dan mendorong kemandorlan bangsa 
melalui swasembada pangan. energi. air, 
ekonomi syarlah. ekonomi digital, ekonomi 
hijau. dan ekonomi biru. 

1 

Memperkokoh ideologi Pancaslla, 
demokrasi. dan hak asasi manusia (HAM). 

Bersama Indonesia Maju 
Menuju Indonesia Emas 2045 

• 
• 3 

• 2 

• 
Visi 

- 48 - 
 

 

2.2.2. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 misi yang disebut 

ASTA CITA. Perumusan ASTA CITA didasarkan pada semangat nasionalisme, 

patriotisme, dan kebangsaan yang tinggi, serta komitmen untuk melayani 

rakyat dengan sepenuh hati. ASTA CITA mencerminkan visi dan misi 

PRABOWO dan GIBRAN sebagai pemimpin bangsa yang ingin membawa 

Indonesia ke arah kemajuan, kesejahteraan dan kejayaan. Filosofi ASTA CITA 

mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, berjuang dan 

berkontribusi untuk mewujudkan ASTA CITA demi kemajuan Indoensia : 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029) 

 

Gambar 2. 6 Delapan Misi (Asta Cita) Presiden 2025-2029 



( PRIORITAS NASIONAL D 
Memperkuat penyelarasan kehldupan yang 
harmonis dengan hngkungan, alam dan 
budaya, serta perunqkatan toleransl antarumat 
beragama untuk mencapai masyarakal yang 
adil dan makmur. 

( PRIORITAS NASIONAL D 
Memperkuat refonnasi politik, hukum, dan 
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, judr, dan 
penyelundupan. 

( PRIORITAS NASIONAL D 
Membangun dari desa dan dari bawah untuk 
pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonorm, 
dan pemberantasan kemisk1nan. 

( PRIORITAS NASIONAL ,., 

Melaniutkan hilinsasi dan mengembangkan 
industri berbasis sumber daya alam untuk 
meningkatkan nila1 tambah d1 dalam negen. 

( PRIORITAS NASIONAL D 
Memperkuat pembangunan sumber daya manusla 

(SOM), sams, teknologl, pendrdikan, kesehatan, 
prestasl olahraga, kesetaraan gender. serta 

penguatan peran perempuan, pemuda (generasl 
milenial dan generasl Z), dan penyandang disabllltas. 

( PRIORITAS NASIONAL p 
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan 

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, mengembangkan rndustri 
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di 

sentra produksl melalul peran aktlf koperasl. 

( PRIORITAS NASIONAL p 
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara 

dan mendorong kemandil'lan bangsa metahn 
swasembada pangan. energi. air, ekonorm syanah. 
ekonomi digital. ekonomi hijau, dan ekonoml biru. 

( PRIORITAS NASIONAL I. 
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan 

hak asasi manusla (HAM). 

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 202S-2029 

PRIORITAS NASIONAL ~ ASTACITA 
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Gambar 2. 7 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (PN) 

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 

Lebih lanjut, RPJMN 2025-2029 menjadikan Astacita Presiden dan Wakil 

Presdien 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka 

menengah untuk Tahun 2025-2029. Prioritas Nasional (PN) tersebut 

merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita, dimana setiap 

Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai 

keberhasilan pembangunan dalam periode 2025-2029. Pengejawantahan 

Astacita Presiden 2025-2029 menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 

2025-2029 disampaikan pada Gambar 2.7. 

2.2.3. Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rumusan umum 

mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan dukungan 

bidang transportasi terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 

serta Visi Indonesia Emas 2045.  

Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian 

Perhubungan Tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu 

per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 

(Asta Cita), yakni:  

a. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai 

standarpelayanan dan keselamatan; 
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b. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan 

kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis 

ekonomi hijau dan ekonomi biru; 

c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan 

terintegrasi secara kesisteman; 

d. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan 

transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan 

keberlanjutan; 

e. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung 

hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama; 

f. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi 

dan terjangkau; 

g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi 

nasional; 

h. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim. 

2.2.4. Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Dengan memperhatikan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang 

telah disesuaikan dengan Misi RPJMN 2025-2029, maka ditetapkan Misi 

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni: 

Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas 

dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata 

kelola Kementerian Perhubungan. 

Misi 2 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal 

Sekrateriat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat 

Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak 

yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target 

pencapaian, akuntabel dan memanfatakan kemajuan teknologi). 

Penjelasan mengenai Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 

2024-2029 yakni: 

a. Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai 

tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung 

transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan. 

b. Misi 2 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal 

Sekrateriat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat 

Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan 

dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai 

target pencapaian, akuntabel dan memanfatakan kemajuan teknologi). 

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang 

tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan 

penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN 
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berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan 

manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, 

peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi 

Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang 

memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan 

adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya 

transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) 

proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan 

integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang 

berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi (Sumber: UU 

59/2024 RPJPN 2025-2045) 

2.3. Tujuan 

2.3.1. Tujuan Pembangunan Nasional 2045 

Kedelapan misi (agenda) Pembangunan 2045 dalam RPJPN 2025-2045 

dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan seperti 

yang disampaikan pada Tabel 2.1. Dalam proses pencapaian misi, 

dibutuhkan nilai-nilai ideal yang mendasari bagaimana misi tersebut 

dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam 

mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, 

ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, 

serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus 

didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan 

akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional. 

Tabel 2. 1 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 

Misi (8 Agenda) 

Pembangunan 2045 

17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 

(Indonesia Emas 2045) 

Transformasi 

Indonesia 

Misi 1 

Transformasi 

Sosial 

IE1 

IE2 

IE3 

Kesehatan untuk Semua 

Pendidikan Berkualitas yang Merata 

Perlindungan Sosial yang Adaptif 

Misi 2 

Transformasi 

Ekonomi 

IE4 

IE5 

IE6 

IE7 

IE8 

 

Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 

Penerapan Ekonomi Hijau 

Transformasi Digital 

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat  

Pertumbuhan Ekonomi 

Misi 3 

Transformasi 

Tata Kelola 

IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan 

Adaptif 
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Misi (8 Agenda) 

Pembangunan 2045 

17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 

(Indonesia Emas 2045) 

Landasan 

Transformasi 

Misi 4 

Supremasi 

Hukum, 

Stabilitas dan 

Kepemimpinan 

Indonesia 

IE10 

 

IE11 

IE12 

Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh 

dan Demokrasi Substansial 

Stabilitas Ekonom Makro 

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya 

Gentar Kawasan 

 Misi 5 

Ketahanan 

Sosial Budaya 

dan Ekologi 

IE13 

IE14          

 

IE15 

IE16 

IE17 

Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan  

Masyarakat Inklusif 

Lingkungan Hidup Berkualitas 

Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 

Kerangka 

Implementasi 

Transformasi 

Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan 

Berkeadilan 

Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Bekualitas dan Ramah 

Lingkungan 

Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan 

Sumber: ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 

 



• • Transforma.sf Digital » Transforrnasl Ekonoml • tptek. lnovasl, dan ProduktMtas Ekonoml 

_:.i • Regulasl dan Tata k~la yang Berintegrltas dan » Transformasl Tata Kelola Prioritas 0 Adapt1f ...... Naslooal7 - Hukum Berkeadllan, Keam&1nan Nasional tangguh, Supremasl Hukum, 

• dan Oemokrasl Substanslal » Stabtllta.s, dan 
Stabihtas Ekonomf Makro Kepemlmpinan Indonesia 

a Seragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju » Ketahanan Soslal Budaya Prioritas 0 • llngkungan Hldup Berkualltas 
Nasional8 Res.hensl terhadap Bencana dan Perubahan lklim dan Ek°'ogi 

>> Transforrnasl Ekonoml 

» Transforrnasl Soslal 

» Ketahanan Sosioil 
Budaya dan Ekologl 

>> Transforrnasl Ekonoml 

» Transformasl Soslal 

» Transformasl Ekonoml 

» Transforrnasl Ekonomi 

Ketahanan Soslal Budaya dan 
Ekologl » 

Supretnasl Hukum, StabOltas, 
dan Kepernlmptnan Indonesia » 

)> Transrorrnasi EkonorTM 

Suprernasl Hukum, Stabilltas. 
dan Kepcrnlmpinan Indonesia » 

~ 
Agenda Pen'lbangunan 

RPJPN 2025-2045 ._ Prlorltas 0 • Hukum Be-rke01i<:Ul•n. Kearnanan N<llsional 
Nasional 1 tangguh, dan Oernokrasl Substanslal 

Transforma.sl Digital 
lptek, !nova~. dan Produktivftas Ekonoml • Penerapain Ekonornl Hljau 
Hukum Berkeadllan, Kearnanan Naslonal tangguh, 
dan Dernokrasl Substanslal 

8.1.'i Stabilltas Ekono1nl Makro 
Prlorlta!I 0 • Kelangguhan Dlptoma.sl dan Pertahanan Berdaya 

~ ....... Nasional 2 Gentar Kawasan 
Llngkungan Hldup Berkualllas 

Berketahanan Energl, Air. dan Kemandlrlan Pangan 

• Rcslllensl t~hadap Bencana dan Perubahan tkllm 

Tha Prlorltas Transforma.sl Digital 

Nasional 3 0 • lptek, lnovasl, dan Produktlvltas Ekonoml 
lntegrasl Ekonoml Domestlk dan Global 

Kesehatan untuk Semua • Pendldikan Bcrkualltas yang Mer;.'tta 
Perllndungan Soslal yang Adaptff 

..:.:..:. Priorftas 0 • lptek, lnovasl, dan Produktivlt.11s Ekonorni ....,... Nasional 4 

• Keluarga Bcrkualltas, Kesetaraan Gender, dan 
Masyarakat lnkluslf 

~ 
Prlorltas 0 • lptek., lnovasl, dan Produktlvftas EkonorTU 
Nasional S lntcgrasl Ekonoml Domcstlk dan Global 

•9,.... • Perllndungan Soslal yang Adaptlf 
Prlorltas 0 ii;& Nasional 6 • Perkotaan dan Perdesaan sebagal Pus.at 

Pertumbuhan Ekonoml 

Arah (Tujuan) Petnbangunan RPJPN 2025~2045 RPJMN 2025-2029 
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2.3.2. Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029 

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan 

keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (tujuan) 

Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 

seperti pada Gambar 2.8. 

(Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029) 

 

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan 

penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan 

kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan 

intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita 

sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 

2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi 

RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk 

mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

Gambar 2. 8 Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 

2025 2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045 
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2.3.3. Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 

dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-

2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 

2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) 

di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing 

perspektif, yakni: 

a. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian 

sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)  

Tujuan pada Level Stakeholders Perspectives (SP) ini merepresentasikan  

externalities dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan 

dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap 

pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. 

b. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya 

saing (T.1)  

Tujuan pada Level Customer Perspectives (CP) ini merepresentasikan 

pelaksanaan Core Bussiness sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian 

Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi 

yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing. 

c. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2) 

Tujuan pada Level Internal Business Process Perspectives (IBP) ini 

mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (technical support) yang 

dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis 

proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang 

berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh 

pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasionalkan oleh SDM 

transportasi yang kompeten. 

d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3) 

Tujuan pada Level Learning and Growth Perspectives (LG) ini 

menggambarkan kualitas dukungan manajemen (management support) 

yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan 

dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk 

mewujudkan good and clean governance di lingkungan Kementerian 

Perhubungan. 
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Untuk mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Perhubungan 2025-2025 

dalam mencapai tujuan akan digunakan Indikator Tujuan seperti yang 

disampaikan pada Tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel 2. 2 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Level  

Perspective 

Tujuan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

Stakeholder 
Perpective 

Tujuan 0 (T.0): 

Terwujudnya nilai tambah 
transportasi dalam 

mendukung pencapaian 

sasaran pembangunan 

nasional dalam RPJMN 

2025-2029 

Kinerja pada level Stakehoder Perspective 
diukur 
pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-
2029) 

Customer 
Perspective 

Tujuan 1 (T.1): 

Terwujudnya transportasi 

nasional yang handal, 
inklusif, dan berdaya saing 

IKT.1 Capaian kinerja penyediaan 

layanan transportasi nasional (satuan %) 

 
Capaian Kinerja Penyediaan Layanan 

Transportasi 

Nasional (CKLTN) 

 

CKLTN = (RRKTN/TRKTN + RTITN/TTITN 

+ RIKMTN/TIKMTN + RTKTN/TTKTN)/4 
 

• RRKTN = Realisasi Rasio Konektivitas 

Transportasi 

• Nasional 

• TRKTN = Target Rasio Konektivitas 

Transportasi Nasional 

• RTITN = Realisasi Tingkat Integrasi 
Transportasi Nasional 

• TTITN = Target Tingkat Integrasi 

Transportasi Nasional 

• RIKMTN = Realisasi IKM terhadap 

pelayanan publik sektor 

• transportasi 

• TIKMTN = Target IKM terhadap 
pelayanan publik sektor 

• transportasi 

• RTKTN = Realisasi Tingkat Keselamatan 

Transportasi 

• Nasional 

• TTKTN = Target Tingkat Keselamatan 
Transportasi 

• Nasional 

Internal 
Business 
Perspectives 

Tujuan 2 (T.2) 
Terwujudnya kebijakan 

dan SDM transportasi yang 

berkualitas 

IKT.2 Capaian kinerja penyusunan 
rekomendasi kebijakan dan peningkatan 

SDM transportasi (satuan %) 

 

Capaian Kineja Penyusunan Rekomendasi 

Kebijakan dan 

Peningkatan SDM Transportasi (CKKSTN) 
 

CKKSTN = (RIKRKT/TIKRKT + 

RCtransportasi/ TCtransportasi))/2 
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Level  

Perspective 

Tujuan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

 

• RIKRKT = Realisasi Indeks Kualitas 

Rekomendasi Kebijakan 

• Transportasi 
• TIKRKT = Target Indeks Kualitas 

Rekomendasi Kebijakan 

• Transportasi 

• RCtransportasi = Realisasi Peningkatan 

Pemenuhan SDM 

• Transportasi yang Kompeten 

• TCtransportasi = Target Peningkatan 
Pemenuhan SDM 

• Transportasi yang Kompeten 

Learning 
and Growth 

Perspectives 

Tujuan 3 (T.3) 

Terwujudnya tata 

kelola Pemerintahan 

yang berintegritas dan 

adaptif di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan 

IKT.3 Capaian kinerja Reformasi Birokrasi 

(RB) Kementerian Perhubungan (satuan %) 

 

Capaian Kineja Reformasi Birokrasi (RB) 

Kementerian 

Perhubungan (CKRBKP) 
 

CKRBKP = (RIRBKP/TIRBKP) 

 

• RIRBKP = Realisasi Indeks Reformasi 

Birokrasi (RB) 

• Kementerian Perhubungan 

• TIRBKP = Target Indeks Reformasi 
Birokrasi (RB) 

• Kementerian Perhubungan 

2.3.4. Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-

2029 

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas 

Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan, 

ditetapkan 3 (tiga) tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang dirumuskan 

dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) di mana setiap tujuan 

merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni: 

a. Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam 

Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0) 

Tujuan pada Level Stakeholders Perspectives (SP) ini merepresentasikan 

externalities dari kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, 

yang berkaitan dengan transformasi tata kelola nilai tambah atau 

dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional 

(PN) dalam RPJMN 2025-2029 termasuk sasaran strategis Kementerian 

Perhubungan 2025-2029. 

b. Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan 

Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1) 
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Tujuan pada Level Customer Perspectives (CP) ini merepresentasikan 

pelaksanaan Core Bussiness sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perhubungan dalam upaya mendukung 

transformasi tata kelola, dukungan teknis dan peningkatan kinerja 

Kementerian Perhubungan. 

c. Terwujudnya Good Goverment di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan (T.2) 

Tujuan pada Level Internal Business Process Perspectives (IBP) dan 

Learning and Growth Perspectives (LG) ini menggambarkan kualitas 

dukungan manajemen (management support) yang mampu disediakan 

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan 

tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi 

Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi 

dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi 

sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfatakan kemajuan 

teknologi). 

 
Tabel 2. 3 Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Level  

Perspective 

Tujuan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

Stakeholder 

Perpective 

Tujuan 0 (T.0): 

Terselenggaranya 

Penguatan 

Transformasi Tata 

Kelola dalam 

Mewujudkan Tata 

Kelola yang 

Berintegritas dan 

Adaptif (T.0) 

Kinerja pada level Stakehoder Perspective diukur 

pada tingkatan Kementerian Perhubungan yaitu 

dukungan secara langsung terhadap indikator 

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian 

Perhubungan dan dukungan secara tidak 

langsung pada indikator konektivtas dan integasi, 

pelayanan, keselamatan, kualitas rekomendasi 

kebijakan dan kompetensi SDM transportasi  

Customer 

Perspective 

Tujuan 1 (T.1): 

Optimalnya 

Dukungan 

Manajemen dan 

Teknis guna 

Mewujudkan 

Transformasi Tata 

Kelola Kementerian 

Perhubungan 

 

IKT.1 Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola 

Pemerintahan Kementerian Perhubungan 

 

Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola 

Pemerintahan = (TCK-IKP1 + TCK-IKP2 + TCK-

IKP3/3 

 
• TCK-IKP1 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks 

Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan 

• TCK-IKP2 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks 

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 

• TCK-IKP3 = Tingkat Pencapaian Kinerja 
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor 

Transportasi 

Internal 

Business 

Perspectives 

Tujuan 2 (T.2): 

Terwujudnya Good 

Goverment di 

IKT.2 Tingkat Capaian Kinerja Dukungan 

Manajemen Sekretariat Jenderal 

 



83,00 76,49 

38,6 •• 
Sumber. KLHS, Bappenas [diolah) 

Penurunan lntensitas Emisi GRK (%) 

lndeks Kualitas Lingkungan Hidup 

lntensitas emisi GRK menurun menuju 
net zero emission .41 

Surnber- Pareto economics, Bappenas (diolah) Somber: World Bank, aepoenes (diolah) 
- 0,73 0,56 lndeks Modal Manusia (indeks) 

"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.., 
Daya saing sumber daya manusia meningkat .41 

Sumber: BPS, Bappenas (diolah) 

Tingkat Kemiskinan (%) 

Rasio Gini (indeks) 

Kontribusi PDRB KTI (%) 

~ Kemiskinan menurun dan ketimpangan 

"lllll::::b:e:rk:u:r:an:g::J•iJi . .!i!! i·mi•iii•i•i·:i:-ii111.41 
7,0 - 8,0 0,5-0,8 

0,379-0,382 0,290 - 0,320 

21,4 28,5 

Global Power Index (peringkat) 

Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia ~ 
internasional meningkat ..,. ~:====:i••i-i~i.·.·.i .. r· I •t• _ii}mm_ 

34 15 besar 
(2023) 

Sumber: World Bank, BPS, Bappenas (diolah) 

GNI Per Capita (USO) 

Kontribusi PDB Maritim (%) 

Kontribusi PDB Manufaktur (%) 

~:::P:e:n:d:a:p:a:ta:n:p:e:r:k:ajpiitiaisieitiairain•eigiairaimiaijiuillii.41 
~ ..... 

5.500- 5.520 30.300 

8,1 15,0 

20,8 28,0 
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Level  

Perspective 

Tujuan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

lingkungan 

Sekretariat 

Kementerian 

Perhubungan  

 

Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen 

Sekretariat Jenderal = Dukman-Setjen 

 

• Dukman-Setjen = Tingkat Pencapaian Kinerja 

Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal 

 

2.4. Sasaran 

2.4.1. Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2025-2045 

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia 

Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian seperti pada Gambar 2.9, 

dimana: 

(Sumber: UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045) 

 

a. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, 

dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan 

Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan 

kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB; 

b. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, 

dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan 

menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; 

dan ketimpangan antarwilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik 

menjadi 28,5 %; 

Gambar 2. 9 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 
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c. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional 

meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh 

di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi 

Global Power Index (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia; 

d. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. 

Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang 

utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) 

menjadi 0,73 pada Tahun 2045; 

e. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju net zero 

emission, dimana komitmen lndonesia untuk melaksanakan 

pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas 

emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

menjadi 83,00 di Tahun 2045. 

Lebih detail untuk 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN 

2025-2045 (IE), dan Sasaran Pembangunan dan indikatornya yang terkait 

langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan 

pada Tabel 2.4. 

Tabel 2. 4 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi 

Kementerian Perhubungan 

8 Misi 
Arah (Tujuan) 

Pembangunan (IE) 

Sasaran Pembangunan terkait 

Tugas Fungsi Kementerian 
Perhubungan 

Baseline 

2025 

Target 

2045 

M1 
Transformasi 
sosial 

IE2 Pendidikan 
Berkualitas yang 
Merata 

7. Persentase pekerja lulusan 
pendidikan menengah dan tinggi 
yang bekerja di bidang keahlian 
menengah tinggi (%)  

66,79 75,00 

M2 
Transformasi 
ekonomi 

IE7 Integrasi 
Ekonomi Domestik 
dan Global 

20. Biaya Logistik (% PDB)  13,5 8,0 

M3 
Transformasi 
tata kelola 

IE9 Regulasi dan 
tata kelola yang 
Berintegritas dan 
Adaptif 

24. Indeks Materi Hukum  0,51 0,71 

25. Indeks Sistem Pemerintahan  

      Berbasis Elektronik (SPBE) 

3,12 5,00 

26. Indeks Pelayanan Publik 3,68 5,00 

27. Anti Korupsi   

      a. Indeks Integritas Nasional 74,52 96,99 

      b. Indeks Persepsi Korupsi  38 60 

M5 Ketahanan 
sosial budaya 

dan ekologi 

IE17 Resiliensi 
terhadap Bencana 

dan Perubahan 
Iklim 

44. Proporsi Kerugian Ekonomi  

      Langsung akibat Bencana 
(%PDB) 

0,137 0,11 

45. Penurunan Emisi GRK (%):    

      a. Kumulatif 28,12 51,51 

      b. Tahunan 36,65 80,98 

M7 Mewujudkan sarana dan 
prasarana yang berkualitas dan 
ramah lingkungan 

Stok Infrastruktur terhadap PDB 
(persen) 

46,0 62,0 

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 
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Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-

2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah 

sebagai berikut: 

a. Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam 

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 

Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan); 

b. Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB 

terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 

Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan); 

c. Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi 

Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, 

pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c, d, dan e Perpres 

No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan). 

2.4.2. Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang 

terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan 

dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang 

diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan 

lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 

merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 

2045. 

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara 

umum disampaikan pada Gambar 2.10, susunan sasaran tersebut 

berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan 

nasional dalam RPJPN 2025-2029 (lihat Gambar 2.9).  



Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 
45, 17% (2029) 
Indeks kualitas lingkungan hidup menlngkat dari 72,54 (2023) menjadl 76,49 (2025) 
dan 77,20 (2029) 

lntensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission 

Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadl 0,56 (2025) dan 
0,59 (2029) 

Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat 

Tinqkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7.0-8% (2025) dan 4,5-5,0% 
(2029) serta kemiskinan ekstrem (2, 15 PPP) hingga <0,5% (2026) 

J Rasia gini turun dari 0,379 (Mar 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029) 
Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21.4% (2025) dan 22,4% (2029) 

Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang 

Globol Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan 
permgkat 29 (2029) 

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia lnternasional Meningkat 

.J Pertumbuhan ekonomi dan 5,05 (2024) menjad: 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029) 
GNI per kapita meningkat dari 4.870 USO (2023) menjadi 5.410 USO (2025) dan 8.000 USO (2029) 
Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9 % (2022) menjadi 8, 1% (2025) dan 9, 1% (2029) 
Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8~ (2025) dan 21.~ (2029) 

~f:'f.".t.!IMU#.t.frl'i',1·11'¥'·11,.::'d'llliiii'l"'l+'f Hi"'llllS7 

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian 
sasaran pembangunan nasional sebagai berikut. 

Sasaran Pembangunan Nasional 
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Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 

 

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) 

RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi 

Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.5. Dalam RPJMN 

Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program 

Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang 

ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai 

koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat 

pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. 

 

 

 

Gambar 2. 10 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 
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Tabel 2. 5 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 terkait 
Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan 

Prioritas Nasional (PN) Sasaran PN Indikator PN Satuan 

Baseline 

2024 

Target 

2025 

Target 

2029 

03-PN: Melanjutkan 

pengembangan 
infrastruktur dan 

meningkatkan lapangan 

kerja yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan industri 
kreatif serta 

mengembangkan 

agromaritim Industri di 

Sentra Produksi melalui 

Peran Aktif Koperasi 

01-

Terwujudnya 
pengembangan 

infrastruktur 

yang 

berkelanjutan 

01-Stok 

Infrastruktur 

terhadap PDB 

% 43,00  

(2019) 

46,50 48,50 

04-PN: Memperkuat 

pembangunan SDM, 

sains, teknologi, 
pendidikan, kesehatan, 

prestasi, olahraga, 

kesetaraan gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, pemuda 

(generasi milenial dan 
generasi Z), dan 

penyandang disabilitas 

01-

Terwujudnya 

pendidikan 

berkualitas 

yang merata 

04-Persentase 

pekerja 

lulusan 
pendidikan 

menengah dan 

tinggi yang 

bekerja di 

bidang 

keahlian 
menengah dan 

tinggi 

% 66,30  

(2023) 

66,78 67,66 

05-PN: Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan lndustri 

berbasis sumber daya 

alam untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam negeri 

02-

Terwujudnya 

peningkatan 

integrasi 

ekonomi 

domestik dan 

global 

01-Biaya 

Logistik 

% PDB 14,29  

(2022) 

13,52 12,50 

07-PN: Memperkuat 

reformasi politik, hukum, 
dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan 

dan pemberantasan 

korupsi, narkoba, judi 

dan penyelundupan 

02-

Terwujudnya 
birokrasi 

pemerintahan 

yang adaptif 

dan melayani 

01-Indeks 

reformasi 
birokrasi 

nasional 

Nilai  69,98 71,38 77,26 

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045 

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional 

(PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian 

Perhubungan adalah sebagai berikut: 

a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik 

terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 

Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan); 
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b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan 

fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan 

sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 

2024 tentang Kementerian Perhubungan); 

c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian 

Perhuungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan 

BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 

Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan); 

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator 

pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan 

kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu 

dalam pencapaiannya, seperti yang dirangkum pada Tabel 2.6. 

Tabel 2. 6 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian 

Perhubungan 

Level Indikator Satuan 
Baseline 

2024 

Target 

2025 2029 

Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas 

PP 03.01 Jumlah perjalanan kereta api juta 

perjalanan 

0,86 0,92 1,03 

PP 03.01 On time performance 

penerbangan 

persen 72,46  

(2023) 

80 85 

PP 03.01 Peningkatan volume angkutan 

laut (kumulatif angka dasar 

tahun 2022) 

persen 

(kumulatif) 

5,6  

(2023) 10 24 

PP 03.01 Jumlah penumpang angkutan 

kereta api 

juta 

penumpang 

501 519 601 

PP 03.01 Volume angkutan penyeberangan juta 

kendaraan 

11,5  

(2023) 

11,60 12,20 

PP 03.01 Jumlah penumpang angkutan 

perkotaan di 10 kota 

metropolitan 

juta 

penumpang 

685  

(2023) 

850 950 

PP 03.01 Penurunan rasio fatalitas 

kecelakaan jalan 

persen 53,68  

(2023) 

65 73 

PP 03.01 Peningkatan pemenuhan SDM 

transportasi yang kompeten 

persen 85,5  

(2023) 

85,0 87,0 

Pengampu Pencapaian lndikator Kegiatan Prioritas 

KP 

03.01.02  

Panjang jalur KA yang beroperasi km 

(kumulatif) 

6.880  

(2023) 

6.928 6.985 

KP 

03.01.02  

Jalur KA yang menggunakan 

persinyalan elektrik 

persen 63  

(2023) 

65 70 

KP 

03.01.02 

Kondisi jalur KA sesuai standar 

Track Quality Index (TQI) kategori 

1 dan 2 

persen 93,85  

(2023) 

94 98 

KP 

03.01.03  

Pelabuhan yang ditingkatkan 

kapasitasnya (kumulatif angka 

dasar tahun 2020) 

lokasi 

(kumulatif) 

72 

86 142  
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Level Indikator Satuan 
Baseline 

2024 

Target 

2025 2029 

KP 

03.01.03  

Penumpang angkutan laut 

nonkomersil 

ribu 

penumpang 

1.444  

(2023) 
1.637 2.022  

KP 

03.01.03  

Muatan barang angkutan laut 

nonkomersil 

ton 660.664  

(2023) 
720.124  839.043 

KP 

03.01.03  

Tingkat keandalan kenavigasian persen 92,33  

(2023) 
94,84  95,57 

KP 

03.01.04  

Bandara yang dibangun dan 

dikembangkan (kumulatif angka 

dasar tahun 2020) 

lokasi 

(kumulatif) 

100 

(2023) 

116 121 

KP 

03.01.04  

Jumlah layanan nonkomersil 

angkutan udara penumpang dan 

kargo 

layanan 261 

(2023) 

313 408 

KP 

03.01.04  

Persentase kepatuhan keamanan 

penerbangan 

persen 80,58 

(2023) 

77 81 

KP 

03.01.05 

Pelabuhan penyeberangan yang 

beroperasi 

lokasi 

(kumulatif) 

230 

(2023) 

235 242 

KP 
03.01.05  

Terminal penumpang Tipe A yang 
beroperasi 

lokasi 
(kumulatif) 

119  
(2024) 

121 124 

KP 

03.01.05  

Lokasi rawan kecelakaan yang 

ditangani 

lokasi 179  

(2023) 

534 574 

KP 

03.01.06 

Pengembangan sistem angkutan 

umum massal perkotaan 

(kumulatif angka dasar tahun 
(2020)* 

Kota 

(kumulatif) 

6  

(2023) 

10 20 

KP 
03.01.06  

Ketersediaan angkutan umum 
massal perkotaan berbasis 

jalan** 

juta penum-
pang/ hari 

1,4  
(2023) 

1,42 1,56 

KP 
03.01.06  

Ketersediaan angkutan umum 
massal perkotaan berbasis rel** 

juta penum-
pang/ hari 

2,989  
(2023) 

2,825 2,836 

KP 

03.01.07  

Tingkat lulusan SDM 

transportasi yang bersertifikat 
kompetensi 

persen 92  

(2023) 

95,00 97,00 

KP 

03.01.07  

Tingkat penyerapan lulusan 

pembentukan SDM transportasi 

persen 85,1  

(2023) 

70 72 

KP 

05.03.01 

Biaya transportasi logistik pada 

angkutan darat selain angkutan 
rel terhadap PDB*** 

persen 2,66 2,5 2,29 

KP 

05.03.01 

Biaya transportasi logistik pada 

angkutan laut terhadap PDB*** 

persen 1,02 0,96 0,87 

KP 

05.03.01 

Biaya transportasi logistik pada 

angkutan udara terhadap PDB*** 

persen 0,89 0,84 0,77 

KP 

05.03.01  

Biaya transportasi logistik pada 

angkutan rel terhadap PDB*** 

persen 0,04 0,03 0,03 

KP 

05.03.01  

Biaya transportasi logistik pada 

angkutan sungai danau dan 

penyeberangan terhadap PDB*** 

persen 0,1 0,09 0,08 

KP 

05.03.01 

Jumlah pelabuhan utama yang 

memenuhi standar 

lokasi 

(kumulatif) 

6 7 12/ 07' 
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Level Indikator Satuan 
Baseline 

2024 

Target 

2025 2029 

KP 

05.03.01 

Kinerja bongkar muat pada 

pelabuhan utama petikemas 

box/ship/ 

jam 

21  

(2023) 

31 / 

27,92 

50 / 

30,82 

KP 

05.03.01  

Jumlah bandara primer/utama 

yang ditingkatkan kapasitasnya 

lokasi 

(kumulatif) 

3  

(2023) 

9 5 

KP 

05.03.01 

Volume angkutan barang 

transportasi udara pada bandara 

primer/ utama 

juta ton 1.391 1.419 1.536 

KP 

05.03.03  

lndeks peningkatan SDM 

transportasi 

Indeks 110,1 85,00 87,00 

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2045 

Keterangan: 
* Instansi penghasil Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat 

Jenderal Perkeretaapian) dan Pemda 
** Instansi penghasil Kementerian PPN/Bappenas, karena melibatkan Pemerintah Daerah untuk 

SAUM yang sudah handover dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sejak awal. 
*** Diukur oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Ekonomi. 

Untuk setiap indikator penugasan dari RPJMN 2025-2029 tersebut akan 

diturunkan ke setiap Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II 

sebagai pelaksana dari kegiatan terkait dengan indikator.  

2.4.3. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan 

sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran 

dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup 

tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 

2024 tentang Kementerian Perhubungan. 

Gambar 2.11 menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran 

strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap 

Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada 

RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian 

Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka 

dalam Gambar 2.11 digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian 

sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat 

kontribusi dari core business Kementerian Perhubungan, serta dukungan 

terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat 

kontribusi dari supporting system Kementerian Perhubungan, maka untuk 

PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang 

dapat di-tagging sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya 

dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional 

(khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, 

penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta 

pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim. 
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Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 

disampaikan pada Gambar 2.11. Struktur tersebut disusun dengan 

pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang secara komprehensif telah 

mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan 

beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan.  

 



*) Pada level Stakeholder(T.O) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannnya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas. 
**) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian lndikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian lndikator Kegiatan Prioritas 

pada Lampiran Ill RPJMN 2025-2029. 

SSp6 
Meningkatnya kualitas tata kelola 

Pemenntahan yang balk di 
Kementenan Perhubungan 

T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan 
yang berintegritas dan adaptif 

PERSPECTIVE 
(Management lndikator: 

Support) Capaian target nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Perhubungan (100%) 

LEARNING 
AND GROWTH 

transportasl 

Menlngkatnya SOM 
transportasl yang kompeten 

,,-----------------------------------------------------------------------------------------------------,, 
/ PNl PN2 PN4 PN6 PN7 PNS \ 
: Membangun dari Memperkuat Memperkuat ~ 
1 Memperkokoh Memantapkan Memperkuat Desa dan dari Bawah Reformasi Politlk, harmonisa.si 1 
: ldeologi Sisrem Pertahanan pembangunan SDM, : 

1 
Pancasila, Keamanan Negara utk Pertumbuhan Hukum, Birokrasi, kehidupan 1 

: Oemokrasi, dan dan Mendorong dan Pemerataan Pemberantasan dengan Lingkungan : 

1 Hak Asasi Kemandirlan Ekonomi, serta Korupsi, Narkoba, dan Budaya, serta 1 
: Manusia Bangsa Pemberantasan Judi, toleransi Antarumat : 
\ Kemisklnan Penyelundupan Beragama / 

''---------------------------------------------.-------------------------------------------------------~~ 

Kontribusi Bidang Transportasi terhadap pencapaian Sasaran sesuai Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 

lndikator: 
Capaian kinerja penyusunan rekomendasi 
kebijakan dan peningkatan SOM 
transportasi (100%) 

T.2 Terwujudnya kebijakan dan SOM 
transportasi yang berkualitas 

lndikator: 
Capaian kinerja penyediaan layanan 
transportasi nasional (100%) 

T.1 Terwujudnya transportasi nasional 
yang handal, inklusif, dan berdaya 
saing 

Terwujudnya nilai tambah transportasi 
dalam mendukung pencapaian sasaran 
pembangunan nasional dalam RPJMN 
2025-2029 

INTERNAL 
BUSINESS 
PROCESS 

PERSPECTIVE 
(Technical 
Support) 

CUSTOMER 
PERSPECTIVE 

(Care 
Business) 

STAKEHOLDER T.O 
PERSPECTIVE 
(Externalities) 

SASARAN TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN PERSPEKTIF 
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Gambar 2. 11 Peta strategi (Strategy Map) Kementerian Perhubungan 2025-2029 
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Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian 

Perhubungan 2025-2029 dalam  Gambar 2.11 adalah sebagai berikut: 

a. Pada Stakeholders Perspective (SP) digambakan dukungan Kementerian 

Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) 

dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah 

(externalities) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas 

Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, 

peningkatan penyerapan SDM pendidikan tinggi, dan peningkatan 

kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi. 

b. Pada Customers Perspective (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, 

SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (core business) Kementerian 

Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 

tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi 

(2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis 

yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (outcome) 

Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di 

bidang transportasi. 

c. Pada Internal Business Perspective (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis 

Pendukng (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (technical 

support) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, 

SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan 

berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup 

proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan 

rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang 

diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan 

pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh 

SDM transportasi yang berkompeten. 

d. Pada Learning and Growth Perspective (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran 

Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen 

(manajemen support) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat 

melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan 

manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data 

dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Good Governance) di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

Pada Tabel 2.7 disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis 

(IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi 

perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan 

persyaratan SMART (Specific, Measurable, Achivable, Realistic, Timebound) 

dan sifatnya adalah outcome (ultimate outcome ataupun intermediate outcome) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 10 Tahun 

2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 
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Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri PAN dan RB 

No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Tabel 2. 7 Rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 
2025-2029 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN FORMULASI PERHITUNGAN 

SS.1 Meningkatnya 

Konektivitas 

Dan Integrasi 

Transportasi 

Nasional 

IKSS.1.1 Rasio 

Konektivitas 

Transportasi 

Nasional 

Rasio Rasio Konektivitas Transportasi 

Nasional (RKTN) 

RKTN = (RKTD + RKKA + RKTL + 

RKTU)/4 

RKTD =  Rasio konektivitas 

transportasi darat 

RKKA  =  Rasio konektivitas 

transportasi 

perkeretaapian 

RKTL  =  Rasio konektivitas 

transportasi laut 

RKTU  =  Rasio konektivitas 

transportasi udara 

IKSS.1.2 Tingkat 

Integrasi 

Transportasi 

Nasional 

% Tingkat integrasi transportasi 

nasional (TITN) 

TITN = (TITA + TITM + TITk)/3 

TITA   = Tingkat integrasi 

transportasi  antarmoda 

TITM =  Tingkat integrasi 

transportasi multimoda 

TITK  =  Tingkat integrasi 

transportasi perkotaan 

SS.2 Meningkatnya 

Kinerja 

Pelayanan 

Transportasi 

Nasional 

IKSS.2 Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Terhadap 

Pelayanan 

Publik Sektor 

Transportasi 

Indeks Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 

terhadap pelayanan publik sektor 

transportasi (IKMTN) 

IKMTN = (IKMTD + IKMKA + IKMTL + 

IKMTU + IKMTAM)/5 

IKMTD = IKM terhadap 

pelayanan publik 

Transportasi Darat 

IKMKA  = IKM terhadap 

pelayanan publik 

Transportasi Kereta Api 

IKMTL  = IKM terhadap 

pelayanan publik 

Transportasi Laut 

IKMTU  =  IKM terhadap 

pelayanan publik 

Transportasi Udara 

IKMTAM  =  IKM terhadap 

pelayanan publik 

Transportasi 

Antarmoda dan 

Multimoda 

IKM diukur melalui survei sesuai 

dengan Permenpan RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN FORMULASI PERHITUNGAN 

Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik 

SS.3 Meningkatnya 

Keselamatan 

Transportasi 

Nasional 

IKSS.3 Tingkat 

Keselamatan 

Transportasi 

Nasional 

% Tingkat keselamatan transportasi 

nasional (TKTN) 

TKTN = (TKTD + TKKA + TKTL + 

TKTU)/4 

TKTD =  Tingkat keselamatan 

transportasi darat 

TKKA  =  Tingkat keselamatan 

transportasi 

perkeretaapian 

TKTL  =  Tingkat keselamatan 

transportasi laut 

TKTU  =  Tingkat keselamatan 

transportasi udara 

SSp.4 Meningkatnya 

Kualitas 

Rekomendasi 

Kebijakan 

Transportasi 

IKSSp.4 Indeks 

Kualitas 

Rekomendasi 

Kebijakan 

Transportasi 

Indeks Indeks Kualitas Rekomendasi 

Kebijakan Transportasi (IKRKT) 

IKRKT =  50% Efektivitas 

Rekomendasi Kebijakan 

+ 50% Kemanfaatan 

Rekomendasi Kebijakan 

(t-1)  

SSp.5 Meningkatnya 

SDM 

Transportasi 

Yang 

Kompeten 

IKSSp.5 Indeks 

Peningkatan 

SDM 

Transportasi 

Indeks Indeks Peningkatan SDM 

Transportasi (Ctransportasi) 

Ctransportasi = Cvokasi * 40% + 

Ckompetensi *60% 

Cvokasi = Persentase 

penyerapan lulusan 

diklat pembentukan 

transportasi 

Ckompetensi  =  Persentase lulusan 

diklat transportasi 

yang bersertifikat 

kompetensi 

SSp.6 Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Yang Baik Di 

Kementerian 

Perhubungan 

IKSSp.6 Indeks Rb 

Kementerian 

Perhubungan  

Indeks Nilai Indeks RB atas kinerja 

organisasi Kementerian 

Perhubungan yang diukur oleh 

Kementerian PAN-RB  

 

2.4.4. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan 2025-2029 

2.4.4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan 2025-2029 
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Sesuai dengan PM 4 Tahun 2025, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan, selain  memberikan layanan dukungan 

manajemen dan teknis ke seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan, juga 

melaksanakan layanan dukungan manajemen di lingkungan internal 

Sekretariat Jenderal. Artinya Sekretariat Jenderal perlu meningkatkan 

kinerja dukungan manajemen internal dalam rangka mewujudkan organisasi 

Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara 

akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029), 

agar dapat memberikan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen 

dan teknis dalam mendukung Transformasi Tata Kelola Kementerian 

Perhubungan (terwujud Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029). 

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas,  Sasaran Program (SP) Sekretariat 

Jenderal 2025-2029 berada pada level Customer Perfective yang dilaksanakan 

untuk mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan 

teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan 

(sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029) dan berada pada level Internal 

Business Perspectives dan Learning and Growth Perspectives yang 

dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang 

melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi 

(sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029). 

Tabel 2. 8 Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029 

Level  

Perspective 

Tujuan Sasaran Program (SP) 

Stakeholder 
Perpective 

Tujuan 0 (T.0): 

Terselenggaranya Penguatan 

Transformasi Tata Kelola dalam 
mewujudkan tata kelola yang 

berintegritas dan adaptif 

a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 

2025-2029 

b. Sasaran Strategis (SS) 
Kementerian Perhubungan 2025-

2029 

Customer 
Perspective 

Tujuan 1 (T.1) Optimalnya 

Dukungan Manajemen dan 

Teknis guna Mewujudkan 

Transformasi Tata Kelola 

Kementerian Perhubungan 

a. Sasaran Program 1 (SP.1) 

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 

Kebijakan, Regulasi dan Hukum 

Sekretariat Jenderal 

b. Sasaran Program 2 (SP.2) 

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik 

Sekretariat Jenderal 

c. Sasaran Program 3 (SP.3) 

Meningkatnya Kualitas 

Transportasi yang Berkelanjutan 
Sekretariat Jenderal 

Internal 
Business 
Perspectives 

Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya  

Good Goverment di lingkungan 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan  

a. Sasaran Program 2 (SP.2) 

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik 

Sekretariat Jenderal  

 
Learning 
and Growth 

Perspectives 
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Berikut disampaikan penjelasan masing-masing Sasaran Program sebagai 

berikut: 

a. Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program 

3 (SP3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan 

Customer Perspectives yang berkaitan dengan perwujudan peningkatan 

kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung 

transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.  

1) Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 

Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal mempunyau 

Indikator Kinerja Program (IKP1) Indeks Reformasi Hukum 

Kementerian Perhubungan dengan pengampu Biro Hukum; 

2) Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP2) 

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan yang juga 

merupakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSp) Kementerian 

Perhubungan dengan pengampu Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi. Dimana dalam IKP2 terdapat kontribusi dari seluruh Unit 

Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal guna mendukung 

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan; 

3) Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang 

Berkelanjutan mempunyai Indikator Kinerja Program (IKP3)  

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Tranpsortasi dengan 

pengampu Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) 

dimana IKP tersebut merupakan target nasional yang terdapat dalam 

RPJMN .  

 

b. Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal adalah ukuran 

kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian 

Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Penetapan 

IKP tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (Specific, 

Measurable, Achivable, Realistic, Timebound) dan sifatnya adalah outcome 

(ultimate outcome ataupun intermediate outcome) sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden RI No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan 

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan 

Peraturan Menteri PAN dan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Tabel 2. 9 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 

2025-2029 

SASARAN 

STRATEGIS 

PENDUKUNG (SSp) 

SASARAN PROGRAM 

(SP) 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM (IKP) 

SATUAN FORMULASI 

PERHITUNGAN 

SSp 6 

Meningkatnya 

kualitas tata 

kelola 

Pemerintahan 

yang baik di 

Kementerian 

Perhubungan 

SP1 Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Kebijakan, 

Regulasi dan 

Hukum 

Sekretariat 

Jenderal 

IKP1.1 Indeks 

Reformasi 

Hukum 

Kementerian 

Perhubungan 

Indeks Variabel 

Indeks 

Reformasi 

Hukum 

SP

2 

Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik 

Sekretariat 

Jenderal 

IKP2.1 Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Kementerian 

Perhubungan  

Indeks Nilai Indeks 

RB atas 

kinerja 

organisasi 

Kementerian 

Perhubungan 

yang diukur 

oleh 

Kementerian 

PAN-RB 

SP

3 

Meningkatnya 

Kualitas 

Transportasi 

yang 

Berkelanjutan 

Sekretariat 

Jenderal 

IKP3.1 Penurunan 

Emisi Gas 

Rumah Kaca 

Sektor 

Transportasi 

Juta 

Ton 

CO2 

Total 

Penurunan 

Emisi GRK 

Transportasi 

 

 



Sasaran Program mendukung langsung SSp6 
Sasaran Program mendukung tidak langsung SS1, SS2, SS3, SSp4, SSpS 

~ SSp6 diturunkan ke Sasaran Program (SP) Sekretariat 
\J Jenderal Kementerian Perhubungan 

Keterangan: 

··· .. 

INTERNAL BUSINESS T.2 Terwujudnya 
PROCESS Good Goverment di 

PERSPECTIVE linglcungan Sekretariat 
~_.(T.'-'tt=h::.:n:::ic::a::l-=Su===--l Kementerian 

LEARNING & Perhubungan 
GROWTI-1 

PERSPECTIVE 
(Managermmt 

Support) 

T.1 Optimalnya 
Oulcungan Manajemen 
dan T eknis Guna 
Mewujudkan 
T ransformasi Tata 
Kelola Kementerian 
Perhubungan 

CUSTOMER 
PERSPECTIVE 

(COl'e Busir..u) 

~ .. •• I\ -, 

SS2 
Memngkatnya kinerja 
pelayanan transportas, 

nas1onal 

SSp4 
Menmgkatnya 

kualitas rekomE'ndast 
kebtJakan transportast 

'" 

SSpS 
Memngkatnya SOM 
transportasi yang 

kompeten 

SS3 
Memngkatnya 
keselamatan 

transportasr nas1onal 

SSl 
Meningkatnya konektivitas 

dan mtegrast 
transportast nasiona' 

············· 

utk Pertumbuhan 
dan Pemeeataen 

Ekonomi~ sen:a 
Pemberantasan 

Kemislcinan 

PNS 
Memperkuat 
harmonis.asi 
kehidupan 

PN6 
Membangvn dari 

T.O T erselenggaranya 
Penguatan 
T ransformasi Tata 
Kelola dalam 
mewujudkan regulasi 
dan tata kelola yang 
berintegritas dan 
adaptif 

STAKEHOLDER 
PERSPECTIVE 
(Externalit~s) 

SAS ARAN TUJUAN 
Kontribusi Bidang Transportasi terhadap pencapaian Sasaran sesuai Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 ............. 

PERSPEKTIF 
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2.4.4.2. Cascading Peta Strategis Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 

Dalam menetapkan peta strategis (strategy map) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 

dilakukan berdasarkan penurunan/cascading dari peta strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. 

Gambar 2. 12 Peta Strategis Sekretariat Jenderal 2025 - 2029 
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Tabel 2.10 Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal 2025-2029 

Sasaran 

Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Formulasi Perhitungan Keterangan/Meta Data Pengampu 

SP1 

Meningkatnya 

Kualitas Tata 
Kelola 

Kebijakan, 

Regulasi dan 

Hukum 

IKP1 Indeks 

Reformasi 

Hukum 
Kementerian 

Perhubungan 

IKP1 = Variabel Indeks 

Reformasi Hukum (Tingkat 

koordinasi Kementerian Hukum 
untuk melakukan harmonisasi 

regulasi/memperkuat 

koordinasi untuk melakukan 

harmonisasi regulasi + 

Kompetensi Aparatur Sipil 

Negara sebagai perancang 
peraturan perundang-undangan 

(legal drafter) pusat pusat yang 

berkualitas + Kualitas re-

regulasi atau deregulasi 

berbagai peraturan perundang-

undangan berdasarkan hasil 
reviu + Penataan Database 

Peraturan Perundang-

undangan) 

• Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan 

harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan 

harmonisasi regulasi * 25%  
• Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan 

perundang-undangan (legal drafter) pusat pusat yang 

berkualitas * 25% 

• Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan 

perundang-undangan berdasarkan hasil reviu * 30% 

• Penataan Database Peraturan Perundang-undangan * 20% 

Biro Hukum 

SP2 

Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 
yang Baik 

Sekretariat 

Jenderal 

IKP2 Indeks 

RB 

Kementerian 

Perhubungan 

IKP2 = Nilai Indeks RB atas 

kinerja organisasi Kementerian 

Perhubungan yang diukur oleh 

Kementerian PAN-RB 

• Reformasi Birokrasi General memotret kemajuan RB K/L 

berdasarkan pada Upaya perbaikan masalah hulu atau 

masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi yang 

saat ini terbagi menjadi beberapa indeks/nilai dan menjadi 

kewenangan unit kerja di lingkungan Kementerian 
Perhubungan yang ditunjuk sebagai Koordinator Kegiatan 

Utama; 

• Pelaksanaan RB Tematik lebih menekankan pada Upaya yang 

bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai 

masalah tata kelola yang terjadi sesuai dengan tema prioritas 

yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaan evaluasi RB 
tematik lebih ke arah program unggulan yang akan 

dilaksanakan K/L dan untuk Kementerian Perhubungan sendiri 

Biro Sumber 

Daya 

Manusia dan 

Organisasi 
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Sasaran 

Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Formulasi Perhitungan Keterangan/Meta Data Pengampu 

difokuskan pada program kerja pada sub sektor yaitu Ditjen 

Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud, Ditjen Perkeretaapian, 

BPSDMP, Ditjen Intram; 

• Adapun penilaian tersebut dilaksanakan oleh K/L sesuai 
dengan kewenangannya dengan berkoordinasi langsung dengan 

masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian 

Perhubungan. 

SP3 
Meningkatnya 

Kualitas 

Transportasi 

yang 

Berkelanjutan 
Sekretariat 

Jenderal 

IKP3 
Penurunan 

Emisi Gas 

Rumah Kaca 

Sektor 

Transportasi 

IKP3 = Total Penurunan Emisi 
GRK Transportasi (Penurunan 

Emisi GRK Sub Sektor Darat + 

Penurunan Emisi GRK Sub 

Sektor Laut + Penurunan Emisi 

GRK Sub Sektor Udara + 
Penurunan Emisi GRK Sub 

Sektor Perkeretaapian) 

Secara umum metodologi sesuai dengan IPCC 2006, perhitungan 
emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah 

emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting 

dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi, 

secara matematis yaitu: 

• Emisi GRK = Konsumsi Energi x Faktor Emisi 
• Penurunan Emisi GRK = Emisi Baseline - emisi Aksi Mitigasi 

• Total Penurunan Emisi GRK Transportasi = Penurunan Emisi 

GRK Sub Sektor Darat + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor 

Laut + Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Udara + Penurunan 

Emisi GRK Sub Sektor Perkeretaapian 

• Persentase Penurunan Emisi GRK (%) = (Total Penurunan Emisi 
GRK Tahun x / Target Penurunan Emisi GRK Tahun akhir 

periode)* 100% 

Catatan : pelaporan dapat dilakukan tahun N-1 sesuai dengan 

ketersediaan data monitoring 

Pusat 
Pengelolaan 

Transportasi 

Berkelanjutan  
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2.4.4.3. Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat 

Jenderal  

Berdasarkan atas hasil identifikasi potensi dan permasalahan pada Sub Bab 

1.2 sebelumnya, terdapat beberapa indikasi potensi adanya risiko terhadap 

pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran Program (SP) 

Sekretariat Jenderal yang perlu dirumuskan langkah-langkah manajemen 

risiko untuk mengantisipasinya. 

Tabel 2. 11 Daftar Indikasi Risiko Pencapaian setiap Sasaran Program (SP) Sekretariat 

Jenderal 2025-2029 

No Sasaran Program (SP) Indikasi Risiko 

1 Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola Kebijakan, 

Regulasi dan Hukum 

a. Perlunya peningkatan relevansi dan efektivitas 

regulasi penyelenggaraan bidang transportasi 

sesuai perkembangan teknologi dan tantangan 

pembangunan ke depan; 

b. Tidak tercapai target regulasi sektor transportasi 

yang ditetapkan. 

2 Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik 

a. Kurangnya akuntabilitas dalam manajemen 

kinerja di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

b. Manajemen sumberdaya manusia yang belum 

berjalan sepenuhnya berbasis sistem merit; 

c. Belum optimalnya kelembagaan Biro 

Kementerian Perhubungan dalam memberikan 

dukungan manajemen dalam mewujudkan 

transformasi tata kelola Kementerian 

Perhubungan; 

d. Belum optimalnya Indeks Profesional ASN;  

e. Tidak tercapainya Nilai Kinerja Anggaran; 

f. Banyaknya temuan dan rekomendasi BPK;  

g. Pengelolaan Satuan Kerja BLU yang belum 

optimal dalam penyediaan layanan dan capaian 

penerimaan belum sesuai dengan target yang 

ditetapkan; 

h. Perlunya peningkatan relevansi dan efektivitas 

regulasi penyelenggaraan bidang transportasi 

sesuai perkembangan teknologi dan tantangan 

pembangunan ke depan; 

i. Tidak tercapai target regulasi sektor transportasi 

yang ditetapkan; 

j. Kurang optimanya pengelolaan Barang Milik 

Negara (BMN); 

k. Belum optimalnya layanan pengadaan; 

l. Kurangnya antisipasi dalam volume 

penambahan arsip dimasa lalu sehingga 

menyebabkan persediaan tempat yang terus 

berkurang atau bahkan arsip tidak dapat 

tertampung lagi; 

m. Sistem monitoring dan evaluasi opini publik 

masih berdasarkan pemberitaan media 

arusutama serta perbincangan media sosial, 

belum berdasarkan survey persepsi publik 

sehingga kurang merepresentasikan persepsi 

publik; 

n. Belum optimalnya pengelolaan informasi publik 

(PPID); 
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No Sasaran Program (SP) Indikasi Risiko 

o. Belum terkelolanya informasi secara optimal 

sehingga menghambat dalam pengolahan materi 

komunikasi publik; 

p. Kurang optimalnya pengelolan data dan 

teknologi informasi dalam mendukung 

digitalisasi pemerintahan di bidang transportasi; 

q. Belum optimalnya pelaksanan kerjasama dalam 

negeri, luar negeri dan ratifikasi di sektor 

transportasi; 

r. Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan 

fungsional transportasi; 

s. Rendahnya pemanfaatan potensi pendanaan 

alternatif serta peran swasta dan pemda dalam 

investasi di bidang transportasi; 

t. Belum optimal pelaksanaan investigasi 

kecelakaan transportasi; 

u. Penyelesaian laporan hasil investigasi 

kecelakaan transportasi yang belum seluruhnya 

terselesaikan; 

v. Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh KNKT 

kurang mendapat perhatian, lambat dalam 

memberikan respon tanggapan dan tidak ada 

laporan tindak lanjut rekomendasi dari instansi 

terkait; 

w. Belum optimal pelaksanaan sidang pemeriksaan 

lanjutan kecelakaan kapal; 

x. Hasil keputusan sidang yang belum 

ditindaklanjuti ; 

y. Belum optimalnyal peran Mahkamah Pelayaran 

dalam mewujudkan penegakan hukum 

pelayaran yang berkeadilan, transparan dan 

berstandar internasional dalam upaya 

memperkokoh sistem keselamatan pelayaran 

nasional menuju transportasi laut yang selamat, 

modern dan berdaya saing global. 

3 Meningkatnya Kualitas 

Transportasi yang 

Berkelanjutan 

a. Aspek transportasi berkelanjutan belum 

terintegerasi dalam penyusunan rencana induk 

(master plan) prasarana dan sarana transportasi 

yang dilakukan masing-masing subsektor dan 

kebijakan terkait lainnya; 

b. Belum optimalnya perumusan kebijakan 

transportasi terhadap upaya konservasi energi, 

pemanfaatan energi baru terbarukan dan upaya 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor 

transportasi. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

Arah kebijakan Kementerian Perhubungan merupakan penjabaran urusan 

pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi 

Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang 

menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Renstra Kemenhub 2025-2029, bahwa tingkat keberhasilan Kemenhub 

diukur dengan sasaran strategis dan sejalan dengan arah kebijakan dalam 

RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi perhubungan. 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 

3.1.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan secara Umum dalam 

RPJPN 2025-2045 

Penjabaran program pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 

berbasis kepada 8 (delapan) Misi Pembangunan sebagaimana telah dijelaskan 

pada Bab 2. Adapun deskripsi arah kebijakan umum untuk masing-masing misi 

pembangunan tersebut disampaikan dalam beberapa butir berikut ini: 

a. Transformasi sosial, dengan tujuan utama menciptakan manusia Indonesia 

Unggul, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut: 

1) Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk; 

2) Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan 

yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, 

perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan; 

3) Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang; 

4) Membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan inovasi; 

5) Membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa 

memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status; 

6) Melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya; 

7) Mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk 

menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang; 

8) Meningkatkan peran agama, kebudayaan, serta tokoh agama, 

masyarakat, dan adat sebagai penggerak pembangunan;  

9) Mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan 

masyarakat inklusif. 

b. Transformasi ekonomi, dengan tujuan utama membawa Indonesia keluar 

dari Middle Income Trap/MIT, dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai 

berikut: 

1) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga 

kerja; 
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2) Peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif 

prioritas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi; 

3) Transformasi struktural perekonomian nasional yang beralih dari 

berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari 

kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai 

tambah (value creation), serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah 

dan keterampilan rendah (prespiration) menjadi mengandalkan 

pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (aspiration); 

4) Economic Power House yang terintegrasi dengan jaringan rantai global 

dan domestik, serta ekspor yang kokoh; 

5) Penerapan ekonomi hijau untuk menjamin ketersediaan sumber daya 

alam yang dimiliki Indonesia dalam jangka panjang; 

6) Percepatan transformasi digital secara merata di seluruh wilayah 

Indonesia dan di berbagai sektor ekonomi; 

7) Pembangunan perkotaan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN), sebagai 

sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan 

yang layak dan modern. 

c. Transformasi tata kelola, dengan tujuan utama menciptakan pelayanan 

publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif, dilaksanakan dengan 

arah kebijakan sebagai berikut: 

1) Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi; 

2) Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan 

regulasi berbasis teknologi informasi; 

3) Penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan 

antarinstansi pemerintah (K/L/D) dan BUMN; 

4) Penataan, penguatan dan penghormatan terhadap mekanisme check and 

balances antarlembaga negara; 

5) Penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi melalui 

reengineenng proses bisnis pemerintahan;  

6) Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN;  

7) Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu 

(fisik dan non fisik); 

8) Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital; 

9) Penguatan tata kelola partai politik;  

10) Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (meaningful 

participationl masyarakat sipil. 

d. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan lndonesia dengan tujuan 

utama untuk menciptakan lingkungan strategis yang kondusif serta 

kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Global, dilaksanakan dengan arah 

kebijakan sebagai berikut: 

1) Menciptakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian 

hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM; 

2) Menjamin keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah 

negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri 

serta aktif menjaga perdamaian dunia;  

3) Menjamin kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, 

ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak; 
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4) Mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui 

transformasi tata kelola keuangan negara disertai optimalisasi bauran 

kebijakan; 

5) Mewujudkan kebijakan luar negeri yang adaptif guna menjadi negara 

kunci di kawasan yang kuat dan berpengaruh. 

e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan tujuan utama untuk 

menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang antara aspek sosial 

budaya dan ekologi sebagai penguat transformasi, dilakukan dengan arah 

kebijakan sebagai berikut: 

1) Menciptakan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju; 

2) Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat 

inklusif; 

3) Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas; 

4) Mewujudkan negara yang berketahanan energi, air, dan kemandirian 

pangan; 

5) Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. 

f. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan tujuan 

utama mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan, 

serta kelompok rentan, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai 

berikut: 

1) Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan berkualitas, serta 

pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan 

ruang sesuai dengan rencana tata ruang; 

2) Mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama 

untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan 

berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi 

kawasan sekitarnya; 

3) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada 

sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung 

oleh kawasan perkotaan; 

4) Peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa serta 

penanggulangan kemiskinan; 

5) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah untuk meningkatkan 

kualitas tata kelola Pemerintah Daerah. 

g. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan 

tujuan utama untuk menyediakan stok infrastruktur dalam rangka 

mendukung transformasi ekonomi dan sosial, dilaksanakan dengan arah 

kebijakan sebagai berikut: 

1) Penyediaan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang 

berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; 

2) Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas 

unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan 

pengembangan berbasis logistik cerdas (smart logistic); 

3) Pembangunan sarana dan prasarana dengan pendekatan bersih, 

berkelanjutan, dan berketahanan (green, sustainable, and resilience), 

serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (good infrastructure 
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government) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga 

keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

h. Kesinambungan pembangunan dengan tujuan utama terwujudnya sasaran 

pembangunan nasional, dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai 

berikut: 

1) Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta 

sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan untuk memastikan 

perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan 

dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan 

pemanfaatannya secara optimal; 

2) Pengendalian dan evaluasi yang kontinu dan partisipatif dengan 

memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data 

pembangunan; 

3) Sistem insentif untuk meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan 

secara luas dan partisipatif untuk mempercepat capaian sasaran 

pembangunan nasional; 

4) Mekanisme perubahan untuk penyesuaian target dan perkembangan 

lingkungan strategis dengan memanfaatkan transformasi digital melalui 

penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data yang baik; 

5) Komunikasi publik yang berprinsip pada tidak ada yang tertinggal (no one 

left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). 

3.1.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi Nasional dalam 

RPJPN 2025-2045 

Dalam RPJPN 2025-2045 arah kebijakan pembangunan untuk bidang 

transportasi merupakan bagian dari Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang 

merata dan berkeadilan dan ke-7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan 

ramah lingkungan.   

Pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting dalam mewujudkan 

transformasi sosial dan transformasi ekonomi, dengan fokus: 

a. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan 

untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang 

berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.  

b. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan 

infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai 

(value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang 

dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik 

cerdas (smart logistics). 

Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana 

dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (green, 

sustainable, and resilience), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik 

(good infrastructure government) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk 

menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung 

transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2045 mencakup: 
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a. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang 

punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan 

terhubung secara global. 

1) Pengembangan pelabuhan simpul transhipment sebagai backbone 

pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di 

Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan 

balik; 

2) Pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan 

(transhipment hub internasional), terutama pada pelabuhan-pelabuhan 

dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan seperti Tanjung 

Priok-Patimban dan Tanjung Perak, serta pelabuhan-pelabuhan pada 

jalur ALKI seperti Belawan-Kuala Tanjung, Dumai dan Batam (ALKI I), 

Balikpapan dan Makasar (ALKI II), serta Bitung (ALKI III); 

3) Pengembangan kawasan ekonomi pada backup area dan hinterland 

pelabuhan, serta konektivitas hinterland untuk meningkatkan 

produktivitas ekonomi wilayah; 

4) Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk 

meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (termasuk ukuran kapal yang 

lebih besar dan rute hub and spoke); 

5) Mendorong pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih 

efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (Lift-On/Lift-Off) untuk 

angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo 

(Roll-On/Roll-Off) untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat 

dan menengah; 

6) Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik; 

7) Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset 

kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan 

layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran; 

8) Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama, 

termasuk pengembangan kapasitas runway dan terminal selaras dengan 

pertumbuhan permintaan; 

9) Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk aerocity pada hinterland 

bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui 

keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi; dan 

10) Pengembangan infrastruktur serta layanan konektivitas laut dan udara 

untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan daerah 

afirmasi 3TP, termasuk melalui pengembangan airstrip, layanan 

angkutan keperintisan laut dan udara untuk penumpang dan barang, 

pengembangan teknologi seaplane/water taxi untuk rnendukung 

aksesibilitas pada provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas 

multimoda dan antarmoda yang terpadu. 

b. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk 

meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang 

1) Pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan 

pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam 

suatu konsep perencanaan dan pengelolaan yang terpadu. Pembentukan 
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kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinir layanan 

transportasi multimoda dan distribusi logistik; 

2) Pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan koridor utama dan 

koridor penghubung, serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan 

simpul transportasi; 

3) Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP 

untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dan 

menguatkan keterkaitan desa-kota; 

4) Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logisitik untuk 

angkutan barang dan penumpang; 

5) Penerapan standardisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan 

dan bandara yang menjadi simpul utama; 

6) Pengembangan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana 

preservasi jalan, DAK tematik, dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD); 

dan 

7) Pengembangan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan 

yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan. 

c. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi 

pemanfaatan teknologi 

1) Penyusunan dan pengembangan rencana transportasi perkotaan di 

wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandar 

dengan pendekatan Transport Demand Management, termasuk 

perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan; 

2) Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan 

pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah 

metropolitan; dan 

3) Penerapan e-mobility dan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis 

EBT. 

Arah kebijakan sarana dan prasarana di bidang transportasi untuk mendukung 

transformasi sosial diantaraya: 

a. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan 

penghubung jalan untuk seluruh kelompok masyarakat: 

1) Pengembangan moda sarana transportasi perairan dan udara untuk 

mengurangi hambatan konektivitas akibat faktor geografis wilayah di 

daerah afirmasi (contoh seaplane, water taxi dan freight Ro-Ro); 

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi 

eksisting di kawasan timur untuk mencapai SPM, termasuk airstrip, 

pelabuhan, dan bandara; 

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi; 

4) Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP 

untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan serta mempercepat 

transformasi sosial. 

b. Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana. 

Pengarusutamaan ketahanan bencana sarana dan prasarana publik melalui: 

1) Pelaksanaan Building Rating ketahanan bencana; 

2) Pengarusutamaan multifungsi infrastruktur ketahanan bencana 

(bangunan umum sebagai shelter evakuasi); 
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3) Penerapan insentif penanggulangan bencana terutama pada kawasan 

berisiko tinggi. 

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJMN 2025-

2029 

3.1.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Secara Umum dalam 

RPJMN 2025-2029 

Arahan kebijakan pembangunan nasional secara umum dalam RPJMN 2025-

2029 disusun untuk setiap Prioritas Nasional (PN) yang mengadaptasi Astacita 

dari Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Adapun deskripsi dari arah 

kebijakan tersebut disampaikan pada beberapa butir berikut ini: 

a. Prioritas Nasional 1 (Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak 

Asasi Manusia) akan dilaksanakan dengan arah kebijakan: 

1) Penguatan ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan 

Nasional; 

2) Penguatan komunikasi publik dan media; 

3) Penguatan lembaga demokrasi; 

4) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil; 

5) Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. 

b. Prioritas Nasional 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara 

dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, 

air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru). 

Adapun pelaksanaannya melalui sejumlah arah kebijakan berikut: 

1) Pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan multi domain; 

2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam rangka 

mewujudkan industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan 

berdaya saing; 

3) Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka 

mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa; 

4) Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; 

5) Keamanan siber, sandi, dan sinyal dalam rangka penguatan tata kelola, 

identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan recovery; 

6) Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi dalam rangka 

penguatan surveillance dan penegakan hukum di laut serta penyediaan 

update data survei untuk keselamatan pelayaran; 

7) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka 

menciptakan kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan 

keamanan dan ketertiban masyarakat; 

8) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian dalam rangka 

menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; 

9) Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam 

pemeliharaan hubungen internasional kondusif dan penjagaan 

kepentingan nasional; 

10) Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian 

bangsa; 
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11) Swasembada energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan 

kemandirian energi; 

12) Swasembada air menjadi salah satu penerapan pendekatan Food, Energy, 

Water Nexus; 

13) Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi 

ekonomi syariah global dan domestik; 

14) Ekonomi digital yang merupakan salah satu pilar transformasi digital 

diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional; 

15) Ekosistem ekonomi sirkular mendorong transisi penerapan ekonomi 

linear ke sirkular; 

16) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; 

17) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; 

18) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; 

19) Pembangunan rendah karbon diupayakan dalam kerangka kontribusi 

Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca; 

20) Pekerjaan hijau (green jobs) didorong untuk penciptaan lapangan kerja 

dan pertumbuhan ekonomi; 

21) Pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, 

pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi; 

22) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru 

diarahkan. 

c. Prioritas Nasional 3 (Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan 

meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi) yang dilaksanakan 

melalui beberapa arah kebijakan berikut:  

1) Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda; 

2) Peningkatan konekivitas digital dan transisi energi listrik; 

3) Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 

4) Pendalaman sektor keuangan; 

5) Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; 

6) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. 

d. Prioritas Nasional 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia 

(SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, 

Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi 

Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas), yang dilaksanakan 

melalui sejumlah kebijakan sebagai berikut: 

1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 

12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 

2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 

3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan 

yang berkualitas; 

4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; 

5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan; 
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6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan 

pengembangan Science, Technology, Engineeing, Art, and Mathematics 

(STEAM); 

7) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga 

kerja; 

8) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (IPTEKIN) dalam pembangunan 

nasional; 

9) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional; 

10) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi; 

11) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; 

12) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi; 

13) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; 

14) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; 

15) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola; 

16) Peningkatan ketangguhan keluarga; 

17) Peningkatan kualitas perlindungan anak; 

18) Peningkatan kualitas pemuda serta inklusivitas dan kesetaraan gender; 

19) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan 

perlindungan dari kekerasan; 

20) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan 

lanjut usia; 

21) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga; 

22) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif. 

e. Prioritas Nasional 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri 

Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam 

Negeri. Hal ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut: 

1) Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan; 

2) Aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus 

prioritas; 

3) Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik 

nasional; 

4) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; 

5) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta 

peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; 

6) Optimalisasi investasi strategis negara. 

f. Prioritas Nasional 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk 

Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan 

Kemiskinan. PN ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan berikut: 

1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; 

2) Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif; 

3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha 

berkelanjutan dan inovatif; 

4) Pembangunan perkotaan berkelanjutan; 

5) Pembangunan Ibu Kota Nusantara; 

6) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman; 

7) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. 
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g. Prioritas Nasional 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, 

serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, 

dan Penyelundupan). Prioritas Nasional ini akan dilaksanakan melalui 

sejumlah kebijakan sebagai berikut: 

1) Reformasi politik dan tata kelola pemilu; 

2) Reformasi hukum; 

3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian 

uang; 

4) Penguatan kelcmbagaan, pelayanan, dan penegakan hukum; 

5) Transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal; 

6) Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba; 

7) Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil 

negara; 

8) Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis 

digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien; 

9) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan; 

10) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen 

kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah 

daerah; 

11) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara; 

12) Optimalisasi pendapatan negara; 

13) Optimalisasi belanja negara; 

14) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan; 

15) Pengendalian inflasi; 

16) Pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran lndonesia. 

h. Prioritas Nasional 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis 

dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi 

Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur). 

Prioritas Nasional ini akan dilaksanakan melalui sejumlah kebijakan 

berikut: 

a. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan 

transformatif; 

b. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa; 

c. Pembangunan berketahanan iklim; 

d. Pengelolaan risiko bencana yang elisien dan tepat guna. 

 

3.1.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi Nasional dalam 

RPJMN 2025-2045 

Pembangunan transportasi nasional pada RPJMN 2025-2029 merupakan bagian 

dari Prioritas Nasional 3 (PN 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan 

Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, 

Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri 

di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. 
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a. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2025-

2029 

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan 

berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk 

mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program 

hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, 

swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi 

digital. 

Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri 

agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk 

meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan 

ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga 

diarahkan untuk mcndukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong 

kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan 

koperasi. 

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok 

infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan 

biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan 

konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi 

kreatif dan pariwisata.  

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup 

penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, 

pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan 

transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital. 

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan 

transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan 

industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi 

pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan 

perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan 

dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan 

sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan 

pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem 

ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus 

memperkuat citra bangsa di mata dunia. 

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan 

dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi 

risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan 

pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke 

depan (2025-2029), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan 

pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang 

berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, 

serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh 

peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi 

pembangunan. 
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b. Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi dalam RPJMN 2025-2029 

Arah kebijakan pembangunan transportasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah 

Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda yang 

diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat 

perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara 

untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang 

dan barang melalui intervensi kebijakan: 

1) Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas 

daerah tertinggal dan perbatasan; 

2) Pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta 

api angkutan barang; 

3) Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu;  

4) Pengembangan jaringan bandara terpadu; 

5) Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan 

jalan; 

6) Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;  

7) Pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja 

layanan transportasi; serta 

8) Peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan 

transportasi. 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2025-2029 

3.2.1. Arah Kebijakan dan Umum Kementerian Perhubungan 2025-2029 

3.2.1.1. Fokus Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 

Sesuai peta strategi Kementerian Perhubungan, maka pada Tahun 2025-2029 

Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas 

Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk tagging kegiatan/RO 

yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN, 

khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan 

kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan pedesaan dan 

perkotaan, dan lain sebagainya.  

Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 (dua) fokus 

dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi 

(seperti pada Sub Bab 2.4.2) terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN 

2025-2029, yakni berkenaan dengan target:  

a. Peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi 

48,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 16,5% PDB di Tahun 2024; 

b. Penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun 

2029 dari baseline 14,29% PDB di Tahun 2024. 

Dukungan terhadap pencapaian Sasaran Nasional (SN) tersebut merupakan 

muara dari penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Perhubungan 

untuk menjadi koordinator pencapaian 8 (delapan) Indikator Program Prioritas 

dan pengampu pencapaian 28 (dua puluh delapan) lndikator Kegiatan Prioritas. 

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 

2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi 



- 91 - 
 

 

Multimoda, maka fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 

(tiga) komponen bisnis utama (core business) Kementerian Perhubungan, yakni:  

a. Konektivitas, aksesibilitas, integrasi transportasi secara multimoda. 

Konektivitas terkait dengan penyediaan hubungan di setiap wilayah melalui 

simpul dan jaringan pelayanan transportasi dalam rangka distribusi orang, 

barang, dan jasa. Aksesibilitas berkenaan dengan kemudahan masyarakat 

(semua golongan di semua lokasi) dalam menjangkau layanan transportasi. 

Sedangkan integrasi berkaitan dengan tingkat ketepaduan penyediaan 

prasarana dan jaringan transportasi secara internmoda/antarmoda/ 

multimoda untuk memaksimalkan manfaat dari utilisasi setiap moda. 

b. Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi  

Efisiensi dan efektivitas pelayanan transportasi merupakan representasi dari 

terwujudnya konektivitas, aksesibilitas dan integrasi transportasi yang 

paripurna. Pelayanan transportasi yang efisien dan efektif diindikasikan 

melalui tingkat kehandalan (tersedia merata, frekuensi dan kapasitas 

memadai, dan tepat waktu), serta kualitas pelayanan yang prima (selamat, 

aman, nyaman, dan lancar) dengan biaya transportasi yang terjangkau dan 

tetap kompetitif, dengan mengedepannya prinsip transportasi yang 

berkelanjutan (dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan).  

c. Keselamatan dan keamanan transportasi.  

Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan hal pokok yang tidak 

bisa ditawar dalam penyelenggaraan transportasi. Tujuan utama 

transportasi (selain dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi 

masyarakat) adalah agar bagaimana proses pemindahan orang/barang 

melalui moda-moda transportasi yang ada berlangsung dengan aman dan 

selamat, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kerugian materiil dan in-

materiiil yang lebih besar. 

Ketiga fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (main-outcome) dari 

kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik 

(public service) di bidang transportasi sesuai tugas dan fungsi yang 

diembankan Presiden melalui Perpres No.173 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perhubungan. 

Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 

2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan 

difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam 

RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian main-outcome 

dari pelaksanaan kinerja core-business Kementerian Perhubungan di atas), 

yakni: 

a. Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan 

sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan 

kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN 

2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota Non-Metropolitan, 

pembangunan IKN). 

b. Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada: 

1) Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025-

2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri 

kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA; 
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2) Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat 

ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, 

KSPP/Food Estate, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas 

dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dan lain-lain. 

c. Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan 

penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada: 

1) Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, 

termasuk pengembangan transportasi perdesaan. 

2) Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, 

daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah 

transmigrasi. 

Selanjutnya, agar dapat menyelenggarakan lokus dan fokus pembangunan 

bidang transportasi tahun 2025-2029, maka dibutuhkan fondasi transformasi 

bidang transportasi yang perlu diperkuat, yaitu: 

a. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi baik SDM 

regulator, operator maupun industri transportasi. Pemenuhan kebutuhan 

SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri, perkembangan 

teknologi dan skala pengembangan sarana prasarana transportasi yang 

dilakukan; 

b. Penyediaan pendanaan pembangunan transportasi sesuai dengan 

kebutuhan dengan tidak mengandalkan pada pendanaan dari APBN saja 

namun juga dapat melibatkan sumber pembiayaan alternatif, kerjasama 

dengan pihak swasta, optimalisasi aset atau dari alternatif 

pendanaan/pembiayaan lainnya yang dapat diterapkan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

c. Penyelenggaraan bidang transportasi perlu diselenggaraan dengan tata 

kelola yang baik melalui peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan 

penyelengaraan transportasi dan peningkatan kemajuan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Diperlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi transportasi dalam 

rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, mempertahankan daya 

saing, dan memitigasi dampak perubahan iklim. 

3.2.1.2. Strategi Utama Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Penyusunan strategi utama pembangunan bidang transportasi yang akan 

dilakukan oleh Kementerian Perhubungan 2025-2029 didasarkan kepada 2 

(dua) kondisi pemicu (trigger condition) berikut: 

a. Isu prioritas (priority issues) yang menjadi prioitas di bidang transportasi 

dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni berkenaan dengan: 

1) Rendahnya tingkat integrasi transportasi nasional. Tingginya biaya 

logistik nasional dan biaya hidup masyarakat perkotaan, ditengarai 

disebabkan oleh belum baiknya integrasi transportasi nasional. Integrasi 

yang buruk pada simpul transportasi menyebabkan extra cost hinga 50% 

dari total, sedangkan minimnya integrasi antara angkutan utama dengan 

feeder, menyebabkan biaya first-last miles sangat mahal (antara 35-64% 

dari total); 
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2) Kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan. Pada identifikasi isu 

strategis PN3 RPJMN 2025-2029 disampaikan bahwa salah satu 

permasalahan dalam upaya mencapai sasaran terwujudnya 

pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah tingginya 

kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas (Rp 65 Triliun per tahun) 

yang diakibatkan oleh terbatasnya sistem angkutan umum perkotaan 

(pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih di bawah 20%) 

dan penyediaan kapasitas jalan yang tidak optimal pemanfaatannya; 

3) Permasalahan ODOL (Over Dimension and Overload). Dalam RPJMN 

2025-2029 diidentifikasi bahwa salah satu permasalahan keselamatan 

lalu lintas adalah tingginya pelanggaran ODOL yang berdampak pada (i) 

percepatan laju perusakan jalan (kerugiannya mencapai Rp 43,4 

Triliun/tahun), (ii) peningkatan potensi terjadinya kecelakaan (30-40% 

kecelakaan di jalan melibatkan truk ODOL), serta (iii) peningkatan 

kemacetan lalulintas di sejumlah Lokasi; 

4) Persaingan transportasi online yang saat ini terjadi perlu diatur agar 

menjadi persaingan yang adil dan wajar. Untuk itu, regulasi transportasi 

online juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang 

telah terbangun dalam jasa transportasi online, agar berjalan seimbang 

dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah isu yang berkembang di 

masyarakat, seperti adanya potongan aplikasi lebih dari 20% bagi mitra 

serta wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap.  

b. Tantangan (challenges) yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan 

bidang transportasi di perioda 2025-2029, terutama berasal dari: 

1) Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden khususnya di 

sektor infrastruktur yang diarahkan lebih banyak dibiayai oleh swasta. 

Sesuai skenario kebutuhan investasi dan pembiayaan dalam RPJMN 

2025-2029 maka proporsi pembiayaan untuk investasi antara APBN : 

BUMN : Swasta Masyarakat adalah 7,22% : 6.13% : 86,65%. Hal ini 

menjadi tantangan tersendiri mengingat sampai dengan saat ini stok 

infrastruktur transportasi masih sekitar 70% dikuasai oleh Pemerintah; 

2) Cukup banyaknya prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-

2029 yang membutuhkan dukungan dari bidang transportasi, 

khususnya terkait dengan ketahanan pangan/food estate, hilirisasi SDA, 

pengembangan sejumlah KI, KEK, DPP/DPR (Destinasi Pariwisata 

Prioritas/Destinasi Pariwisata Regeneratif), perkuatan konektivitas 

untuk mengurangi biaya logistik, hingga dukungan terhadap 

pengembangan kawasan pedesaan, DTPK, daerah transmigrasi, serta 

kawasan perkotaan prioritas. 

Strategi utama yang akan ditempuh pada dasarnya dikembalikan kepada 

pelaksanaan konsep jaringan transportasi nasional yang telah diatur di undang-

undang setiap moda transportasi selalu memandatkan agar pengembangan 

jaringan transportasi dilakukan : 

a. Secara terintegrasi, baik internmoda/antarmoda/multimoda sesuai 

keunggulan komparatif setiap moda untuk transportasi penumpang/barang 

dalam cakupan antarwilayah antarkota (dalam pulau, antarpulau, 

internasional) maupun perkotaan;  
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b. Secara terhierarki dari simpul dan jaringan utama (mainline) hingga ke 

jaringan pendukung (feeder) yang konsep dan terminologinya sudah diatur 

dalam UU, PP, dan peraturan pelaksanaannya di masing-masing moda. 

Perwujudan konsep jaringan transportasi nasional yang terintegrasi dan 

terhierarki sesuai amanat undang-undang setiap moda transportasi tersebut, 

diejawantahkan dalam 3 (tiga) strategi pengembangan jaringan transportasi 

nasional perioda 2025-2029, yang secara umum mengadopsi strategi dalam 

RPJMN 2025-2029 yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan prioritas 

berikut ini: 

a. Penguatan konektivitas transportasi antarpulau nasional dan global 

Dalam rangka pemerataan pembangunan di negara kepulauan Indonesia 

serta mendukung interaksi ekonomi pada skala global diperlukan penguatan 

konektivitas antarpulau yang efektif dan efisien, khususnya melalui jaringan 

transportasi laut dan transportasi udara.  

Pelaksanaan penguatan konektivitas antar pulau ini akan bertumpu pada 2 

(dua) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-

03.01.03 Jaringan Pelabuhan Terpadu dan KP-03.01.04 Jaringan Bandara 

Terpadu. 

b. Peningkatan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul dengan 

hinterland dalam pulau 

Untuk memastikan efisiensi pergerakan barang dan penumpang yang 

mayoritas masih pada skala dalam pulau besar dan melalui jaringan jalan 

(lebih dari 80%) diperlukan upaya untuk melakukan penyeimbangan peran 

antara moda jalan, moda kereta api, dan transportasi SDP secara lebih 

proporsional sesuai keunggulan komparatifnya masing-masing (yang secara 

teoretis moda jalan unggul pada jarak < 300 km, moda kereta api unggul di 

jarak 300-800 km, dan moda perairan akan lebih unggul di jarak > 800 km. 

Terlalu besarnya beban pergerakan pada jaringan jalan menyebabkan 

terjadinya kemacetan pada sejumlah jalur logistik (khususnya Pantura Jawa 

dan Jalintim Sumatera, serta pada jaringan primer di sekitar kawasan 

perkotaan) yang mendorong munculnya fenomena ODOL (Over Dimension, 

Over Load) untuk memangkas biaya pengiriman yang terhambat konektivitas 

maupun tingginya biaya di simpul. 

Peningkatan peran moda kereta api antarkota, pemanfaatan potensi 

penyeberangan Ro-Ro untuk pergerakan lintas antar pulau jarak menengah, 

dan penanganan keselamatan LLAJ merupakan strategi peningkatan 

efisiensi konektivitas antara simpul transportasi utama dengan hinterland-

nya di masing-masing pulau besar, khususnya yang ditetapkan sebagai 

kawasan prioritas dalam RPJMN (KSPP/food estate, KI/KEK/KPBPB, 

DPP/DPR, hilirisasi, dll). 

Pelaksanaan penguatan konektivitas dalam pulau ini akan bertumpu pada 

2 (dua) Kegiatan Prioritas (KP) dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-

03.01.02 Kereta Api Antarkota dan KP-03.01.05 Konektivitas Darat dan 

Keselamatan LLAJ (didukung oleh KP-03.01.01 Pengembangan Konektivitas 

Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum). 
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c. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan yang berkelanjutan. 

Permasalahan kemacetan lalu lintas yang eksternalitasnya tinggi dewasa ini 

telah mengganggu produktivitas dan keberlanjutan kota-kota besar di 

Indonesia sebagai pusat kegiatan dan pusat pelayanan. Kerugian akibat 

kemacetan perkotaan diperkirakan mencapai 65 Triliun/tahun), selain itu 

dampak lingkungan berupa emisi GRK telah merusak kualitas udara kota 

(bahkan sampai level global) serta dampak sosialnya cukup tinggi bagi 

pengeluaran publik (khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah). 

Pengembangan angkutan massal perkotaan di 10 kota metropolitan dan 40 

kota non-metropolitan, serta kota baru/IKN akan menjadi prioritas dalam 

RPJMN 2025-2029 yang akan bertumpu pada 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) 

dalam PN3 RPJMN 2025-2029, yakni: KP-03.01.06 Pengembangan SAUM 

Perkotaan. 

Untuk itu, berdasarkan isu strategis dan tantangan utama, serta arahan strategi 

pengembangan jaringan transportasi dalam undang-undang moda maupun 

strateginya dalam RPJMN 2025-2029, maka strategi pelaksanaan pembangunan 

bidang transportasi yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan dalam 5 

(lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut: 

a. Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan 

Stok infrastruktur transportasi eksisting saat ini sudah sangat besar (sekitar 

5,70% PDB) yang seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya agar 

dapat memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat. Optimalisasi 

ini dilakukan melalui upaya pemeliharaan, pengoperasian, dan 

pengembangan sesuai kebutuhan dan standar teknis, serta sistem 

pengelolaan yang lebih progresif dengan berbagai skema KSP (Kerja Sama 

Pemanfaatan) maupun transformasi UPT pelaksana menjadi BLU atau 

Perum. 

b. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar  dan keselamatan transportasi 

Terbatasnya ketersediaan anggaran pemerintah, mengharuskan agar alokasi 

dana Pemerintah difokuskan pada upaya untuk menjamin ketersediaan 

pelayanan dasar transportasi keperintisan dan bersubsidi bagi kawasan 

DTPK dan bagi golongan miskin perkotaan, serta diarahkan untuk menjamin 

keselamatan transportasi melalui penyediaan fasilitas keselamatan 

keamanan maupun operasional pengawasan dan pengendalian. 

c. Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional dengan Pelibatan Badan 

Usaha 

Pengembangan infrastruktur transportasi akan diprioritaskan pada 

dukungan terhadap program Prioritas Nasional (PN) untuk mendukung 

ketahanan pangan, hilirisasi, pengembangan KI/KEK/DPP/DPR, dan lain-

lain dengan sebesar-besarnya melibatkan peran Badan Usaha, khususnya 

melalui skema PINA serta sejumlah variasi skema KPBU. 
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3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 

Kementerian Perhubungan 2025-2029 

3.2.2.1. Struktur Arah Kebijakan (AK) Kementerian Perhubungan Tahun 

2025-2029 

Secara lebih spesifik struktur Arah Kebijakan (AK) 1  untuk mencapai setiap 

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029. Arah Kebijakan 

(AK) tersebut tidak terlepas dari Arah Kebijakan Pembangunan Sektor 

Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden 

yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. 

Terdapat 21 (dua puluh satu) Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-

masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk perioda 2025-

2029. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian 

Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaia 

Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik 

yang menjadi core-business Kementerian Perhubungan, focusing dukungan pada 

lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan 

sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai. 

 

3.2.2.2. Strategi Implementasi (SI) dari Arah Kebijakan (AK) Kementerian 

Perhubungan Tahun 2025-2029 

Pada beberapa butir berikut akan disampaikan Strategi 2  Implementasi (SI) 

untuk setiap Arah Kebijakan (AK) kementerian Perhubungan 2025-2029. 

Strategi Implementasi ini berisi indikasi program/kegiatan/project strategis 

yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS) 

Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN) 

dalam RPJMN 2025-2029. 

Strategi Implementasi (SI) ini tidak terlepas dari penerapan konsep strategi 

utama pengembangan jaringan transportasi serta implementasi teori maupun 

regulasi yang berlaku di bidang transportasi. 

Lebih detail, Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) menjadi 

landasan dalam penyusunan Kerangka Kinerja dan Pendanaan serta Kerangka 

Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakannya 

a. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas 

dan integrasi transportasi nasional, yaitu: 

 
1 Dalam pasal 1 Butir 18 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan 

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan 

dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang 

urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa 

Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja 

yang terukur. 
2 Dalam pasal 1 Butir 17 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan 

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. 
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1) Arah Kebijakan 1 (AK1) Arah kebijakan peningkatan konektivitas 

internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan 

nasional, antara lain dilakukan melalui: 

a) Meningkatkan standar teknis dan pelayanan Pelabuhan Hub 

Internasional (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai 

perkembangan kebutuhan pelayaran internasional; 

b) Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional 

(international core route); 

c) Menguatkan konektivitas terhadap jaringan penerbangan 

internasional pada bandara internasional; 

d) Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi 

strategis pada jaringan pelabuhan, pelayaran, bandara, dan 

penerbangan global; 

e) Penguatan peran OP sebagai Pengelola Kawasan Pelabuhan Utama 

dan sekitarnya. 

2) Arah Kebijakan 1 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas backbone 

antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, antara lain 

dilakukan melalui: 

a) Mengharominisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada 

jaringan pelabuhan utama (Integrated Port Network); 

b) Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (superhub 

IKN, Pelabuhan/Bandara Hub); 

c) Menata kembali jaringan pelayaran nasional sesuai konsep 

pendulum nusantara yang berpola loop; 

d) Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan 

udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah 

NKRI; 

e) Optimalisasi sistem direct-line (tol laut dan pendukungnya: jembatan 

udara, long distance ferry, subsidi angkutan barang) untuk 

menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK; 

f) Pengembangan Hub Port/Simpul Transhipment di Indonesia Timur 

(termasuk peningkatan standar teknis dan penyediaan fasilitas PU di 

KTI); 

g) Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan 

Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik; 

h) Dukungan konektivitas nasional dan global IKN melalui pelabuhan 

dan/atau bandara pendukung. 

3) Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi hinterland 

dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik, antara lain dilakukan 

melalui: 

a) Memgembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif 

antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi; 

b) Revitalisasi sistem pengusahaan angkutan umum penumpang dan 

barang moda jalan; 

c) Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans 

Sumatera; 
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d) Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas 

I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian 

berskala Besar; 

e) Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik 

barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) 

yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk 

pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api); 

f) Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul 

Logistik; 

g) Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses 

kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi 

nasional; 

h) Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang 

dan koridor utama nasional; 

i) Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk 

optimalisasi jembatan timbang; 

j) Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju 

IKN dari kawasan sekitar. 

4) Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal 

perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui: 

a) Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai 

klasifikasi ukuran kotanya; 

b) Menguatkan sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas 

integrasi, sistem feeder, sistem pembayaran terintegrasi, jalur; 

c) Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, mix-use, urban renewal); 

d) Menerapkan Intelligent Transport System untuk pengaturan lalu 

lintas dan angkutan perkotaan; 

e) Dukungan pengembangan Intelligent Transport System pada KIPP 

IKN; 

f) Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis 

jalan/kereta api di KIPP IKN. 

5) Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal 

perkotaan terintegrasi, antara lain dilakukan melalui: 

a) Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh 

NKRI (sea plane, drone, dll); 

b) Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih 

tepat sasaran; 

c) Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut 

perintis moda jalan, sungai, danau dan penyeberangan, tol laut, 

kereta api dan udara; 

d) Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan 

perdesaan; 

e) Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, 

kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal 

rede, dsb); 

f) Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani 

pulaupulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau melalui 

penguatan Sistem Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (sesuai mandat 
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Perpres 74 Tahun 2021), termasuk rancang bangun kapal pelra, 

dukungan pembiayaan kapal pelra, dukungan muatan, dukungan 

BBM dan melanjutan DAK fisik pendukung penyediaan 

terminal/pelabuhan lokal yang melayani; 

g) Pembangunan halte sungai yang menghubungkan kawasan yang 

tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan. 

6) Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan 

pelayanan transportasi, antara lain dilakukan melalui: 

a) Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam 

Kawasan Strategis Nasional; 

b) Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda 

(BUAM); 

c) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (RIJLLAJ); 

d) Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda; 

e) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi laut 

dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang 

handal dan berdaya saing; 

f) Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung National Logistic 

Ecosystem (NLE); 

g) Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang 

menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan. 

b. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja 

pelayanan transportasi, yaitu: 

1) Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik 

sebagai bagian dari pelayanan dasar, antara lain dilakukan melalui: 

a) Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas 

pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk 

golongan ekonomi/wilayah tertentu; 

b) Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan 

kepada Daerah (program BTS); 

c) Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan 

(KA Commuter, BTS BRT perkotuaan) yang lebih tepat sasaran. 

Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (customers 

satisfaction index) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui 

sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang 

sudah disediakan oleh pemerintah. 

2) Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan 

melalui digitalisasi, antara lain dilakukan melalui: 

a) Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional 

dan bandara internasional; 

b) Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan 

integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang; 

c) Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimodal dan 

multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, Airport Cargo-Village, 

Market Place Trucking, dlsb). 
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3) Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik  terhadap 

pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan, antara lain 

dilakukan melalui: 

a) Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul 

transportasi, berupa ruang ibu menyusui, bangunan toilet wanita, 

tempat parkir khusus wanita, ruang playground (ruang bermain 

anak); 

b) Penerapan GEDSI di bidang transportasi; 

c) Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam 

mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal 

dan berdaya saing; 

d) Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan 

berkebutuhan khusus; 

e) Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi 

yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang 

disabilitas; 

f) Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada 

setiap simpul transportasi; 

g) Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (Mobility As A 

Service/MAAS) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas. 

4) Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan 

transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, antara lain 

dilakukan melalui: 

a) Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan 

bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan 

terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektifikasi 

kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif 

pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan 

pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian; 

b) Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai 

target net zero emission melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau 

elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi 

regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS 

pada pelayaran dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan; 

c) Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit 

melalui pemanfaatan bio diesel untuk angkutan jalan, pemanfaatan 

bio diesel untuk angkutan kereta api, program implementasi biodiesel 

International Maritime Organization (IMO)  MEPC 82/INF.XX, XX July 

2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implemetation to Reach 

Net Zero Emission dan menjalankan dan implementasi Sustainable 

Aviation Fuel (SAF) Roadmap. 

c. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan  

transportasi, yaitu: 

1) Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (compliancy) standar teknis sarana 

dan prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui: 

a) Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana 

dan prasarana; 
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b) Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan 

prasarana; 

c) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat 

gangguan sarana dan prasarana; 

d) Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan 

ketanggapan penanganan ganguan keselamatan; 

e) Program pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan fasilitas 

keamanan penerbangan yang menjamin keselamatan dan keamanan 

penerbangan sesuai dengan standar regulasi Internasional (ICAO); 

f) Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan 

ketahanan untuk menghadapi situasi bencana. 

2) Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, 

pengawasan, dan pengendalian di lapangan, antara lain dilakukan 

melalui: 

a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi 

simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan 

keamanan transportasi; 

b) Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur 

pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan 

transportasi; 

c) Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara 

pemerintah pusat dan daerah sebagai merupakan wadah koordinasi 

antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan; 

d) Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian 

keselamatan dan keamanan transportasi. 

3) Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan 

dalam peningkatan keselamatan transportasi, antara lain dilakukan 

melalui: 

1) Meningkatkan safety awareness dan peran masyarakat dlm 

peningkatan keselamatan transportasi; 

2) Meningkatkan  kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan 

seft-assessment keselamatan; 

3) Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam 

peningkatan keselamatan; 

4) Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan 

transportasi; 

5) Meningkatkan DAK fisik keselamatan jalan (untuk penanganan 

perlengkapan jalan daerah). 

d. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas 

kebijakan di bidang transportasi, yaitu: 

1) Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi 

terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, 

disabilitas, kemiskinan), antara lain dilakukan melalui: 

a) Perumusan kebijakan dan rencana aksi GEDSI (Gender, Equality, 

Disability, and Social Inclusion) di bidang transportasi; 
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b) Penyusunan/Revisi NSPK (standar teknis) terkait penyediaan fasilitas 

bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi; 

c) Revisi UU LLAJ terkait substansi kendaraan roda dua sebagai 

angkutan umum dan pengusahaan angkutan umum berbasis online; 

d) Penyusunan/revisi peraturan pelaksanaan terkait dengan 

penyelengaraan dan pengusahaan angkutan umum tidak dalam 

trayek. 

2) Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan 

transportasi, antara lain dilakukan melalui: 

a) Melaksanakan agenda mapping permasalahan dan kebutuhan 

pengembangan infrastruktur wilayah; 

b) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan agenda setting (identifikasi permasalahan dan 

kebutuhan rumusan) kebijakan transportasi; 

c) Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat evidence 

based dan inovatif yang berorientasi keluar/stakeholders dan ke 

depan (outward looking dan forward looking). 

3) Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan 

transportasi, antara lain dilakukan melalui: 

a) Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan 

evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi; 

b) Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan 

kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari 

implementasi kebijakan bidang transportasi; 

c) Pembentukan Tim Pemantau pelaksanaan GEDSI di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

e. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM 

transportasi yang kompeten, yaitu: 

1) Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link 

and match dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan 

sarana prasarana transportasi, antara lain dilakukan melalui: 

a) Penyusunan Training Needs Analysis (TNA) dan Grand Design SDM 

Transportasi. Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan 

Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan 

Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri. 

b) Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan 

(termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan 

masyarakat (DPM), fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke 

daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa). 

2) Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber 

daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan, antara lain 

dilakukan melalui: 

a) Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN 

terbaik; 

b) Mendorong akses pendidikan bagi ASN yg memenuhi kualifikasi dan 

persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi; 
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c) Membangun SIN yang memberikan perhatian pada peningkatan 

integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH; 

d) Meningkatkan pemenuhan penyediaan fasilitas pendukung 

pendidikan dan pelatihan. 

3) Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain 

dilakukan melalui: 

a) Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga 

Akreditasi Mandiri (LAM); 

b) Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan 

tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang 

mendukung, peningkatan kerjasama dan penelitian); 

c) Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter 

SDM Transportasi dan Leadership Training Program. 

f. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata 

kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu: 

1) Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan 

kelembagaan penyelengaraan transportasi, antara lain dilakukan 

melalui: 

a) Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi 

struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, 

berdaya saing, dan berkelanjutan; 

b) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam 

penyelengaraan transportasi nasional; 

c) Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antar daerah. 

2) Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain 

dilakukan melalui: 

a) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas 

kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b) Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju Good 

Governance yang didorong oleh pemanfataan teknologi; 

c) Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 

d) Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE 

dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

e) Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko (PPBR) 

dibidang transportasi; 

f) Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan asset 

Kementerian Perhubungan; 

g) Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta 

penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian 

Perhubungan. 

Peningkatan kualitas manejemen kinerja dan manajemen resiko di lingkungan 

Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (Special Delivery Unit) 
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untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil 

pembangunan bidang perhubungan. 

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program 

Sekretariat Jenderal 2025-2029 

Arah kebijakan pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029: 

a. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, 

Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 1 (AK1) 

Peningkatan Tata Kelola Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian 

Perhubungan; 

b. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan (AK) : 

 

a) Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Tata Kelola Manajemen 

Perencanaan Kementerian Perhubungan; 

b) Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Tata Kelola SDM dan Organisasi 

Kementerian Perhubungan; 

c) Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan 

Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan; 

d) Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan; 

e) Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan 

Penyelenggaraan Perkantoran; 

f) Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas 

Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan; 

g) Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Penguatan Pondasi dan 

Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas 

Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi; 

h) Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kapabilitas Kerjasama dan 

Kemitraan Kementerian Perhubungan. 

i) Arah Kebijakan 10 (AK10) Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi 

Jabatan Fungsional Transportasi; 

j) Arah Kebijakan 11 (AK11) Meningkatnya Inovasi Dalam Pembiayaan 

Infrastruktur Transportasi; 

k) Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan Kualitas Manajemen Keselamatan 

Transportasi; 

l) Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan Kualitas Keselamatan Pelayaran; 

m) Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan Kualitas Pengelolaan 

Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal; 

n) Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi 

dan SDM Seketariat Jenderal; 

o) Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem 

Informasi dan Teknologi Seketariat Jenderal; 

p) Arah Kebijakan 17 (AK17) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi 

Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal; 

q) Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi 

Sekretariat Jenderal. 
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c. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang 

Berkelanjutan Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 19 (AK19) 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dan 

Transportasi yang Berkelanjutan. 

 

3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Kementerian 

Perhubungan 

Selain arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) 

Kementerian Perhubungan 2025-2029, terdapat juga arah kebijakan dan 

strategi Kementerian Perhubungan untuk mengintegrasikan berbagai aspek/isu 

strategis lintas sektoral dalam program dan kegiatan di bidang transportasi. 

Kebijakan dan strategi pengarusutamaan diperlukan dalam upaya untuk 

meningkatkan relevansi dukungan transportasi dalam menjawab isu ekonomi, 

sosial, dan lingkungan dalam mewujudkan transportasi yang modern, efektif, 

inklusif, dan berkelanjutan. 

3.2.4.1. Pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social 

Inclusion) Bidang Transportasi 

Kebijakan Kementerian Perhubungan dalam pengarusutamaan GEDSI (Gender 

Equality, Disability, and Social Inclusion) di Bidang Transportasi adalah 

berpartisipasi aktif dan berkolaborasi untuk meningkatkan pemerataan akses 

transportasi bagi semua golongan baik terkait dengan jenis kelamin, hambatan 

fisik (disabilitas), maupun hambatan sosial (kemampuan ekonomi) dalam 

seluruh proses penyelenggaraan transportasi (mulai dari tahap perumusan 

regulasi dan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, 

pengoperasian layanan, hingga monitoring dan evaluasi). 

Sebagai institusi strategis yang mengelola sektor transportasi nasional, 

Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan 

bahwa kebijakan, program, dan pelayanan publik yang diberikan bersifat 

inklusif, setara, dan berkeadilan. Untuk itu, pengarusutamaan Gender, 

Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) menjadi bagian integral dalam proses 

perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan transportasi nasional. 

a. Visi Strategis GEDSI 

Pengarusutamaan GEDSI di Kementerian Perhubungan bertujuan untuk 

mewujudkan sistem transportasi yang inklusif, aman, dan aksesibel bagi 

semua kelompok masyarakat, khususnya perempuan, penyandang 

disabilitas, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Kebijakan ini 

mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 

5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) dan Tujuan 11 

(Kota dan Permukiman yang Inklusif dan Aman). 

b. Prinsip Dasar Strategi GEDSI 

Strategi pengarusutamaan GEDSI didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 

1) Non-diskriminasi: setiap individu memiliki hak yang sama untuk 

mengakses layanan transportasi tanpa diskriminasi berdasarkan gender, 

disabilitas, usia, atau status sosial; 
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2) Aksesibilitas: infrastruktur, moda, dan layanan transportasi harus dapat 

diakses oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan 

kelompok rentan; 

3) Partisipasi: keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan, 

pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan transportasi; 

4) Akuntabilitas: adanya mekanisme pengawasan, pelaporan, dan tindak 

lanjut terhadap implementasi GEDSI di seluruh sektor transportasi. 

c. Strategi Implementasi 

Untuk mengintegrasikan GEDSI ke dalam kebijakan dan program 

Kementerian Perhubungan, beberapa strategi implementasi utama yang 

dilakukan antara lain: 

1) Penguatan Implementasi Regulasi dan Kebijakan 

Tantangan jangka panjang dalam penerapan prinsip GEDSI bukan pada 

kurangnya regulasi namun lebih kepada tingkat implementasi regulasi 

yang telah ada. Kementerian Perhubungan akan meningkatkan 

implementasi regulasi/kebijakan dan mengembangkan regulasi turunan 

yang mendukung pengarusutamaan GEDSI di sektor transportasi 

termasuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Standar Pelayanan 

Minimal. Melakukan penyusunan prosedur penanganan kekerasan 

seksual di sektor transportasi. 

2) Peningkatan Kapasitas SDM 

Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas kompetensi bagi 

aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan tentang 

perspektif GEDSI.  

3) Pembangunan Infrastruktur Inklusif 

Menerapkan prinsip universal design dan menjadikan data kelompok 

rentan sebagai landasan utama dalam setiap tahap pembangunan 

sarana prasarana transportasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

hingga evaluasi, serta menggunakan tools seperti Gender and Disability 

Inclusion Checklist dan Gender Equality and Disability Inclusion 

Assessment Matrix pada proses assessment hasil pembangunan terhadap 

sarana dan prasarana transportasi. Menyediakan pedoman teknis 

penerapan GEDSI dalam proyek infrastruktur dan layanan transportasi. 

4) Kemitraan dan Kolaborasi 

Mendorong pelaksanaan partisipasi bermakna dari penyandang 

disabilitas dengan melibatkan Tim Inklusi Disabilitas Kementerian 

Perhubungan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi sarana prasarana transportasi. Bekerja 

sama dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, organisasi 

penyandang disabilitas, LSM, serta komunitas gender dan inklusi untuk 

memastikan pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan GEDSI. 

5) Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data 

Menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang mengukur dampak 

kebijakan transportasi terhadap kelompok rentan. Indikator yang bisa 

digunakan adalah persentase sarana/prasarana transportasi yang 

aksesibel terhadap kelompok rentan, persentase jumlah kelompok rentan 
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yang terlayani, dan persentase pengaduan kekerasan seksual di sektor 

transportasi yang telah tertangani. 

Dengan menerapkan strategi implementasi tersebut diharapkan sektor 

transportasi menjadi tidak hanya ramah kelompok rentan, tetapi juga 

digerakkan oleh kelompok rentan itu sendiri. 

3.2.4.2. Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan 

Iklim menuju Transportasi Berkelanjutan 

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan kualitas 

lingkungan, pembangunan rendah karbon menjadi pendekatan strategis untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), menjaga kualitas lingkungan, serta 

mendukung keberlanjutan jangka panjang. Sektor transportasi merupakan 

salah satu penyumbang signifikan emisi GRK, terutama akibat tingginya 

ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun di sisi lain, sektor ini juga 

berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi karena mendukung 

mobilitas barang, jasa, dan manusia. Oleh karena itu, tantangan besar saat ini 

adalah membangun sistem transportasi yang tetap produktif secara ekonomi, 

namun sekaligus rendah emisi dan ramah lingkungan. Transformasi menuju 

transportasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menyeimbangkan antara 

kebutuhan pembangunan dan perlindungan iklim. 

Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dalam sektor transportasi 

berarti bahwa setiap kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan harus secara 

konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan strategi 

pengurangan emisi GRK. Sementara itu, pengarusutamaan pembangunan 

transportasi yang berketahanan iklim menekankan pentingnya 

memperhitungkan risiko dan dampak perubahan iklim dalam seluruh proses 

perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem transportasi. Artinya, 

infrastruktur transportasi harus mampu bertahan dan beradaptasi terhadap 

berbagai risiko iklim, seperti banjir, cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air 

laut, dan suhu yang terus meningkat. 

Upaya ini juga sejalan dengan komitmen global dan nasional untuk mencapai 

Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta mendukung 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya, SDG 13 (Aksi 

Iklim) yang mendorong langkah konkret mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 

termasuk pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan penguatan 

ketahanan iklim di sektor transportasi. Selain itu, juga berkaitan erat dengan 

SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), yang menekankan pentingnya 

pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan serta peningkatan efisiensi 

energi dalam sektor transportasi, guna mengurangi ketergantungan pada bahan 

bakar fosil dan menekan emisi karbon secara signifikan. 

Selain fokus pada pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan iklim, 

pembangunan transportasi berkelanjutan juga harus memperhatikan upaya 

pencegahan pencemaran lingkungan dan pengelolaan dampaknya secara 

menyeluruh. Ini mencakup pengendalian polusi udara dari kendaraan, 

pengurangan kebisingan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3), serta penanganan sampah dan limbah padat maupun cair yang dihasilkan 

dari aktivitas transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Dengan 
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pendekatan ini, sistem transportasi tidak hanya mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan iklim yang tangguh, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan 

secara utuh. 

Berikut ini disampaikan beberapa upaya utama dalam Pembangunan Rendah 

Karbon dan Berketahanan Iklim menuju Transportasi Berkelanjutan yang akan 

dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan selama perioda Renstra 

2025-2029, diantaranya: 

a. Implementasi efisiensi energi dan percepatan transisi energi melalui 

pemanfaatan bahan bakar yang rendah karbon dan pemanfaatan energi 

baru dan terbarukan pada transportasi  

Sektor transportasi merupakan salah satu konsumen energi terbesar di 

Indonesia, dengan mayoritas energinya masih bersumber dari bahan bakar 

fosil. Saat ini sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 49% dari total 

konsumsi BBM nasional. Berbagai program yang berbasis pada pemberian 

insentif dan disinsentif akan dilakukan untuk mempercepat proses transisi 

energi di bidang transportasi dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi 

BBM. Efisiensi energi dapat dicapai melalui peningkatan teknologi 

kendaraan, penerapan standar emisi dan konsumsi bahan bakar, serta 

optimalisasi sistem transportasi umum dan logistik. Di sisi lain, strategi 

utama untuk  transisi energi transportasi akan didorong dan disiapkan 

melalui pemanfaatan bahan bakar rendah karbon dan pengembangan 

transportasi berbasis Listrik. Percepatan transisi energi di sektor 

transportasi darat salah satunya dengan dukungan untuk pemanfaatan 

kendaraan listrik, di sektor perkeretaapian melalui elektrifikasi jalur 

sedangkan di sektor transportasi udara dan laut upaya transisi energi akan 

diupayakan dengan tetap mengikuti ketentuan internasional yang 

dikeluarkan oleh ICAO dan IMO. 

Efisiensi energi dan transisi energi pada transportasi tidak hanya akan 

berfokus pada penggunaan teknologi dan maupun bahan bahan bakar 

rendah karbon, namun juga mencakup manajemen energi pada sarana 

transportasi seperti peremajaan sarana, pemeliharaan sarana secara rutin, 

pengoperasian yang efisien dan kontrol terhadap penggunaan bahan bakar. 

Sementara itu pada tingkat sistem transportasi, manajemen energi 

mencakup pengaturan rute yang optimal, integrasi moda transportasi, serta 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola arus 

lalu lintas dan logistik. Sedangkan pada infrastruktur transportasi seperti 

terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara yang didorong untuk 

direncanakan, dirancang dan dioperasikan dengan prinsip hemat energi 

melalui desain infrastruktur yang lebih hemat energi, penggunaan lampu 

LED, sistem ventilasi hemat energi, panel surya, dan sistem monitoring 

energi berbasis digital, hingga penggunaan tanaman peneduh bangunan 

ataupun landscape di halaman. Tidak hanya itu, bangunan yang berada 

dalam kepemilikan dan pengelolaan Kementerian Perhubungan pun harus 

dilakukan manajemen energi, sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 33 

Tahun 2023 tentang Konservasi Energi dimana Pemerintah wajib 

melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energi pada sarana dan 

prasarana atau fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah dan dibiayai oleh 
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APBN. Dengan demikian, efisiensi energi dan transisi energi di sektor 

transportasi menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. 

b. Implementasi Aksi Mitigasi Perubahan iklim melalui Perencanaan 

Pembangunan rendah karbon 

Melakukan efisiensi energi dan transisi energi di sektor transportasi 

merupakan langkah krusial yang juga sejalan dengan upaya pengurangan 

emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai upaya Kementerian Perhubungan dan 

pemangku kepentingan terkait dalam menurunkan emisi GRK secara umum 

dilakukan  bersesuaian dengan komitmen nasional terkait dengan 

perubahan iklim dalam dokumen Enhanced Nationally Determined 

Contribution (ENDC) 2030, peta jalan aksi mitigasi nasional ENDC 2030, 

Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon 

untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan 

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan 

akan dilaksanakan sesuai arahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan 

KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor 

Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara 

Nasional serta peta jalan yang akan disiapkan untuk sektor transportasi. 

Prinsip ASI (Avoid, Shift, Improve) merupakan pendekatan strategis dalam 

mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Avoid bertujuan 

mengurangi kebutuhan perjalanan yang tidak efisien melalui perencanaan 

tata ruang dan integrasi transportasi. Shift mendorong peralihan dari 

penggunaan kendaraan pribadi berbasis fosil ke moda transportasi yang 

lebih ramah lingkungan seperti angkutan massal, Sementara itu, Improve 

fokus pada peningkatan efisiensi dan teknologi, termasuk penggunaan 

kendaraan rendah emisi dan berbasis energi terbarukan. 

Salah satu kebijakan prioritas nasional yang juga menjadi aksi mitigasi yang 

strategis pada sub sektor transportasi darat dan perkeretaapian adalah 

pengembangan dan operasional sistem angkutan umum massal perkotaan. 

Selain itu beberapa aksi mitigasi juga berkaitan dukungan kebijakan 

terhadap pemanfaatan bahan bakar rendah karbon dan penerapan listrik, 

peningkatan angkutan penumpang barang berbasis rel. 

Beberapa kebijakan aksi mitigasi sub sektor luat diantaranya dengan 

dukungan kebijakan dan/atau  pemanfaatan bahan  bakar rendah karbon, 

manajemen efisiensi energi pada kapal, implementasi Onshore Power Supply 

(OPS), elektrifikasi peralatan di pelabuhan dan upaya efisiensi energi di 

pelabuhan lainnya. Sedangkan pada sub sektor transportasi udara 

kebijakan mencakup dukungan kebijakan dan/atau implementasi pada 

kegiatan peremajaan angkutan udara, efisiensi operasional dan perawatan 

pesawat, pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel, Peningkatan Air Traffic 

Management System and Operations, dan penerapan efisiensi energi di 

bandar udara. 

c. Perencanaan Pembangunan infrastruktur transportasi yang 

berketahanan iklim 

Perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi yang berketahanan 

iklim menjadi hal krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim 

yang semakin nyata. Infrastruktur transportasi seperti terminal, stasiun, 
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pelabuhan, dan bandara dan fasilitas lainnya perlu dirancang dan dibangun 

dengan memperhatikan risiko iklim yang dapat mengancam fungsi dan 

keselamatannya, seperti banjir, gelombang pasang, suhu ekstrem, serta 

cuaca buruk yang meningkat frekuensinya. Pendekatan berketahanan iklim 

ini melibatkan analisis risiko dan kerentanan iklim sejak tahap perencanaan, 

pemilihan material dan teknologi yang tahan terhadap kondisi ekstrem, serta 

penerapan standar konstruksi yang adaptif dan fleksibel. Agar penyediaan 

sarana, prasarana, dan layanan transportasi lebih adaptif terhadap dampak 

perubahan iklim (khususnya cuaca ekstrem) diperlukan adanya 

penyesuaian dalam standar teknis serta standar operasional prosedur dalam 

bidang transportasi.  

d. Perencanaan Pembangunan transportasi yang mempertimbangkan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan serta keanekaragaman hayati 

Perencanaan pembangunan transportasi di Kementerian Perhubungan akan  

menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai 

pertimbangan utama. Pendekatan baru ini sejalan dengan kebijakan 

pemerintah menetapkan ambang batas kemampuan alam atau D3TLH (Daya 

Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) sebagai acuan 

pembangunan. Artinya, setiap proyek infrastruktur transportasi tidak hanya 

dinilai dari potensi ekonomi semata, tetapi juga harus selaras dengan 

kapasitas lingkungan yang tersedia. Pendekatan D3TLH mencakup lima 

elemen utama antara lain: air, lahan, laut, udara, dan keanekaragaman 

hayati, sehingga perencanaan transportasi nasional wajib menjaga 

kelangsungan ekosistem tersebut. Dengan demikian, Renstra Kemenhub 

mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk memastikan 

kegiatan transportasi tidak melampaui kemampuan alam dan justru 

memperkuat daya dukung lingkungan. 

Dalam proses perencanaan pembangunan dan pengembangan prasarana 

transportasi baik transportasi darat (terminal, pelabuhan penyeberangan, 

UPPKB), transportasi laut (pelabuhan laut), transportasi udara (bandar 

udara), maupun perkeretaapian (jalur dan stasiun kereta api) selalu 

didahului dengan kajian dokumen lingkungan hidup yang terintegrasi 

dengan Analisis dampak lalu lintas (Andalalin terintegrasi dengan AMDAL) 

untuk memastikan bahwa pembangunan prasarana transportasi darat telah 

sesuai dengan tata ruang, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman 

hayati.  

Dalam moda transportasi darat, pengembangan transportasi darat 

diarahkan pada pemanfaatan ruang yang efisien, menghindari alih fungsi 

lahan produktif, serta mendukung sistem transportasi massal rendah emisi. 

Daya dukung dipertahankan dengan menjaga kualitas air, udara dan 

kebisingan di bawah baku mutu, sementara daya tampung dijaga melalui 

pembatasan volume kendaraan dan pengendalian emisi/polusi di kawasan 

padat penduduk. Selain itu, pendanaan hijau (green financing) juga didorong 

untuk proyek-proyek transportasi darat, misalnya penerbitan obligasi hijau 

yang digunakan untuk membiayai proyek angkutan umum massal ramah 

lingkungan. Dengan cara ini, moda transportasi darat diharapkan 
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memberikan layanan optimal tanpa mengorbankan kualitas lingkungan 

sekitar. 

Pada moda transportasi laut, pembangunan pelabuhan dan jalur pelayaran 

mempertimbangkan ekosistem pesisir dan laut agar tidak melebihi daya 

dukung perairan. Lokasi pelabuhan ditetapkan dengan menghindari 

kawasan sensitif seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. 

Kapasitas pelabuhan disesuaikan dengan daya tampung lingkungan 

perairan untuk mengelola limbah kapal dan aktivitas bongkar muat tanpa 

mencemari laut. Kajian carrying capacity juga akan didorong untuk 

mencegah terjadinya sedimentasi, tumpahan minyak, dan gangguan 

terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, penekanan aspek 

keberlanjutan juga diwujudkan melalui program Green Shipping dan 

pengembangan pelabuhan ramah lingkungan (Green Port/Ecoport). 

Perlindungan sumber daya alam dengan menjaga hutan di sekitar area 

pelabuhan hingga konservasi mangrove dan terumbu karang di proyek 

pelabuhan juga menjadi bagian dari strategi agar transportasi tidak merusak 

keanekaragaman hayati. Langkah-langkah ini ditujukan untuk melindungi 

ekosistem pesisir dan laut Indonesia.  

Di sektor transportasi udara, pembangunan bandara dan jalur udara 

diarahkan untuk mempertimbangkan batasan kebisingan, kualitas udara, 

dan pemanfaatan lahan. Lokasi bandara ditentukan dengan 

mempertimbangkan jarak aman dari kawasan permukiman padat untuk 

menjaga kualitas hidup masyarakat. Kapasitas operasional bandara diatur 

agar emisi pesawat, limbah padat dan cair, serta tingkat kebisingan tidak 

melebihi baku mutu lingkungan. Sistem noise contour mapping dan air 

quality modeling juga didorong untuk digunakan sebagai acuan perencanaan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan area bandara. Selain itu, upaya 

memperkuat aspek keberlanjutan juga dilaksanakan melalui penerapan 

konsep green/eco airport serta green aviation.  

Pada moda perkeretaapian, perencanaan jalur kereta baru dan modernisasi 

prasarana mempertimbangkan kelestarian ekosistem darat dan kapasitas 

penyerapan dampak oleh lingkungan. Jalur kereta diupayakan 

meminimalkan pembukaan hutan dan lahan kritis, serta menghindari 

kawasan lindung. Stasiun dan depo dirancang dengan sistem pengelolaan 

limbah yang sesuai daya tampung air tanah dan drainase setempat. Selain 

itu didorong juga untuk dilakukan analisis daya dukung untuk menentukan 

frekuensi operasional kereta dan jenis teknologi penggerak yang paling 

ramah lingkungan. Lebih lanjut, Kemenhub juga mendorong pengembangan 

jalur kereta pada proyek kereta api melalui mekanisme pembiayaan hijau 

(green sukuk), sehingga investasi besar untuk infrastruktur rel (termasuk 

subsidi tarif agar terjangkau) dapat terintegrasi dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan. 

e. Pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak lingkungan akibat 

aktivitas transportasi 

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana serta prasarana 

transportasi harus mengutamakan pencegahan pencemaran dan 

pengurangan dampak lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari 
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strategi nasional. Prinsip ini selaras dengan pendekatan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan yang menjadi acuan bagi pengambilan keputusan 

perencanaan infrastruktur, sehingga setiap investasi dan intervensi teknis 

dievaluasi tidak hanya dari aspek fungsi dan ekonomi tetapi juga batas 

kemampuan lingkungan untuk menyerap dampak tanpa mengalami 

degradasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Renstra Kementerian 

Perhubungan menetapkan kebijakan yang mengarahkan modernisasi sarana 

dan prasarana menuju solusi rendah emisi, efisiensi energi, pengelolaan 

limbah yang terintegrasi, serta penerapan teknologi pencegahan 

pencemaran.  

Pada transportasi darat, pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak 

lingkungan diarahkan melalui modernisasi sarana (armada) dan prasarana 

(terminal, pelabuhan penyeberangan). Penggantian armada angkutan umum 

massal ke bus listrik atau bahan bakar rendah emisi, rancangan terminal 

yang hemat energi dan terintegrasi pengelolaan limbahnya, Pengetatan 

standar emisi EURO-4/EURO-5 untuk kendaraan baru, penerapan standar 

emisi dan uji emisi berkala merupakan langkah prioritas. Dalam 

perencanaan prasarana transportasi jalan, kajian dokumen lingkungan 

hidup (AMDAL) harus memperhitungkan ambang batas kualitas udara, 

kebisingan, serta kapasitas drainase untuk menghindari pencemaran udara, 

limpasan air dan erosi.  

Pada transportasi laut, pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak 

lingkungan berfokus pada pembangunan pelabuhan dan modernisasi kapal. 

Prasarana pelabuhan diarahkan untuk dilengkapi sistem penerimaan dan 

pengolahan limbah kapal (reception facilities), dan fasilitas penanggulangan 

tumpahan minyak. Untuk sarana akan didorong dengan pelaksanaan retrofit 

kapal, pemanfaatan teknologi efisiensi hull/ propulsi untuk mengurangi 

emisi/polusi dan limbah operasional, instalasi ballast water treatment serta 

peningkatan upaya pengawasan pembuangan limbah dari kapal. 

Dalam transportasi udara, upaya pencegahan pencemaran dan pengurangan 

dampak lingkungan diarahkan pada desain bandara yang efisien energi dan 

sumber daya; serta modernisasi sarana pendukung yang mengurangi 

emisi/polusi. Bandar udara didorong untuk melaksanakan pengelolaan 

limbah cair dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pengelolaan 

limbah padat yang memenuhi standar lingkungan/peraturan perundang-

undangan, sistem manajemen kebisingan (noise contour mapping), 

manajemen kualitas udara dan air serta efisiensi sistem pencahayaan dan 

sistem pendingin udara. Untuk sarana transportasi udara (pesawat), 

pengurangan dampak lingkungan didorong dengan penggunaan teknologi 

pesawat hemat energi dan rendah emisi/polusi, Pemanfaatan teknologi low-

noise engine untuk mengurangi kebisingan serta efisiensi operasional 

penerbangan (misal: continuous descent approach, optimasi rute).  

Pada perkeretaapian, pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak 

dilaksanakan melalui modernisasi lokomotif dan rangkaian kereta, 

penggunaan material ramah lingkungan pada pembangunan kereta baru, 

desain depo dan stasiun yang mengakomodir pengelolaan limbah baik padat 

maupun cair. Prasarana rel dirancang dengan mempertimbangkan drainase, 
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stabilitas tanah, dan pengendalian polutan dari bahan perawatan (oli, 

pelumas) untuk mencegah kontaminasi tanah dan badan air. 

Selain pada sarana dan prasarana transportasi, upaya pengurangan dampak 

lingkungan juga akan didorong dari aktivitas perkantoran ramah lingkungan 

yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Perhubungan sebagai bentuk 

komitmen regulator dalam penerapan kegiatan yang ramah lingkungan. 

Pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam operasional 

pelayanan maupun perkantoran di Kementerian Perhubungan akan menjadi 

wujud utama komitmen dari seluruh jajaran baik di Pusat maupun UPT 

dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya tersebut 

diantaranya akan dilakukan melalui pengurangan penggunaan energi, ATK, 

dan bahan/material baik melalui efisiensi ataupun penggunaan kembali, 

termasuk melalui kampanye untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular 

di sektor transportasi.  

Pencegahan pencemaran dan pengurangan dampak lingkungan bukan 

menjadi tugas teknis semata, melainkan perlu upaya lintas-sektor yang 

memerlukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait (KLHK, 

Bappenas, Kementerian Keuangan), pemerintah daerah, pelaku usaha dan 

masyarakat. Implementasi kebijakan ini harus dibarengi dengan sinergi dan 

kolaborasi dengan stakeholder terkait, penguatan kapasitas SDM, serta 

mekanisme insentif dan sanksi yang jelas untuk menjamin kepatuhan dan 

keberlanjutan. 

3.3. Kerangka Regulasi 

3.3.1. Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Tahun 2025-

2029 

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi implementasi pembangunan 

bidang transportasi 2025-2029 diperlukan penguatan regulasi di bidang 

transportasi yang setidaknya mencakup: 

a. Revisi Undang-Undang terkait sektor Transportasi untuk menegaskan posisi 

transportasi sebagai pelayanan dasar, menambahkan substansi pengaturan 

yang belum ada, dan memperbarui konsep penyelenggaraan sesuai kaidah 

tatakelola yang baik dan modern pada UU Sistem Transportasi dan Logistik 

Nasional (Sistralognas), Revisi UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, 

Revisi UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Revisi UU No 22 

Tahun 2009 tentang LLAJ; 

 

b. Pembaruan Peraturan Pelaksana di Bidang Transportasi untuk melengkapi 

kebutuhan pengaturan penyelenggaraan dan menyesuaikannya dengan 

berkembangan kebutuhan dan tantangan melalui Perubahan Permenhub 

tentang Pedoman dan Proses Perencanaan, Penetapan/Revisi Permenhub 

terkait Rencana Induk Jaringan setiap moda Transportasi, Pembaruan 

Permenhub Penyelenggaraan Infrastruktur untuk mendorong Peran Swasta 

dan Pemda, Pengaturan terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Sektor 

Transportasi Ratifikasi regulasi internasional terbaru sektor transportasi; 
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c. Pengaturan Pendukung Transformasi sektor Transportasi untuk mendorong 

terjadinya adaptasi dan mitigasi atas perkembangan teknologi, dampak 

perubahan iklim, serta prinsip, melalui Pembaruan standar teknis 

mendukung pengarusutamaan GEDSI dan Perubahan Iklim, Pengaturan 

Angkutan Multimoda, MAAS (Mobility As A Service), Peraturan pendukung 

pelaksanaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Penyederhanaan/ 

Integrasi Sistem Informasi dan Komunikasi, Pengaturan terkait Integrasi 

pengelolaan Logistik Nasional. 

Penyempurnaan Regulasi terkait Organisasi Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan disesuaikan dengan agenda transformasi tata kelola secara 

nasional dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Penguatan Organisasi 

Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda, serta Peraturan terkait pengalihan 

tugas dan fungsi BPTJ. 

Berikut ini disampaikan penjelasan tentang kebutuhan penguatan kerangka 

regulasi pendukung implementasi berbagai program dan kegiatan strategis 

bidang transportasi nasional untuk periode 2025-2029. 

a. Regulasi Pendukung Transportasi Publik sebagai Bagian dari Pelayanan 

Dasar 

Undang-undang sektor transportasi yang ditetapkan pada periode Tahun 

2004-2010 sebagai hasil reformasi, mendorong pelibatan swasta dan pemda 

dalam penyelenggaraan sektor transportasi. Undang-undang tersebut telah 

memberikan kemajuan dalam pola kelembagaan dan pendanaan 

transportasi yang lebih terbuka. 

Namun demikian, sampai saat ini masih terjadi defisit penyediaan 

infrastruktur dan pelayanan transportasi di kawasan perkotaan maupun 

antarwilayah, merupakan dampak terbatasnya dukungan pendanaan bagi 

pembangunan sektor transportasi. Hal ini dikarenakan belum adanya 

konsentrasi pendanaan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 

dalam penyediaan prasarana dan pelayanan transportasi, karena sesuai UU 

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menempatkan 

transportasi sebagai bagian dari urusan wajib yang terkait dengan pelayanan 

dasar. 

Pendefinisian transportasi sebagai urusan wajib yang menjadi bagian dari 

pelayanan dasar dalam UU Pemerintahan maupun UU setiap moda 

transportasi diharapkan akan mendukung komitmen pendanaan bagi sektor 

transportasi yang akan menjamin kehadiran negara dalam memfasilitasi 

transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan dan warga DTPK. 

b. Regulasi Pendukung Transformasi Penerapan Teknologi di Sektor 

Transportasi 

Penyelenggaraan transportasi global akan dihadapkan kepada penetrasi 

teknologi pada Industry 4.0 yang semakin mendalam sehingga mewujudkan 

sistem ekonomi dan sosial pada tahap Society 5.0. Penerapan teknologi 

Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Internet of Things akan merubah 

secara dramatis wajah sistem transportasi ke depan. 

Kemampuan suatu sektor/negara dalam mendorong transformasi teknologi 

untuk efisiensi pelayanan merupakan kunci daya saing di persaingan global 
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ke depan. Hal ini juga berlaku untuk sektor transportasi nasional yang 

diharapkan dapat memanfaatkan fitur-fitur teknologi maju yang tepat guna 

dalam ekosistem baru yang juga kondusif. 

Diperlukan regulasi yang mampu mendorong pembaruan penerapan 

teknologi transportasi yang tepat guna dengan tetap memperhatikan 

kelayakan investasi, persaingan yang sehat, serta kedaulatan dan 

kemandirian nasional. 

c. Regulasi Pendukung Percepatan Penerapan Transportasi Ramah 

Lingkungan 

Komitmen Indonesia (NDC) untuk mencapai Nett Zerro Emission di Tahun 

2060 harus didukung oleh strategi migrasi penerapan transportasi yang 

ramah lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor transportasi 

merupakan penyumbang emisi yang signifikan dan pengkonsumsi energi 

fossil yang terbesar. 

Diperlukan adanya upaya yang mendasar dalam mendorong percepatan 

perpidahan ke mobil listrik, eletrifikasi jalur KA, penerapan green 

port/Airport, dan optimalisasi pemanfaatan angkutan massal dan non 

motorized di perkotaan agar diperoleh penurunan yang signifikan dari emisi 

karbon akibat operasional transportasi. 

Selain itu, penerapan skema investasi berbasis nilai ekonomi karbon dapat 

dijadikan sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan sektor 

transportasi nasional yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya regulasi yang sifatnya insentif/disiinsentif untuk mempercepat 

migrasi ke kendaraan listrik, mendorong penggunaan angkutan umum dan 

non-motorized. Penerapan elektrifikasi kereta api serta transformasi energi 

sektor laut dan udara juga akan memberikan dukungan maksimal terhadap 

komitmen nasional untuk mewujudkan Nett Zerro Emission di tahun 2060. 

d. Regulasi Pendukung Ekosistem Transportasi Perkotaan di Masa Datang 

Integrasi Pelayanan Transportasi Perkotaan di masa datang akan 

berkembang semakin paripurna, bukan hanya integrasi antarmoda secara 

fisik dan jaringan, tetapi hingga sistem pembayaran dalam konsep on-

demand services atau sering disebut sebagai Mobility As A Service (MAAS). 

Kerangka pengaturan yang ada sampai dengan saat ini baru sampai dengan 

aspek penyediaan infrastruktur dan jaringan pelayanan, sehingga perlu 

dilengkapi dengan pengaturan pada level sistem bisnis yang terintegrasi. 

Pemerintah harus memastikan bahwa penerapan konsep Mobility As A 

Service (MAAS) memberikan pilihan yang optimal bagi masyarakat dalam 

kerangka industri transportasi yang sehat. 

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat agar perkembangan teknologi 

ini memberikan manfaat yang optimal bagi semua stakeholders, baik 

operator maupun khususnya pengguna. 

e. Pemenuhan (Compliancy) Standar dan Regulasi Internasional di Sektor 

Transportasi 

Konektivitas internasional merupakan prasayarat agar Indonesia mampu 

bersaing dalam persaingan di kancah global. Untuk dapat berinteraksi 

dengan baik dalam kancah industri transportasi global maka pemenuhan 

(compliancy) terhadap standar dan regulasi internasional di sektor 
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transportasi, khususnya pelayaran dan penerbangan, merupakan 

keharusan.  

Ratifikasi ataupun penerapan regulasi internasional juga diperlukan untuk 

mengindari barrirer to entry dalam interaksi ekonomi di sejumlah negara dan 

aliansi strategis internasional yang umumnya mensyaratkan adanya standar 

teknis dan standar pelayanan yang seragam. 

3.3.2. Rencana Penetapan Regulasi Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Kerangka regulasi menjadi upaya sistematis untuk mengarahkan penyusunan 

peraturan perundang-undangan dalam lingkup Kementerian Perhubungan. 

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta 

menyelaraskan regulasi dengan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi 

global, Kementerian Perhubungan telah menyusun Kerangka Regulasi 2025–

2029 yang memuat rencana strategis penyusunan regulasi sektoral yang akan 

menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan selama 

lima tahun ke depan, yang memiliki tujuan umum:  

a. Menjawab tantangan transformasi digital dan inovasi teknologi di sektor 

transportasi; 

b. Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan yang efektif dan 

adaptif; 

c. Meningkatkan kualitas layanan publik dan keselamatan transportasi; 

d. Mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi ramah 

lingkungan. 

Usulan regulasi dalam Kerangka Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 

2025–2029 disusun untuk menyelaraskan ketentuan hukum yang berlaku 

dengan standar global dan praktik terbaik internasional seperti ketentuan dari 

ICAO (International Civil Aviation Organization), IMO (International Maritime 

Organization) serta regulasi nasional seperti Peraturan Presiden terkait Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) Regulasi ini diharapkan mampu mengurangi tumpang 

tindih aturan yang selama ini menjadi kendala dalam implementasi kebijakan 

serta meningkatkan efisiensi pemerintahan secara menyeluruh melalui 

penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. 

Dalam mendukung perekonomian nasional, kerangka regulasi diarahkan untuk 

memperkuat ekosistem logistik yang kompetitif guna memperluas konektivitas 

antardaerah. Aspek penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus 

dengan mengedepankan sistem merit dan penerapan manajemen talenta agar 

aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki 

kompetensi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui kerangka regulasi 

yang diajukan dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi, partisipasi 

publik dan integritas kelembagaan sebagai bagian dari upaya membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ringkasan tematik 

kerangka regulasi sebagai berikut:  

a. Bidang transportasi udara  

Peningkatan keselamatan dan efisiensi operasional penerbangan seperti 

penyusunan aturan ground handling yang sesuai standar ICAO, pengaturan 

bandara air (water aerodrome), pembentukan regulasi penyidik PNS 
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penerbangan guna penegakan hukum, revisi standar pelayanan minimum 

dan pengelolaan slot waktu terbang untuk optimalisasi operasional bandara, 

serta harmonisasi aturan keselamatan penerbangan (CASR Part 121 & 135) 

sesuai standar internasional.  

b. Bidang transportasi darat  

Pengaturan kendaraan otonom, revisi subsidi dan tarif angkutan umum, 

peningkatan keselamatan lalu lintas melalui revisi peraturan perlintasan 

sebidang dan marka jalan dan penguatan kelembagaan dan penataan UPT 

menjadi bagian penting untuk mendukung layanan yang responsif dan 

modern.  

c. Bidang transportasi laut  

Prioritas regulasi meliputi revisi peraturan angkutan di perairan dan 

kepelabuhanan, penguatan sertifikasi pengawasan kapal dan awak kapal 

serta pengembangan transportasi laut yang ramah lingkungan dan 

terintegrasi dengan moda lain untuk meningkatkan daya saing logistik 

nasional. 

d. Bidang perkeretaapian  

Pembaruan standar teknis dan sistem pengawasan sarana perkeretaapian 

guna menjamin keselamatan dan kelancaran operasional serta memperkuat 

integrasi dengan moda transportasi lain untuk mendukung mobilitas 

berkelanjutan.  

e. Bidang Integrasi multimoda  

Penyusunan rencana induk integrasi antarmoda, pedoman teknis fasilitas 

alih moda penumpang, pengawasan dan sertifikasi badan usaha layanan 

integrasi dengan tujuan menciptakan sistem transportasi yang terpadu, 

efisien, dan inklusif.  

f. Bidang penunjang  

1) Penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi melalui pencegahan 

korupsi, manajemen risiko, pengawasan intern serta pengembangan 

sistem merit dan manajemen talenta ASN; 

2) Optimalisasi fungsi pengawasan internal dan manajemen risiko 

termasuk revisi tata cara pengawasan, pembentukan komite audit, dan 

pengawalan efektivitas penggunaan anggaran guna mendukung tata 

kelola yang transparan dan akuntabel; 

3) Penguatan institusi pendidikan transportasi; 

4) Koordinasi regulasi berbasis kajian kebijakan termasuk revisi organisasi, 

pedoman penyusunan kebijakan, serta integrasi sistem logistik nasional 

melalui Indonesia National Single Window.  

Sebagai bagian dari penguatan kerangka regulasi dalam periode 2025–2029, 

Kementerian Perhubungan tidak hanya merancang kerangka penyusunan 

regulasi sektoral tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan awal atas sejumlah 

regulasi yang memerlukan pembaruan atau pengembangan. Proses tersebut 

didukung oleh berbagai kegiatan seperti kajian kebijakan, inventarisasi regulasi 

serta penyusunan rencana naskah akademik sebagai fondasi pembentukan atau 

revisi regulasi ke depan. Beberapa rencana inisiatif regulasi yang telah diusulkan 

antara lain: 
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a. Rencana penyusunan naskah akademik  

1) Rencana Naskah Akademik RPP Perubahan atas PP Nomor 62 Tahun 

2013 didasarkan pada hasil inventarisasi dan evaluasi awal terhadap 

substansi PP dimaksud yang berkaitan dengan pendanaan dan tanggung 

jawab penyelenggaraan transportasi yang dinilai perlu disesuaikan 

dengan perkembangan regulasi internasional, khususnya dari lembaga-

lembaga seperti IMO dan ICAO. 

2) Rencana Naskah Akademik Penataan Kelembagaan dan Pendanaan 

KNKT, dengan ruang lingkup yang telah diidentifikasi mencakup analisis 

permasalahan kelembagaan dan organisasi KNKT termasuk keterbatasan 

dalam mandat dan struktur. analisis beban kerja dalam investigasi 

kecelakaan lintas moda, dan tinjauan terhadap peraturan perundang-

undangan terkait yang menunjukkan perlunya reposisi peran dan 

penguatan pendanaan, usulan awal skenario penataan organisasi dan 

pendanaan serta prediksi dampaknya terhadap tata kelola dan efektivitas 

investigasi kecelakaan. 

b. Rekomendasi penyusunan regulasi 

Telah diusulkan beberapa rekomendasi penyusunan maupun revisi 

Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Perhubungan sebagai bagian dari 

respons terhadap dinamika pelayanan transportasi yang terus berkembang 

dimana diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi, integrasi layanan, 

serta pengembangan sistem pengawasan dan sertifikasi transportasi yang 

adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

c. Kajian revisi regulasi sebagai langkah awal menuju pembaruan regulasi 

telah dilakukan kajian pendahuluan terhadap sejumlah regulasi 

diantaranya: 

1) Kajian terhadap PP Nomor 62 Tahun 2013 difokuskan pada evaluasi 

implementasi dan relevansi terhadap perkembangan terbaru, 

inventarisasi kebutuhan penyesuaian dengan regulasi internasional 

seperti IMO dan ICAO, dan penyusunan matriks awal usulan perubahan 

yang menjadi dasar dalam merencanakan penyusunan revisi PP tersebut. 

2) Kajian terhadap PM Nomor 54 Tahun 2023 difokuskan pada identifikasi 

masalah implementasi dan kebutuhan substansial untuk revisi terutama 

dalam konteks reformasi kelembagaan dan penataan UPT, analisis 

keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak 

terjadi disharmonisasi regulasi serta penyusunan kerangka awal 

rekomendasi revisi sesuai arah kebijakan reformasi kelembagaan dan 

tata kelola SDM sektor transportasi. 

Keseluruhan proses tersebut merupakan bagian dari agenda penguatan reviu 

regulasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan yang tidak hanya difokuskan 

pada kualitas substansi peraturan namun juga peningkatan efektivitas 

implementasinya di lapangan. Dengan membangun fondasi regulasi yang 

berbasis kajian, partisipatif, dan selaras dengan standar global, diharapkan 

kerangka regulasi Kementerian Perhubungan  2025–2029 mampu memperkuat 

kapasitas institusional, meningkatkan kualitas layanan publik transportasi 

serta mendorong konektivitas nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. 
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Rangkuman rencana penetapan regulasi baik yang berupa Undang-Undang 

(UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan 

Menteri (Permen) Keputusan Menteri (Kepmen), Instruksi Menteri (Inmen), dan 

bentuk peraturan lain-lain  yang akan dilakukan di lingkungan Kementerian 

Perhubungan disampaikan pada Tabel 3.1 berikut ini. Direncanakan terdapat 

sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) rencana penetapan regulasi baik yang 

sifatnya teknis maupun administratif pada perioda Tahun 2025-2029. Detail 

penjelasan mengenai latar belakang, unit kerja terkait, dan target penyelesaian 

dari setiap regulasi tersebut disampaikan pada Anak Lampiran 2. 

 

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Rencana Penetapan Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-

2029 

 

No 
Unit 

Kerja 
Total 

Rekapitulasi berdasar Jenis Kerangka Regulasi 

UU PP Perpres PM KM IM 
Lain-
lain 

1 Setjen 78 - 2 2 30 37 - 7 

2 Itjen 11 - - - 3  7 1 - 

3 DJPD 16 1 1 1 12 1 - - 

4 DJPL 32 - 7 2 23 - - - 

5 DJPU 51 1 - - 45 5 - - 

6 DJKA 33 1 - - 31 1 - - 

7 DJITM 48 - 1 1 46 - - - 

8 BKT 29 1 2 6 12 2 - 6 

9 BPSDM 11 - - - 10 1 - - 

Total 309 4 13 12 212 54 1 13 

 

Sumber: Biro Hukum, 2025 

 

Dalam hal terdapat kebutuhan penetapan regulasi lainnya diluar yang sudah 

disampaikan dalam Renstra ini, maka regulasi tersebut tetap harus sesuai 

dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang transportasi yang 

telah ditetapkan. Kemajuan pelaksanaan penetapan regulasi ini akan dipantau 

pada setiap tahun sebagai bahan evaluasi. 

3.3.3. Rencana Penetapan Regulasi Sekretariat Jenderal 2029-2029 

Kerangka regulasi menjadi upaya sistematis untuk mengarahkan penyusunan 

peraturan perundang-undangan dalam lingkup Sekretariat Jenderal. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menyelaraskan 

regulasi dengan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi, Sekretariat 

Jenderal telah menyusun Kerangka Regulasi 2025–2029 yang memuat rencana 

strategis penyusunan regulasi yang akan menjadi acuan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Sekretariat Jenderal selama lima tahun ke depan: 
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Tabel 3. 2 Rekapitulasi Regulasi Berdasar Jenis Kerangka Regulasi 

 

Sumber : Diolah dari masukan UKE II Setjen 

 

Dari Tabel 3.2 dapat disampaikan rincian rencana regulasi tahun 2025-2029 di 

masing-masing Unit Kerja Eselon II: 

a. Biro Perencanaan menyusun 1 revisi Peraturan Pemerintah, 3 Peraturan 

Menteri baru dan 2 Keputusan Menteri baru; 

b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyusun 11 Peraturan Menteri 

baru, 1 revisi Peraturan Menteri, dan 8 Keputusan Menteri baru; 

c. Biro Keuangan menyusun 2 redvisi Peraturan Menteri, 1 Keputusan Menteri 

baru dan 1 revisi Keputusan Menteri; 

d. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN menyusun 1 revisi Peraturan 

Menteri; 

e. Biro Umum menyusun 2 Peraturan Menteri baru dan 2 revisi Peraturan 

Menteri, 2 Keputusan Menteri baru dan 2 revisi Keputusan Menteri; 

f. Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyusun 2 revisi Peraturan Menteri, 

2 Keputusan Menteri baru dan 1 revisi Keputusan Menteri; 

g. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menyusun 2 Peraturan 

Menteri baru, 1 Keputusan Menteri baru dan 2 revisi Keputusan Menteri; 

h. Pusat Data dan Informasi menyusun 1 Peraturan Menteri baru, 4 Keputusan 

Menteri baru dan 1 Instruksi Menteri baru; 

i. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi menyusun 2 Peraturan 

Menteri baru, dan 1 Keputusan Menteri baru; 

j. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menyusun 2 Peraturan 

Menteri PAN RB baru, 3 Peraturan Menteri baru, dan 3 Keputusan Menteri 

baru; 

k. Mahkamah Pelayaran menyusun 1 revisi Peraturan Pemerintah, dan 2 revisi 

Peraturan Menteri; 

No Unit Kerja Total 
Rekapitulasi Berdasar Jenis Kerangka Regulasi 

PP Perpres PM lain PM KM IM Lainnya 

1 Biro Perencanaan 6 1 - - 3 2 - - 

2 Biro SDMO 20 - - - 12 8 - - 

3 Biro Keungan 4 - - - 2 2 - - 

4 Biro Hukum 0 - - - 0 - - - 

5 Biro LPPBMN 1 - - - 1 - - - 

6 Biro Umum 8 - - - 4 4 - - 

7 Biro KIP 5 - - - 2 3 - - 

8 PFKKI 0 - - - - - - - 

9 PPTB 5 - - - 2 3 - - 

10 Pusdatin 6 - - - 1 4 1 - 

11 PPIT 3 - - - 2 1 - - 

12 Pusbin JF 8 - - 2 3 3 - - 

13 Mahpel 3 1 - - 2 - - - 

14 KNKT 9 1 1 - 1 - - 6 

 Total 78 3 1 2 32 30 1 6 
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l. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyusun 1 revisi Peraturan 

Pemerintah, 1 revisi Peraturan Presiden, 1 revisi Peraturan Menteri dan 6 

dokumen kajian revisi PP, Perpres dan PM. 

Secara keseluruhan terdapat 78 regulasi, 57 regulasi baru dan 21 revisi regulasi 

yang akan dikerjakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. 

 

3.4. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur 

organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN) yang digunakan untuk 

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui kebijakan, strategi, program 

dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang 

disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Nasional. 

Pada beberapa sub bab berikut ini disampaikan struktur 

kelembagaan/organisasi Kementerian Perhubungan Eksisting serta kebutuhan 

penguatannya untuk mendukung pencapaian target kinerja dan mendukung 

pelaksanaan prioritas presiden pada perioda Pemerintahan 2025-2029. 

3.4.1. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 

Sesuai mandat dari pasal 5, 6, dan 7 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perhubungan, maka: 

a. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. 

b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan 

menyelenggarakan fungsi: 

1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, 

serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan 

prasarana transportasi; 

2) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian di daerah; 

3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian; 

4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian; 

5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; 

6) pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi; 

7) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; 

8) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian; dan 

9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

c. Susunan organisasi Kementerian terdiri atas 14 (empat belas) Unit Kerja 

setingkat Eselon I, yakni: 

1) Sekretariat Jenderal; 
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2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 

4) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 

5) Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 

6) Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda; 

7) Inspektorat Jenderal; 

8) Badan Kebijakan Transportasi; 

9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; 

10) Staf AhIi Bidang Teknologi dan Energi; 

11) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; 

12) Staf Ahli Bidang Logistik; 

13) Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan; dan 

14) Staf Ahli Bidang Keselamatan Tlansportasi. 

d. Selain itu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, terdapat 

organisasi setingkat eselon II yang secara administrasi berada di Bawah 

Sekretaris Jenderal, yakni: 

1) Pusat Data dan Teknologi Informasi; 

2) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan; 

3) Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional; 

4) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi; dan 

5) Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. 

e. Presiden juga memberikan mandat kepada Kementerian Perhubungan untuk 

mengelola anggaran bagi 2 (dua) lembaga yang bertanggung jawab kepada 

Presiden, yakni: 

1) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT); 

2) Mahkamah Pelayaran (Mahpel). 

Untuk melaksanakan tugas teknis di lapangan, pada setiap eselon I teknis 

dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang organisasi dan tatakerjanya 

ditetapkan melalui sejumlah Peraturan Menteri (PM) Perhubungan yang 

berbeda-beda. Setiap UPT bertanggungjawab langsung kepada Direktur 

Jenderal/Kepala Badan masing-masing. 

Gambaran mengenai struktur organisasi Kementerian Perhubungan 

disampaikan pada Gambar 3.9. Pada Perpres No 173 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perhubungan dibentuk Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi 

dan Multimoda guna memenuhi tujuan Kementerian Perhubungan untuk 

peningkatan Konektivitas Transportasi.
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(Sumber: digambarkan dari Permenhub Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang OTK Kementerian Perhubungan 

 

Gambar 3. 1 Kerangka Kelembagaan  Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 
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3.4.2. Penguatan Kelembagaan Kementerian Perhubungan Tahun 2025-

2029 

Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Perhubungan dilakukan 

dengan memperhatikan beberapa hal berikut: 

a. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, 

mandat pembangunan, dan mandat organisasi; 

b. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Prinsip-prinsip pengorganisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat 

proses, efektif, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses di bidang 

transportasi; dan 

d. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur. 

Penguatan kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis sektor 

transportasi tahun 2025-2029 difokuskan pada penataan organisasi 

pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat intern 

maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-

program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat 

fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nllai structure folow 

strategy dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang 

sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan 

dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan 

organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan 

struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta 

pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. 

Untuk melaksanakan program dan kebijakan sektor transportasi tahun 

2025-2029 diperlukan penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan 

Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang 

terus berkembang, serta visi misi Presiden. Penataan kelembagaan dilakukan 

di kantor Pusat maupun tingkat UPT di lingkungan Kementerian 

Perhubungan. 

Penataan kelembagaan Kementerian Perhubungan selanjutnya akan diikuti 

dengan penyesuaian struktur organisasi serta redesign nomenklatur program 

dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Struktur organisasi Kementerian Perhubungan 2025-2029 disesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan dalam mencapai sasaran strategis. Struktur 

organisasi disusun berdasarkan prinsip right size dan right function 

(organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi) sehingga terwujud organisasi 

kerja yang efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa isu strategis dalam 



- 125 - 
 

 

kerangka penataan kelembagaan Kementerian Perhubungan sesuai prioritas 

kebutuhan: 

a. Unsur Pelaksana Kebijakan (Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis) 

Penataan Tugas dan Fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan 

Penyeberangan untuk Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan 

Transportasi  

Dalam rangka peningkatan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, 

penyelarasan peraturan perundang-undangan serta menjamin 

kelancaran pemberian layanan di bidang penyelenggaraan Transportasi 

Sungai, Danau, dan Penyeberangan, perlu dilakukan penataan organisasi 

sebagai upaya penguatan kelembagaan di tingkat pusat dan Unit 

Pelaksana Teknus yaitu dengan pengalihan tugas dan fungsi Transportasi 

Sungai, Danau, dan Penyeberangan dari Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Pengalihan tugas dan fungsi transportasi sungai, danau, dan 

penyeberangan ini selaras dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang secara eksplisit mengkategorikan 

angkutan sungai, dananu, dan penyeberangan sebagai bagian dari 

“angkutan di perairan”, sehingga secara normatif, apabila pengelolaan 

transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan lebih sesuai dengan 

kerangka hukum nasional. Pengalihan ini juga diperlukan untuk 

penyelarasan tata kelola dengan kesesuaian kebijakan guna peningkatan 

pelayanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan. 

Penataan restrukturisasi berupa organisasi berupa pengalihan tugas dan 

fungsi transportasi sungai, danau, dan penyeberangan akan dilakukan 

baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis yang terdampak. 

1) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Keselamatan transportasi menjadi faktor yang sangat penting dalam 

mewujudkan kenektivitas transportasi. Keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan merupakan bagian paling penting dalam keselamatan 

transportasi mengingat sebagian besar pergerakan orang dan barang 

menggunakan moda jalan. 

Permasalahan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bukan 

hanya permasalahan dalam skala nasional, tetapi juga sudah menjadi 

permasalahan global. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 

merupakan isu kritis yang memerlukan penanganan yang serius 

secara kolaboratif. Tanggung jawab keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan tersebar pada beberapa instansi, sebagaimana 

tercantum pada Perpres No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUN KLLAJ). RUN 

KLLAJ merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman nasional 
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dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 

melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar yang mencakup: Pilar 1 Sistem yang 

Berkeselamatan (yang dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas), 

Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan (yang dikoordinir oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum), Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan (yang 

dikoordinir oleh Kementerian Perhubungan), Pilar 4 Pengguna Jalan 

yang Berkeselamatan (yang dikoordinir oleh Kepolisian RI), dan Pilar 

5 Penanganan Korban Kecelakaan (yang dikoordinir oleh Kementerian 

Kesehatan). 

Untuk mendukung peningkatan keselamatan LLAJ, perlu dilakukan 

penguatan tugas dan fungsi Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat, terutama yang menangani keselamatan 

transportasi darat. Penguata tugas dan fungsi ini akan menjadi 

langkah strategis untuk koordinasi, pengawasan, dan peningkatan 

standar keselamatan, sekaligus memperkuat Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat sebagai penyusun kebijakan strategis dalam 

pengelolaan transportasi darat yang aman, nyaman, dan selamat. 

2) Optimalisasi Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian, UPT merupajan satuan kerja yangbersifat mandiri 

dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan 

perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari 

Organisasi Induk. UPT berada di bawah Unsur Pelaksana dan Unsur 

Pendukung, Penetapan kedudukan UPT ditentukan berdasarkan: 1) 

kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan 

tugas Unit Organisasi Induk; 2) hubungan pertanggungjawaban 

antara UPT yang bersangutan denfan Organisasi Induk; dan 3) 

efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. 

Penataan organisasi pada Tingkat Unit Pelaksana Teknis disesuaikan 

dengan perannya sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri yang 

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas 

teknis penunjang tertentu dari Organisasi Induknya. Agar lebih efektif 

dan efisien dalam pelaksanaan tugas, penataan UPT dilakukan untuk 

mengakomodir hal-hal sebagai berikut: 

a) Dampak penataan organisasi dan restrukturisasi organisasi di 

tingkat pusat; 

b) Perubahan mandat; 

c) Perubahan beban kerja; 

d) Perubahan pembagian wiayah kerja; 
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e) Duplikasi tugas dan fungsi dengan kantor pusat; dan 

f) Tindak lanjut hasil evaluasi STRANASPK yang dilaksanakan oleh 

KPK. 

b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pendukung 

1) Evaluasi dan Optimalisasi Tugas serta Fungsi Biro dan Pusat di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan 

2) Kelembagaan Manajemen Risiko 

Tuntutan untuk mewujudkan good governance pada lingkungan 

birokrasi semakin memperkuat penerapan manajemen risiko pada 

instansi pemerintah termasuk Kementerian Perhubungan. Amanah 

pengelolaan manajemen risiko di pemerintahan merujuk pada 

tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mengelola risiko 

yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintahan, demi tercapainya tujuan organisasi dan pelayanan 

publik yang efektif serta akuntabel. Ini mencakup identifikasi, 

analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko, serta penerapan sistem 

pengendalian internal yang memadai. 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan 

penguatan organisasi yang menangani Manajemen Risiko. Penguatan 

diperlukan agar terdapat proses yang sistematis untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan 

memantau risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. 

Penguatan organisasi yang menangani manajemen risiko sangat 

penting karena: 

a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional; 

b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; 

c) Mencegah terjadinya kerugian keuangan negara; 

d) Menjamin keberhasilan program dan kebijakan publik; 

e) Mengurangi dampak negatif dan meningkatkan ketahanan 

organisasi; 

f) Mendukung pengambilan keputusan strategis. 

Penguatan organisasi ini dilakukan dengan penataan struktur 

kelembagaan ataupun clustering tugas dan fungsi terkait manajemen 

risiko dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan. 

3) Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat KNKT 

Investigasi kecelakaan transportasi merupakan upaya peningkatan 

keselamatan secara reaktif. Melalui investigasi kecelakaan dapat 

teridentifikasi isu keselamatan yang akan disebarluaskan kepada 

pihak terkait dan pemangku kepentingan sehingga kecelakaan dapat 

dihindari di kemudian hari.Berdasarkan Perpres Nomor 102 Tahun 
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2022 diatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi KNKT dan 

pembentuan sekretariat KNKT. Sesuai Perpres tersebut terdapat 

perubahan kelembagaan KNKT yaitu mengubah jumlah investigator 

yang semula 10 (sepuluh) orang pada setiap komite menjadi 

disesuaikan dengan kebutuhan KNKT. Selain itu KNKT diberikan 

tugas tambahan untuk mengevaluasi, memantau, klarifikasi, 

pengkajian, dan sosialisasi terkait rekomendasi keselamatan yang 

diterbitkan KNKT serta penyelenggaraan sistem informasi investigasi. 

Seiring dengan dinamika pertumbuhan lingkungan dan teknologi yang 

terus berkembang, sekretariat KNKT sebagai unsur yang memberikan 

dukungan teknis dan administratif kepada KNKT menghadapi beban 

kinerja organisasi yang meningkat, sehingga perlu dilakukan 

penyelarasan tugas dan fungsi sekretariat KNKT sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

4) Penguatan Peran Mahkamah Pelayaran 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran, ditemukenali terdapat perubahan fungsi 

Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga yang bertugas melakukan 

pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Sesuai Undang-Undang 

tersebut, Mahkamah Pelayaran yang semula memiliki fungsi 

melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan 

menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau 

perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan 

kecelakaan kapal, mendapatkan tambahan fungsi sebagai berikut: 

a) Melaksanakan pemeriksaan kepada operator, pemilik kapal, dan 

petugas/ pejabat yang berwenang dalam hal memiliki hubungan 

terkait penyebab terjadinya kecelakaan kapal; 

b) Menetapkan sanksi administratif kepada nakhoda, perwira kapal, 

operator, pemilik kapal, dan/atau petugas/pejabat yang terbukti 

melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan 

kecelakaan kapal; dan 

c) Melakukan mediasi dalam penyelesaian perselisihan perjanjian 

kerja laut. 

5) Guna keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang ada 

maka perlu dilakukan penataan kelembagaan berupa penyesuaian 

tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja yang diakomodir 

dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal serta organisasi dan tata kerja 

Mahkamah Pelayaran (revisi PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Mahkamah Pelayaran). 
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3.4.3. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 2025-2029 

Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 

terdiri atas 7 (tujuh) biro, yakni: 

a. Biro Perencanaan; 

b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; 

c. Biro Keuangan; 

d. Biro Hukum; 

e. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; 

f. Biro Umum; dan  

g. Biro Komunikasi dan Informasi Publik. 

Di lingkungan Kementerian Perhubungan saat ini terdapat 5 (lima) Pusat 

yang merupakan unsur pendukung pimpinan, yaitu: 

a. Pusat Data dan Teknologi Informasi; 

b. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan; 

c. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional; 

d. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi; 

e. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. 

Organisasi Biro dan Pusat tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat ini mempunyai tugas 

menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan 

agenda pembangunan nasional. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi, 

perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, 

maupun besaran organisasi yang telah ada. Evaluasi tersebut perlu 

dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

a. Efisiensi Birokrasi 

Evaluasi dilakukan pada struktur organisasi untuk memastikan apakah 

struktur organisasi sudah efektif dan efisien, seudah tepat fungsi dan 

sasaran. Setelah evaluasi dapat mengurangi redundansi dalam 

pengambilan keputusan dan mempercepat proses administratif. Selain 

hal tersebut, penyatuan unit-unit ini dapat meningkatkan fungsi 

koordinasi antara pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam 

perancangan kebijakan dan implementasi operasional, sehingga dapat 

mengurangi hambatan eksternal maupun internal. 
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b. Pemenuhan Tujuan Strategis  

Evaluasi ini dilakukan untuk penyelarasan visi dan strategi dalam 

mengembangkan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan dapat 

mencapai tujuan jangka panjang Kementerian secara lebih efektif dan 

efisien. 

c. Optimalisasi Sumber Daya 

Evaluasi pemanfaatan sumber daya, baik sarana prasarana maupun 

SDM yang ada dengan lebih efisien, baik itu dalam bentuk tenaga kerja, 

keuangan, penggunaan teknologi. 

d. Peningkatan adaptasi dan resiliensi 

Evaluasi organisasi diharapkan dapat mendukung pembangunan sistem 

transportasi yang lebih adaptif dan tahan terhadap perubahan politik, 

ekonomi, maupun lingkungan yang semakin relevan di tengah 

tantangan global. 

e. Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi 

Evaluasi ini dapat memperkokoh fungsi unit organisasi, serta untuk 

menentukan apakah kebijakan yang diimplementasikan berjalan efektif 

dan efisien. 

Evaluasi kelembagaan dan penataan di lingkungan Sekretariat Jenderal 

dilakukan melalui penataan eselon II ke bawah diantaranya meliputi 

penajaman, penguatan, dan clustering tugas dan fungsi. 
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Gambar 3. 2 Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 
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3.4.4. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Sekretariat Jenderal 2025-

2029 

Agenda penguatan kelembagaan 2025-2029: 

a. Penataan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Biro dan Pusat) dilakukan 

melalui penataan eselon II ke bawah diantaranya meliputi penajaman 

tugas dan fungsi, penguatan tugas dan fungsi, dan clustering tugas 

fungsi. 

b. Penguatan isu manajemen risiko, dilakukan dengan penataan struktur 

kelembagaan atau pun clustering tugas dan fungsi terkait manajemen 

risiko dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan. 

c. Penguatan kelembagaan KNKT sebagai lembaga investigasi kecelakaan 

transportasi yang memiliki kewenangan lebih luas untuk dapat 

melakukan perbaikan dalam pelayanan transportasi disertai dengan 

peningkakatan SDM yang unggul, kapabel dan adaptif teknologi serta 

menjadi pusat pengembangan SDM investigasi. 

d. Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran  sesuai 

UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran, agar sejalan dengan peran strategis sebagai 

lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif di bidang pelayaran. 

Penyesuaian ini menuntut adanya penguatan kelembagaan (struktur, 

kedudukan eselonisasi, kewenangan dan dukungan kapasitas SDM). 

3.4.5. Penguatan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal 2025-

2029 

Kementerian Perhubungan saat ini memiliki pegawai sebanyak 58.889 

pegawai dan dari gambaran struktur organisasi Sekretariat Jenderal, jumlah 

total pegawai ASN 950 pegawai dan Non ASN 183 pegawai, dengan komposisi 

pegawai baik ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut: 
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a. Data berdasarkan jenis kelamin pegawai ASN laki-laki sebanyak 700 

orang dan perempuan 469 orang, sedangkan pegawai Non ASN laki-laki 

sebanyak 32 orang dan perempuan 2 orang; 

 

 

b. Data pegawai berdasarkan penjenjangan pendidikan pegawai ASN 

sebanyak 136 orang lulusan SMA, S1/DIV 551 orang, S2 293 orang, S3 8 

orang sedangkan pegawai Non ASN 4 orang berijazah SD-SMP, SMA 26 

orang, S1/DIV 4 orang, S2 3 orang; 
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Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN 

berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN 

berdasarkan Pendidikan 
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c. Pada data pendidikan Teknis pegawai ASN dan Non ASN, terdapat pegawai 

ASN sebanyak 520 orang lulusan teknis dan 644 org Non Teknis 

sedangkan pegawai Non ASN lulusan Teknis sebanyak 4 orang dan 30 

orang Non Teknis. 

 

3.4.6. Penguatan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 

Sasaran Sekretariat Jenderal secara langsung mendukung Sasaran Strategis 

6 (SSp6) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di 

Kementerian Perhubungan dengan Indikator Kinerja Sasaran 6 (IKSp6) yaitu 

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan. Secara struktur 

penurunan/cascading sasaran dan kinerja, penugasan Sekretariat Jenderal 

memberikan dukungan penuh terhadap pencapa  ian indikator Indeks 

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan. Namun secara tidak 

langsung, Sekretariat Jenderal juga memberikan dukungan teknis dan 

substansi kebijakan dalam upaya mendukung kinerja Kementerian 

Perhubungan.   

Dukungan Sekretariat Jenderal diwujudkan ke dalam Sasaran Program yang 

dilaksanakan oleh 14 (empat belas) unit kerja eselon II sesuai tugas dan 

fungsi yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 

a. Sasaran Program 1 (SP1) yang merupakan sasaran Sekretariat Jenderal 
dalam memberikan dukungan manajemen dalam upaya meningkatkan 

kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Sekretariat Jenderal 
yang diampu oleh Biro Hukum; 
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Gambar 3. 5 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN 

berdasarkan Lulusan Teknis dan Non Teknis 
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b. Sasaran Program 2 (SP2) yang merupakan sasaran Sekretariat Jenderal 
dalam memberikan dukungan manajemen dalam upaya meningkatkan 

kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik Sekretariat Jenderal diampu 
oleh Biro SDMO dan didukung seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan 
Setjen karena terdapat Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi 

Birokrasi; 

c. Sasaran Program 3 (SP.3) yang merupakan sasaran Sekretariat Jenderal 
dalam memberikan dukungan manajeman terhadap meningkatnya 

kualitas transportasi yang berkelanjutan Sekretariat Jenderal diampu 
oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. 

Penguatan sasaran program Sekretariat Jenderal perlu menjadi perhatian 
dalam upaya memaksimalkan peran unit kerja di lingkungan Sekretariat 
Jenderal. Ke depan Sasaran Program dapat ditetapkan menjadi 4 (empat) 

Sasaran Program sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing – masing 
Unit Kerja Eselon II. 

3.5. Manajemen Risiko 

Sebagai upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan program strategis 

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, diperlukan penerapan 

manajemen risiko serta langkah mitigasi yang komprehensif dan dapat 

dijalankan oleh penanggung jawab risiko. Risiko dapat muncul dalam 

berkaitan pelaksanaan dukungan manajemen dalam mewujudkan 

tranformasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian 

Perhubungan serta pelaksanaan dukungan teknis substansi kebijakan dalam 

mendukung kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan 

transportasi maju.  

 

                       

                   

         

                 

            

                   

                    

                 

       

           

           

               

              

               

                    

                   

           

             

                  

                     

           

           

           

        

           

              

              

                 

                      

           

           

                 

       

           

                  

          

      

           

           

        

                                                                    

                                                                                                         

   
                  

                          
                         

      

          
                   

            

     

                   
                        
                     
                    
                   

          
                  
            
       

     

           
              

             
                 
          

    

             
       

   
                    

                         
         
       

                  
                
             

   
          

                
                    
                    
                  

           

   
              

                   
               
              
              
             
          

   
                    
                         
                      

              
             

               
                  

             

   
          
           
         

                 
                 
                   

        

    

                          

                             

                          

   

                         

             

                     

   

            

           

                     

    

            

                   

                      

    

                

                 

        

   

                   

                      

        

   

                             

                       

                    

   

                                

                             

                                

                       

   

                    

                 

                       

            

   

                    

                           

                     

           

                         

                  

                         

                   

                         

                             

 

                         

                                

      

Gambar 3. 6 Peta Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029 
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Dalam menyusun penerapan manajemen risiko mengikuti ketentuan dalam 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang 

Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan 

mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait 

penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam 

RKP. 

Pada Tabel 3.3 disampaikan pemetaan identidikasi risiko yang dapat menjadi 

pedoman dalam mengantisipasi potensi risiko yang akan muncul melalui 

uraian mitigasi risiko dan penanggung jawab pelaksana risiko.  Dengan 

adanya mitigasi risiko yang terukur, diharapkan pelaksanaan dukungan 

manajemen dalam mewujudkan tranformasi tata kelola pemerintahan di 

lingkungan Kementerian Perhubungan serta pelaksanaan dukungan teknis 

substansi kebijakan dalam mendukung kinerja Kementerian Perhubungan 

dapat diwujudkan. 
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Tabel 3. 3 Manajemen Risiko Utama Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 

No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko 
Penanggung 

Jawab RIsiko 

SP1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum 

1 Perlunya peningkatan relevansi 

dan efektivitas regulasi 

penyelenggaraan bidang 
transportasi sesuai 

perkembangan teknologi dan 

tantangan pembangunan ke 

depan 

• Pelaksanaaan revisi Undang-Undang Sektor Transportasi (termasuk pembentukan UU 

Sistralognas) dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan isu strategis dan lingkungan 

strategis 
• Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pembaruan dan pelengkapan NSPK di bidang transportasi 

sesuai kebutuhan sektor terkait dan tantangan aktual yang dihadapi 

• Peningkatan efektivitas implementasi regulasi di bidang transportasi melalui monitoring dan 

evaluasi yang sistematis dan terukur secara berkelanjutan 

Biro Hukum, 

Biro 

Perencanaan 

2 Tidak tercapai target regulasi 

sektor transportasi yang 

ditetapkan  

• Peningkatan koordinasi dengan unit kerja/sub sektor sebagai pemrakarsa untuk memperdalam 

urgensi regulasi yang diusullkan 

• Peningkatan evaluasi efektivitas regulasi yang ada dan relevan dengan kondisi saat ini 

Biro Hukum 

SP2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

1 Kurangnya akuntabilitas 

dalam manajemen kinerja di 
lingkungan Kementerian 

Perhubungan 

• Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Renstra dan Renja) 

di lingkungan Kementerian Perhubungan  
• Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja (LKIP) di lingkungan Kementerian 

Perhubungan 

• Peningkatan efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja di lingkungan Kementerian 

Perhubungan 

• Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP 

Biro 

Perencanaan 

2 Manajemen sumberdaya 

manusia yang belum berjalan 

sepenuhnya berbasis sistem 

merit 

• Pemenuhan kuantitas (rekruitment) SDM Kementerian Perhubungan sesuai Analisis Beban Kerja 

• Pelaksanaan metoda pengisian jabatan melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi sesuai standar 

yang berlaku 

• Penerapan sistem pengembangan karir ASN berbasis hasil penilaian kinerja dan kesesuaian 
kompetensi 

Biro SDMO 

3 Belum optimalnya 

kelembagaan Biro Kementerian 
Perhubungan dalam 

memberikan dukungan 

manajemen dalam 

mewujudkan transformasi tata 

kelola Kementerian 

Perhubungan 

• Penguatan tugas dan fungsi Biro dalam mendukung peran strategis Sekretariat Jenderal dalam 

memberikan dukungan manajemen terhadap peningkatan kinerja transportasi dan transformasi 
tata Kelola Kementerian Perhubungan  

• Penataan dan penyederhanaan bisnis proses sesuai struktur organisasi Kementerian Perhubungan 

• Penguatan pola kerja kolaboratif dan organik melalui penerapan nilai-nilai ASN untuk membentuk 

budaya kerja yang positif dan berorientasi pada pelayanan 

• Mendorong pemisahan fungsi operator dan regulator dalam penyelenggaraan bidang transportasi  

• Penataan/penguatan organisasi dan tata kerja di lingkungan UPT pelaksana pembangunan dan 
pelayanan publik 

Biro SDMO 
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko 
Penanggung 

Jawab RIsiko 

4 Belum optimalnya Indeks 

Profesional ASN  

• Peningkatan pembinaan ASN Kementerian Perhubungan secara rutin dalam upaya meningkatkan 

displin dan kinerja 

• Mengusulkan anggaran terkait pengembangan kompetensi ASN Kementerian Perhubungan 

• Penyelenggaraan Diklat secara hybrid dan bimbingan teknis secara online 

• Menyesuaikan materi diklat dan bimtek sesuai kebutuhan kompetensi manajerial, sosio kultural, 
dan teknis sesuai standar kompetensi jabatan 

• Sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan data dukung ASN dalam aplikasi SIK 

atau my ASN 

Biro SDMO 

5 Tidak tercapainya Nilai Kinerja 
Anggaran  

• Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan pemanfaatan standar biaya umum dan 
standar biaya khusus secara optimal 

• Peningkatan kualitas implementasi, dan pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyerapan 

anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

• Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan 

prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan output maksimal; dan 
• Melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pelaporan realisasi output 

pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi secara rutin dan berkala guna 

meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker, konsistensi serta nilai efisiensi penggunaan anggaran 

• Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (melalui sistem digitalisasi keuangan) 

Biro Keuangan 

6 Banyaknya Temuan dan 

rekomendasi BPK  

• Penyusunan rencana aksi untuk melaksankan penanganan dan perbaikan termasuk adanya unit 

yang menangani dan target waktu penyelesaian 

• Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal yang lebih proaktif dalam mendampingi dan 

mengawasi proses pebaikan 

• Peningkatan komitmen bersama untuk perbaikan dalam tata kelola keuangan agar menjadi lebih 
transparan dan akuntabel.  

Biro 

Keuangan, 

Biro 

Perencanaan 

7 Pengelolaan Satuan Kerja BLU 

yang belum optimal dalam 
penyediaan layanan dan 

capaian penerimaan belum 

sesuai dengan target yang 

ditetapkan 

• Monitoring dan evaluasi capaian pendapatan setiap bulan dari satuan kerja BLU 

• Melaksanakan reviu target pendapatan satuan Kerja BLU dan menyusun strategi peningkatannya 
• Melakukan reviu kinerja Satuan Kerja dalam memenuhi target kinerja dan kualitas pelayanan 

yang ditetapkan 

Biro Keuangan 

8 Perlunya peningkatan relevansi 

dan efektivitas regulasi 

penyelenggaraan bidang 

transportasi sesuai 

perkembangan teknologi dan 

• Pelaksanaaan revisi Undang-Undang Sektor Transportasi (termasuk pembentukan UU 

Sistralognas) dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan isu strategis dan lingkungan 

strategis 

• Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pembaruan dan pelengkapan NSPK di bidang transportasi 

sesuai kebutuhan sektor terkait dan tantangan aktual yang dihadapi 

Biro Hukum, 

Biro 

Perencanaan 
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko 
Penanggung 

Jawab RIsiko 

tantangan pembangunan ke 

depan 

• Peningkatan efektivitas implementasi regulasi di bidang transportasi melalui monitoring dan 

evaluasi yang sistematis dan terukur secara berkelanjutan 

9 Tidak tercapai target regulasi 
sektor transportasi yang 

ditetapkan  

• Peningkatan koordinasi dengan unit kerja/sub sektor sebagai pemrakarsa untuk memperdalam 
urgensi regulasi yang diusullkan 

• Peningkatan evaluasi efektivitas regulasi yang ada dan relevan dengan kondisi saat ini 

Biro Hukum 

10 Kurang optimanya pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN) 

• Peningkatan kualitas administrasi BMN agar sesuai dengan kondisi fidik dan status kepemilikan 
yang jelas 

• Optimalisasi pemanfaatan BMN agar lebih produktif melalui pemanfaatan BM yang tidak produktif 

melalui mekanisme pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan dll) dengan pihak ketiga  

• Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian BMN melalui peningkatan peran aparat 

pengawas internal pemerintah, koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Keuangan dan 

peningkatan kualitas SDM profesional dalam pengelolaan BMN 
• Penyempurnaan kebijakan dalam tata kelola BMN melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan 

pendukung 

• Penerapan dan implementasi kebijakan tata kelola BMN berbasis teknologi informasi agar lebih 

efisien 

Biro 
Perencanaan, 

Biro 

Keuangan, 

Biro LPPBMN, 

Biro Umum 

11 Belum optimalnya layanan 

pengadaan  

• Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sertifikasi 

profesi/kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa 

• Penyempurnaan regulasi dan tata kelola layanan pengadaan melalui penyederhanaan prosedur, 

penjaminan kepatuhan dan manajemen risiko (strategi mitigasi yang efektif) 

• Peningkatan pelaksanaan evaluasi kinerja dan layanan pengadaan secara berkala tidak hanya 
evauasi administrasi tapi juga kebermanfaatan hasil pengadaan 

• Peningkatan penyediaan layanan penyelesaian sengketa yang efektif 

• Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan LKPP sebagai lembaga pembina dalam layanan 

pengadaan barang/jasa pemerintah 

Biro LPPBMN 

12 Kurangnya antisipasi dalam 

volume penambahan arsip 

dimasa lalu sehingga 

menyebabkan persediaan 
tempat yang terus berkurang 

atau bahkan arsip tidak dapat 

tertampung lagi 

• Peningkatan fasilitas dan sarana melalui penyediaan ruang penyimpanan terbatas, penyediaan 

peralatan dan perlengkapan 

• Penyusunan sistem dan prosedur pengarsipan antara lain sistem penyimpanan arsip, pengelolaan 

arsip tidak aktif, pemeliharaan arsip,  
• Penyempurnaan regulasi dan tata kelola layanan pengadaan melalui penyederhanaan prosedur, 

penjaminan kepatuhan dan manajemen risiko (strategi mitigasi yang efektif) 

• Peningkatan digitalisasi pengarsipan dengan mengubah arsip fisik (seperti dokumen cetak) 

menjadi format digital agar lebih mudah dikelola, diakses, dan disimpan secara elektronik 

• Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, sertifikasi 

profesi/kompetensi bidang kearsipan 

Biro Umum 
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko 
Penanggung 

Jawab RIsiko 

13 Sistem monitoring dan evaluasi 

opini publik masih 

berdasarkan pemberitaan 

media arusutama serta 

perbincangan media sosial, 
belum berdasarkan survey 

persepsi publik sehingga 

kurang merepresentasikan 

persepsi publik 

• Peningkatan reputasi baik Kementerian Perhubungan melalui strategi komunikasi publik yang 

lebih efektif melalui Survei Kepuasan dan Persepsi Publik Transportasi Nasional sebagai dasar 

evaluasi efektivitas komunikasi pulik 

• Peningkatan pelaksanaan meda monitoring melalui pelaksanaan program Integrasi Sistem 

Monitoring Media dan Analisis Sentimen Publik berbasis dashboard kinerja komunikasi dan 
program peningkatan kapasitas SDM dalam Riset Media dan Analisis Sentimen Publik untuk 

mendukung pengambilan keputusan berbasis data 

Biro 

Komunikasi 

dan Informasi 

Publik 

14 Belum optimalnya pengelolaan 

informasi publik (PPID) 

• Peningkatan kapasitas dan profesionalitas Petugas Layanan Informasi Publik 

• Peningkatkan standardisasi format komunikasi informasi publik agar lebih inklusif, mudah 

diakses dan ramah pengguna 

• Program penguatan pendanaan dan infrastruktur keterbukaan informasi publik 

Biro 

Komunikasi 

dan Informasi 

Publik 

15 Belum terkelolanya informasi 

secara optimal sehingga 

menghambat dalam 

pengolahan  materi 
komunikasi publik 

• Peningkatan pelatihan pemanfaatan dan review shared digital platform secara berkala untuk 

mendorong optimalisasi koordinasi lintas unit dan moda dalam pengelolaan isu strategis dan 

kampanye nasional 

• Penguatan melalui program penyusunan Standar Operasional Penghimpunan Informasi dan Tata 
Kelola Komunikasi Internal 

• Penguatan program harmonisasi narasi komunikasi publik nasional melalui penyusunan Pedoman 

One Narrative Policy yang mengatur narasi, tone of voice dan mekanisme pelaporan konten antar 

sub sektor 

• Peningkatan sinkronisasi dan konsolidasi dan koordinasi isu strategis komunikasi melalui Forum 

Koordinasi bulaan lintas moda dan unit kerja 
• Penguatan melalui program penyusunan Standar Operasional Pengelolaan Data Informasi menjadi 

materi komunikasi 

• Pembuatan forum lintas sub sektor dan wali data kementerian maupun unit kerja untuk 

melakukan koordinasi interpretasi data menjadi materi komunikasi derta program konsolidasi 

serta sinkronisasi data 

Biro 

Komunikasi 

dan Informasi 

Publik 

16 Kurang optimalnya pengelolan 

data dan teknologi informasi 

dalam mendukung digitalisasi 

pemerintahan di bidang 
transportasi  

• Penguatan infrastruktur teknologi digital untuk mendorangn pelaksanaan transformasi digital (e-

Government/SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi 

• Peningkatan keamanan siber (cyber security) untuk menjaga keamanan dan informasi vital di 

bidang transportasi 
• Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi e-

government/smart government di Kementerian Perhubungan 

• Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi melalui penyediaan 

informasi berbasis digital 

Pusat Data dan 

Teknologi 

Informasi 
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko 
Penanggung 

Jawab RIsiko 

17 Belum optimalnya pelaksanan 

kerjasama dalam negeri, luar 

negeri dan ratifikasi di sektor 

transportasi 

• Penguatan kelembagaan dan peran Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional 

sebagai  

• Peningkatan harmonisasi regulasi untuk menunjang pelaksanaan perjanjian internasional 

• Peningkatan data dan informasi terintegrasi melalui penyediaan sistem informasi terintegrasi data 

kerjasama agar mempermudah akses dan pengelolaan informasi 
• Peningkatan da pengembangan kapasitas SDM bidang kersamaan  

• Peningkatan diplomasi transportasi yang proaktif untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat 

konektivitas global 

• Peningkatan peran perwakilan Kementerian Perhubungan di luar 8 wilayah luar negeri 

Pusat Fasilitasi 

Kemitraan dan 

Kelembagaan 

Internasional  

18 Belum terpenuhinya 

kebutuhan jabatan fungsional 

transportasi 

• Percepatan regulasi penyelarasan Jabatan Fungsional Transportasi 

• Peningkatan Pedoman dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi  

• Peningkatan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional  Transportasi  

• Peningkatan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional  Transportasi 

• Peningkatan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional  Transportasi 
• Peningkatan pembinaan, pengembangan karier dan kelembagaan jabatan fungsional transportasi 

Pusat 

Pembinaan 

Jabatan 

Fungsional 

Transportasi 

19 Rendahnya pemanfaatan 

potensi pendanaan alternatif 
serta peran swasta dan pemda 

dalam investasi di Bidang 

Transportasi 

• Penyusunan Roadmap Pembiayaan Infrastruktur Transportasi 

• Peningkatan penyediaan Infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif Non APBN 
• Optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Perhubungan sebagai sumber pembiayaan alternatif 

melalui peningkatan fungsi perencanaan dan koordinasi dalam penyiapan serta fasilitasi 

pemanfaatan pendanaan alternatif  

• Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi 

Pusat 

Pembiayaan 
Infrastruktur 

Transportasi 

20 Belum optimal pelaksanaan 

investigasi kecelakaan 

transportasi 

• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung investigasi kecelakaan transportasi 

• Peningkatan jumlah Investigator Keselamatan Transportasi yang memiliki kompetensi 

• Peningkatan kegiatan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi 

• Peningkatan penyusunan NSPK investigasi kecelakaan transportasi 

KNKT 

21 Penyelesaian laporan hasil 

investigasi kecelakaan 

transportasi yang belum 

seluruhnya terselesaikan 

• Peningkatan kualitas hasil investigasi kecelakaan transportasi 

• Peningkatan jumlah Investigator Keselamatan Transportasi yang memiliki kompetensi 

• Penguatan SDM yang unggul, kapabel dan adaptif teknologi serta menjadi pusat pengembangan 

SDM investigasi 

KNKT 

22 Rekomendasi yang telah 

diterbitkan oleh KNKT kurang 

mendapat perhatian, lambat 
dalam memberikan respon 

tanggapan dan tidak ada 

laporan tindak lanjut 

• Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh KNKT 

agar dapat dijalankan oleh instansi terkait 

• Peningkatan publikasi dan diseminasi informasi publik hasil rekomendasi yang telah diterbitkan 
oleh KNKT 

KNKT 
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko 
Penanggung 

Jawab RIsiko 

rekomendasi dari instansi 

terkait  

• Penguatan transformasi kelembagaan KNKT yang memiliki kewenangan lebih untuk dapat 

dilakukan perbaikan dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi melalui revisi 

Prepres 102 Tahun 2022 tentang KNKT dan PM 54 Tahun 2023 tentang OTK Sekretariat KNKT 

23 Belum optimal pelaksanaan 

sidang pemeriksaan lanjutan 

kecelakaan kapal 

• Peningkatan proses sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dengan memanggil terduga, 

saksi, saksi ahli dari Nakhoda, Awak Kapal, Perusahaan Pelayaran, dan pihak terkait lainnya 

• Peningkatan pelaksanaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal di lokasi kejadian  

• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan lanjutan 

kecelakaan kapal  

• Peningkatan jumlah Tim Panel Mahkamah Pelayaran yang memiliki sertifikat keahlian pelaut 
berupa ANT-1, ATT-1 dan sarjana teknik bangunan kapal maupun Sarjana Hukum 

Mahkamah 

Pelayaran 

24 Hasil keputusan sidang yang 

belum ditindaklanjuti  

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut hasil putusan Mahkamah Pelayaran 

• Evaluasi Sidang dan Keputusan Mahkamah Pelayaran untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi 
keputusan Mahkamah Pelayaran agar diperoleh informasi hasil Keputusan yang telah 

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Berita Acara pembekuan sertifikat pelaut bagi 

Nakhoda/perwira kapal yang dinyatakan bersalah/lalai atas kecelakaan kapal yang menjadi 

tanggungjawabnya 

Mahkamah 

Pelayaran 

25 Belum optimal peran 

Mahkamah Pelayaran dalam 

mewujudkan penegakan 

hukum pelayaran yang 

berkeadilan, transparan dan 
berstandar internasional 

dalam upaya memperkokoh 

sistem keselamatan pelayaran 

nasional menuju transportasi 

laut yang selamat, modern dan 
berdaya saing global 

• Penguatan dan penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran sesuai UU No. 66 

Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, agar sejalan 

dengan peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif di bidang pelayaran 

• Penguatan kelembagaan Mahkamah Pelayaran melalui peningkatan struktur kelembagaan dan 

organisasi, penguatan fungsi dan kewenangan Mahkamah pelayaran yang dapat melaksanakan 
kewenangan secara mandiri, termasuk pemberian sanksi administratif serta pelaksanaan 

Pengadilan Pelayaran sepenuhnya yang memiliki kewenangan melaksanakan praktik litigasi dan 

non litigasi khusus di bidang pelayaran serta peningkatan dukungan kapasitas SDM yang 

berkompeten 

• Penguatan regulasi melalui revisi PP No., 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaaan Kecelakaan Kapal, 
revisi Perpres No. 39 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli 

pada Mahkamah Pelayaran, revisi PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaaan Kecelakaan 

Kapal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2022 

dan revisi PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran  

Mahkamah 

Pelayaran 

SP3 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan 

1 Aspek transportasi 
berkelanjutan belum 

terintegerasi dalam 

penyusunan rencana induk 

• Penyusuan roadmap perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan yang 
terintegrasi  

• Peningkatan Integrasi Prinsip GEDSI dalam Perencanaan Transportasi 

• Peningkatan standar layanan Transportasi yang Inklusif, Adaptif dan Berkeadilan Sosial 

Pusat 
Pengeloaan 

Transportasi 

Berkelanjutan 
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No Identifikasi Risiko Uraian Mitigasi Risiko 
Penanggung 

Jawab RIsiko 

(master plan) prasarana dan 

sarana transportasi yang 

dilakukan masing-masing 

subsektor dan kebijakan 

terkait lainnya 

• Peningkatan monitoring dan evaluasi berbasis Inklusi Sosial 

• Peningkatan advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam mendorong pelaksanaan transportasi 

berkelanjutan yang Inklusif 

2 Belum optimalnya perumusan 

kebijakan transportasi 

terhadap upaya konservasi 

energi, pemanfaatan energi 
baru terbarukan dan upaya 

mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim di sektor 

transportasi 

• Peningkatan kebijakan transportasi yang sejalan dengan dengan kebijakan energi nasional dan 

Rencana Umum Energi Nasional 

• Peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan lingkungan, energi dan 

penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi 
• Peningkatan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan 

masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana aksi kebijakan transportasi 

yang lebih terintegrasi mitigasi  

• Peningkatan upaya pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi   

Pusat 

Pengeloaan 

Transportasi 

Berkelanjutan 

 

 

  



- 144 - 
 

 

BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1. Target Kinerja 

4.1.1. Target Kontribusi Sektor Transportasi Tahun 2025-2029 

Terdapat beberapa kontribusi pokok dari sektor transportasi terhadap 

pembangunan nasional yang diharapkan dapat diwujudkan pada perioda 

pembangunan 2025-2029, diantaranya terkait dengan (i) peningkatan stok 

infrastruktur, (ii) penurunan biaya logistik, (iii) pembukaan lapangan kerja, dan 

(iv) pertumbuhan ekonomi. Pada Tabel 4.1 disampaikan rangkuman atas 

kontribusi sektor transportasu tersebut. 

Tabel 4. 1 Target Kontribusi Sektor Transportasi terhadap Indikator Pembangunan Nasional 
2025-2029 

Tahun 

Peningkatan 

Stok Infrastruktur 

Transportasi 

Lapangan Kerja 

Sektor 

Transportasi 

Penurunan 

Biaya Logistik 

Transportasi 

Kontribusi 

Ekonomi Sektor 

Transportasi 

Baseline 

2024 5,70%PDB 5,2 juta 8,27% PDB 4,72% PDB 

Target 
2029 

6,76% PDB 6,8 juta 7,56% PDB 5,57% PDB 

Sumber: BPS (2024), RPJMN 2025-2029, dan hasil analisis 

Dalam RPJMN 2025-2029 target peningkatan stok infrastruktur (semua sektor) 

sekitar 5,5% dari 43% PDB di Tahun 2024 menjadi 48,5% di Tahun 2029. 

Berdasarkan perhitungan, baseline stok infrastruktur transportasi (tidak 

termasuk jaringan jalan) di Tahun 2024 sekitar Rp 1.263 Triliun (5,70% PDB 

2024). Dengan skenario pendanaan sesuai RPJMN 2025-2029 (Lampiran 1 

Halaman 96) yakni APBN : BUMN : Swasta/Masyarakat = 7,22% (pagu JM 

Kemenhub = Rp 217,19 Triliun) : 6,13% : 86,65%, maka diharapkan hingga akhir 

Tahun 2029 akan terjadi investasi di sektor transportasi hingga Rp 3006 Triliun. 

Dengan asumsi rasio investasi yang akan menjadi aset sekitar 30,99%, maka di 

Tahun 2029 akan terdapat penambahan aset sekitar Rp 931 Triliun, sehingga 

total aset sektor transportasi (tidak termasuk jaringan jalan) pada Tahun 2029 

akan mencapai Rp 2194 Triliun atau sekitar 6,76% PDB 2029 (naik 1,06%).  

 

Data BPS menyatakan bahwa pada Tahun 2024 jumlah tenaga kerja sektor 

transportasi dan logistik mencapai 6,5 juta. Dengan porsi untuk bidang 

transportasi sekitar 80,37% (sesuai proporsi dari PDB sektor transportasi dan 

logistik) maka diperkirakan jumlah tenaga kerja di sektor transportasi Tahun 

2024 sekitar 5,2 juta orang. Sesuai dengan skala investasi yang dilakukan, maka 

pertumbuhan lapangan kerja di sektor transportasi 4,86% per tahun (sekitar 3-

4 kali lipat dari pertumbuhan jumlah penduduk) sehingga mencapai 6,8 juta di 

Tahun 2029. 

Sesuai target dalam RPJMN 2025-2029, biaya logistik transportasi diharapkan 

mengalami penurunan dari 8,27% PDB menjadi 7,56% PDB. Dengan target 
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pertumbuhan ekonomi pada RPJMN 2025-2029 menjadi 8% maka agar rasio 

biaya logistik menurun sesuai harapan, maka biaya logistik transportasi hanya 

dibatasi pertumbuhannya di angka 4,78% per tahun. 

Pertumbuhan ekonomi di bidang transportasi sempat mengalami turbulensi di 

Tahun 2019-2021 dengan pembatasan pergerakan selama pandemi adanya 

Covid-19. Namun sejak Tahun 2021-2024 secara konsisten terjadi tren positif 

dalam pertumbuhan sektor transportasi dari 3,41%/tahun hingga 

6,24%/tahun. Dengan asumsi bahwa tren positif tersebut tetap konsisten 

hingga Tahun 2029 maka PDB sektor transportasi dari Rp 1084 Triliun di Tahun 

2024 (4,72% PDB) akan tumbuh menjadi 1808 Triliun di Tahun 2029 (5,57% 

PDB). 

Target kontribusi sektor transportasi di atas diskenariokan cukup tinggi agar 

dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan kesejahteraan. Sesuai rule-of-thumb umum diperlukan 

penambahan investasi infrastruktur (termasuk transportasi) sebesar 2 (dua) kali 

lipat dari rencana pertumbuhan ekonomi yang diskenariokan 

4.1.2. Target Capaian Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan Tahun 

2025-2029 

Sesuai dengan formulasi yang telah dijabarkan pada Bab 2, Indikator Tujuan 

Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rata-rata keberhasilan 

pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada setiap perspektif 

(kecuali pada perspektif stakeholders yang diukur pada tingkatan nasional 

RPJMN 2025-2029). Oleh karena itu, ditetapkan bahwa target capaian untuk 

masing-masing Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan pada setiap tahun 

anggaran (Tahun 2025 dampai dengan 2029) adalah sama, yakni 100% yang 

artinya diharapkan bahwa semua target IKSS pada setiap tahun anggaran 

tercapai (realisasi 100% atau lebih dari target IKSS yang ditetapkan). 

Dengan harapan semua target IKSS tercapai 100% (realisasi IKSS > 100 target 

IKSS) maka dukungan bidang transportasi (penyediaan konektivitas, integrasi, 

pelayanan, dan keselamatan transportasi) dapat terlaksana secara optimal 

terhadap pencapaian sasaran sesuai Prioritas Nasional (PN) bidang Transportasi 

dalam RPJMN 2025-2029. Dukungan Sektor Transportasi secara langsung 

dapat dilakukan pada seluruh Asta Cita dalam bentuk kebijakan dan program 

sektor transportasi untuk mendorong pemerataan pembangunan sarana, 

prasarana dan layanan transportasi diseluruh Indonesia. 

Target capaian untuk setiap indikator tujuan Kementerian Perhubungan pada 

masing-masing tahun anggaran untuk periode Renstra 2025-2029 disampaikan 

pada Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4. 2 Target Capaian Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Tujuan Indikator Satuan 
Target 

2025 2026 2027 2028 2029 

T.1 Terwujudnya 

transportasi 

nasional yang 

handal, 

inklusif, dan 

berdaya saing 

IKT.1 Capaian 

kinerja 

penyediaan 

layanan 

transportasi 

nasional 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

T.2 Terwujudnya 

kebijakan dan 

SDM 

transportasi 

yang 

berkualitas 

IKT.2 Capaian 

kinerja 

penyusunan 

rekomendasi 

kebijakan dan 

peningkatan 

SDM 

transportasi 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

T.3 Terwujudnya 

tata kelola 

Pemerintahan 

yang 

berintegritas 

dan adaptif 

IKT.3 Capaian target 

nilai 

Reformasi 

Birokrasi (RB) 

Kementerian 

Perhubungan 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Dengan memperhatikan rumusan indikator tujuan pada Tabel 2.2, maka untuk 

mencapai target IKT.1, IKT.2, dan IKT.3 sebesar > 100%, maka disyaratkan rata-

rata capaian kinerja IKSS Kementerian Perhubungan juga berkisar 100% atau 

lebih. Capaian kinerja IKSS > 100% sangat bergantung dari terlaksananya 

program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian 

Perhubungan 2025-2029 serta peran serta seluruh stakeholders terkait. 

Oleh karena itu dengan terlaksananya sejumlah kegiatan/proyek strategis 

sesuai arah kebijakan dan strategi serta terpenuhinya aspek pendukung pada 

kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan 

merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya sasaran kinerja yang ditetapkan 

dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini. 

4.1.3. Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 

Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 

Dukungan sektor transportasi dalam pembangunan nasional secara langsung 

dalam bentuk kebijakan dan program sektor transportasi untuk mendorong 

pemerataan pembangunan sarana, prasarana dan layanan transportasi 

diseluruh Indonesia yang diwujudkan melalui menyediakan konektivitas, 

integrasi, pelayanan, dan keselamatan transportasi yang handal, inklusif dan 

berdaya saing yang didukung oleh kebijakan dan sumber daya manusia 

transportasi yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas 

dan adaptif. 
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Penetapan target capaian IKSS untuk setiap tahun selama periode Renstra 

2025-2029 ditetapkan berdasarkan program kegiatan dan indikasi alokasi 

pendanaan selama 5 tahun mendatang (2025-2029), terutama program kegiatan 

yang menjadi Prioritas Nasional (PN) sebagai implementasi dari Asta Cita 2025-

2029 dan sejalan dengan target kinerja RPJP Perhubungan 2025-2024 dengan 

mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 

Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Angaran 2025, termasuk 

kemungkinan masih dilakukan efisiensi anggaran belanja selama 5 tahun 

mendatang. Untuk itu target capaian untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan harus menjadi target capaian yang 

dapat dipenuhi secara nyata.  

Target capaian untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 

Kementerian Perhubungan pada masing-masing tahun anggaran pada periode 

Renstra 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut: 

1. Target untuk IKSS.1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional yaitu 

tingkat keterhubungan simpul dan wilayah/kawasan yang ditetapkan 

berdasarkan hasil pembangunan simpul dan penyelenggaraan layanan 

transportasi pada moda darat, laut, udara, dan kereta api yang dilaksanakan 

oleh setiap Direktorat Jenderal teknis berdasarkan Rencana Induk setiap 

moda; 

2. Target untuk IKSS.1.2 Tingkat Integrasi Transportasi Nasional yaitu tingkat 

integrasi transportasi antarmoda, multimoda dan perkotaan yang ditetapkan 

berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan integrasi transportasi 

antarmoda, multimoda, dan perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (yang mencakup integrasi 

prasarana, integrasi jaringan pelayanan, integrasi pelayanan) pada sejumlah 

lokasi prioritas (sejumlah simpul pelabuhan utama, simpul bandara utama, 

kawasan prioritas nasional dan kawasan perkotaan prioritas); 

3. Target untuk IKSS.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan 

Transportasi Nasional diukur melalui survei pengguna setiap moda 

transportasi (darat, laut, udara, kereta api, dan antarmoda) yang 

diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan dengan mengacu pada Permenpan RB No 14 Tahun 2017 

sebagai amanah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Pengukuran dapat menggunakan Aplikasi 3AS IPK-IKNI oleh UPT di 

lingkungan Kementerian Perhubungan; 

4. Target untuk IKSS.3 Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional diukur 

berdasarkan pencapaian yang mengarah kepada Target Zero Accident 

Acceptable Level Maksimal 1 kejadian/1 juta perjalanan di setiap moda 

transportasi; 

5. Target untuk IKSSp.4 Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi 

diukur berdasarkan pencapaian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) dalam 

meningkatkan efektivitas dalam penyusunan rekomendasi kebijakan serta 

tingkat kemanfaatannya dalam penyelenggaraan transportasi nasional yang 

mengacu pada pada SE Kepala LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang 

Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan; 



- 148 - 
 

 

6. Target untuk IKSSp.5 Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang 

Kompeten diukur berdasarkan keberhasilan BPSDMP dalam pelaksanaan 

diklat pembentukan maupun diklat kompentensi yaitu persentase 

penyerapan lulusan diklat pembentukan transportasi dan lulusan diklat 

transportasi yang bersertifikat kompetensi, Persentase Peserta Diklat 

Transportasi dan Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi (adanya link 

and match); 

7. Target untuk IKSSp.6 Indeks RB Kementerian Perhubungan merupakan 

ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada 

seluruh Unit Kerja di Kementerian Perhubungan menuju Good Governance. 

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. 

4.1.4. Matriks Kinerja Kementerian Perhubungan dalam RPJMN 2025-

2029 

Di dalam Lampiran III RPJMN 2025-2029, terdapat matriks kinerja berupa 

daftar indikator dan target capaiannya yang diamanatkan kepada Kementerian 

Perhubungan yang terdiri dari 36 Indikator Kinerja dalam RPJMN 2025-2029 

yang mana 31 indikator kinerja diukur langsung oleh Kementerian Perhubungan 

(Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas, dan (ii) Pengampu 

Pencapaian lndikator Kegiatan Prioritas) dan 5 indikator kinerja diukur oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian 

PPN/Bappenas. 

Indikator RPJMN 2025-2029 yang ditugaskan kepada Kementerian 

Perhubungan merupakan indikator yang bersifat strategis yang menjadi 

dukungan Kementerian Perhubungan terhadap Prioritas Nasional (PN) 3 dan 5 

sebagai implementasi dari Asta Cita 2025-2029 nomor 3 dan 5. Indikator ini 

terdiri dari Indikator Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang 

harus dimuat di dalam Indikator di level Kementerian Perhubungan, Unit Kerja 

Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis serta harus dilakukan pengukuran 

indikator tersebut oleh Kementerian Perhubungan dan dilaporkan secara 

berkala kepada Presiden melalui Kementerian PPN/Bappenas. 

Pada Tabel 4.3 menyampaikan matriks kinerja RPJMN 2025-2029 yang 

ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan berikut dengan proyeksi target 

tahunannya. 

Tabel 4. 3 Target Kinerja Kementerian Perhubungan 2025-2029 

Tujuan Sasaran Strategis 

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis 

(IKSS) 

Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja 

2025 2026 2027 2028 2029 

T.1 Terwujudnya 
transportasi 

nasional yang 
handal, 

inklusif, dan 
berdaya saing 

SS.1 Meningkatnya 
Konektivitas 

dan Integrasi 
Transportasi 

Nasional 

IKSS.1 Rasio 
Konektivitas 

Transportasi 
Nasional 

Rasio 0,633 0,707 0,713 0,723 0,728 0,748 

IKSS.2 Tingkat 

Integrasi 
Transportasi 

Nasional 

% 16,117 16,491 17,369 23,513 32,237 42,432 
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Tujuan Sasaran Strategis 

Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis 
(IKSS) 

Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja 

2025 2026 2027 2028 2029 

SS.2 Meningkatnya 
Kinerja 

Pelayanan 
Transportasi 

Nasional 

IKSS.2 Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) 

Terhadap 
Pelayanan 

Publik Sektor 
Transportasi 

Indeks 95,653 94,474 94,624 94,980 95,380 95,800 

SS.3 Meningkatnya 

Keselamatan 
Transportasi 

Nasional 

IKSS.3 Tingkat 

Keselamatan 
Transportasi 

Nasional 

% 97,497 97,925 98,145 98,527 98,830 99,070 

T.2 Terwujudnya 
kebijakan dan 

SDM 

transportasi 

yang 
berkualitas 

SSp.4 Meningkatnya 
Kualitas 

Rekomendasi 

Kebijakan 

Transportasi 

IKSSp.4 Indeks 
Kualitas 

Rekomendasi 

Kebijakan 

Transportasi 

Indeks N/A 85,000 87,000 89,000 91,000 92,000 

SSp.5 Meningkatnya 
SDM 

Transportasi 
yang Kompeten 

IKSSp.5 Peningkatan 
Pemenuhan 

SDM 
Transportasi 

yang 
Kompeten 

% 102,217 85,500 86,000 86,500 87,000 87,500 

T.3 Terwujudnya 
tata kelola 
Pemerintahan 

yang 
berintegritas 

dan adaptif 

SSp.6 Meningkatnya 
Kualitas Tata 
Kelola 

Pemerintahan 
yang baik 

IKSSp.6 Indeks RB 
Kementerian 
Perhubungan 

  

Indeks 90,720 90,800 91,000 91,100 91,200 91,300 
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Tabel 4. 4 Matriks Kinerja RPJMN 2025-2029 yang Ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan 

Perpres 12/2025 Renstra Kemenhub 2025-2029 

Level Nomenklatur 
Target  

Level Nomenklatur 
Target 

2025 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

PP Jumlah Perjalanan 

Kereta Api 

0,92 juta 

perjalana

n 

1,03 juta 

perjalana

n 

   IKK 

Jumlah Perjalanan 

Kereta Api 

0,92 juta 

perjalanan 

0,95 juta 

perjalanan 

0,99 juta 

perjalanan 

1,01 juta 

perjalana

n 

1,03 juta 

perjalana

n 

PP On Time Performance 

Penerbangan 

80% 85% IKP Persentase Capaian On 

Time Performance 

(OTP) Sektor 

Transportasi Udara 

80% 81% 82% 84% 85% 

PP Peningkatan Volume 

Angkutan Laut 

(kumulatif angka dasar 

tahun 2022) 

10% 24% IKK Peningkatan Volume 

Angkutan Laut 

(kumulatif angka dasar 

tahun 2022) 

5,86% 12,10% 18,64% 25,58% 32,97% 

PP Jumlah Penumpang 

Angkutan Kereta Api 

519 juta 

penumpan

g 

601 juta 

penumpan

g 

IKK 08-Jumlah 

Penumpang Angkutan 

Kereta Api 

519 juta 

penumpan

g 

538 juta 

penumpang 

558 juta 

penumpan

g 

579 juta 

penumpa

ng 

601 juta 

penumpa

ng 

PP Volume Angkutan 

Penyeberangan 

11,6 juta 

kendaraan 

12,2 juta 

kendaraan 

IKK Volume Angkutan 

Penyeberangan 

11,6 juta 

kendaraan 

11,8 juta 

kendaraan 

11,9 juta 

kendaraan 

12,1 juta 

kendaraa

n 

12,2 juta 

kendaraa

n 

PP Jumlah Penumpang 

Angkutan Perkotaan di 

10 Kota Metropolitan 

850 juta 

penumpan

g 

950 juta 

penumpan

g 

IKK Jumlah Penumpang 

Angkutan Perkotaan di 

10 Kota Metropolitan 

850 juta 

penumpan

g 

870 juta 

penumpang 

895 juta 

penumpan

g 

925 juta 

penumpa

ng 

950 juta 

penumpa

ng 

PP Penurunan rasio 

fatalitas kecelakaan 

jalan 

65 persen 73 persen IKP Penurunan rasio 

fatalitas kecelakaan 

jalan 

65 persen 67 persen 70 persen 72 persen 73 persen 

PP Peningkatan 

Pemenuhan SDM 

Transportasi yang 

Kompeten 

85,5% 87,5% IKP Peningkatan 

Pemenuhan SDM 

Transportasi yang 

Kompeten 

85,5% 86% 86,5% 87% 87,5% 
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Perpres 12/2025 Renstra Kemenhub 2025-2029 

Level Nomenklatur 
Target  

Level Nomenklatur 
Target 

2025 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

KP Panjang jalur KA yang 

beroperasi 

6.928 km 

(kumulatif) 

6.985 km 

(kumulatif) 

IKK Panjang jalur KA yang 

beroperasi 

6.928 km 

(kumulatif) 

6.928 km 

(kumulatif) 

6.937 km 

(kumulatif

) 

6.937 km 

(kumulatif

) 

6.985 km 

(kumulatif

) 

KP Jalur KA yang 

menggunakan 

persinyalan elektrik  

65% 70% IKK Jalur KA yang 

menggunakan 

persinyalan elektrik 

65% 66% 67% 68% 70% 

KP Kondisi jalur KA Sesuai 

Standar Track Quality 

Index (TQI) Kategori 1 

dan 2  

94% 98% IKK Kondisi jalur KA 

Sesuai Standar Track 

Quality Index (TQI) 

Kategori 1 dan 2 

94% 95% 96% 97% 98% 

KP Pelabuhan yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya (kumulatif 

angka dasar 2020) 

86 lokasi 142 lokasi IKK Pelabuhan yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

(kumulatif angka dasar 

2020) 

86 lokasi 100 lokasi 114 lokasi 128 lokasi 142 lokasi 

KP Penumpang angkutan 

Laut nonkomersil 

1.637 ribu 

penumpan

g 

2.022 ribu 

penumpan

g 

IKK Penumpang angkutan 

Laut nonkomersil 

1,637 ribu 

penumpan

g 

1,733 ribu 

penumpang 

1,83 ribu 

penumpan

g 

1,926 

ribu 

penumpa

ng 

2,022 

ribu 

penumpa

ng 

KP Muatan barang 

angkutan laut 

nonkomersil  

720.124 

ton 

839.043 

ton 

IKK Muatan barang 

angkutan laut 

nonkomersil 

720.124 

ton 

749.854 ton 779.584 

ton 

809.313 

ton 

839.043 

ton 

KP Tingkat keandalan 

kenavigasian 

94,84% 95,57% IKK Tingkat keandalan 

kenavigasian 

94,84% 95,00% 95,22% 95,50% 95,57% 

KP Bandara yang dibangun 

dan dikembangkan 

(Kumulatif) 

116 lokasi 

(2020-

2025) 

121 lokasi 

(2020-

2029) 

IKK Bandara yang 

dibangun dan 

dikembangkan 

(Kumulatif) 

116 lokasi 

(2020-

2025) 

121 lokasi 

(2020-2026) 

121 lokasi 

(2020-

2027) 

121 lokasi 

(2020-

2028) 

121 

Lokasi 

(2020-

2029) 
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Perpres 12/2025 Renstra Kemenhub 2025-2029 

Level Nomenklatur 
Target  

Level Nomenklatur 
Target 

2025 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

KP Jumlah Layanan 

Nonkomersil Angkutan 

Udara Penumpang dan 

Kargo 

313 

layanan 

408 

layanan 

IKK Jumlah Layanan 

Nonkomersil Angkutan 

Udara Penumpang dan 

Kargo 

313 

layanan 

408 layanan 408 

layanan 

408 

layanan 

408 

layanan 

KP Persentase Kepatuhan 

Keamanan Penerbangan 

77% 81% IKK Persentase Kepatuhan 

Keamanan 

Penerbangan 

77% 78% 79% 80% 81% 

KP Pelabuhan 

Penyeberangan yang 

Beroperasi 

235 lokasi 

(kumulatif) 

242 lokasi 

(kumulatif) 

IKK Pelabuhan 

Penyeberangan yang 

Beroperasi 

235 lokasi 

(kumulatif) 

238 lokasi 

(kumulatif) 

240 lokasi 

(kumulatif

) 

240 lokasi 

(kumulatif

) 

242 lokasi 

(kumulatif

) 

KP Terminal Penumpang 

yang Beroperasi  

115 lokasi 

(kumulatif) 

119 lokasi 

(kumulatif) 

IKK Terminal Penumpang 

yang Beroperasi 

115 lokasi 

(kumulatif) 

116 lokasi 

(kumulatif) 

116 lokasi 

(kumulatif

) 

117 lokasi 

(kumulatif

) 

119 lokasi 

(kumulatif

) 

KP Lokasi Rawan 

Kecelakaan yang 

ditangani  

534 lokasi 

(kumulatif) 

574 lokasi 

(kumulatif) 

IKK Lokasi Rawan 

Kecelakaan yang 

ditangani  

534 lokasi 

(kumulatif) 

528 lokasi 

(kumulatif) 

539 lokasi 

(kumulatif

) 

546 lokasi 

(kumulatif

) 

574 lokasi 

(kumulatif

) 

KP Pengembangan Sistem 

Angkutan Umum Massal 

Perkotaan (kumulatif) 

10 kota 

(2020-

2025) 

20 kota 

(2020-

2029) 

IKK  Pengembangan Sistem 

Angkutan Umum 

Massal Perkotaan 

(kumulatif) 

10 kota 

(2020-

2025) 

14 kota 

(2020-2026) 

16 kota 

(2020-

2027) 

18 kota 

(2020-

2028) 

20 kota 

(2020-

2029) 

KP Ketersediaan angkutan 

umum massal 

perkotaan berbasis jalan 

1,42 juta 

penumpan

g/ hari 

1,56 juta 

penumpan

g/ hari 

IKK Ketersediaan angkutan 

umum massal 

perkotaan berbasis 

jalan 

1,42 juta 

penumpan

g/ hari 

1,43 juta 

penumpang

/ hari 

1,45 juta 

penumpan

g/hari 

1,49 juta 

penumpa

ng/hari 

1,56 juta 

penumpa

ng/hari 

KP Ketersediaan Angkutan 

Umum Massal 

Perkotaan Berbasis Rel 

2,825 juta 

penumpan

g/ hari 

2,836 juta 

penumpan

g/ hari 

IKK Ketersediaan Angkutan 

Umum Massal 

Perkotaan Berbasis Rel 

2,825 juta 

penumpan

g/ hari 

2,828 juta 

penumpang

/ hari 

2,836 juta 

penumpan

g/hari 

2,836 juta 

penumpa

ng/hari 

2,836 juta 

penumpa

ng/hari 
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Perpres 12/2025 Renstra Kemenhub 2025-2029 

Level Nomenklatur 
Target  

Level Nomenklatur 
Target 

2025 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

KP Tingkat Lulusan SDM 

Transportasi yang 

bersertifikat Kompetensi 

92% 94% IKK Tingkat Lulusan SDM 

Transportasi yang 

bersertifikat 

Kompetensi 

92% 92,50% 93% 93,50% 94% 

KP Tingkat Penyerapan 

Lulusan Pembentukan 

SDM Transportasi 

70% 70% IKK Tingkat Penyerapan 

Lulusan Pembentukan 

SDM Transportasi 

70% 70% 70% 70% 70% 

KP Jumlah Pelabuhan 

Utama yang memenuhi 

Standar 

7 lokasi 

(kumulatif) 

12 lokasi 

(kumulatif) 

IKK Jumlah Pelabuhan 

Utama yang memenuhi 

Standar 

7 lokasi 

(kumulatif) 

8 lokasi 

(kumulatif) 

9 lokasi 

(kumulatif

) 

11 lokasi 

(kumulatif

) 

12 lokasi 

(kumulatif

) 

KP Kinerja Bongkar Muat 

Pada Pelabuhan Utama 

Petikemas 

31  

Box/Ship/ 

Jam 

50 

Box/Ship/ 

Jam 

IKK Kinerja Bongkar Muat 

Pada Pelabuhan Utama 

Petikemas 

31 

Box/Ship/

Jam 

36 

Box/Ship/J

am 

40 

Box/Ship/

Jam 

45 

Box/Ship/

Jam 

50 

Box/Ship/

Jam 

KP Jumlah Bandara 

Primer/Utama yang 

ditingkatkan 

Kapasitasnya 

9 Lokasi 5 Lokasi IKK Jumlah Bandara 

Primer/Utama yang 

ditingkatkan 

Kapasitasnya 

9 Lokasi 8 Lokasi 8 Lokasi 3 Lokasi 5 Lokasi 

KP Volume Angkutan 

Barang Transportasi 

Udara pada Bandara 

Primer/Utama 

1.419  

juta ton 

1536 

 juta ton 

IKK Volume Angkutan 

Barang Transportasi 

Udara pada Bandara 

Primer/Utama 

1.419  

juta ton 

1.447 

 juta ton 

1.476 

 juta ton 

1.505 

 juta ton 

1.536  

juta ton 

KP Indeks Peningkatan 

SDM Transportasi 

85,5 87,5 IKK Indeks Peningkatan 

SDM Transportasi 

85,5 86 86,5 87 87,5 
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4.1.5. Matrik Kinerja Sekretariat Jenderal yang terdapat dalam RPJPN  

World Meteorogical Organization (WMO) memperkirakan perubahan iklim dalam 

5 tahun ke depan akan ditandai oleh kenaikan suhu global yang melampaui 

1,5°C di atas tingkat pra-industri. Hal ini berdampak pada perubahan cuaca 

ekstrem, termasuk didalamnya potensi terjadinya kekeringan dan banjir. Upaya 

global untuk mengurangi emisi GRK menuju Global Nett Zerro Emission (NZE) di 

Tahun 2050 mendapatkan tantangan besar dari lambatnya proses transisi 

energi dari fossil ke sumber baru dan terbarukan. 

Sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar kedua dari emisi GRK 

global (sekitar 13,7%), dan sekaligus menjadi sektor paling terdampak dari 

perubahan iklim yang dihasilkan. Oleh karenanya proses transisi energi di 

sektor transportasi serta upaya pengurangan laju pergerakan kendaraan melalui 

penggunaan moda transportasi yang lebih efisien merupakan 2 (dua) agenda 

besar yang harus didahulukan dalam kebijakan penyelenggaraan transportasi 

ke depan. 

RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 2024) memiliki Visi Indonesia Emas 2045: 

NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berkelanjutan 

diidentikkan dengan indikator penurunan intensitas emisi GRK dan perbaikan 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Tantangan mewujudkan visi berkelanjutan 

tersebut utamanya adalah masih tingginya ketergantungan terhadap sumber 

energi fossil (minyak bumi dan batu bara) saat ini masih 94% dan belum cukup 

efektifnya upaya untuk mengadaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim. 

Pengembangan transportasi nasional dalam beberapa tahun harus mulai 

difokuskan pada keberlanjutan dalam rangka mengurangi polusi dan 

menghadapi perubahan iklim melalui transisi energi dan peningkatan standar 

teknis sarana dan prasarana transportasi dengan tetap memperhatikan aspek 

pengusahaan dan keadilan sosial. 

Sumbangan emisi GRK dari sektor transportasi secara nasional di Tahun 2023 

menurut European Commission (2023) GHG Emissions of All World Countries 

2023 Report adalah sekitar 11,74% dari total, dengan komposisi permoda adalah 

sebagai berikut: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (79%), Transportasi Udara 

(11%), Transportasi laut (10%) dan Transportasi Perkeretaapian (1%). 

 

 

Tabel 4. 5 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian 

Perhubungan 

8 Misi 

Arah (Tujuan) 

Pembangunan 

(IE) 

Sasaran Pembangunan terkait 

Tugas Fungsi Kementerian 

Perhubungan 

Baseline 

2025 

Target 

2045 

M5 

Ketahanan 

sosial budaya 

dan ekologi 

IE17 Resiliensi 

terhadap Bencana 

dan Perubahan 

Iklim 

45. Penurunan Emisi GRK (%):    

      a. Kumulatif 28,12 51,51 

      b. Tahunan 36,65 80,98 

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 
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4.1.6. Matrik Kinerja Sekretariat Jenderal yang Terdapat dalam Renstra 

Kementerian Perhubungan  

Dukungan Sekretariat Jenderal terhadap capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan terdapat pada IKSS 2 Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Nasional diukur 

melalui survei pengguna setiap moda transportasi (darat, laut, udara, kereta api, 

dan antarmoda) yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengacu pada Permenpan RB 

No 14 Tahun 2017 sebagai amanah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Pengukuran dapat menggunakan Aplikasi 3AS IPK-IKNI oleh 

UPT di lingkungan Kementerian Perhubungandan IKSSp6 Indeks Reformasi 

Birokrasi Kementerian Perhubungan Perhubungan merupakan ukuran 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada seluruh Unit 

Kerja di Kementerian Perhubungan menuju Good Governance. Penilaian 

dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. 

Tabel 4. 6 Matrik Kinerja Sekretariat Jenderal yang Terdapat dalam Renstra Kementerian 
Perhubungan 

 Tujuan Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 

Satuan 
Baseline 

2024 

Target Kinerja 

2025 2026 2027 2028 2029 

T.1 Terwujudnya 

transportasi 
nasional yang 

handal, 
inklusif, dan 

berdaya saing 

SS.2 Meningkatnya 

Kinerja 
Pelayanan 

Transportasi 
Nasional 

IKSS.2 Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 

(IKM) 
Terhadap 

Pelayanan 
Publik 

Sektor 
Transportas

i 

Indeks 95,653 94,47

4 

94,62

4 

94,98

0 

95,380 95,80

0 

T.3 Terwujudnya 
tata kelola 

Pemerintahan 
yang 

berintegritas 
dan adaptif 

SSp.6 Meningkatnya 
Kualitas Tata 

Kelola 
Pemerintahan 

yang baik 

IKSSp.6 Indeks RB 
Kementeria

n 
Perhubunga

n 
  

Indeks 90,720 90,80
0 

91,00
0 

91,10
0 

91,200 91,30
0 

 

4.1.7. Target Tingkat Capaian Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal 

Target kinerja diukur dari Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 

Sekretariat Jenderal di Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang 

disusun berdasarkan acuan dari kinerja sasaran Rencana Strategis Kementerian 

Perhubungan Tahun 2025-2029. Dan untuk sasaran strategis Sekretariat 

Jenderal sebanyak 4 (empat) Sasaran Program, dengan 15 (lima belas) Indikator 

Kinerja Program. 

Dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja Sekretariat 

Jenderal, dibutuhkan dukungan kegiatan dalam mendukung indikator kinerja 

program, Namun demikian berdasarkan reviu dan tela’ahan terdapat beberapa 

penyesuaian sehubungan dengan terbitnya PERMENPANRB No: 3 Tahun 2023 

tentang perubahan atas PERMENPANRB No: 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, adalah sebagai berikut:  

a. Indikator Indeks Tata Kelola Manajemen ASN, Indeks Tata Kelola Manajemen 

ASN dan Indeks Sistem Merit di integrasikan ke dalam indikator Indeks 

Sistem Merit; 



- 156 - 
 

 

b. Pada indikator Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian 

Perhubungan, Setelah dilakukan penajaman pada Road Map RB, untuk  

Indikator Kepemimpinan Perubahan tidak dilanjutkan; 

c. Indikator indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan keuangan dan 

indeks pengelolaan aset,  Setelah dilakukan penajaman pada Road Map RB 

ke-3 Indikator tersebut dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan 

dengan Indeks SPBE.
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Tabel 4. 7 Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 

Sasaran Program (SP) 
Indikator Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 1) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Sasaran Program 1 (SP1) 

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola Kebijakan, Regulasi dan 

Hukum Sekretariat Jenderal 

IKP1 Indeks 

Reformasi Hukum 

Kementerian 

Perhubungan 

SK1.1 Meningkatnya 

Kualitas Tata Kelola 

Kebijakan, Regulasi 

dan Hukum 

IKK1.1 Indeks Reformasi 

Hukum Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 97,76 97,76 97,8 97,85 97,9 98 

Sasaran Program 2 (SP2) 

Meningkatnya Kualitas Tata 

Kelola Pemerintahan yang Baik 

Sekretariat Jenderal 

IKP2 Indeks 

Reformasi Birokrasi 

Kementerian 

Perhubungan 

SK2.1 Meningkatnya 

Birokrasi 

Kementerian 

Perhubungan yang 

Bersih dan Akuntabel 

IKK2.1 Indeks Reformasi 

Birokrasi Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 90,72 90,8 91 91,1 91,2 91,3 

IKK2.2 Nilai AKIP 

Kementerian Perhubungan 

Nilai 78,85 80 80,05 80,1 80,15 80,2 

IKK2.3 Indeks Maturitas 

SPIP Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 3,382 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 

IKK2.4 Indeks 

Perencanaan Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 85,00 91 91 91 91 91 

IKK2.5 Indeks 

Pengawasan Kearsipan 

Kementerian Perhubungan 

Indeks 90,04 92,40 

(90,15) 

92,45 

(90,16) 

92,5 

(90,17) 

92,55 

(90,18) 

92,6 

(90,19) 

IKK2.6 Tingkat 

Penyelenggaraan 

Perkantoran 

% 85,305 80 80 82 82 83 

IKK2.7 Indeks 

Pengelolaan Keuangan 

Kementerian Perhubungan 

Nilai 92,31 91,63 91,88 92,13 92,38 92,63 

IKK2.8 Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang dan 

Jasa Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 80 81 82 83 84 85 
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Sasaran Program (SP) 
Indikator Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 1) 

2025 2026 2027 2028 2029 

IKK2.9 Indeks 

Pengelolaan Aset 

Kementerian Perhubungan  

Indeks 2,95 3,19 3,2 3,25 3,28 3,3 

SK2.2 Meningkatnya 

Kapabilitas SDM dan 

Organisasi 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK2.10 Indeks 

Kelembagaan Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 80,0 80,2 80,3 80,4 80,5 80,6 

IKK2.11 Indeks Sistem 

Merit Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 0,75 296 296,3 296,5 296,8 297 

IKK2.12 Indeks Kualitas 

Pembinaan Jabatan 

Fungsional Transportasi 

Indeks 82 90 91 92 92 93 

SK2.3 Meningkatnya 

Layanan Informasi 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK2.13 Persentase 

Layanan Informasi 

% - 90 91 91 92 92 

SK2.4 Meningkatnya 

Kualitas Komunikasi 

Publik Kementerian 

Perhubungan 

IKK2.14 Efektivitas 

Komunikasi Publik 

% - 75 76 77 78 79 

SK2.5 Terwujudnya 

Penguatan Pondasi 

dan Berlangsungnya 

Transformasi Digital 

Sektor Transportasi 

IKK2.15 Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Kementerian 

Perhubungan 

Indeks - 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 

SK2.6 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

IKK2.16 Indeks Pelayanan 

Publik Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 4,74 4,75 4,76 4,77 4,78 4,79 



- 159 - 
 

 

Sasaran Program (SP) 
Indikator Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 1) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Publik Kementerian 

Perhubungan 

IKK2.17 Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

Pelayanan Publik Sektor 

Transportasi  

Indeks 94,75 95,73 95,75 95,8 95,85 95,95 

SK2.7 Meningkatnya 

Kapabilitas Kerjasama 

dan Kemitraan 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK2.18 Kualitas 

Pelaksanaan Kerjasama 

dan Kemitraan 

Kementerian Perhubungan 

Nilai 87 88 90 93 94 95 

SK2.8 Meningkatnya 

Inovasi dalam 

Pembiayaan 

Infrastruktur 

Transportasi 

IKK2.19 Tingkat 

Pemenuhan 

Investasi/Pembiayaan 

Kreatif Penyediaan 

Infrastruktur Transportasi 

% 75 76 77 78 79 80 

SK2.9 Meningkatnya 

Kualitas Manajemen 

Keselamatan 

Transportasi 

IKK2.20 Efektivitas 

Monitoring Tindak Lanjut 

Rekomendasi Keselamatan 

Hasil Investigasi KNKT 

% 68 70 75 80 82 85 

IKK2.21 Tingkat 

Pemanfaatan Rekomendasi 

Hasil Keputusan Sidang 

Mahkamah Pelayaran 

% 75 85 87 90 92 93 

Sasaran Program 3 (SP3) 

Meningkatnya Kualitas 

Transportasi yang Berkelanjutan 

Sekretariat Jenderal 

IKP3 Penurunan 

Emisi Gas Rumah 

Kaca Sektor 

TransportasiInformasi 

SK3.1 Menurunnya 

Emisi GRK Sektor 

Transportasi 

IKK3.1 Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca Sektor 

Transportasi 

Juta 

Ton 

CO2 

5,19 5,92 6,51 7,18 7,96 8,78 
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Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Sasaran Program 1 

(SP1) Meningkatnya 

Kinerja Sekretariat 

Jenderal dalam 

Mendukung Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik 

di Kementerian 

Perhubungan 

IKP1 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja Tata 

Kelola Bidang 

Perencanaan  

SK1 

Meningkatnya 

Kinerja Biro 

Perencanaan 

dalam 

Mendukung Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK1.1 Nilai AKIP 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 78,85 80 80,05 80,1 80,15 80,2 

IKK1.2 Indeks 

Maturitas SPIP 

Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 3,382 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 

IKK1.3 Indeks 

Perencanaan 

Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 85,00 91 91 91 91 91 

IKK1.4 Nilai Kinerja 

Perencanaan Anggaran 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai - 90,55 90,6 90,65 90,7 90,75 

IKP2 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja Tata 

Kelola Bidang 

SDM dan 

Kelembagaan 

SK2 

Meningkatnya 

Kinerja Biro 

SDMO dalam 

Mendukung Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

IKK2.1 Indeks 

Reformasi Birokrasi 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 90,72 90,8 91 91,1 91,2 91,3 

IKK2.2 Indeks 

Kelembagaan 

Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 80,0 80,2 80,3 80,4 80,5 80,6 
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Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK2.3 Indeks Sistem 

Merit Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 0,75 296,0 296,3 296,5 296,8 297,0 

IKP3 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja Tata 

Kelola Bidang 

Keuangan 

SK3 

Meningkatnya 

Kinerja Biro 

Keuangan dalam 

Mendukung  Tata 

Kelola 

Pemerintahan di 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK3.1 Nilai Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 93,28 93,33 93,38 93,43 93,48 93,53 

IKK3.2 Nilai Persentase 

PNBP BLU Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

IKK3.3 Persentase 

Temuan TGR atas LHP 

BPK Kementerian 

Perhubungan yang 

ditindaklanjuti  

Persentase 85,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,50 

IKK3.4 Opini BPK 

Kementerian 

Perhubungan 

Persentase 100 100 100 100 100 100 

IKP4 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja Tata 

Kelola Bidang 

Hukum 

SK4 

Meningkatnya 

Kinerja Biro 

Hukum dalam 

Mendukung Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

IKK4.1 Indeks 

Reformasi Hukum 

Kementerian 

Perhubungan Indeks 97.76 97,76 97,80 97,85 97,90 98,00 
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Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Kementerian 

Perhubungan 

IKP5 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja Tata 

Kelola Bidang 

Pengadaan 

Barang, Jasa 

dan BMN 

SK5 

Meningkatnya 

Kinerja Biro 

LPPBMN dalam 

Mendukung Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK5.1 Indeks Tata 

Kelola Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 80 81 82 83 84 85 

IKK5.2 Indeks 

Pengelolaan Aset 

Kementerian 

Perhubungan  

Indeks 2,95 3,19 3,2 3,25 3,28 3,3 

IKP6 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja Tata 

Kelola Bidang 

Umum 

SK6 

Meningkatnya 

Kinerja Biro 

Umum dalam 

Mendukung Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK6.1 Indeks 

Pengawasan Kearsipan 

Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 90,04 90,15 90,16 90,17 90,18 90,19 

IKP7 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja Tata 

Kelola Bidang 

SK7 

Meningkatnya 

Kualitas 

Komunikasi 

Publik dalam 

IKK7.1 Efektivitas 

Komunikasi Publik 

Kementerian 

Perhubungan 

Persentase - 75 76 77 78 79 
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Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Komunikasi dan 

Informasi Publik 

Mendukung Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Kementerian 

Perhubungan 

SK8 

Meningkatnya 

Layanan  

Informasi dalam 

Mendukung Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK8.1 Persentase 

Permohonan Informasi 

yang Terlayani 

Kementerian 

Perhubungan Persentase - 90 91 91 92 92 

Sasaran Program 2 

(SP2) Meningkatnya 

Kinerja Dukungan 

Terhadap Substansi 

Kebijakan Kementerian 

Perhubungan 

IKP8 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja 

Dukungan 

Substansi 

Kebijakan 

Bidang Data 

dan Teknologi 

Informasi 

SK9 

Meningkatnya 

Penguatan 

Pondasi dan 

Berlangsungnya 

Transformasi 

Digital Sektor 

Transportasi 

IKK9.1 Indeks 

Pemerintah Digital 

Kementerian 

Perhubungan 

Indeks - 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 

IKP9 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja 

SK10 

Meningkatnya 

Penyiapan 

IKK10.1 Penurunan 

Emisi Gas Rumah Kaca 

Sektor Transportasi 

Juta Ton 

CO2 
5,19 5,92 6,51 7,18 7,96 8,78 
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Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Dukungan 

Substansi 

Kebijakan 

Bidang 

Pengelolaan 

Transportasi 

Berkelanjutan 

Kebijakan 

Adaptasi dan 

Mitigasi 

Perubahan Iklim 

dan Konservasi 

Energi Pada 

Sektor 

Transportasi 

IKK10.2 Tingkat 

Pemenuhan Target Aksi 

Rencana Aksi 

Pelaksanaan Konservasi 

Energi dan Manajemen 

Energi pada Sektor 

Transportasi 

Persentase - 100 100 100 100 100 

SK11 

Meningkatnya 

Penyiapan 

Kebijakan 

Peningkatan 

Pelayanan 

Transportasi 

IKK11.1 Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

terhadap Pelayanan 

Publik Sektor 

Transportasi  

Indeks 94,75 95,73 95,75 95,80 95,85 95,95 

IKK11.2 Indeks 

Pelayanan Publik 

Kementerian 

Perhubungan 

Indeks 4,74 4,75 4,76 4,77 4,78 4,79 

Sasaran Program 2 

(SP2) Meningkatnya 

Kinerja Dukungan 

Terhadap Substansi 

Kebijakan Kementerian 

Perhubungan 

IKP10 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja 

Dukungan 

Substansi 

Kebijakan 

Bidang Fasilitasi 

Kemitraan dan 

Kelembagaan 

SK12 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelaksanaan 

Kerjasama dan 

Kemitraan 

Kementerian 

Perhubungan 

IKK12.1 Kualitas 

Pelaksanaan Kerjasama 

dan Kemitraan 

Kementerian 

Perhubungan 

Nilai 87 88 90 93 94 95 
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Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

IKP11 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja 

Dukungan 

Substansi 

Kebijakan 

Bidang 

Pembinaan 

Jabatan 

Fungsional 

Transportasi 

SK13 

Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraan 

Pembinaan 

Jabatan 

Fungsional 

Transportasi 

IKK13.1 Indeks 

Kualitas Pembinaan 

Jabatan Fungsional 

Transportasi 

Indeks 82 90 91 92 92 93 

IKP12 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja 

Dukungan 

Substansi 

Kebijakan 

Bidang  

Pembiayaan 

Infrastruktur 

Transportasi 

SK14 

Meningkatnya 

Inovasi 

Pembiayaan 

Infrastruktur 

Transportasi 

IKK14.1 Tingkat 

Pemenuhan 

Investasi/Pembiayaan 

Kreatif Penyediaan 

Infrastruktur 

Transportasi 

Persentase 75 76 77 78 79 80 

Sasaran Program 3 

(SP3) Meningkatnya 

Kinerja Dukungan 

Terhadap Peningkatan 

IKP13 Tingkat 

Pencapaian 

Monitoring 

Tindak Lanjut 

Rekomendasi 

SK15 

Meningkatnya 

Kualitas 

Manajemen 

IKK15.1 Tingkat 

Pencapaian Monitoring 

Tindak Lanjut 

Rekomendasi 

Persentase 68 70 75 80 82 85 
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Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Keselamatan 

Transportasi 

Keselamatan 

Hasil Investigasi 

KNKT 

Keselamatan 

Transportasi 

Keselamatan Hasil 

Investigasi KNKT 

IKP14 Tingkat 

Pencapaian 

Pemanfaatan 

Rekomendasi  

Hasil Keputusan 

Sidang 

Mahkamah 

Pelayaran 

SK16 

Meningkatnya 

Kualitas 

Penegakan 

Hukum Pelayaran 

dalam 

Mendukung 

Peningkatan  

Keselamatan 

Transportasi 

IKK16.1 Pemanfaatan 

Rekomendasi Hasil 

Keputusan Sidang 

Mahkamah Pelayaran 

Persentase 75 85 87 90 92 93 

Sasaran Program 4 

(SP4) Meningkatnya 

Kinerja Dukungan 

Manajemen di 

Lingkungan Sekretariat 

Jenderal  

IKP15 Tingkat 

Pencapaian 

Kinerja Tata 

Kelola 

Pemerintahan di 

Lingkungan 

Sekretariat 

Jenderal 

SK17 

Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik di 

Lingkungan Biro 

Perencanaan 

IKK17.1 Target Nilai 

AKIP Sekretariat 

Jenderal 

Nilai 80,15 80,87 80,92 80,97 81,02 81,07 

IKK17.2 Target Indeks 

Perencanaan Sekretariat 

Jenderal 

Indeks 100 100 100 100 100 100 

SK18 

Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

IKK18.1 Nilai Indikator 

Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) 

Sekretariat Jenderal  

Nilai 96,59 96,64 96,69 96,74 96,79 96,84 



- 167 - 
 

 

Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

yang Baik di 

Lingkungan Biro 

Keuangan 

SK19 

Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik di 

Lingkungan Biro 

Hukum 

IKK19.1 Persentase 

Peraturan Menteri yang 

Ditetapkan di 

Lingkungan Sekretariat 

Jenderal  

Persentase - 70 71 72 73 74 

SK20.1 

Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik di 

Lingkungan Biro 

Layanan 

Pengadaan dan 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara 

IKK20.1 Persentase 

Pengawasan dan 

Pengendalian Aset 

Setjen yang Efektif  

Persentase - 100 100 100 100 100 

SK21.1 

Meningkatnya 

Kualitas 

IKK21.1 Indeks 

Pengawasan Kearsipan 

Sekretariat Jenderal  

Indeks 82,08 82,09 82,10 82,11 82,12 82,13 
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Sasaran Program (SP) 

Indikator 

Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 
Satuan 

Baseline 

2024 

Target Kinerja (Opsi 2) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Pelayanan 

Persuratan dan 

Pelaporan 

SK22 

Meningkatnya 

Kualitas 

Kerumahtanggan, 

Penagdaan Aset, 

Inventarisasi 

BMN, 

Pemeliharaan 

Sarana Prasarana 

dan Pelayanan 

Kesehatan 

IKK22.1 

Penyelenggaraan 

Perkantoran Sekretariat 

Jenderal  

Nilai 85,31 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 

SK23 

Meningkatnya 

Kualitas Tata 

Kelola  

Pemerintahan 

yang Baik di 

Lingkungan Biro 

Komunikasi dan 

Informasi Publik 

IKK23.1 Persentase 

Permintaan Informasi 

dari Media Massa Arus 

Utama yang 

ditindakanjuti 

Persentase 90 91 91 92 92 90 
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Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 terdapat 

perubahan Inkdikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Program (SP) serta Target 

dimana Sasaran Program dan Inkdikator Kinerja Program dalam naskah 

teknokratik Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 yang disusun pada 

TA. 2024 sudah tidak relevan sehingga perlu disesuaikan dalam penyunan 

naskah Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 yang disusun pada TA. 

2025. Penyesuaian dimaksud dikarenakan perubahan lingkungan strategis, 

adanya kebijakan baru dan hasil rekomendasi saat dilakukan evaluasi oleh 

Inspektorat Jenderal serta Kemenpan RB dan BKN.  

Pada naskah teknokratik terdapat 3 SP dan 3 IKP, sedangkan pada penyusunan 

naskah Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 terdapat 4 SP dan 15 

IKP. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penyusunan PK dan RKT sehingga 

pada penyusunan PK dan RKT tahun 2025 dapat mengacu pada SP, IKP dan 

target yang tercantum pada naskah teknokratik Renstra Sekretariat Jenderal 

yang disusun pada TA. 2024. Sedangkan penyusunan PK dan RKT tahun 2026 

dapat dipergunakan SP, IKP dan target yang telah disesuaikan pada penyusunan 

naskah Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal yang disusun pada TA. 2025. 

4.2. Kerangka Pendanaan 

4.2.1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Kementerian Perhubungan 

Tahun 2025-2029 

Total pagu jangka menengah (pagu JM) APBN untuk Kementerian Perhubungan 

untuk perioda 2025-2029 sebesar Rp217,19 Triliun. Komposisi anggaran antar 

Program adalah sebagai berikut: (1) Program Infrastruktur senilai Rp138,02 

Triliun (63,55%), (2) Program Dukungan Manajemen senilai Rp70,53 Triliun 

(32,47%) dan (3) Program Diklat Vokasi senilai Rp8,65 Triliun (3,98%). 

Komposisi ini menunjukkan bahwa fokus alokasi APBN Kementerian 

Perhubungan sekitar 67,53% adalah untuk kegiatan teknis sesuai core 

bussiness (pelayanan, konektivitas, keselamatan keamanan, serta SDM), dan 

sisanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen, yang 

jika dilihat lebih detail lebih dari 75% digunakan untuk operasional UPT (Unit 

Pelaksana Teknis) yang melakukan kegiatan pelayanan langsung kepada 

masyarakat pada simpul pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal yang 

dikelola Kementerian. 

Komposisi pendanaan APBN per Unit Kerja Eselon (UKE) I di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan 2025-2029 (secara keseluruhan) cenderung 

berimbang sesuai lingkup tugas fungsi dan kewenangan. Alokasi terbesar 

diberikan kepada Ditjen Perhubungan Laut (28,84%) dan Ditjen Perhubungan 

Udara (22,20%) di mana kedua UKE I tersebut memiliki kewajiban untuk 

menyediakan infrastruktur dan menyelenggarakan pelayanan angkutan antar 

pulau, khususnya keperintisan, ke seluruh wilayah NKRI yang berupa 

kepulauan. Alokasi berikutnya diberikan kepada Ditjen Perkeretaapian (20,34%) 

dan Ditjen Perhubungan Darat (16,58%) yang bersama-sama dengan Ditjen Bina 

Marga (di Kementerian PU) menyediakan konektivitas pada jalur logistik utama, 



2028 
(20.81") 

"'~'~ Dltjen lntram~lll!J~(~~~~·~) 
'2•24%) (0,64%) (0,39%) 

2029 
(ll,17%) 

2027 
(11,l8%} 

2026 
(20,45111 

2025 
(15,309') 

20.000,0 

10.000,0 

46.216,5 44.414,7 

60.000,0 

~ 50.000,0 

~ 40.000,0 

~ 30.000,0 

Pro11orsi Pendanaan Berdasarkan UKE I 

(d!lfRm.Milia( Rupiah) 

1.ffM J.f).WMJ.tJMMl·fJ:MMJ.tfMMM§M+ffiffiiWI 
680,28 844,85 610,89 532,64 570,50 3.239,16 1,49% 
116,18 152,83 171,35 192,10 215,37 847,83 0,39% 

5.946,90 9.265,10 7.244,45 6.688,03 6.867,40 36.011,89 16,58% 
10.918,35 11.269,32 14.692,11 12.575,88 13.174,39 62.630,05 28,84% 
6.047,12 9.833,05 10.078,77 10.784,27 11.471,69 48.214,89 22,20% 
6.480,59 8.766,91 9.043,98 9.535,15 10.354,54 44.181,17 20,34% 

193,23 252,57 1.159,51 1.468,17 1.785,27 4.858,74 2,24% 
116,77 190,00 323,88 356,27 399,46 1.386,39 0,64% 

2.722,89 3.840,05 2.891,61 3.066,58 3.302,37 15.823,50 7,29% 
33.222,32 44.414,69 46.216,54 45.199,10 48.140,97 217.193,62 100,00% 

Sekretariat Jenderal 

lnspektorat Jenderal 

Ditjen Perhubungan Oarat 

Ditjen Perhubungan Laut 

Ditjen Perhubungan Udara 

Ditjen Perkeretaapian 

Ditjen lntram 
Badan Kebijakan Transportasi 

Badan Pengembangan SOM Perhubungan 

TOTAL 

UKE.I 

KOMPOSISI ANGGARAN UNIT KERJA ESELON I KEMENHUB 2025-2029 
(PERTAHUN) 
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daerah tertinggal, dan kawasan perkotaan pada skala pergerakan dalam pulau 

dan penyeberangan. 

Rencana pengalokasian APBN Kementerian Perhubungan dari Tahun 2025-2029 

diatur sedemikian rupa sesuai ketersediaan pendanaan Pemerintah. Sumber 

pendanaan APBN Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagian besar berasal 

dari Rupiah Murni (RM) sekitar Rp157,95 Triliun (72,72% total) plus Rp1,81 

Triliun (0,83%) untuk Rupiah Murni Pendamping (RMP). Sumber terbesar kedua 

berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sekitar Rp17,22 Triliun 

(7,93%) dari penerbitan surat utang negara berbasis syariah untuk mendanai 

pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan umum bidang 

transportasi yang memiliki nilai kemanfaatan umum, serta sesuai dengan 

prinsip syariah. 

Sumber pendanaan terbesar ketiga berasal dari PLN (Pinjaman Luar Negeri) 

sekitar Rp15,76 Triliun (7,26%) baik dari Lembaga Donor Internasional ataupun 

negara sahabat. Umumnya pendanaan PLN digunakan untuk membiayai proyek 

prioritas dan mendesak di bidang transportasi yang bersifat strategis untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta 

dialokasikan dana pendamping dan readiness criteria telah disiapkan dengan 

baik. 

Sumber pendanaan terbesar yang keempat berasal dari PNBP (Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp14,96 Triliun (6,89%) dan disusul oleh 

pendanaan BLU (Badan Layanan Umum) sebesar Rp9,44 Triliun (4,35%) yang 

sebagian besar digunakan untuk penyediaan layanan publik dan pengembangan 

SDM di bidang Transportasi. 

Sumber pendanaan lain yang berasal dari Hibah masih relatif kecil (Rp36,20 

Triliun (0,02%) yang umumnya bantuan hibah dari negara sahabat/lembaga 

internasional. Potensi hibah dalam negeri belum banyak tergali. 

 

Gambar 4. 1 Komposisi Anggaran Per Unit Kerja di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan 2025-2029 
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4.2.2. Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal 2025-2029 

Aspek pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya output 

dan outcome. Pengalokasian pendanaan selama periode 2025-2029 mengacu 

pada besarnya pendanaan dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 

dan berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi 

tanggung jawab di masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat 

Jenderal Kemenhub. Di samping itu, berbagai dinamika kebijakan fiskal seperti 

efisiensi anggaran pada tahun 2025 juga menjadi faktor pertimbangan dalam 

menyusun pendanaan 2025-2029. 

Efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan pada awal tahun 2025 berdampak 

pada anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal yang semula pada DIPA Awal 

sebesar Rp681.310.345.000 menjadi Rp484.187.916.000 (data per November 

2025). Sehingga penyusunan kerangka pendanaan Renstra Setjen 2025-2029 

mempertimbangkan aspek kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Efisiensi 

anggaran juga akan berdampak pada capaian target kinerja tahun 2025. 

Rincian pendanaan Sekretariat Jenderal selama tahun 2025-2029 disampaikan 

dalam tabel 4.8. 

 

Tabel 4. 8 Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 

NO 

 

UNIT KERJA 
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (MILYAR) 

INDIKASI 

2025-

2029 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Biro 

Perencanaan 
26,23 35,47 23,85 21,23 22,51 129,29 

2 Biro SDMO  19,20   23,96   15,25   13,27   14,23   85,91  

3 Biro Keuangan  19,06   26,35   15,02   12,97   13,95   87,35  

4 Biro Hukum  16,90   25,58   13,93   12,18   13,03   81,62  

5 Biro LPPBMN  31,12   39,97   22,47   19,33   20,83   133,71  

6 Biro Umum  306,72  338,10  300,88 262,52 281,56  1.489,78  

7 Biro KIP  26,70   28,63   21,01   18,14   19,51   114,00  

8 Pusdatin  72,19  104,90   49,27   42,41   45,68   314,45  

9 PPTB  11,70   17,55   9,60   8,37   8,95   56,17  

10 PFKKI  43,84   54,95   47,80   41,03   44,15   231,77  

11 PPIT  21,36   23,40   11,99   10,41   11,17   78,32  

12 Pusbin JFT  11,69   21,02   9,83   9,02   9,21   60,77  

13 Mahpel  23,48   29,98   25,54   22,48   23,94   125,42  

14 KNKT  50,08   75,01   44,44   39,27   41,78   250,58  

TOTAL  680,28   844,85   610,89  532,64   570,50  3.239,16  

 

Total indikasi anggaran Sekretariat Jenderal untuk 2025-2029 sesuai dengan 

Pagu JM sebesar Rp. 3.239,16 Milyar atau Rp. 3,24 Triliun. Indikator kinerja 

dan indikasi pendanaan Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029 disusun dengan 

mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana 

Starategis Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029,  
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4.2.3. Perubahan Kerangka Pendanaan Sekretariat Jenderal 

Sesuai Pagu JM 2025-2029, alokasi pendanaan Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 

3,239 trilyun atau 1,49% dari Pagu JM (DIPA Kementerian Perhubungan). 

Sesuai tugas dan fungsinya, keseluruhan alokasi anggaran Sekretariat Jenderal 

digunakan untuk Program Dukungan Manajemen yang terdistribusi ke unit 

kerja di lingkungan Sekretariat yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 

a. Kerangka pendanaan untuk kelompok unit kerja Biro sebesar Rp. 2,212 

trilyun untuk kegiatan dukungan manajemen dalam  mendukung 

transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan; 

b. Kerangka pendanaan untuk kelompok unit kerja Pusat sebesar Rp. 741,5 

miliar untuk kegiatan dukungan teknis dan substansi kebijakan dalam 

mendukung kinerja Kementerian Perhubungan; 

c. Kerangka pendanaan untuk kelompok unit kerja KNKT dan Mahkamah 

Pelayaran sebesar Rp. 367 milyar untuk kegiatan dukungan terhadap 

peningkatan keselamatan transportasi dalam mendukung kinerja 

Kementerian Perhubungan.  

Dengan penugasan Sekretariat Jenderal yang strategis dengan peran besar 

dalam rangka memastikan pelaksanaan transformasi tata kelola Kementerian 

Perhubungan berjalan dengan baik sesuai arahan RPJMN 2025-2029, direktif 

Presiden dan fokus pembangunan transportasi nasional dalam Renstra 

Kementerian Perhubungan guna mewujudkan akuntabilitas Kementerian 

Perhubungan, membutuhkan dukungan penambahan alokasi pendanaan 

terutama untuk kegiatan dukungan teknis dan substansi kebijakan serta 

peningkatan keselamatan transportasi dalam mendukung kinerja Kementerian 

Perhubungan. Ke depan, alokasi pendanaan Sekretariat Jenderal tidak hanya 

Program Dukungan Manajemen saja, namun perlu juga program dukungan 

teknis lain yang bisa mengakomodasi kegiatan dukungan teknis dan substansi 

kebijakan serta peningkatan keselamatan transportasi yang menjadi penugasan 

Sekretariat Jenderal.   
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Arahan Pelaksanaan 

Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 disusun mengacu pada Perpres No. 80 

Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga dan Permen PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 Tentang 

Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029, serta dengan 

mempertimbangkan berbagai mandat dari perundang-undangan dan dokumen 

perencanaan terkait sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perhubungan 2025-2029, khususnya RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 

2024), RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025), dan Renstra 

Kementerian Perhubungan 2025-2029 (PM No 12 Tahun 2025) 

Rencana kegiatan dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 ini masih 

bersifat indikatif, sehingga perlu didetailkan lebih lanjut melalui tahap 

perencanaan maupun proses penganggaran sesuai kaidah yang berlaku 

Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 merupakan acuan bagi penyusunan 

dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal 2025-2029, khususnya Perjanjian Kinerja (PK), 

pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja melalui LKIP (Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah) setiap tahun 

Seluruh Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal menyusun Renstra 

masing-masing untuk perioda 2025-2029 dengan mengacu pada dokumen ini 

dan berpegang pada pedoman penyusunan Rencana Strategis yang berlaku 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana 

Kegiatan dan Anggaran (RKA) mengacu kepada prioritas dan kebijakan yang 

termuat dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 ini dengan 

mempertimbangkan alokasi APBN 

Kinerja setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal 2025-

2029 akan dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja dalam Renstra 

Sekretariat Jenderal 2025-2029  

5.2. Mekanisme Perubahan dan Pelaksanaan Evaluasi 

Sesuai ketentuan dalam Perpres 80 Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden 

tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (K/L), maka perubahan terhadap Renstra Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dapat dilakukan jika 

terdapat:  
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a. perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis maupun arahan 

Pimpinan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap arah 

kebijakan, rencana kegiatan, maupun target kinerja yang harus 

dilaksanakan.; 

b. Perubahan organisasi dan tata kerja; 

c. Kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran. 

Perubahan terhadap muatan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perhubungan 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan dan target kinerja di setiap tahun sesuai 

alokasi anggaran yang diperoleh dapat dilakukan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Jenderal. 

Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen 

risiko, dan kepatuhan internal Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 

2025-2029. 

Perubahan terhadap target kinerja serta target pelaksanaan kegiatan setiap 

tahun untuk disesuaiakan dengan alokasi APBN dalam DIPA Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dapat dilakukan pada 

Perjanjian Kinerja (PK) setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029. 

Laporan tahunan terhadap hasil pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan 2025-2029 ini dituangkan dalam LKIP (Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri 

melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat 

Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LKIP Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bagian dari penilaian 

prestasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029. 

Evaluasi Paruh Waktu (EPW) terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dapat dilakukan setidaknya 1 

(satu) kali di pertengahan masa berlaku (sekitar Tahun 2027-2028) untuk 

mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan 

yang telah ditetapkan, serta untuk menyesuaikan daftar prioritas program dan 

kegiatan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target di akhir masa 

perencanaan (Tahun 2029). 
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SEKI ETARIS JENDERAL 
KE ENTERIAN PERHUBUNGAN, 

Evaluasi Akhir Perioda (EAP) dari pelaksanaa Renstra Sekretariat J enderal 
Kementerian Perhubungan 2025-2029 dilakuka pada akhir Tahun ke-4 (Tahun 
2028) yang dilengkapi prognosis capaian akhir di Tahun 2029 sebagai bahan 
pertimbangan untuk penyusunan naskah tekn kratik Renstra untuk perioda 
pembangunan selanjutnya (Tahun 2030-2034). 

- 175 - 



SEKRETARIA.T JENDERAL 680.279,66 844.854,83 610.888,25 532.637,66 670.501,45 3.239.161,84 

WA·Proa:ram DuJnui..,. llano,jomon 680.279,66 844.854,83 610.888,25 532.637,66 570.501,45 3.239.161,84 

01-Monintbtnya Koalitaa Tata 
SK X..lola X..bijakan, Regu)ul clan 

Hukum Sekretariat J1ndual 

!KK o 1-lndtk• R1»rmui Hukum 97,76 97,SO 97,85 97,90 98,00 Nilai 
Kementerian Pethubunp.n 

02-Meni"'1tatnya Koalitat Tata 
SK X..lola Pommntaban yan( Baik 

Stkr•tariat J•ndttal 

!KK 
01-Indeks RB Kementenan 90,80 91,00 91,10 91,20 91,30 Nilai Ptrhubuni:an 

03-Monintbtnya Kualitat 
SK Transport:ui yanc: Berkelanjutan 

Stkretariat Jendual 
01-Penurunan Fmisi Gas 

IKK Rumah Kaea S.ktor 67,43 74,15 81,78 90,56 100,00 % 
Trans rtas1 

1932-~olaai dan Lititul Pusat 14.867,90 27.188,50 12.259,50 10.107,60 10.735,80 76.159,30 Biro Hukum 

01-Monintbtnya Koalitaa Tata 
SK X..lola X..bijakan, Retwui dan 

Hukum 

lKK 
o l-Indeks R1»rmui Hukum 97,76 97,SO 97,85 97,90 98,00 Nilai Kementerian Peri:iubullglln 

Mtnill(katnya Kinerja Ptlayanan 
SK Dukuotan Mano,iomon di Lintkull(an 

Sekretariat Jendual 
Persentase PeraN.ran Mtnteri 

!KK yang Ditetapken di Lin,gla.ing>m 70,00 n.oo 72,00 73,00 74,00 % 
S.krttariat Juidtral 

MATRIKS KINERJA DAii PENDANAA!I KEllEZITERIA!f PERHUBUIIGA!I TAHUil 202&-2029 

OO>IKASJ TARGET DAii PENDA!IAA!I 

ANAK LAMPIRAN I 
KEPllTUSAN SEKRETARISJENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
NOMOR KP-SKJ 31 TAHUN 2025 
TENTANG 
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN 
PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 
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PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOMEI/ TARGET ALOKASI (DALAi! JUTA RUPIAH) UNIT ORGANISASI 
K£CIATAN SASARAN KEGIA'fAN (OUTPUTI/ LO KASI SATUAN PELAKSAHA INDIKATOR 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2029 

1933-Pt-lolaan Or1&nioul d&n SDM Pu<&t 46.465,60 66.754,40 35.191,10 28.870,90 30.491,10 207.773,10 lliro Sumbu Daya 
Manuela ciao Or1....i-1 

OS-Meniugkatnya Kapabilitas SDM 
SK dan Or«ant.aai Kementerian 

Pububuna:a.n 

IKK 18-lndeks Kelembapan 80,20 80,30 80,40 80,50 80,60 Nilai Kementerian Perhubun,ean 

IKK 19-lndeks Sistem Merit 296,00 296,30 296,50 296,80 297,00 Nilai Kementerian Perhubunpn 

20-lndtkc Kua!ita< Ptmbinu.n 
IKK J abatan f ungsional 90.00 91,00 92,00 92,00 93,00 Nilai 

Transnortasi 

1937-Ptlayaoan Pameriluoaan K-lakaan Moda Kom.it• Hamon.al 
Pu<&t 12.605,30 19.119,60 10.864,70 7.136,10 8.716,10 58.441,80 K.Nolamat.ao Tran.portui Tran·-rtui 

07-Meniugkatnya Kualitas 
SK Ma~men K.e1elamatan 

Tran.tportul 
16-Efekti,itas Monitoring 

IKK Tindak Le.njut Rekomendasi 70,00 75,00 80,00 82,00 85,00 % 
Ktalem.atan Halil lnvestiwasi 

1938-Pooe(alum Hukum Ke .. Jamat.ao Pelayarao Pusat 2.816,80 2.816,80 1.370,00 1.740,00 1.370,00 10.113,60 Mahkamah PeJayaran 

07-Mtnlnl)i:atnya Kualltu 
SK llanajemen Ke•elamat.an 

Tranaporta•i 
17 -Tingkat Pemanfaatan 

IKK Rekomen.dasi Hasil Putusan 85,00 87,00 90,00 92,00 93,00 % 
Sidan,: 

1939-Pt-lolaan Siottm lnformui dan Tekoololi Pu<at 29.636,30 52.964,60 22.213,10 19.109,00 21.674,40 145.697,40 Puut Data clan 
Tolmololi lo!o...,... 

09-Te.rwujudnya Pe.nguatan Pondaai 
SK dan Berlana;auuinya Tranaforma.ai 

D!lital Stlrtor Traooportasl 

21 -Indeks Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 Nilai IKK Ktmtnttri.an Ptrhubun,et.n 
(lndeks P.merintah Dit;ital (1,6) (1,7) (1,81 (l,9J 121 Qndtksl 
Kementerian Perhubunpnl 

Pu .. t Ptni•tolau 
1940-Pto1ololaan Traooportui Bukol""'utao Pu<&t 4.385,60 6.612,70 3.694,00 2.840,00 3.230,00 20.762,30 Trao-rtasi 

Ber-..-1 ... -'"utan 

SK 01-Me:nurunnya Emili GRK Selrtor 
Tr• naporta1l 

01-Penurunan Emisi Gas 67,43 74,15 81,78 90,56 100 Persen 
IKK Ru.mah Kaea (Juta Ton 

S.lctor Tn.nnsorta.<i (S,92) (6,51) (7,181 (7,961 (8,781 C""' 
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SK 06·Menl1>.&katoya Ku.alitu P•J.a)"'DUI 
PubUk K.ment•rlan P•rbubu.QC9n 

IKK 14-lndeks Pel.oy.,..,. Publik 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 lndeks Ktmenterian Perhubun,p.n (4,75j (4,761 14,111 (4,781 (4,791 

15-Indeks Kepuasan 
IKK Ma syarakat terhadap Pe-1&Ji1ln&n 95,73 95,75 95,80 95,85 95,95 Indelcs 

Publik S.lctor '!' ons si 

1941-Pe~lolaan Komunikaai dan Informaai Puhlik Pusat 53.874,80 46.204,20 34.777,40 18.909,20 20.421,70 174.187,30 Biro Komuni.kui d.an 
lnform.ui Publilr: 

SK 04-Meningkatnya Layanan lnlormaei 
Kementerian Pe.rhubnnc:an 

12-Presentase l.a.yanan 
IKK Infonnas:i [Persentase 90,00 91,00 91,00 92,00 92,00 % 

Permohonan Infonnasi 
05-Meningkatnya Kwilitu 

SK Komunikui Publik Kementui.an 
Pe.rhubunian 

13-Efektivitas Komunikasi 
IKK Publik (EC.ktivitas Komunik.asi 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 Nilai 

Publik Ketn4!:nterian 
Monin&htnya Kll.rja Pelayano.o 

SK Dukuncan Man4'je.men di Linc.kunc:a.a 
Seluetal'iat Jendual 

90,00 91,00 91.00 92,00 92,00 % 

4657-PtQCelolaan P•tMCana.an. K•~an. 8IOt clan Pu!OAt 482.251,60 5&4.147,60 464.989,50 424.129,50 452.272,60 2.407.790,80 Biro P•.-.oca.naa n Umwn 

Ol .. Menln,&katnya Biroluui 
SK Kementerla.n Pe.rhubun.Can y&q 

Bersih da.n Akuntabel 

IKK 01-Indeks Reformas1 Birokras1 90,80 91,00 91,10 91,20 91,30 Nil., 
Kementerian Perhubuntlf.n 

IKK 02-Nilai SAKIP K.!mente.rian 80,00 80,05 80,10 80,15 80,20 Nilai Perhubungen 

IKK 03-lndeks Maturitas SP!? 3,:lO 3,40 3,50 3,60 3,70 Nilai Kementeria.n Perhu bu.ng;an 

IKK 04-lndeks ~rencanaan 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 Nilai Kementerian Pethubunpn 

Nilei Kinerj a Perencanaan 
IKK Anggaran Kementerian 90,55 90,60 90,65 90,70 90,75 Nilai 

Perbubunsan 
OS~Indeks Penp."WaSan 

IKK Kearsipan Kemente.rian 90,15 90,16 90,17 90,18 90,19 Nilai 
Perhub 
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Kemitraan dan 139.335,80 K..lemb_.. 21.589,70 19.795,30 25.528,90 39.046,30 33.375,60 

88,00 90,00 93,00 94.00 95,00 

Pusat 

10-Kualitas Pelaksanaan 
IKK Kerjasama dan Kemitraa.n 

Kementerian Perhubu n 

02-Meninlkatnya Kapabilitaa 
SK Ketjaaama dan Kemitraan 

Kementerian Pe.rhubunian 

5877-Pengelolaa.o. Kemitraan dan Ke.rjua.ma 

82,09 82,10 82,11 82,12 82,13 Niloi 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ,. 
96,64 96,69 96,74 96,79 96,84 Nil .. 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Niloi 

80,87 80,92 80,97 81,02 81,07 Niloi 

85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 % 

80,00 80,00 82,00 82,00 83,00 % 

91,63 91,88 92,13 92,38 92,63 Nil .. 

93,33 93,38 93,43 93,48 93,53 Nil'" 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 

85,10 85,20 85,30 85,40 85,50 % 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Nilai 

81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 Nilai 

3,19 3,20 3,25 3,28 3,30 Ind.JG 

% 

Tingkat Penyelenggaraan 
IKK Perkantoran Sekretariat 

Jenderal 

IKK Nilai AKIP Sekretariat Jenderal 

IKK lndeks Ptr.nc-.nu.n S.k:reta.nat 
Jendera.l 

NiW lndakator Kin•IJ• 
IKK Pelalcu~u.n An&pron (DCPAj 

Perstntas• Pencawuan dan 
IKK Penc:endalion Atot Set;ien Y-nc: 

Er.kti! 

lKK lndeks Pencav.-ase.n Kea.nipa.n 
S.krettuiat Jendtral 

M~katnya Kinetja Pela.ya.nan 
SK Dukun1an Manajemen di Ll.nllrun(aa 

Selttetaria t Je ndual 

IKK 09-lndeks Pengelolaan A.set 
Kementerian Perllubunp.n 

IKK 06-Tincl<at Pen;•olencprun 
P•rkanto"'n 

07 ·lndeks Penatlolu.n 
IKK Kt~M Kementenan 

Perhubun an 
Nila.i KU'\erj a Pel.aksanu.n 

IKK Anm-..rM Kementerian 

IKK PerYntase PNBP BW 
Kementerian Perhubung.n 

Persentase Temuan TGR atas 
IKK LHP BPK Kementerien 

Perhub 

IKK 
Nilei Opini BPK Kementerian 
Perhubungan 

08-lndeks Tata Ketola 
IKK Pengadaan Barang dan Jasa 

Kementerian Pezhubu n 
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ANTONI ARIF PRlADI 
NIP. 19730808 199903 1 003 

ttd. 

SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERlAN PERHUBUNGAN, 

Pen ediaan Infrastruktur 
Nilai 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 IKK Investasi/ Pembiayaan Kreatif 

11-Tingkat Pemenuhan 

03-Meningkatnya Inovasi dalam 
SK Pembiayaan Infrastruktur 

Transportasi 
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l. Ditje:a. perbubW13•a. <hrat; 
2. Ditje:a. perbubW13«a. ~ut; 
3. Ditje:a. perbubW13«a. ud.ua; 
4. Ditje:a. perkerew.ap.,,n; 
5. Ditje:a. Ia.tie~ui dollll multizncda; 
6. BPSDM PerbubW13•Di 
1. B«d&a. Kebi.jol:.o.a. tr~pon&ei; 

ID ~ ·-· .. - .... _ .. ·---·· 

2. Ditj'l!o perbubu.a.aao ch.rat; 
3. Ditj'l!o perbubW13«D kut; 
4. Ditjeo perbubu.a.aao ud.ua; 
6. Ditje:o perkeretaap~o; 
1. Ditje:D JDW:l'g'l'Ui dew. i:nultizncda; 

hr..hu.n te-s-luit ~ID4D 'l'elmis hlek:IUl4.Ul Pedoi:n~ pew.ks~ Surwi Kepu.u~ M~y<U,,Jw,t i:na.cih me~u pl!da PJllM.&RB Rea.CC" l4 t~ 201 7 teD-U.D& Piedoi:n~ Pw:at Pengebk~ 
S\u'fti Kil'pu.uUl MuyuU..t tSMMJ 1:1.e-kt:roa.ik Pea.yucu1:w.11 SW"Wi Kepuacau M.uy<Uabt Umt Peuy-ele:agg_<Ua Pehy«..!Mll Pubn. Tr~porta.s:i Berkehnjut&a. 
pe.d.a Unit hle.J"lan.e.D Pullolik di 1J.og1nmgUl 
Kementtti.6D hrb"lJwigUl De.16.DI.. r~ i:nequkur tiugb.t kinetjs kyan.ui publik d,,n d~ r ..... zae....ujudki:ID Re:i::cD~i &okr.ss:i ~a pelay~a. publik. di 

Kern.ea.teNa. Perbubuogtu>., perlu. cliUh~ SW'V'ei Kepuuui ~a.r.i:...t ISICMI ~ec:~ ekk!roaik Y<SAS rcol tbi.e, cepat, tepat d~ 
inuckh u.a.tuk rn.equkur kuali.tu pelayaiwn/indeks Kepu.uUI W.uy.u.k.u den. a~ pucepri -.ti korupciJiDdel:s'. Penep;:i Anti 
Korupd 1IPK1 cecna beTkala p«da unit pelayaiwn publil:. di Jl'.c1:uu-.::riai:a Pc:rhuhunsp..n. 

I. Biro Hukwn; Pw:at Pengebktu>. 
Tr~porta.ci Berkeknjuta.a. 

&rd.u.ulw.a. poiD.·poiD. diatac, perlu dil.'1:.~ revis:i at'" PW 96 T.ahuu ~l 7 dcQffUl Dlel:l~ikaA aru:-aa. dia.t.unya cepeni UV 
8/20l 6, PP 70/20 l9 dollll PP 42/2020 rn.euy-e$ua~ de~ tups pokok. del:I. fi:mF:i dui Ji:e:i:aea.teMA Pe.:-hubtm$aD- ch.Wo.Dl 
rn.ea.~dw.Jwn tr~porusi y~ iDklu.s:i d~ r~ah Ulocn.pok re.~ 

· Tel4h dilerbitkan Peratur~ Pei:nerintah Noi:nor PP 70 ~UD 2019 te:at~ Pe:ruK~ ~~a,, ch.n. Elvaluui te.dw.ch.p 
Peogbon:M.ta.a., PerliDduogao, d~ Pe.oi.euuh,,.n &kPeuy.uaci.ui.:g I>Ul::iilbu. den.~ P<ei:ae.datah Moa:ri.CC" PP 42 T'ahun 2020 
teotang Abei::ibili.tac ~rh«dap Oen:nulciDI.~, Pe.lay~ Publikdan. Pe~ dui koc.aD& i,,.gi peny~ dis:&bilita.c:; 

• PMa Peraturan Meuteri PM 98 ~hwa. 20l 7 W:o.t.ag Peuye.<M.-.o AkJ:e'Cibil.tes Au:h. PIU-.y-.- J&A. ~port.siPublikB. 
Peogua.o. Ju~. &rk.ebutuh4A Khw:w: ma:lh belum ceou·.a. le.a,gt.a.p aeugatur ~i ete.s-u. c~d6b.d te.?mis: d.ui car~ dtu>. 
pracaraAa yang abedbel. 

Jtfflsi hr•hu.n MeuWri Nomor PM 98 'f.b\Ul 
:3017 Wnt~ hu~.n Alue-:silJilitu PMle. 
hle.y<6J14.D J'ua Tr..osportui PulJlik &gi 
h~• J'ue. &rblJ"twl.e.D Kb\U\U 

3 

I, Oltju:i. pcrbubwi.a:•o du•t; 
2. Dltjlo pcrbubu..o.a:•G •ut; 
3. Oltj'lo pcrbubu.n.a•o u.d..r•; 
~. Oltjla. pcrkcr.w.e.p•o; 
5. Oltj!ia. lotin'll'Nl d..n cn.ulti.ulod•; 
8. BP50M PerbubUJ:18aa.; 
1. B«dew. Kebi.j~ tr~portui; 

ID - • .---· ·-· -~ • 

Pw.,t P .. lpbl....n 
Tr..aa:pon..d 8crb•l\fl.ai.# 

"-t.,Nt•G y..o.c-.d• •Mt f.oi•dt.lir.b Kcpuu.1;1&0 Wc:cuui Pc:r.bi;abuasq, "°°'cw JC1C I 1"..iauo 2023 t••t.Nll Pc.1Mt•.PNl All:,e_lMltfa..,l 
Plrrub..lu.G Ik.Ui:n S.k.tc>t 1)-uapcnui Uot'Uk Pc:oc~...W.0 ~t KootduM:I v..._. D••t.a ..... s.e.r- .. ,_do1MJ, lC:W ad .Jun 
d:l.pcrb.Ju.ru.1 dcq&n J:M ye.q IMDlU..t dc\.f,A ltc:oc..c. ~t. W'JUlcw <l..o TNa-t Pco.u.naMa ~iddl Sc.ktol' Tr...o.t-pon..d 

Kq"tu.a..o Mc>Gbtd hrb"l'"tl.'&O bHJ.ta.oc 
ltcno&O& Albl Mlti,;ul htt.\U'\ma.o ca:Wil OM 
Ukm me1Ml"3ru.D.C .tMort.ud JfoitMt.O~ 
D•l•,.mttt.ct CoN,.lbuthwu iENOCJ d.....o S•con.d 
Not:lon.o"a D•l•,.mtA•d Con.fr{bui(o" is.ND<:) 
S.ktlor Truuport.ui 

• 

l. Biro Hukw:n; 
2. Wpek:torat Jea.der~; 
3. Sekret.uU.t Jea.der~; 
4. Ditje:a. perbubW13aD <hrat; 
5. Ditje:a. perbubW13aD hut; 
6. Ditje:a. perbubW13aa. ud.ua; 
1. Ditje:a. perkereu.ap.,,a.; 
8. Ditje:a. la.W:l'g'l'Ui daa. multizncda; 
9. BPSDM PerbubW13-11.a.; 
10. &ckn KebijNw.u tr•a.spottaci. 

Pw:at Pengebk~ 
Tr~porta.s:i Berkeknjuta.a. 

l . Pei:neria.Uh berkoi:nittnea. ch.1'm up.ya pe:i:nber~tu:ui d.ui i:neu~J.u.«t.b.u ~W~e.d.ui ~r• pen.ye.la.~ 
n.ukob.a.. Upaya uotuk me:i:ner~ ~haya rnkotih meu)W'i p:rog~ y~<fioonanaka" ~riDt..:b. dWDt. Ast& Cit.a kie· 7 y.rtu 
•Me1Kperk1AO.t refatllftl$( po(illk, hu.kwx, da.n t>Vokra$(" 5ettu nc1'CpetkMat ~ deft peoc:biUCllUQ$QI\ ~ dlV\ 1\arkot>a". 
2. SejaUD. deogo11A Ubijabu te.rs:ebut, p«da Re:ac-N:W. Pe:i:nb~ J~ W.~ H..si:uwl fWJMN1 to$lum 2-025·20::'9 terd&pu 
u.u.r~ u~~ iw.s:iolwl y~ dicap~ ~tar.a 1aiD me.WW <Uah bbijaUD ~~taru biola. dGI\ ~ottgi~ncrga.ha.l\ 
~h~i(G:I.$~ don pencberanG:l.5an na7koba. dengan b:$e\ac!>a:\~ penddatQ.11. ~ ~ deft teb\.ologi". 
3. Abi P-1GN di cektix tr~poru.s:i peutin3 rn.e~a1i:ncda1r~ponui ce~jahu- pe;tt<kr-ui o.u-koba., cehmgg.a. Kemeri.teriazl 
Perbubuogo11A be~na Kemeute:Mn/Le:i:nbqa kinnya y~ i:ne:i:apunyd tu~ buk.ait.lQ1~j.$lw- u-a~~i perlu i:netu.uke.n 
upaya ekstra ua.tuk berkolabor~i ch.lam abi peu.:ega.hu1 ter.hadap pe~ den.~ a..u-kotib.. ~N XGN dapat 
znei:nperkuat J.ioordiaas:i Ke-rn.ea.te:Mn Perbubuna~ de:q_~ =u..= ter.b.i: a- za~~ PJGH. b,,jk pad.a. b~~ 
pea.ceg.UW.a. maupu:a. pe-rn.ber~t~~. 
4. Surn.ber Daya M~w:W. dicektor tr~pon.uiya.a;g cehat, k.oapetcu den. bebu dui peuy~a..MA a.u-k.oba c~at pen.ting d.J.sm 
pea.yelea.u.ua~ ke~Wo.matollll d~ pelayan.uij«'a tT~pcxu.d. Ji:e:aeu-.::Mu PcTbub~ cebq.i ~tsnd de.qui ribu~ pegaw~ 
cka. beragom Dlitra ketjs, perlu memuti.k.o.D. babwa ulwub SOM DC:ao.b.u:ld doapo.k ba.ruk o.:rkob .. d.ut tidU:. terlibat 
pea.ya\,,~ a..o.tkobo.. Progrom edub.d d~ cod.s.&ui d~ Rt.>1 'P4GM hie& DIC:Ddpi.l:.an bud•y .. b.tj .. Y•D3 ccb.at dui bendb 
ckria.uli:obo.. 
S. Mca.dukuns Kebi.jo.U.a. N.uiocw.1, 1'AN S-.GN 2~5-~ ac-ru-pQ:..im tiado.k 1.aajut ch.rikotbij..b.a. ttr-..teP, a..uicn.al d.J..Dt 
memcr~ pcnaac.i..lw:n a...rkoba ccb.,_ai.m.aa .. r..iw.u Prc-cl::ku acWW: prop-- ou·bDol y..o,sdt..U~ okb celuruh 
Kcmca.tcNa./Lci:nbq .. /Pca1.crint..b 0-Tah de-a.a.a. koordi:lutcw s..ct.D. Ma:rkocik. Jiluiolwl IEHN1. Prrr:r- .. a. -.k.tif!Ce111eaterU.a. 
"-rbubua.&ollll mca.uqjukb.a. JcoDl.itCM-a. •cl\l.N.h •cklOI' pcacria.uh..u ct..i.. .bi P40N. 
8. Pca.ct.,p..n k.cbi.JU..O. ftAN Pi4GN di. liopu.q:..a. KclMUtcri.a Pc:rbubwt.pa dibu-.pk.m d•pat ••oitrdi .ltuicr .. tcw b.,P t:ckuuh cub 
t:cktCl'd..t..D\ 1MoJ~cc1W.p ffDC..U... ..ui•cbqaiaen. .. n.h..a W.utni Pt:rbubuq:aa,...,H.kbdi.b'Dul.#ilr.e.A -aud~ .. 1 
1Moj-.dl pcdc>in.-.G <Noll diW.U~ •cc..r .. i.:rpe.du. 

lt~D4 Aksi NuioD4l .RANJ huc-q;•b...a. 
hm.bof.r•t..se.n hDJ"lalehgW14.6D d.n Pc-R-d.U"Ul 
Gele.p Ne.rkoN. .HGNJ :3005 - :3009 di 
1.ing1mng6D. KftlM'Dbtti.6D Ptth"~Ul 

... Unit 'l'erkAait/lnstitu.S Ar.b Ke-s-•D&ka ~-i dul/•t•u. Ke1mt"11ul 
·-ui-i 

ANl'tK LA.MPIM.N 11 
Jl:EPUWMN 5.D:ftETARl5 JENO?:ftAL KD4.ENT'EMl\N PERHVZl"VNGAA 
NOMOR Jl:P•5l\J 3 l TAHUN 2025 
Tt:m'ANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIA.T JI:ND.ERAL 
Jl:EMENTERWI PERHUBUNGAN TAHUN 2025·2029 

MATJlJKS KERNIG.KA JlEGUl.ASI SDDU:'£AJUAT ~DER.Al. KEllltl:1'TEJUA1' PDlHUEUNGAN TA.HUN :300~:3~9 
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No Auh K.r.i,,p. ~ui 4-.1.\/•hu. K•\t\l.tube.o u,.eJM-i hm.\iltot\Uu)). &ntuulun E•.t\4.Ui Jt...,w-.i Ela!,,~. K-.JMlo 4an Pwo.llti~ Ur.dt~~•••lJ Ua.it Terhit /li:i,,;titwii Ter•.t Jtwo.pt.aiul ·~..i...1 

• hmMlll'ukll.J:I. Tim hl41lua.n.ui., hm.41.Dt•\U.D. ~r .. t'IJHD Y..rlf ., .. t:-t i:o.ie.•kh Xcputw:e.n Mt:Dtcri Pcrhubuna..n NODlCI' XP PHl!S :)4 T-.hu.o. 2024 Ye.DS e.bD blr..khir pe.de. t-.hu.n Pu.t:•tPt:"DJ'lbl....a. t • DhjsD pcrbubu.QS•D darat; Xl211·2029 
d.u1. hl•pora.o hl'ffntui.Nllli Gu: Jit\1,'CD.41.h K..oa :.0211 ub!o.aa dipcrh.tlu.n J)ID1.bN1Rue.t1. lCcputw:..zi. Mu:i.tcri Pcrhub~..o. tcru.it dui. pcrlu. dkkuk.e.D. rcvici. 'T'N.DJrpcrte.d l!Scrkclt.Djutui. 2. Dhjlo. pcrhu'tn1J).l•D 1'.ut; 
d.ao Ak;tli Mit:14ul Pttu'INh..n lklim 4.1. 3. Dhjn:i. pcrbubUQJe.Jl udu..; 
K.m.enbn'l...n Ptthu""°'..n. ,ietl..p ::I T41h\UI. 4, Dltjnt. pcrkcrctae.pW.n; 
Sokol!. S. DhjsD lDtcrp'Ui du. rAuld.D!.cda; 

15. J!PSJ)W PcrbubUAJ•D; 
1. !Se.de.a. Jc:c~U...O. tr..n.cpcortui; '• - - 

8 K~ia.o KclemN.(-.o at..u O:rt:WNllli tl..a. Puatu.r•D Pun.uU:i.tab. Nomor 1!1:2 T..b.u.o. 2013 Teo~ to.vu:tJwe.d XcirckrMw.n 'l'Y..n.spCr"W.ci d..n Pcr•tW'e.D ~lidco NCO!.c.- 102 ~NK't !Sito SJ)WO, Xcoicotcril.D ~N·ftl!I, !CclftcDtcrie.D 2025 
:P.~a:o.KNH'f ~UD :.022 tcDt..rif P\NK'\" pulu. dil.Ntulun tu.D.Cforow.d e.t•U pui.e.t-.n orae.Dice.d INvitw orae.Dite.dl di li.D,p.unae.n !CC01.it11 Ne.clcael !Ccu..qe.o, KnncDHtDCJ, !CcDl.cakumb.m 

!Cccct...Dl.•te.D. T'r•DJ:Slcr1•.d 1Mi:ije.dl !Se.de.a. Nubn.N JCcut..Dl.•te.D. Tff.a.pcr1e.ci dlq•D t\,\ju.e.n ,...., indcpu:Wcd dt.o P'(>f'ca:ico.N KNK'T' 
dt.pt.t te1;"*" d..n O\cQjt.dl. le DI.bf.I• Ye.Ill e.de.ptif', •P. dcqe.n pcrk.lmbe.o.ae.n tcbolo(P Ye.Ille.de. UDNk mcm.o.p..W...O k.lnilljt. ICNKT' 
dt.1'.m mcle.kul(.e.n tuau de.a. fu,q:d.ny•ccbf.aeJ. llO\b.._,. invut:f.aui l:cccl.Nc.M.D. tre.o.cpcrw.ci d..i..m pcDl.bcri.e..D. rcltA:ocD.dulhe.t:il 
ID.vc1t:f.aul k.lCllt...k.MD tre.D..t:pcr1e.d m..it.... pcrlu dU..ll»b.n: 
I. 1dlntl.6k.el:l kcodkl kAl.O\'b ... -D •te.U Cl"le.n.iae.tl dt.n PID.de.n..e.n KNKT'. 
2. Pu1.yw:w:ie.n &tru.ktur Kcllmb ... -D •te.u Ora:uWul, &u.O\bcr c..y .. M..nud.. d..a. Pcnde.n-D ICNKT'y•D,J bt.ru 1!Ccre.qb 
!CclcO\b ... -.o de.a. Kcre.np... Pcnde.n-DI T'e.hu.o 202S·202Q. 

7 K~ie.n Jt...i.id PP~ 'fa.b.w:t. 20t:l l.Dvcnte.ril::ul cw.lu.ui pcnyw:une.n ZM.trikl pcrubNu.tt. Pllre.tur•tt. PllO\cri.Dte.D Nc>mor 82 T'e.hu.o 2013 lurci:u. be.ny•kpcr•ture.n KNK't !SLro Sl>WO, !CcD1.cDtc.V.tt. PAN•lt!I, IC4i:nco1crlt.o. 2025 
ID.tcn:i.e.dcaeJ. Ye.Ill i:\ldt.b bcrubt.b de.n lodcoui.e. De.rui: mcnyc1u.e.l.k.e.tl. dcqe.n pcre.ture.o. f.ntcrne.dccN.l tcHc'but Kcu..qe.n, Kci:ncounw.a:, !1:4i:ncokUD'll:l.N:n 

e Drclt Nukcl:t. Aka'-r:o.Uc ho..c.t&&A McolflD.lr"(aao t. Ao..Nkll: pu''D\M~n !1:4lci:nb.,.....a. e.te.u Ora:e.n.laul ICNKT'. KNK't !Slro SJ:>W<>, !1:4i:n.cntuW.n PAN•1'11, !1:4i:ncotcrian 2028 
c.ta" Orcan.lu.1l d.an P.Ddut..u.n KNKT 2.AD...iki& &be.a. !Cci;je.Jl:NK'T'd..i..oi. lo.vcirtlte.ciJl:cccl.Nc.M.D. 'l're.D..1ponul, Jl:cu..qe.n., Ke1ncnut1M1t:, JCci:n.coku.i:n.D.N:n 

3. Aa.Nki& Pllr•tuuD PliruD<N.qe.n•u.ndNlle.D. tcrbll: Pcne.te...a. !Cclemb.,._n l':NKT'. . .. . . - . - _,_ .. - ' . -··- 
9 Dralt Nuk.t.b Akad..n:t.l.k Jt.PP Nomor ~ 'fab."'°' Pllnyu.NQ.M. W...trl.lu rcYid Pcr•tu.re.o. Pc0\e1'U1.te.b. NCOl.OI' 152 'h.Du.o 2013 ccni...S dlqe.n l:l.MA lDvcnte..ri&e.d cvNue.cl pcnyw:u.n..n KNK't !Sito !OMO, IC4ai.t1D.tt1riaCl PAN•IUI, IC4ai.ca.1cr"'n 2028 

20•! . -''• ·-·L -'- ft.. • - • ~ ,..._._ ~ti I'.\ - .•. - 
10 Koud.l.D..ul aotar K/L t.-rluJ.t It.PP Nomor ~ Proeu Pca,a~\t.e.D. VN1'.D. Nut...b. Ab.dlDl.Lk X.lci:n.b ... -.n e.te.U Ora:e.Di.le.cl dt.D it..oce.qe.n 1'cvf.ll S-.r•Nr•D S-.i:n.crinte.D Noi:nor 82 KNK't Biro SJ:>WO, !Cci:n.cntcril.D. PAN•JUS, 1:.D1.t1Dtcrian 2027 

Tab."'°' 20•! TN:t.ua.~13i:bb: Kcu..qe.n, Kt11MUt1t1M1t:, !1:4ai.cD.ku.oi.lM.D\ 
I. Pc~uJ....a. N-..:k..J:t. Ak.e.dunl.k.de.ri KcO\cDJ:t.u'b D M111a.PAN•ltl5, y..a.,dld.D.dtJr..».*d d111a,ae.o 1'•p•tPci:n.b..a...:..a.. 
2. Pca,~u..n kLD pr•bru. <.Nin dr•ft 1'..oc..a.,e.n lt•vi.d Pcr•ture.o PcD\crio.tt.b NCOl.CI' 152TN:t.un~13 kit XcD\c.UctlMI* Ye.Ill dld.D.d.it 
l.C\futl 1'•p•t Pcai.bNld..a. d111qe.n P..a.ltl..AD.te.r Jl:cai.111D.t11n..n . . . - - - . . . 

II !:~le.a. ltcvir:l Pcrpru 102 T't.bu.o 2022 I. ADN.ki& Pllm.,.Nt.be.n P..vi.d Pcr•ture.n Pl'ukkln NCOl.CI' 102 'h.hun ~22. ~NK't 111.ro aDM<>, !Cla'l.cDtcrit.n PAN•ltl5, JCcai.cD.tcrit.n 202e 
:·_ ~a..lil:i& Pllr•tur•D S-.ru~a,a<Undt.oa:N\ tcrk.e.St &nce.a,e.n 1'cvf.ll Pl.re.n.t.r•D Prccldcn Nc>i:n.or 102 'h.Du.o 2022 \mtu.k JMD.je.dl Kcu..a.,e.o, Kt11MU111tlMll:, X.ai.eoku.O\l:l.N:n 

12 a...i.t4 hrpr" •«I Tab.w:i. 2«32 •oa:•D Plil'•tur•D P1•uid111D 82 tNlU.D 2013 i:udNl dl hvkl ZM.U. ~llN.d.i: S-.r .. tur•D PrccidcD 102 te.Du.o 2022 Ju.a• a.rue dl nvir:l KNK't 15lro aDM<>, JCID1.111Dtuian PAN·lt15, JCcai.1110.tuiaD. 202e 
~~a... ~ue.r pupru 102 .... b perprwi: e2 Ub.l.D.a:• dlP111'lu.M.D PcD.)"UAIW:W.D. W..tri.b re.oc...o.a: .. n Pliir•tur•D Pr.i:idcD TllDt..a., Be.de.a. ICcu..oa:..a.., ICt11MD.Ot1M1.a:, Ktlai.111oku.oi.l:l.N:n 

13 K-Jl..a. 1t...i.t4 PM $4 'f•bu.a. 2®! I, Aa...lki& Pllm-..:Nt.be.D Pllnyou..•n 1'.Yid Pcr•tur..n M111ntitrl Pub.ubUJ:l&Nl NCOl.CI' 54 1-Du.o 2023. ~NK't 15Vo !OMO, Kcai.111DtcriaD. PJl,N·1'11, !Ccai.111D.tcriaD 2029 
2, Aa...lkll: Plrr•t'W'•D Rrrundt.q<UD.dt.qe.o tll'M.lt Lnc..qe.o 1'cvf.ll Plllr•tur•D l4cDt111ri.PcrDubUJ:l&•D Nc>i:nor S.. T't.bu.n 202:>. Kcu..ua...a., 1Ccr:n.u111t1M1S, !Ccai.111ok\Uft1u.ol 

1• 1t...i..S. PM $4 Tab\UI. :102! O.qe.o Pcr•ture.D. Pru~o. 102 ni.•b di. rcvf.d .i:n...U.0tC01.•tk Pl4 S4 1-Du.o 2023 Ju.a•De.ruc dl nvir:l luniu.de.cN PM S4 1-DUD KNK't Biro SJ:>M<>, ?C.i:n.111Dtt1ril.D. PJl..N·1'15, !Cci:n.111Dtcrit.D 2029 
2023 e.d..i..b pt11'J:ftl 102 ubJ.Da• dlp!irlu.M.D: lCcu..a.,t.D., !Ccr:n.u111t1M1S, 1Ccai.111Dlu.u:n1u.ol 
l. Pcnyw:w:ie.n U..trlk& R-.a.c..aa..a. Pcr•tur..a. M111nt11ri PcrDubuna..n tcote.q Ora:t.Di&..-:l •n ,.._,,. ?Ccrj• Sck.hte..rM.t 11..d..a. Nubn.N 
lCucle.Ol•t..O. T'r•Dilpcr1Ml 
2. P111~uJ....a. Nuke.b. AU.dcmUc.dNi lC:ci:ncDJ:t.ub D McDPAN•1'15, )'..a.,dld.DdN:J..*ti. dcoa:..a. 1'..p•tPcmb.Ju.t...a.. 
3. Pcna~u..D lei.a. prd: ... ru. •n dr•ft 1'..a.c..na..o. Pcr•tur...a. IA•Dtcri. Pcrb\lbW\&Nl. t111nte.q Ora:e.Ditul •o ,.._,., 1ee1; .. !kk.nite..ri.e.t 
&.•a. ~dco..1Xcu1".Dl.•tt.D 'l'r..mpcr1e.1ly•qdi..tlod.Jic. kojutl1'..p•t P111mb..Ju.u.n •na•n 1'D.ill..J\Dtu IC•r:n.nt111tl...D. 
4, HN"D'l.caJ.lulde.n P1111M1t•pe.n 1'...a.c."°'*e.n Pu•tur..n lohntcrl PcrDubw:t.a..o. tcD~ <>ra..a..i.c.•.dd...a. 1' .. t .. Kcljt. Sctr.te.rl..t ••n 
~dco..1Xcu1".Dl.•tt.D T'rt.OJ:pcnuL 

15 hnrnu.n M.nt•rl P«b""~ao t•nta°' • MuU.D.daklNtjutl bt111Dtue.n Pu.! SO Pu•tur...a. Prwdcl111n NOD1.CI' l 73 151ro SJ:>M<> I, Jl:•IMDtu'l..a. PAN &.tt. J1!11 2025 
Ol'f:&D.Uul 4.&D 'T&ta lt«j& K.m.nWri.&D T'llh\lD ~24 tieDt~ XnMDt111rt..D Pcrbubu.oae.n 2. KcD1.1SDt111ri..». H\lbu11. 
hrD""\Ul(&D. • 1'1111".b dilete.pluA Pcr•tur..a. .t.hntierl Pcrb.ubu.o.a..a. Ncot« PM 4 T'e.hUD 2025 t•D.te.q Qrat..DJ.cul ds.D. -r.t .. Jl:uj• Kcr:n.ntert...D 3. Scltnite.ri..t N111SN• 

Pilrbub\la,a..a. 1 ~· UAl.t ICci:j• udco I d..o. culcrD D di Uogli:.v.na•o b.ow:.r 

16 hn.rn:u.D Mfll.t.ri h'rb""~&D. t.utant K•k• • ~ki..ajut pcDoeW.pNl Per .. tur&n WeDtili!rl P•rDubUD.SNl Nomor PW 4 't'e.hUD. 2025 tenw.q °"S•.Di.u.cl. &.v. ,.._t., KcQ• XcUlilllntu-W..n Bl.ro SDW<> I, X110ll!ltt.teri..D. P~ &.tt. RB 2025 
../•Mt ..a. d1 llDg'.k\.uJ(• a. KflDA'D t..rlua Pi!irhu'buug...a. Y<Ul& berdN11.~ltpd1t. perubt.h..D &.D/ .. t .. u p111MD1.b..Ju.». D01Mol:llt.tur J1t.b1t.W.D. bu'U 2. X11Dl.l!ID..terk..D Hubu:n 
h.rb""\.Ul(&.D •MW jtt.b•W.D 1H.gf.0.01Mol:llt.tur j1t.b1t.W.n 1H.ru d.lgu.JU.bn. ublt.sN &.u.r pmb•yN'•D. tu.oJ~u'l kburj• 3. 511.ltnil.N'i,e..t Negu• 

1:..' VDJ.t Xuj .. u~lco Id~ 111..u.lcrD D di Ullp.wia•u. b.DWX 

17 hr.hu'&11 M•nt.rt hrDu"~&D t.ut.nc ~ .r~ xneudukwia P11a.U..S..n JaS dlt.D SI.Oun Merit Keut11ntcd..11 Perb.u'buug...a. 151ro 5.014<> I, JC11ineu.tcriNJ. PAJ'" &.tt. Rl5 2025 
MUL&J•i::o..u. T..t.llta 4.i li.Dg'.k\uJ.g&D K~Dt.ri.Ul 2. BIO" 
h.rbulr~&D 3. 3elu.nih VDJ.t lCetj• di tiop.ung•v. ka.nwx Pw::tt.t 
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2029 I. Sc.b'Curis: Oirck110t&1 Jcndcnl/ l!ckffta.N.t B..d6.D. 
2.B"Huk'1Dl .. .,,,,. Biro SOMO • Mca.int:kkUD.juti PtTa.NH.D WcutcriPcThubuas.an tca.t..a.s Ora•Diu,d de.a. ,.._t& K•rja 1tJPTI 

·Pct& J•bau.a d~ u~a.i s..i..h satu d•t& dukllua pc=;agunJ.~a. dobltMa cv.Ju..dj&b-.t- pna pcaet&]ta.D. kclu:j•b•t..a 
·Pct.a J•b..u.a d~ta.r--y.adiguzw.lu.u un.tuk pcrcn.c..a......a. kebutuho.a pcg&\H.id..n pcabiDa- po&.. k...:rict' pc'14w.ai 

S'2 tJ(:cp•utU£.n Wcn.tcri Pl:rhu'bl.las6.D. tca.t..iis P•t& 
JalM.1.nd..o. Ur.aW.n t'ug.s J.ab.ataa.1T.JP'l'Ud.r .. 1 

2020 I. JC'tlMDtcn..D PAM <la.a XIS 
2. JC'cow:n.1cri.a Hubto. 
'· !ckNW'ia.1 ,... • .,. 
4. Un.it K-0-cr.)on. ld.a•••lico Ddi !iop.u.q.aa. k.aa.a 
P'u.l.a.t ~O.cDtcria.n. PIUb.l;lbl;ull.nd..o. U'.P'rt.rbh 

151.roSt>MO •'N.Ddt.k Wtiju1 wrllim1 .. ~i buu 
•P•ay .. u.j.g crdonin:.ci. nq-u da.D. funpi VPTUd.ar• 

31 Plrs:•hu'an lld'ntff'i hrh"~tu:l4-.G t.ota~ 
o,..ao.Uui ch.a 1'ata Kttja iUD.it P.l.Ju.a.iu 
l'T•llmi•J 

2020 t. Sit.knl&ri&' Dirc1uor .. t Jcndcr-.1/ S.kftt.arit.t fl-.dui. 
2.JSSoH~ .. .,,,,. 15'1o St>MO 30 .Kepllt\\llU m.ot.nl hrbu1'".o(ui. t.Dtq ht& • Mcn.£atk~ud Plts:•tut._D W.JltuiP•rhub~an. wot...,_. ¢rl:•D.k•i d..a. ,..,\& KcQ .. 1\IP'n 

.Sa""-tu 4-G Vr.aia.o 1'u.&u J'.aNt-.ciiU'Jl'T kut) •Pc1 .. J .. tt..t.aD ct~ .. bqai c..i.,hcatudal& dulcuq pui.*"u:u~n. dolllUMD cvclu..cije.b ... aA f\&IMI pcactapua kcJ.uJ.ab•t..i:L 
·Pct .. J .. tt..1..adi.n.1..,-.ao,1•~ uonik P•HD.C..nu.o k4but@..D.pca .. w .. id.a P•G1hiu..n. po&..t...l'Mr pc.-•w.d 

2020 I, Uah ltcrja. ucklo D di ~u.iq•.a Uo.tol' Pu.ot 
lt•a•akdM. Pcrbu.bu.Ql:M 
2. BSo tl\&kwa 

• Mc~kkD,fud .. tu.No.a P-d-.1 2 PcHl\lit..O. Mcatui Pl\N d..o. IUS GOi:nor 38 T'.J:lun 20l 1 tcA"Nal S1...aia...r JC011'pc•md. J•b•te.11 A5N 15'1o St>MO 
• Mci:W:MkkN.Rifutl pt:IM...._D Ol'lf.llkdiJ•llll bud.alp.& p-.<J .. pcNb-.lu.D/ pi!UVlb~n. aoo.dcktut J-}>al.n. 
• U::J dlpu:w.bn. .... NM,'/• •ti..a•id .. ..,. P•:O.)"l."WU.0 dob!MO 1'PlCPd..o pck lw.ricr P•a•,w:a.l 

29 Kep\lotl.u-.G JllWGtttl PC'l'buWllge.D. WGte.o.c 
&t-.c4u Y..r0mp.t.a..l J'.aNte.D. iM.e.D..J.-rkl) 

2027 I. lte--otcdM. PAJll &.u. PJ5 
2.JSDt 
3. Sclwv.b Ua.it 11:..JS-di Uap.u.q•o. Uatt)r P'ua•t 

2t ~n.t\u'ua. .1111..aterl hth"1'WJC4A t..ate.a.g 
..... q .... .o. d.i 1£.o.«~e.o. lt•m..D.brri-.n 
~rh\lo1'"'°'-.ci 

20>7 I. 1'e~Dlu:i.Na PAN d;,...a. n5 
2. 1'e~D.teM.o Hu.bui. 
3. ~bet.Nie.I lkp.r• 
4. Ualt E:esja uckia J d.e.a. c.cdoa. D di Uu.gkung .. a. ka.a.a 
P\d:e.t &ae.D.tc.ria..a. Ai:r:h1i1.bu.i:a,a.a.a. d.ui UPT terM.it 

Biro SOMO ·T'mch.k kaju.t krllitDJ• tt:gula;i b.uu 
·Pcu.ye.su.a.i.Na. es:dcaku\ t~ d~ fU"®li UP't' HubU. 

21 hnhu"ua. Meuteri h:rhu1'WJC4A te-a.te.a.g 
oq • .Uui 4.e..a. '1'.ate. >Wrj.aiUD.it hl.ak:se.D6 
l't-•kDiS} 

20>7 I. Se.kn~ Dire.k1or.at Jcl'Jdcr.d/ Sckuta.riat 5~6.D. 
2. Bko Hu.kw. 
3.UP1' 

Biro SOMO · McniDds.~uti PU.bu.a.a. Wc.a.tc:riPcrhubW13•a. tea.t6.D.8 0rg .. W:::N:i d.ui fi.ta. E:erje. lUPTI 
· Pet.aje.be.t.an digun.a.U.U wbq,ah:~ s-.tu d-.t-. dukung pca.gw,:W- dok.umcu e-lu.N:ije.be.tNa gu.na pe:oc1e.p.a.u Ul$s ja~tnl 
· Pct.aje.be.ta.n. ciNat..,..iay.a ~.a. untukpcl"C.a.<:~a. bbut~ pcge.wN ck.u peabia.ua. pol.a brlc..r pepw.J. 

26 .Kep~hu.an •a.te:ri hrhu1'"Dge.11 teute.ng ~ 
<l•kt.an .U..u U:r-.ie.11 'l'"l:e.sj.aNte.n iUPT D.n.t, 
IJIPSl>DIP) 

20>7 l. lteDloCUluiNl PAN <k.u BS 
2. Uait E:e.tja uckia I d.ui cs:cloa. D di liap.W13•a. b.a.a 
Pwt..t ~Dlc:a.tc..riui Pe:rhubuq- 

Biro SOMO · MeniDds.lW.D.juti ~e:a:p.ui 35 't'Ulu.a. 20 l2 te.a.t6.D.8 Pcdo~a. Pea.yunJ.D..a.D Pro;:es BU:ait IDt~<k.D. ~:nac.upui l9 ~uu 20 l 8 
teD-t6.D.8 Pl'c:ccs 8U:a.i;- lD1aoUJSi 
· Pen.yc.Dlpunw.aA ~urui lih.u~:ri Pc.thubW13- PM SO t'~un 20 I 7 tea.ta.Ilg PedODlNa Pcu~UD.SD Ploi;;u BS.a.is ck.a. SOP di 
lDTkw:1.9'.ui lteD1.c11teriNI. Pcrhubw:i.--.n 

25 Kep"hl.s.an llika.tui Ptthu1'"Dg4A Wa.te.Dg 
h4.am.an huJiUW1e.D. Prases Bi.sa.is de.A 
.st.an.Ur Operuiou.«l Prose4W" di li.a.gkwlg.au 
K~uttti.e.11 hrhubow:ige.11 

2026 l. Uait E:c:rja udoa D di J:iaP:.Wl3•D. baa Pu£-.t 
E:cDleD.~ P<ubub~ 
2.Bkotlubml 

· Mea.iDch.liNljuti lrtc:muui P'"U 2 Pc.r-.tuz- Mca.teri PAN d6.D. RB D.ODIOr 38 T'UUD 20l1 teu.~ St~ Xoi:npcte:ad J•b•t- ASN Biro SOMO 
· Mca.iDch.k;l,,ajuti ~cupen 45 ~u.u 2022 Jo. XcpMca.pNlRB I l T'Uun 2024 
• SX.J di,gw)&b.o.<M.t~.a ~bq_-.id'".r pc.uyus.W1"'a.cbkui:nca. RPKPd.ui pola.~r p~we.i 

2. umt E"c:rja ue.loa I d$n cscloa. n di qkW13•a. b.ua 
P'US..r Jl:ielllemcriul ~.rhubuq.ui 

24 [.Kep1;1.hu.an •a.ttti Ptthu1'"Dg4A Wut.ang 
St.an.Ur Y..o.mp~tflai J'.a1N.te.D. iPel.ak:s4A•) 

2026 23 Kep1;1.hue.11 •a.ttti Ptthu1'"Dg4A t.c-a.t.ang hte. · McD.irack~ ~~ l9 ~u.u 20 l 8 ~a.t6.D.8 Proses Bis DX: Ia..s:t~i 
lPrases. Su.J,p:ros- d..aa. Pet.a :R«-lui di lingkw:lgu:i. ·KM ~la:juta.y&~~ scbq.U d-'£.r pca.yusww.11 dok.w:nca. ut~jcuteD. risik.odi ~ Xc:i:ac.ute:Mn Pc.rhubUJ13•a., 
K~uttti.Ul cbbl.DleD. SOP, <h.u ~cv~i ble.1:11.bqMJ:l 
hrhll~l.Ulf;.an 

Biro SOMO 

2026 t. ll:e'Dleate:rierD PAN da.u R!I 
2. !::eDlellle:rierD Hu.bl.1:11. 
3.Sc.~Mqu .. 
4. umt E:aja ue.loa I di lin;gkung.nl Untor Pus•t 
""'"'"'"-Mn P.. ......... ~._.., .-1 ... -... Hl7f' .,..,•i..,.;t 

Biro SOMO · Tirackkl,,ajut peoel«peD PM 4 't'4.hun 2025 tcuu.ag Org~~i do.a. ~t& Kcrj.a. KcD1eutcrio!IA ~ 
· Pcuyu~ esdoais~ t~ dui funpi UPTBPSOM 

2:2 hr•tur.n Me11hri PtthuboWlf:4D. te-a.te.ng 
O-q•.aisui .u..u T.ate. Kttj.aiUD.it hl.alae.D6 
T«-.k:D.i.sj 

2026 
2. Sc.kttleri.d ~d'.Cl:llC.Ute-rWJ:l Hukw:n 
3. Sc.kttleri.d ~ .. 
4. Umt E:etj& es-doc I d.ui escloa. n di lingk.ung•a. b.a.toor 
P'US-.t Jl:ielllemeri:u:I ~.rhubuq.Ql d-'D tlPt' tcrk.e.it 

Biro SOMO d6.D. Biro HukUDl I. E:eoiaue:rierD PAA &i.n R!I · PcD..11.tMJ:i t~ dal fu:Dgsi tr"'u:qion~i ~ag.N. do.i:w.u d6.D. pca.yebcr6.D.86.D., scbq.N. revi;:i •t'" ~tte l 731'.ahun 2024 tea.~ 
~DlCD.tCris.D. :A:.rbu~ 

2l hH.turui Pres~ tta.t&Dg Ke-m«-a.t«'ri.6a. 
hrh1;1.bo~ui 

I.I.AN 
2. E:e-UW.boa 
~·Unit E"etj& ucloa I d.sn euloa. D di lingk.ung•a. b.D.kil' 

Biro SOMO · Mcnmds.klaDjuti An LIUI Mcxaor to t'ahun 20 l 8 do.a. Per U.N Noznor IS T&hun 2CQO 
• D.J.aDl r~ Dle:Ddul:uq Pc~ RB d- Sistca1. Merit Kca1.ca.ti.=ri..e.D Pcrhubung-.a. 
· Scb«g-.i-.cu~- pe:agcl:llbaq.ui kompetca..s:i bca.tuk do.a.jo.lu.r pektih$n 

20 hH.h.u&D. Mftl.tcri Pe-rhulnmf:a.D tcnt:..ng 
hqftZl.Mng..n Y..ompri:HUii lldcle.lu.i .Jah.u 
hktih.n cli li~a:a. Kfl!U'nte-ria.a. 
hrhl.l ......... an 

2025 I. l'::cDIC'Dt~ PAM &.n RB 
~·Unit E"ctj& u-~loo ! dan_c~clon n di t.mp:.UJ18Cl.D b.ntof' 

t9 Kcpcutu.u.n Mc-atrri Pc-rbulru.a.ga.n ~UD«i :Road • Mcninds.kl..ajuti ~c-n-p<m 9 ~bun 2024 ten.tong Pclobo.no.o.a. cvoluui RB h:1stu:&£"i Biro SOMO 
lllap JUI Y..c-m.e-nttri.&n Pffhulrungan T<llhun 200> • ?\M a-1.snjutn,.. .k..D diguzw.lu.u scbq.U das:«e pcnyus:WUl.D. NDC~ .Jed RB ~ncr-1 ds.o RS T'clM.Dl:. cl ti:Dgblq.ui !CcincntcrW.n 
~'9 ,_ .. ·-· 

t • Unit Jl:cQa cu loo D di lias.ku.DS•D bntor ~at 
Jl:cm.caw:ri.D. P·cthubun:g...n 
2. SS.C. Hukw:.. 

• Mc=niD&.kl..njuti b1c-ont..n P.ual 822 Pct•tur..n ~o.tcri ~rhubunaan NOD\or PM 4 'h.bun 2025 tc'D1.0,S~dd..n Tat.a Kcrja Biro SOMO 
Jl:cmcntcrV.n ~rhulmQSOD 
·Pct .. Jabaw.a d~ u~...i u.l.ii.h n.tu d«W. duku.~ penguni.lan dokllDICD cv.lu...cij..he.i.n gun.a pc:ne1&p.o.:zl kclacj .. bat..n 
·Pct& Jabat.A di.uu.u.ny.adiguzw.lu.u uatuk pcl"CDCo.D.o.o.D k.ebutuh..n pcg•\H.idan pca..bbu.ll pol& k...:ricl' peg.aw.id 

Unit hnan~•••\ 
ti Keputwl&n meatni hrbu1'ungan ~1:@4 Peta 

Ja 'N.t&n clan thaia.n 'l'U4u j aN. tan iKan tor 
Pw:at) 

202S 

.... 
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Pa.u.148 yaitu : Pembin-.a. do.n penacJol«,,,n sUDlbe:r <hy• DlNiw:i«, k.eua.D.8o.D., perle~po.n, k.e~~<lll1, dokUD.le:ut~ do.D. 
perc:~iNl dkelenggar«b.D oleh Kemeu.teNu d:~ ~"'pk.e<D s:-i£tem peuwriD.taho.D. bcrbuk elektroaik dalaa r~ 
D1C.Ddukung tra.o.s:bui.ui digii..l 

4 l Keputw:ni Wenteri tieDt«ag Kebij~ S.Uu D«.1111. 1'!1~t Peratur&D Pres:iden 1'bzno:r 95 't'ahun 2018 <lel:I. Pen.rm-an Pred:Jen NODlcr 39~ua2019 dengau. ~b:t~11~jel:lle11 Pusat O..w. d$ll 't'ek.nologi 
Tra.o.s:pcnas::i cku., s:-t~u interoperabilil~ d .. i.., io.tegrui <:ht.=.. U.pkolcat.u-iB~ O..w. do.n W«lid«t«, sen.. dWm , ...... pc~D u.t .. blot.a., lo!On:M.s::i 

eke kn.Jilu d«to. scktcr tre.D,£Portui, m.e•pc:n::rtude.h inte:roper .. bilil:u, s:en..meD.dukung pfO&T«l:ll/bbij..k.sn Pc~rillt.h 

Sc.kn~ Jc.odcrc.l., Dhktc...,t JcodcrN PcrhubVA&c.A 
Dc..rc.1, Dirduor..t JeoduN Perhubuna..n X...ut, Di.rdcl«•t 

Jc:.udo-J•lPed1ubung•11 Udu«, Oirekt««t Jcudcr..i 
Pe:dz.rct-.pi.Ns. Dftkton.t Jeuder..i Io.tcg:rffi 't'r~pon..ci 

d.a.a WuhiDlock., b-pek.torat Jend!:r•I, B«d«o. Kcbij«b.u. 
~~d.. B.ei.do.n Pe~m~ngo.n Sw:nber De.ya 

Ma.nus:ia Perhubung«D. 

Aol.ac.t P'c.rc.tu:r•D Pt.ddco 1'bxn.or l 73 'ni.lu.m ~ kDt.,... Kc.Dlc.llt.ric..D Pcrhubu.ot..n ucu.d P..cc.l 40 Y•AS ll'C:.O.y•..ac...a: Wc11tc.rl PuJ:c.t O..w. de.a. 't'ckzlolosi 
ckkDl mcmiul.pln pcl«b•.a.u.n tua..c d«.o. &opii:ly• .ua1uw.rapk.Nl di:tem U.UD.t•bilit.u kiuerj• pcowriAtc.21., 11...o.jeac.D rkiko lo!Orm..d 
p_iab~D DN:ioD.«l, dao. tr~bU\u:i d.¥tc.J ucu::blMIJ; 

:»25·2026 

:><06 

»250021 

Seluruh unit k.e~ di 
li'.eDleDterie.a. Perhubung«D 

BKIP PeTUbci.hsn Otoker yo.agb«l'U bct'd«l:llp&k. pack a:rukiu.r, funp:\ d.n k.eWll!D.a.~o.D unit·unit btj,,., tcnn.uuk wdt J...:Dg11CD.Ulg&Di 
koDluDik.llsi publi.k.. Ho.l ini berb.iton dcng.$ll rcgului scpc:n-i PW 38 Ta.hUD 2019 Mrus: dircvis:::i «g•r a:l.u«s dc'Q80D ~trukrur 
orgc.Din£"i tcrbc.ru. 
ltniddipcrluba u.otuk. m•odukuna t•t-. i.:.w.. koclllu.oilt.ui P'.lblik. Y..CS ..d-.p\iJ' tcrb...cl•P tr...:ia'°"".ui d'¥tc.l da,D llM.~IMD lc.iDctj• 
ASH bubuV lw.t:il. Scb.l.DQ• rcvW ..&..o •c:apcljtl«r pcr-.a pcqcW.. k:.coiuoi.bd publik., 1'1.•~tlun cl7c.k1Mtu pc:oy.a.p.J.A 
alon:M.d., ••l'W. JMD\pcrku..t puu.nt&Do.D. boc.tr:c ct.a d:~c.d. 

Sebs.g~ ASN perlu menj«g• etib. <:kl.km be:n::rtcdia s:odel ~ Dleo.j«ga 1:1.N:n& b~ ~a.o.s:i cha pemerinu.h, se~ palu dW~D 
out cl coa:aduct / atura.a. b~~~ iDdWidu ASM J::~bd.n k.elu.e.zganya d~ zneDA'U~ mediasocW ~ 11caja;g& D.a.Dl.« 

40 Kcputu.i..a W.otcri t.at-.q Kcb(j...&...o. 
Ttam.brmdl Ola:iwl Selc.te>r 'fi'..,;y;p«tc.d 

39 Revis:::i PU 38 ~hUD 2019 ~Dt~ Pca;gclo&MD 
Jli:ODlwllk...s:i Publik 

:><06 Sduruh unit k.e~ di 
Xel:llcutieriNl Perhubung«D 

ADl.o.D,.$.t duiPU 38 't'ahUD 20 l9 teo.~ Peogielca&e.Na. Kooumik...s.i Publik di Liogk.ung«D KemeDhub. Jug<11. te.rch.pu stjuD.kh BKIP 
permu~D terkait pengelolM.a. media socials-.t iDi y~ sel:llu.a. unit k.erj& ZMmbu..t media soci.d y~ bc:rpote::Dri iacnb.bulk.s.o. 
bbiD:gungni inkwn:nui do.n tid.Jk e&s:ieu d<N:I. dektif dalea pe.~bko.ny•. 

Di dc.kalo.y._, NJ .. bcbtr•P• SOP PP1D Y•ll.l ~ Mallo.Ji di.cuu..ik.Nl di.nt-.r..ayc. ubq-.i bcrlk.ut: 
• &u.Dde.r Ptu1p111oum..a. 
• Su.odar Plln:n.ia.t-....a Iab-Dluf. P\lblk 
• !t..odf.r Pllq.._tu...a. K•bU•t...a 
• &t.t.odf.r l>e.Aet..pe.a. de.a. Pc'D\ut-.kbJ.r...o. D...ftc..r lD.ba•d h.bn 
• S.t.t.odu Peodokumcotu:;,,,n I:uJon:n.u:i PU.bWc. 
• s.t.t.odu Me.klumat Pekyu101; do.n 
"•·--· .... Do ... ~. 

~rhubu~<N:l.jug« dituntut UDtukDlcmpct'bci.rui da.D D1C:Q8ikuti .. D1&a.eh Pcrlci dimo.ks:ud. 

38 Kcputw:ni Menteri Perhubuq<lll1 Wa.t.uJ;g 
Pe~totu..D. Medi« Soi=:id 

:><06 BE!Pd.n s:duruh unit k.e~ di 
li'.cDleDteriNl Pcrhubung«D 

Revis:::i Keputuua MenteriPeThub~ JbDIOr 
EM 11 7 ~hUD 2022 tieato.ag Sto.D.d.ud Opcr«1il:.g 
PY'Oecduu Pej«b•t PenactoW. IDJ::rrm.ui de.a 
Ook.UDlcnt-.d di Lio.p.UD.f...:L Xcacnwn.s:t. 
Pcrhubw:t.J•D 

37 

:><06 81\IPdo.n s:duruh unit k.e~ di 
Xe.DlCD-teriNl Perhubung«D 

De12$o.D. diterbitkA.mly• Per•tu:r•o. Komilti ~ad Fe:dil Mo. l T'UUD 2021 teDW.zl8 Sto.D.du Lay~ ll:lbn:a..dPuhlil; Xcl:llco.tieriNl BKIP 
Pe.rhu bu.12$<11l1 jug.a. ditw::t.tut UDtuk. mempe:r~ <hll ~uti "'J:ll.$.D.ell Pe:rlci dizM.ks:ud. Did~o.ya, •ch be bu.ape. b"1 y<11.ri.g belum 
CU.turd~ PW-46 ~un20l8, di,,nt<U<N:1.y<11.~~ebl.pberikut: • Kb~iinkwn:n~i;• Sto.D.d<Ulay~• &.Dl:ue.Dbd~ni 
cil.!i.b~ deng.n cu• b~-p~ iobn::ru.s:i ~tu~ publik. • Al::s:es: inkwn:nui b~ peu.yo.D.d~ di:u~; <lel:I.• "'d$.nya TU:n .... __ .._ ..... -•. ·~ ............ 

36 Revis:::i PU 46 'nl.hUD 20l8 Wo.to.ag Pedoca<US 
Pe~lolM.a. ID10n:n~id$ll Dokume:au..s:i di 
LiDg}:alDg.$ll Kem.enteri.m. Pe:rhub~ 

BJcrPd.n uluruh unit k.crj.. di 
Kc.DlcD"Cri..o. PcrhubUDf•D 

KcDl..O.PlU,1) Biro KC01.uo.ik...s::i.dan tnbrm.uiP'\lb.tiltd..iu. Dlcodok.w:ncotuibn infrutruktur tr•Dap«t.si MCWui focod..a rid=o BKIP 
cubp tcrbe.t..c de.a. tM:hkd•p•t Dlc.Q)e.oakoe.u ccU.Nb ..U.y.h k1nj• KclJl4Dtc~ Pcrbubw;aa..n. Dcat.n aclMofM.tb..D \&nit lc.ujc. 
l:rcloG l dt.n c.lW"Uh Voit Pei.tu.JU. t-.lai.11 U'PT't di~---"° KclJl4Dtcrlc.D Pcrhubu.ot...a, dok\l.O\CJUHi 1c:ncbu1 d•P•-• 
~~. Vnu.alc. D'l•E!Je.•• ku.-.lit.U: dokv.Mc:O'-.si ...-u dt.p..t d~ •uu.J. ct..nd-.r publi.k.t.d, 111..Ju biN\a• •• c.. . ..adu ca .. 
a..t .. cu .. pco.,.~ doku.tAco.tdl tcn::cbu.t. o....r .. pkaa <kDJ"n p.ayc.~..a. ct..nd-..r tcr .. but, Jw.cU dolr»JMDldilay .. d•.p•.t 1..ap:~ 
~lr...11 nbq•ltn•t•ri pu.blilwd u.o.tulc. pc.o.y.apN.D lDb.'rauik:.c:p...d" publik.. 

3S P:cputw:.n Mcntcri Pitrbubuna.n tent~ 
Pco.ploN. Dokw:n.cotu:i Kcrftl9Dtc:ri.n 
Pcrb.u.bunt•O 

J::e:anuierieul PAH·RB, B.«d.n Kepegaw~ Neg.ua, dau. 
J::e:i:ae:a:~ Ke~"'D 

I. Meatberika.D. pedoJ:M.D re~tifb~sduruh pe~ bp~w.eriN:i d~ uwnjWD.ka.n fU3"'s& ~ipe:a:p.d:uu1 C.llSH di Biro SDUO 
b$k-ung.n Kementerie.a. Perhubung&D 2. Membe:nk.sn leg.alii.u- b.9 sduruh 
p~lol&k.epegaw&iaD UDtuk.mcnj~ t~ Afu.Dgd DJ"'d~ s:eti.a.p r~ proses: peq.«d.wn CA.SM di~.n 
!:cDleD-teris.D Pe:rhubungo.n 3. Me~ DICDtinim.a.lisir riiiko k.es:&bho.n yo.ag tbbul dai. p"Q&Clo&.. kcpcg•w•is.D- 

·.,•,.-'-,.- .. - .... . -.... -,. • -,. ~ ft,_- ...... ,.- - ' - 

34 Keputw:.$ll Wenteri Perhubuag.$ll tii=u.t~ 
Ped0Dl<l!l1 Peng«dM.D. Peg&wai di L.mgk~ 
Kementii=ri.&D Perbubung&D 

33 Keputw:ni Me uteri Pe:rhubuq<lll1 tii=u.-t~ t. Wemberika.D. Kep!'.s:~ hukwn dWDI. p.f'OCes peuja.tube.A sanks.idni GnitiRugi b"'Si CPNS/ PPPK y~ melal:u..b.D. peD3U-Ddu.ro.n Biro SDMO 
Pe-tUDjuk ~k.Dk PembeN.n ~ d.an G.udi Rua) diri .a.t~ perminw.ni seD.diri setii=J.,,.h te:rbitu.y.a. MIP/NIPPPE 2. Menj«diPedODl<l!l1 UD-tuk PRC ~.a.tau 
B~ CPNS/ PPPK dil.ia.gkUJl3.$ll Ke:meu11eri.en Ple.~lola. Kepeg.a.waian dabm menjatuhlwn s~<lel:I. pDti rua) bs.gi CPNS/ PPPK 
I~. 

Unit T~duit/Jru.titwri 

~ d».tw" s:t~u mmimw:n Wt doku.~u.tai y.aq ~ d~, SOPpenyNnp~ dokumeu.t«..d, d-Ni rilKiul tug&s dui 
penae-lola. dokwnent~idi Keuwnteri4ll Puhub~ 

Areh K~nu&k« ~ui 4ul./•t•~ K~Nt-Uua. 
·-uiui 
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2025·20:28 Scluruh ua.it kcrje. Es:eloa. l di. liDgb.l.Dg6.D Kc~D.1cri&D 
Perbubwig6.D 

l. Pe:rke:Clb$.q.ui ~cm J\ku.a.u.mi d6.D PclapOl'Ul pcrlu di..,,komodi.r dcng6.D pctuujuk 1c~ pcne.r&pui di~ UD.cuhub 
2. Te-rde.pat GIJ> ~t""""' kcbfiU«a. d6.D s:t~ci.r Y6..D.8 tckb di. s:w:u.a. oleb Kcznculzu, ~ugan ko~i d:s:is-tingdiUD.c:a.hub. 
3. Peue:rC1.p.sn SAKT'I tn.ea.yc:bC1.bl:a.a. pcrub$.hll.njunwl s:w.ndu Y"'ll8 tel.eh di oltoa:nodir pM• PcrutcDhub ye:JIS!cebcJu.D.D.Y""· 
4. Mc.a..:.,,but Pcr.,,tur~ Meutcri PerbubUJ186.D NOG!.OI' 66 ~bu.a. 2010 teD.t6.DgPctuujukPclab~ Pc.nyunm&a. t.pOl'iul ku~ 
ck.a. ~:n~"'"'"'b6.D Azlu.ue.a. ~a.tor/ S.,,.tU6.D KcrjC1. di.Lingblug6.D Kc~u1crie..a. Pcrhubw:ia<OA 
S. Mc.a..:.,,but Pcr.,,tur~ Meutcri PerbubUJ186.D NOG!.OI' 21 ~bu.a. 2016 teD.t6.Dg SU:te:ot d<OA P?-occedu.r Abm.t&ad. Sc.rta Pc.lap::m•D 
!i'..cu~.sn Berb~k J\kru&ldi Li.Dgk.U.D.86.D Kcmca.tierie..a. Pcrbubu.a.g"'u 
Ii Mc.a..:.,,but Pcr.,,tur~ Mcutcri PerbubUJ186.D NOG!.OI' 22 ~bu.a. 2016 teD.t6.Dg Kcbj~ Aklln.UJ:&$:i diL~QPD !i'.c:u.eatc:r:ie:D 
~:rhubuag.sn 

2025·2026 Scluruh ua.it kcrje. Es:eloa. I di. liDgb.l.ug6.D Kc~a.1crie..a. 
Pcrbubung6.D 

I. !i'.e~ l:M!SCl.r"' Y6..D.8 dWb.i.b.u oleb &ndUar"' b6.rw: s:cgere. di pu~ d6.D disielcs:.eiik.all 
2. Mc.a..:abut PerC1.tur.sn Meutieri PerbubU.D.86.D .NOG1.01" PM 173 ~bu.a. 201 S teD.16..D.g Tau. Qi.ra Pcnyc:kuiollll E:c:nagi.m; ~ <§ 
1.inakung.sn Ke:C\eutcN.a. PerbubU.D.86.D 

2027 Di.tjcu HubdC1.t, Ditjea. Hul:U., Di.tjca. Pcrbtt:tM.pW.0. d6.D 
Dil:jea. nu /BPTJ 

4B !>cputU£:ut Men.teri Ft:rhu~ -.e:a.to$J:1:8Tb ADl.anat Po'-&!. PM BCl.ppea.ac .NOG!.OI' 7 tohU.D 2023 tca.t&Dg Pel.ob~ KPBU de.1.N:Jl Plruyedia.ein Infr~U'Uktw- 
Pokja !CPBU .SL~ ~«r!cri:ul 

2027 Sclurub Unit KerjC1. Es:eloa.1 di Li.Dgk.u.a.s6.D Kcmca.terie..a. 
Perbubu.a.g6.D 

4 7 Pcr&tw-ut Mc:uteri Pc:rbubun;pn tc:a.u.:a.:g Scbli.g~ twuiw.n do.ri PM BCl.ppca.ac NOG!.OI' 6 Tohu.a. 2024 1ca.t&Dg Pcnd--.11 I:oova1if' d.hl:lll R~ Pcnc~ 1\ljileD 
Pend~a. 1--«d"di ~ Eeac:a.11e:ri.ui. &:rke1'njut~ 
'D:crhubw:i'll'&u 

2029 

Di.tjcu HubdC1.t, Ditjea. Hul:U., Di.tjca. Perbn::tu.pW.0. d6.D 
Dil:jea. nu /BPTJ 

4 6 Pcr&tw-ui Mc:n.teri P.c:r~ 1cuu.n:s 'l'UCI. C.ZCI. AD\~t p.ck PM BCl.ppciw.c NOG!.OI' 7 tohU.D 2023 tca.t&Dg Pcleb~ KPBU de.1.N:Jl Pen~dia.eill Infr~U'Uktw­ 
Pcleb~ !i'.c:rj& SQa• Pc:a.~ de~ 
BMui Uu.b&dWD. ~ J.Dfrutruktur di 
L~ug..n E:c:u.ectc:r:ie:D Pabubw:a;pD 

SO !>cputuun Men.teri Ft:rhu ~ Tnn~ 
PctU.Djuk ~km "-bl.~del:I Pe:kp>reD 
!>cwi.qut !i'.cDiecteN:n PcrlwbUD;!pll 

49 PcrC1.tw-ui Men.teri P~ 1'cut.lil..U:8 
Pcnyc:les:.U- !i'.c:rugi.ei:A ~ tu.b.d.ap 
Bcnd..h.sr& ~ W::lgku.QPA !i'.~c:r:ie:D 
ft.. l> ,.- 

45 Pc~un d.sn Re'riu !i'.ep;Uus:OD Wcu-.c:ri tcui.s:g ADt.ana1 ~rCl.tur"'u Pres:idcu 1'bmor 95 TohU.D 2018 dcng6.D s:ubs:\$.DSi. Dl6.Dajczncu ky~ SPEE: bertu)l<OA UDtuk u.eajeD.i;D 
!>cbija.bu ~jc:lllc:D W.y~ SPSE bbc:r~ung.sn d~ tn.ea.i:ag)w.1k.N:l kuali.t&s: 1'.y~ SPEE: kcp«de. pc~ SPEE:. 

AD\~t !i'..cputw:~ Meutcri Pcrbubu.a.g6.D NOG!.OI' KM I I 8 ~uu :.024 tcD.16..D.g ~cDl Ftnghu bull$ W.y&DUl ~-~o:ci tsPL T· 
HUBNET'J. 

Pe~un d.ui. Re'riu !i'.epu tac-on Wcu11e:ri tcui.s:g 
!>cbija.bu Pl:.nredc:rbo:JM.OD Aplib.ri <:kn la.tcgr'"i 
LC1.y~a. Digits! !i'.elllc:a.ter:ie:D Pu.bubw:l:g.sn 

Scku~t Jcndcr«l, DirektOl'"'t Jcndcrol Pcrbubung6.D 
Du,,,t, Dircktorat Jendere.1 Pil=rbubung6.D t.ut, DiR:bOl'e.1 

JcuderalPcrbubu.a.gaa. Udu.,,, DiniktOl'e.t Jcndcrol 
Perbttt-pW.O., Direk10l'e.t Jcndcre.1 llltcgrC1.s:i Tro.a.s:pone.s::i 

d6.D MultU:nodC1., hutpcktore.t Jcndere.l, BM6.D Kcbijeo.bu 
Tr~pOl'W.s::i, B«d6.D Pcngcmbaq6.D Sw:nbcr De.yo. 

Mtl.Ducia PerbubUJ18e.D. 
ck.a. ~rC1.tun11 Ptts:idc:u J>bmor 95 TohU.D 20 l8 Tca.t&Dg SU:tiem Pcmcria.1oh.on BcrbC1.s:is E:lcl:uoaik St!i.u.144 l.y«t Ill tHh- ~ 
publik bcrb~is elektroa.ikcc:b~~ana dU:n~d d6l&ln P~ol 42 ay&t 131 ZMliputi ky~u Ye:JIS! Dl.endu.kllng bg:i.daidi s:iektOI' 
pc:adidiluu, P<=ll8C1.juC1.n, pckcrjo.N:i d6.D uub&, tiempe.t tinuol, komw:lika.s::i d6.D inbDl~i, Jiri#-WJ$ui bidup. keoeb&~~ 
i;ocWJ., eue-rp, pcrba.DDa., pcrbubung6.D, s:w:nber de.ye. ol.o.zn, po.J'M-ke.te., d6.D eek.tor c1re.tieg:is l.$inny"'- dWat. r~ pc:D.bc:iuukolll1 
bbij~ IA.ye.J:WJ:l Di!Pte.1 ~udukUJ18 Pc1:Mtre.p6.D Tro.a.s:pOl'W.s::i RNnoh Lia.gkunge.u. 

AD\~t ~rC1.tunu Pres:idcn J>bmor 98 TohU.D 2021 Tea.t&Dg Pca.~lcna;u-u NileJ El:-.oa:aoDli 1'.rboc U.Dtuk Pc.ac;i,,pi.i:ul ~ ~.u Daad.sn Tck:aoloai 
!i'.ouuibU£iY"'ll8 Oitct,,,pUJ:l Sccu"' NCl.s:ioaal d6.D Pc1118Cndali6.D. E:mki G&c Rw:n.ah K..c:& d.hl:lll Pcatbli.~ N..c:ioolill P.c-"1 lS Ay•1 &di:>"""-ci 
'31but:ir1a1 tn.cuer~ bohw"' Pcnyu£WW.D. &celine ElnidGRK pM& Sub Sck10I' peDl.b~t. tro.a.s:-porkci. ~n_<:ku 
ia.:IU£1ri, dikoordU:w.silwJ:i oleb men1criy"'ng men~lca.ggu&b.u urus6.D pcmcria.1oh.on di bi:ie:JIS! cne.rgi d.sn cw:abcr chY"" m.icttt-.% 

43 !>cputU£.sn Mectc:ri teDte:JIS! t.~ I>i:gi"1 
Pcndukw:13 Pc.o.crq«11 ~r11'Ci R~.ah 
L~qui 

Scku~t Jender"'1, Dir.=ktOl'"'t Jcndcrol Pcrbubung6.D 
Du,,,t, Dircktor"'t Jcnderol Pcrbubuug6.D lA.ut, DiR:bOl'&t 

Jcndcr.,,1PerbubU.D.8Cl.D Udu.,,, DircktOl'"'t Jcndcrol 
Perbttt-pW.O., DircktOl'"'t Jcndcrol llltcgr~i Tro.a.s:pone.ci 

dui MultU:nod&, hutpcktor"'t Jcnder&l, BM6.D Kcbijd.:a.u 
Tr~pOl'W.ci, BMui Pe11Fmbaq6.D Sw:nbcr De.y& 

M&a.ucia PcrbubUJ18.,,D. 

Pw,,,t Ds.u. d.sn Tc:k:aoloai 
ldGniuci 

42 !>cputU£:.sn Mectui te:Dte:JIS! ~~ lA.y~ AD\~t ~r.,,tuna. Ptts:idca. J>bmor 82 Tohu.a. 2023 tea.~ Pcrccp.,,kl.D. TTo.a.s:fon:Jl~i Digiu.lN~ic:G.sl d.sn !i'.cte~u.u L«y.- 
Dig:it"1 Sek.tot t'r-~d Digit.sl N.uioa.d, p«d"' P.u"12 di.ktw:n l y~ Dl.CD.Y"'t~ : De.km Hugka. IMG.C"'P~ kctierpo.dwi.n ky~ digt"1 ~ 

~Dlcri.nah J:MU.kulw.D. pcKcp.,,u,n tro.a.s:bm~i d~t"1 ZMWui pca.~lcna;uo.N:i Apliku-i SPEE Prioriu.c dcQPA lllC:ngut~"­ 
iD.tcgr~i ck.a. iD.tcTOpcrC1.bili.t.u, cch.i.nuC1. dipcrlu.U.n M.sny"' kcbfi~ pcne:rC1.p.sn kyo.DUl digit"1 aoktor u-.,,~..c:i. ~ial:!us:if 
ck.a. kokbor.,,tif, zncuj«di b~ do.ri ekos:~em iw.s:b116.l di. bidaq PcmcrintCl.b.11.n Dig:iu.ldui ky&DUl pubik bcrb:t..ck ~t~ 

... Az&h Xer-a.a&k& aeaww 4&D/ataa Ke-•tW.- •-•-< 
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No 
Anh K~n.acJu ~ui 4.ul/•t•u XclN.tt.l.h&D. Uqftnsi PftllWDN:kan &nlasuDn bah&asi a.rcww EksistiztC. lttia"'i&D MD Jilirot.liti&A Unit ha&n~awa\o Unit 1'ukait /lD.St:itu.s:i. Tare~ hnyeotese.ian --w...i 

Sl Keput~~ Menteri Perhubuug.ui t'eut~ Tata l. Pe·rlu dil;,,kub.u penye.;ua.iau 11e.rb,,d..,.p «SUl'an Pc:kU~ lt..ugp:r«D di ~ E"c:i:ac:nter:ien Perl:wh~ ter-Uit deug&n BiroKc:~-.n S.duruh unZ ke~ EtdOD. I di ~ug&n Kc:i:neuteri.a.D. 2025·2028 
Cua N.JaUDktrui Pelakuxa.au. Aag.aru. di e.d&nya perub~ p41da Pen.t-w...a. We.nk:d Ke:~ <k.a. peratur&.D ~ i..in. y.ag buaku.; Perhubung...a. 
Li.Dp:uDi..n Kcxrwntui..n Pubub\Uli..n 2. Pc:du d:i.lakub.n pclQ'IC-s:u..*-n tcr~J> •tmua Rc"'ris:i ~rua c:fi Lia:p:1naa;• ltcD1C:otcri.a Pc:rilubQQJU tcrbS dcq..a .duya 

pe:ruO,,.Mn p~a Pc:.r~.r-N:I. Me.uteri Eeu~.$%1d4.l1pa.a:tur.QI~1.siD. y~ be:dU:u; 
3, Pc:du dill.lcu.k&ta. peAyci:w.i&.o •:r1*:1.ap .. wa. Xoo1:r.Jc. ~\LO J..IMJc.4i l.lDp;.ug.a. KcOl«O."'-ri&O Pc:rbubw:tg&D •duh <ko,:Nl 
«d~_ya pc::rubahan pad.a. Pc:n.turai Meu11e:ri Ke~n dan pen.tun.a peTUDCkllpll tsm J«Dg Mrkbl; 
4. Wc:lU.ulw..u pc::rub~ Ec:putu-"-.D Wcute.ri Pa-hub~ Jrbaor 219 n..bwl 2020 TUlte.DC T"eJa Can.. Mul.mktrad l'e~u.a.aa. 
Naae.r..ci di Li:qk.\JAC«D kcu.cu11:ri.a Pcrhul:nu.1..0 cclNp,D.na wi..b diultel:'I dc:qu. E"•putma Mc:otirri PcrbubUQJNl Hoo.« 19'4 
t:shun 202l 

52 Pc:ratur~ Wenteri Pe-rhubllDg.ui T'eut,,,q ~docn.~ l. Pe-rlu ad.any a pedocn..sn PeugoeloLwn PNBP di licl:gku:a:p..u ku.emeriul P::rhuba~ deleD ~ i:ae~Un u.u. Uloa& PNBP BiroK~Di:&n Seluruh umt kerj& D:elon I di liDgblug~ Kemea.teria.a. 2025·2026 
Pe~lol.M.A PeoeriDl«4A Ne3.ua !!ulun PajU Pada L:me:e.terla.:e. A!.rhubu.og_.an Ce<.e..-ra p.f'Cl6!•:biw.l, tr.ampu.uu. d.a. ekwu«bd Puhubu.og~ 

~ Pen.tun.a WeDlcri Pc:rbubliiCINl Mcaor PW 'lO tAHVJI 2016 te:Dt.,'QI PtQi"Jo&-'D PNBP <i Liqkm:aJ .. 11 f:.c:D.t.UerV.11 Ptrbubu.111ua 
~dah tidU s:ie"uai~ de:ag.sn pe.-r.k.el:ll.~ pe.-raturau pe~~di~ PNBP, c~ petlu d~i 

S3 Pet'atur~ Mea.teri Perhubung.ui tent,,,q R.eucaua BiroPettnc~ I. Kementeria.a. PPN/&ppe~ 2025 
PeDlb~ J~ P~j~ Kel11.e:e.terl4A t. AIM.a.at Uada.oa·U~ Nc>·OllOl' 25 1'.it.u.u 2004 te:awag Skti!:m Pe.tt..DUOM.D Pe.ta~ NuioDal 2. KeDIC.D.te~ Ku.bun 
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3. Dok.wneu pe.-re~ pe.tll~ t:r~po~i ~ witukjuagb. ...dtu 2) t.drwl U <kpu:i., dte'-'.p.UJ:l ck~ 11~ud ~. Seluruh Unit T..crja Di LiDgk:w1g~ KeDleDhub 
i:n.c:o.bcria:a -.r&A da ••.k.&ijp• D.c:ajtd:i .cuq, bqi pclMriatM, o.ay.r-..t.t •11 du.1* wi:..b.. T&D.I bc:ra.c:r.Jt di H.ktor w- .. upon.._i 
s:ierta upaya D1C..-rajut k.ete:rhubua:g.sn ~l:.1ivir~, .abeG'"bill~. da..D b$dea«t.Qljiaaa b..a.~ «.nt.u wkJ&h. b,,.ik iD.tenw.Ociia.&J. 
cw:ioa.l n1dc)G.$l ZM.UllWl &oUJ. 

S• Pcn.tur..il Mcntcri PerbubUDi..il tcnw.111 R.nc:..a... Biro Pcn:DC~ I. Kc111eatcri.en PPN/&ppu1u 200S 
Strategk KeDlenterW.A Perhubw:ig.ui T'ahw:i 2025· l. Amo.U4.t Uada.ns·Unda..ng Nomo:r 25 T'.ahu.n 2004 te~ !k-tici:a hKDc$AMIJ1 P-e.a.~ Hu:ioo.d 2. Kemeuteri.an Hubl in 
0009 ~ 1'.lft.&n...t UD.d&q-·Uadt.AC Nocaor 5P T'@ua 2024 tc:Dw.J:llRc:oc.-o. Pc:o.~ J ..... P«DJ-.sH-s:-..i ~hwa 2o:;t5·2045 3. Se.kn...n..t Ncgar .. 

3. Amo.1:1at Peratur.sn Pre"idieu Noi:nor l2 T&hun 2<Q5 tie:m~Re:oc-P-el:ll~.S~~h Hs.doo&l 4. Se:luruh Unit Kerj• Di Lingk.una~ KemeDhub 
4. l'.>ok.UDl.e:a pett~ Xeme:c.-.:.ria.o Pe:rhubua;g..o u:atu.11. puiode S Qbu.l tdwa., y..ml t.bwa. 2025 CGlpa.l do--na:ua. \M.ua. 2:>29, 
va-n<QI OlCNlt~ ocuio.b..r«n d.ui RPJJIN RPJWJI. d..a RPJP Ke1111n1~ PcrlNbnn..-.n T".Jnm 202S-204S 

SS :Ke.put~~ Lka.teri ~rhubuq.ui tent~ !cbag.n petw:iJu& ti!:.- ....,,~ ... ua Ael)e. ueJOO &, .., .... 1 Xel)a ~e.J:>a. ..,_ ._..... Uuit -...--.eJ:M ~ ........ s: <ll~~ l<:e.Dle.D.tena.». :BiroPct"e-nc~ Se:huuh Uait Kerja Di LiDgb111g~ KemeDhu b 202S 
PedCG\Nl Pu:ayuiwa.u ltcac..o.a Str..tcP: !!qi Unit Pu.bubun.c.n ~ mcl&Jr.ulw.a pc:GJ'lilua&.a., pc:D)"C:llM..._D., pcoct•p«n. da P«Nb-.ba. Rc:1111r .. IN.U,•o.u:iq uU Mi;., uo.tuk 

:Kerja di Li~.~·~i::~.ui Keineaterian Perhubuna.ui periode T'ahun 2025 ·20'l9, q;u terwujud k.es:ielu.u~ .sntu dobuaeu Re~ diL~ li'.e:D1e11taiui. Pc:rhub~ cec~& 
tct'C1Nlaur ~ tc!'Wtw, 

S6 :KeputWtNl Wcntcri ~rbubuqan kDtMJi BiroPenD(:~ Scluruh Uait Kcrj•DiLinp»~.n KcJMDbub 202S 
Pedocn.~ d.ui Procec ~.-renc~~ di Lingblq~ 
XeO\cawri...a. Pcrbutiu.aa .. a Scl:w.t:ai pcd<c.e.a bqi •cha.ni.h w::Ut 1-Jjt. <lG Doi.tr• 1-lj&d:i. tmp.~u F..t-.c:auc:ria,11 Plt:rhubu.a,a:.a wat\lk OIC.Lt.b"~ bakt&D 

aettncana.sn dWJ:n r .......... 1' "'euv-e~-a.-r"'4l:l , .......... .,. um.u:za ue:zne:riDt.shau dal1 u.e.zai........_..... ... 

sr Puatur~ Mc:aterl PerhubUD$~ te:ai,,,us Kriterlil. BhoPct"e-DC~ !duruh Unit Kerj& !'.:eloo J dN>. Unit Xerja B~N1 Lay~n 202S 
Beu.r..n 't'arif dan T..ta ~..ra Ptnctapan Tari! l. Sebqaipenaatur«n terb.M:lap peu.ew.pui tarifk.olebif&•a t.ya.D«D 1.hawa 1!31.UI Xcmentcri«n P.erhubwag..nd-.n pedoalan SOP UO\um 1BLU1 K•D1.cati1:rl...a. PcrhubUAl-.i:t 
Lay~n &do.u Laya1WA Uinwn diLiDgblng.sn do..hm ineuct«.pb.u brl! cped&:. bc~ub.D PWX tuif SW 
XeO\cawl'ie.A Pcrhub~ui. ~ Scbq.J.Bc:r:n\llc.coo;UOld.tiripc:o.bioa tc.b::da cJ.i.o. 1-b:ijt.ba pclM"'P• t....U8trd• S...ru..n Uo.w:a r-.sdi tct•,plw.aokb 

~l:ll.imt:il::i.BLU 
so 1'cvid PP IS 't'M.wi ~OlS 't'e:aWlgJe:akd~ 't'aril BiroPct"e-DC~ Kexnentierl.an Keuaa.gan 2025 

•W$ Jee.it Pcncrixn.a-.n Nc1era J3ukan Pajak Yalli Sck.urub VU Kcrja KcD!.eDteN.a. Pli:rhubu.q-.n 
Berl.U.u p.M:J"' KeinenteMn Perhubung~ 

~Avuu.aia:a 'tmi d&11. J..y&11.&11. u:1\Mi <lc:m:m DC:tk..:ra'-a-an ft-•1-idaa tc."--'-" tc:rtwd•D tail •a k..-a1&11 PMBP 
S9 PeT4.tur~ Meateri PmRB teuu.ng Jabau.u · Meus~u pada Penn.eu PtJolRB Job I 1'@-un 2023 b.hw-. huus- dila.l::u.b.n pe:~W.u.u .kb«!~ f"tmas:ic:Gsl Tr-~porud. p~ ~biDJF1' KeMeateMn PANRB KeinentieMn Huk.wn Pucbi.n JF1' Oit 202S 

l'ungdon.al 't'r~port,,,,d Jamb4.t S llim"'I i.,hu:a te.-rhituD.8 siej.f..k PW I 't'.ahu.n 2023 di~ 
· WclcP.Wb~ pc:o.ycluau:a J&b.1&11 f'uagdoc"Ml Tr..mp:>nui diliQP.Wilpll K'cac:11.0.. Pc:rbubuzaa;NI delaa f>•tu pc.r:-aturuaj .. b•taD 

80 :Keputu.cc W.atcri P1'~!! w.at...q: Stalld-.r S..:l'Uai Sllttn:l\c:a. Pl!.N1':!! No39 ~ua 2011 o.c:ay......_kn bahw.ad.i..m o.c:DJ'dtlla:u...t..11 o...uj«•c.11 q.i-.iw c9il .._..,.., bc:rbu:ir PwbU.Jrt !:c.Mc.a.tcri&ll PAJllD P\i.t:bJo. J11'Ditjci:a. Pcrhu'ou.111ua Du .. OOOS/0«18 
:Kocn.peten.s:i J.,,b,,.u,n 1SKJ1 Jabau.n ~Dn.tl dstein 'lnerit, ut:iap =ia=i pein.erint.sh buU£ u.e~un Si&Ddu Jl::capetcnriASH. ~f>UDll,.. SLS untuk. u.ei:aattib.n Mhw-. 
't'r~u~ci ae1Ja".,J, memilil:i komuetem:i Y-Mi9 ce~e.i d::.ln'&D. bWa£dui I~ kwe.b Bbo.tNm.,.a. 

61 Pcr•tur..n Wentcri PuhubUDi«A tenw.111 PldOOl..n Aidoal..n pcrhituq.a foc'U.ui w..;_ib d:itcta)'kan ccba~ pcdca«n deJ.D P\1£'.'oiD JFT KCDl.Cllkrim Hultum Puf>bio. JF1' Oitjc:D PnbubUDl•D o..r 2026 
Perhitung~ f'on:n~i Jabat~ f'w:lpion.d D1C.nyu.aiu, J:Mughitw::lg', ine~ulb...a., <:h..n J:M:aetapk.an bbutuhul Tona.asiJ«.b«t.eu:1. ~ ~ tuju.s.n UDtuk 
TrNU.pCC"w.d. ai.c~tk&:a ku.cliu pc:rc:oc:&.O&&a pc:pw.,a.\ kla:u.iw::ay.a JMDJ'U1U&IMLll lona«d , ..... ru.bul <kko. ,. ....... IMWujw:l:ka.11 .~, 

82 :Ke.put~~ Menterl ~.-rhubuns~ te:at.ns ~ratuta:a kn:ebut dkw:1&11 ce.1-¢ p:dcc.Ql u:atuk tae~ tep~~ .raax:e.pa.l tuju«A ~.Akul ~tun.D iW. ~b:IDJFT' Eemcntieri.an Huk.wn Puc.bin J1T Oitjcn PerhubUJl8an Ou~ 2028 
Pctwtjuk. ~i..u...,,_n dan ~twtjuk 'nrUW: ai.cujclukan peu:p:ni.m, nu.as lqkup, ~·1'.op..,b pc:D;JQNO..U, d..a. f>:iinClM.tika k':r.Uit Je.b•t-.n f'UQp-iolw.l t"r-Na£"p>nM'i. 
tent,,,n<W Jab4.t~ F'w:11nion.d 't'r~uo~i 

83 Per .. tW'Ql Mcn.teri PerbubUD.t.QI. tcn.ta.q Oku&.UA w:u\llc. ow.lllbc:rili:.u:t. ptd<a.a ccnc. tal&CG& ~.a ftdloiaw:odd:i J>.cag~11 <h.11 lttkoo.c.adui Plt:D.bube.n~ P\a.t::'oia JJ'T P\u:bJo. J11'Ditjell Perhu.'ow:tg...a. Du .. t Oitje11 PerhubwagN 0008/0«17 
Rekomend«i;:iPena~t~ d~ Rekomea.::bd. J4.bau.u ~ional 't'r~}Ortad 
Peinberbenti.ui. Jabatau F'wlg;:bn.d 'fia=port«i;::i 

- 186 - 
 

 

 
  



.. Anh Xen.D4)E.a Jllef;Wui 4.&A/ata" Ke'lm.tuh.:a. U~asi hm.Wa.Nkan Btn&uuka:a. 1:'9&1u.ui Jte&Wui J:ksistiq, K-,ji&n 41.an hswlitiui Uait ha.GIW'D&iawa" UDit Terluit/lastitAA Tu.:et ha.~lese.ia:a. ·-w-i .. Eepu1~.sn Mcuteri Perhubuag.ui tent~ · AJ:nQM!.b iten:JteDPANRB l 'hhw:l 2'<r.;O teu~ J,,,bat.sn f'w:lgs:iol:w.1 P~~ SO d6.D Pe.ul SI terk.e.it Orgu:du.ci Ptoles:i Pusbin.JTT Kemea.wri.Nl Huk.w:n Pu.s:bin J1'T Ditjea. Pahubw:l:g;ul Du~ :>025 
Pe:a~utuk.sn 0-rg~~i Protes:i J.,,l».t.N:l · Seb~~ pedODt.ul d~ peabe:mu.b..D ~.s£ipro&:cijab.,,i,,,.a. ~bu.N di.be.\Mh pe:mb~ KeDleD.terUJ:l Pe~ 
~DilxwU Pe-i:nbiJl.M.11 Kemeuteriaa. · Seb~~ p~u.an pel.!ab-~ bubu~ u:i;,. 6.D-U..r"' org~~i FO€esij«be.t6.D ~iooal den.g.ul Ke~nteri-'A P-ubub~ 
~:rhub~.u Seru. Hubw:13.ul Ketj"' dea.go11A a!le.k.U izlsU..m::i peDll::iD&. 

65 Pu.a:u:uai. Meuteri Perhubw:13.ui tea.u.a.s Peda:nt1.11 · A:at~h Pen:neriPANRB t t'Uwl ~ teuun:g Jalw.tai. ~ioaal terlw.it tug«c lndNU:i Pl!:mbin.a. d~ DieD.)"e~ uji PusbinJTT Kemeutie:riN:l Huk.w:n Puc:bin JFf' Oitje.D. ~Du~ 2025/200:6 
T'ekak Pe:ayele:au.u<MD Uji K01:npetensi J«be.tt1.11 koznpetend 
~Bid~~a~ort~i · Seb~~ p~uui. d~ pe~ k.ep.:u.u ujikocn.pete:asi Ja~W.11 F'U~lBid~ 'n-anqiort~i. 

66 l:epu:!l:IS<$%1 ti.£e.uteri Pl!::rhubuago11A tie:Dt'"1g · Azn~b PermeDFANRB I nahwl~ te:i:w.q:J.,,b.$.t~ F'unpiolwl terlw.it pe:~mb&.ngNi ka:npetie~i. PusbinJTT' KeineDteriN1 Huk.UDl Pu"biD JlT Ditjal ~Du~ 2026/2027 
~:m~.ui. KOClpete.usi NoD !Cks:ilwl Jabatan · Seb~~ p~U.aD b,..P pej&b«t ~~ tta.asport'"i chkin meWks~ kegiau.D penge1nb~~ kOD.pelCDri- . ·-·· ....... . 

67 Re-Tid Pe:r.Uur4l1 Meute.ri Pe:rhubW13an NOG1.or 74 Peraturau Men.teriPerhub~D >buor PW 74 Tahun 20 l9 teuu.ng Petw:ijuk Pelaks&Daan Pengadu.n Bu.ara:U.ku. Wddui ~ Biro Lay~ Pengada&D &D Ll'CPPBiro Huk.UDtSeluruh umr: &tdca.l :>025 
T'.Jnm 20l9 teuu.q Petw:ijuk Pekks&Da&a. i::uchh tidU i;ie"u.a.ide~ ~~ hul:.um.. Oeqau berUkw:iya PeraturaD PttsideD NoD10r l2 T'UUD 202l te~ ~ Pe~.lol.M.n Suang Mihk. 
~ &z~/JN:a MelduiPeDyedia at.as Peratur~ PrnickD Meo.or- l 6 n.Jnm 2018 te.ut~ PeqadMA Suang/J~a PeKMriDtah d~ Peratu.r~ LeDlbaga E:eb:ij!t.b.D Negara 

Penga<h.~ Bu.ara:U Ju.a Pel:lletimah Mca;or- l2 Ti,.hun 202 l te.Dt~ PedOG1.&11 Pelab&Da~ Pengadu.n B~.ku. Pe:llle:i:iDtah 
Melalui PeDyedi.s., "ehirl,gg& pedu.di!l.tw- ke.iab.alipe:agada.11.11 bu~/jffa peineriD~ znelalui peDyedi.a. buan.g/ju.a pei:aeri:ltah di 
LiDgkW13~ Kei:nen.te.MA Pe~. 

68 ~ te:rlw.dap Peratur&a. PeineriDtah NOG1.or Peru~b&D Tu.gn ckD ~M&bk.eaah Pekyu4l1 dal4m UU NoD10r 66 Tahw:i 2024 teD~ peru.beh.&D Xeti,ga UU Hoa.or- l 7 'nt.hUD Ditjeu Pe:rhubuq~ Laut · KeineDPJ\NRB, Biro HukUDl, BUo SDl(O, Ditje:a Hubl.& 00:>5 
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e:u.w...q Pi!:niM.hul. at.s PW 6 ~uD 2020 °n!Dt~ 
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Pc..rbubw:ll..O. NoJAOr PW 3 ~uD 202 l tllut~ 
Oq_NW:uid...a T•t• Kerja ~-.b Pel.&yaHD 

11 lltewid Per•tW'e.D WeDtui Perbubu.aa..i:i. t•Dw.nc •· p..._.N .0 •)'•t ~I UOtkq-U_..q >bll'Or 493 T..bu.o. 20® teD~ KeN"lllp..n b-.bw• P•DCipt• -.ntp llCegi,elltiuka/lc1ab ... -_, ISi.rot/111.wn J\NIU,Bf.ro\lDl.\l.DI. 00:>5 
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&PM 19 'hJaU.O 20l0 d-e.A P'l.492 ~UIQ. ~l_,I b, J1'" ub..a:N ~d<IG'..a u.o.tv.lt ••QJ'lf-lasa•...,. d-e.D D'•oyu.&v.tk.N:l ••l'dp Y•DI buid to.fc>nMct Ol.UlpM.f.jNl$1w. w-.ktu JK..,.p..DM., 

jtaJ.c -.ntp, d.,. nkco.•Dtl•C'I U.ON..k.pe:oc-t•,.._ ..nrf;p Y•AI NuG dbu.t~, dLo.i.ltl.l k.ti0lb.J4 ••tu. dipcn:u.aM".Glr.eA 
c. Jft" Kunc•t•ri..o./L••btt.a: .. JiD,n«Dri pua:&tt ~ ••"Ddt.p-.tlull pcrot\tju.D duf. K•p..t.. Ardp Nt.ctoo..ll't•publlt lodc:euW. &A.NJUI. 
""" 1'..-ilil&tiry&QS btl'Lr.ku t'-t ild <il:UIW1 t..bllO 20 lO d..o. b•lwn OWC14•C\I. padf. ptl'&t'llff.O pcdc:o ... tU'oU'\l d&ri All:JIU C•rta 
Dllw:ft dil .. 'ouaad...i.e.. ',,..._,"' ,,.,_ • ._ .... 

,. L--rici Kc~uNU.D W..DtcriP-crbubu.Df•'D WDt..O.S ISirotfll\~ J\NIU, !U.ro UOl\l,Dl :>000 
'ICOt:k Klu-if!.1u&i NY.ii) KeD\eDWl'W.D Pcrbubuns..o. •· p..._..i 3:2 &f•t 3 Pcr-•tur..a P-e:owri.nt&.b Ji&ca<ll' '28 t&.bun ::io l'2 teDW.q "-1.&k.-..a.-n UDd&J:lS·UDd&QS Nco.or 431'NaWl 2009 tc:ns..,. 

X.•nip..a Dl•o.p.Dl~tk:...D b.hw• ,_. ..... lw.h dM•, klu-ifDw.t:i .n:lp on• t:iltcO'l klN:ifik.•.d b.m...iw.a d..a ..bu nc-ip di:wt•-pb.D 
ol4=h pmpiiu.D ~ndpw. ._rep ~u:rb.a. ~U. Y•DC ditt:W.plw.D ot.h K•p.U. J\NRJ, 
b. Kodc klui!k.M-i ..nrip t:eb•«i dm.bclf1..ncl& pe-n.:gen..1 d.ui ctruktu.r \lrua-@. t:•s:uo.i fwipi chD ~•t: uDil: k.er)a y.aa- bc-~-i 
sicb&&~id~u pcnca.or•D nub.b ~. pcaeDt.ua..n .nip •l:lif chD .nip ilw.ktifscrta ~D)'UJ::Utul &Nip d..a digtln.lum UD.t·uk 

KMDlb.ntu dWDl DICDJ'US:UD kic:Dt·il:.s: da:D ts.'4. le1ak ore~ di Ji.Dak.Wl3o.D. KemcDtcrio.D Pcrhubung•u; 
c. Din.mb Oz..:.nku-isc~ tu)..cl -~~U£u. d..a. nc:Do.D1.b~ unit brio. di LiD,l(k:u:a.,.;..n KcmeutirNA Pcrhub~D 

13 Ee-pu1U£..n Mc-ateri Perhubu-ag~ kDt~ Sis:tcO'l a. Siftein J!:.lu-ifika.si !Ccai:a----.u Al:s-e$ Jlrsip uma.mS 1SXUD1 w:ituk iM-ago.tur pea.gclompokb..D att1J) diD.sDts: .bc-rdu«rUD !liro Uinum ANRI, Biro UmUDt :>006 
Elos.ifik.ui Eeamo.:Dal d<O.D. A.ks:cs: l.rsip Dina mis TiDgk.4.t d~p~ya tcrh.sd«p b-pe:n1:~ cku baCM.u.im ncgua, publik, d~ perora-age..D; 
Eeaeulc:ri.sn PerbubungoD b. SKKAD jug•w:ituk DICD.b..-.tosibako.ksc$ tcrb.ackp fisikdon. i.Dbm'"ioz-s:ip; 

c. SXKJl.D W11UkDlelindua.gib..kdo:D U--jb«n pcnc:qito o.rcip d~ pc~ oz-s:ip, meDjomiD ke~&DaD chD pe.rlindUDSJOD o.rcip, 
KMDCcgoh pcDf~Doll.S:a. us:ip o&eh p)M.k yona ti.:kk bcrb&k.. ,. Xepu1~ui Mc-atcri Perbubung~ kDt~ Tata :&lw:n memu.a.t bbij~ tcDtOJl.g.iih iae<:Ll .a.nip, pea.gcbk<O.D. o.rcip tcrjqa d~ u-s:ip bmuitim..n. BiroUIJlum ANRI, Biro UmUDt :>026 

Ec.nipsn di Lingbll:13.ui KcineDtcri.o.D. 
P-erbubun'it.aD 

75 Re-Tid Ecputuuu Meutcri Perbubung~D KM 4 l De:ng~ berlakUDyaoplikollS:i U-l:IUU11C:D1l:Ul:g bon:ip4n dilwJ:nS di Ji.a.gkW13~ KcmeDkri.Nl Perhubung&D perlu .ads.Dye~ Biro UIJlUDt ANRI, Biro Ui:nUDt :>025 
T"olw:D 202t 1c:a.-uqT,,.ta Nu-Uh DUw£ tirrk.&it deqon.: 

a. f'onnat peDODIOr~ ~ok.!ah diDos- ~aro oeo~ti£ di aplib.s:i; 
b. Kl&U£ul pen.e.Ddot~ ~ diDeis ucaro e•ktTODik 1T1E1. 

- 187 - 
 

 

 
  



ANTONI ARIF PRJADI 
NIP. 19730808 199903 1 003 

ttd. 

SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 

Standarisasi sarana dan prasarana kantor diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, aman, nyaman, dan Biro Umum 
produktif. Standarisasi ini memastikan bahwa semua aspek fasilitas kantor, mulai dari tata letak ruangan hingga peralatan yang 
digunakan, memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan kerja pegawai. 
l. Meningkatkan Efisiensi Kerja: 
a.Tata Letak yang Optimal: Standarisasi membantu dalam penataan ruang kantor yang efisien, memastikan alur kerja yang lancar 

dan aksesibilitas yang mudah ke semua area kerja 
b. Perlengkapan yang Sesuai: Dengan standar yang jelas, unit kerja dapat memilih peralatan kantor yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing, menghindari pemborosan dan memastikan ketersediaan alat yang dibutuhkan. 
c. Penggunaan Ruang yang Maksimal: Standar membantu dalam penggunaan ruang kantor secara efektif, memastikan bahwa 

setiap area dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan. 
2. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan: 
a. Lingkungan Kerja yang Aman: Standarisasi mencakup aspek keselamatan kerja, seperti penempatan peralatan yang aman, 

penerangan yang memadai, dan sistem evakuasi yang jelas, untuk mencegah kecelakaan dan cedera. 
b. Kesehatan Karyawan: Standar ergonomis memastikan kenyamanan saat bekerja, mengurangi risiko cedera akibat postur tubuh 

yang salah, dan meminimalkan dampak negatif penggunaan peralatan kantor terhadap kesehatan. 
c. Kualitas Udara dan Kebersihan: Standar kebersihan dan ventilasi yang baik memastikan kualitas udara yang sehat di 

lingkungan kerja, menciptakan ruang yang nyaman dan kondusif untuk bekerja. 
3. Meningkatkan Produktivitas: 
a. Kenyamanan Kerja: Dengan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, pegawai dapat lebih fokus pada tugas mereka, 

meningkatkan konsentrasi dan produktivitas secara keseluruhan. 
b. Motivasi dan Kepuasan Kerja: Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, yang pada 
akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja. 
c. Efektivitas Penggunaan Waktu: Standarisasi membantu dalam mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari peralatan atau 

mencari informasi, karena semua hal sudah tersedia dan terorganisir dengan baik. 

Biro Umum, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 
Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan 
Multimoda, Jnspektorat Jenderal, Badan Kebijakan 
Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Manusia 
Perhubungan. 

2027 78 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan 

a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Biro Umum 
Kementerian Perhubungan; 
b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Petugas Operasional yang 
Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat; 
c. Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 
Dengan disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dibutuhkan penyesuaian terkait dengan Pakaian 
Dinas ASN (PNS dan PPPK). Perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan peraturan pakaian dinas di lingkungan 
Kementerian Perhubungan. 

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian, Direktorat Jenderal lntegrasi 
Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan 
Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Perhubungan. 

2026 Revisi Peraturan Menteri Perhubungan terkait 
Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan 

77 

Belum adanya regulasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengatur ten tang Kode Singkatan Unit Kerja di Lingkungan 
Kementerian Perhubun an hal ini di erlukan untuk me enali me etahui asal dari mana naskah dinas terse but terci ta 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode 
Singkatan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian 
Perhub an 
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1.1& 2.:14 1,18 2.:14 1.64 8,06 
100 100 1 00 1 00 100 118 34 118 2 :14 164 806 

Perka:ra BiroHukum OKI Jakarta 
Jakarta Pus&l 

5.04 7.02 5,04 7,02 2.22 19,S! 
100 100 1 00 1 00 100 052 096 0 52 096 0 31 225 

NSPK Komite Nasional OKI Jakarta 
Keselamatan Jakarta Pus&l .... 

Ke daa Tata L.M.aana 100 000 000 000 000 1 5 000 000 000 000 1 35 135 000 000 000 000 135 
NSPK Pusat Pembinasn OKI Jakarta 

Jaba.Wl Pungs.ional Jakarta Pus&l 
Transport.EGi 

1,00 1,00 1.00 1.00 1.00 3.17 6.05 1.91 2.47 2.10 15,70 3,17 6,05 1,91 2,47 2,10 15,70 
NSPK Pusat Data dsn OKI Jakarta 

Telolol i Infonnasi Jakarta Pus&l 
7.94 16,49 7.71 5.56 6.20 43,9Q 7,94 16.~ 7 71 5.56 6.20 43.90 

Pt.nt ... Me.ae.ri 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.80 0.74 0.61 0.69 3,71 0.88 0,80 0,74 0,61 0,69 3.71 
IO PerCW"&D Menteri/Keputussn Peratwan Biro Hu.kl.Un OKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

MelterifDokumen Hukum Jakarta Pus&l 
Leiruwa/l..El:x:Jran 

R Pt.rat .... Muferi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,66 1.89 0.97 0.84 0,92 6.29 1,66 1,89 0,97 0 84 0,92 6,29 
Peratwan BiroHukum OKI Jakarta 

Jakarta Pus al 
IO Percwan Menteri/Keput-us.an Peraturan BiroHukum OKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

MelterifDokumm Hukum Lainl1)'& Jakarta Pus al 

Pt.rat..-... Me-.eri Bi 100 100 1 00 1 00 100 2 76 901 3 57 207 2 31 19 73 2 76 901 3 57 207 2 31 19 73 
Peraturan Biro Huku.m. 

Mahkam.ah Pelayaran 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0.21 0.14- 0,14 0,14 0,69 0,00 0,27 0,14 0,14 0,14 0,69 
Jakarta PU>al 

IO Per&wan Merlteri/Keput-u>an Pereturan BiroHukum OKI Jakarta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Menie.d/Dokumen Hukum Lsin_..a Jakarta Pus al 

R Pt.rat ..... Mt•eri Bi 100 100 1 00 1 00 100 0 8 166 073 060 068 4 5<5 0 88 166 0 73 060 068 4 scs 

MATRIXS IONllRJA DAN PENDANMN Slll<RBTAlUAT J'ElfDBRAL TAB'IJll" ~23-2029 
INDl](ASI TARGl!T DAii" PEll"DANAAll" 

AJ<AJt LAMl'lRAll ID 
Kl!J'U'l\ISAI< SSKRS'l'ARIS Jl!f«DERAL KBMl!lnsRIAN PERHUBUNOAN 
HOM.OR KP·SKJ ~I TAHU?< 202£ 
TEmAJ<O 
REl<CANA STRATl!GIS SEKRl!TARIAT Jl!llDl!RAL Kl!Ml!?ITl!R!AN PBRHUBUNOAN TAHUN 202£·2029 
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10 86 714 8 72 58 44 10 86 714 8 72 5844 
100 100 100 100 100 1113 018 010 010 191 018 010 0 10 1 91 

lAyC'l&l'l Konlite «atonal OKI Jakarla 
Kestielnats.n Jakert& -- mtui 200 200 200 200 200 969 609 763 46 77 969 609 763 46 77 

Ls3'anan Komite Nasional OKI Jalou1a 
Keselsmstsn Jakarta Pusa 

2,00 200 200 200 200 S,53 099 09S 099 9 16 099 09S 099 916 
OKI Jalou1a 

D<JC Tf••t Ptm.ud'utan RellonaH\dui BM.I 
,dA.ll.m.MA:bb~ 

Puku'a. H11Jmm. Sadan tJ-.J\a 0 14 0 14 on 0 14 014 015 009 0 68 
RC Ptrbn. BMmn. Pit,,.......... 100 100 100 100 100 0 4 014 068 0 4 014 015 009 068 

Perk.at& Mahkamah P<l.layaron OKI Jakarla 
Jakert& ""'"' 267 267 944 261 267 1.22 16S 944 

3,00 3,00 300 3,00 3,00 2.67 2.67 9,44 2.67 2,67 1.22 1,6S 944 
Perkara OKI Jalou1a 

D<JC Ting)lat Pemumhan lnve.tuifPeabiayUJl 
Krealif Pen emaan lnf:ra.atrnld• 
KR KemffRAn 12 49 9S 643 124 649 43 88 

RC FMilitMi Kemitrun d.a.n lavutui 400 400 400 400 400 1260 649 505 643 1 41 649 43 88 
f<owpai<4W'> P\&at P&mbieyun OKI Jalcaria 

I nhsll'W<t\U' J.ic.t& -- 
D<JC Kv-.J:itu .,_~ KeQ....,,.-. 4"" 'l'o 88,00 90,00 93,00 94,00 95,00 20,78 26,64 19,03 13,85 1'5,16 95,45 ~,78 26,64 19,0:S 13,85 15,16 95,45 

' ' 

Jak&rta Pusa 

100 100 100 100 100 1 "9 096 0 83 091 08 1 "9 096 0 83 091 5 08 
Peraturan BiroHukum 

Perauran BlroHW<wn 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

R Ptrld:uran Mudut Bi 100 100 100 100 100 164 0 73 060 068 4 54 164 0 73 060 068 4~ 
IO Perat.uran M.entad/Keput-uun Percuran Biro Hu.kum OKI Jakarla 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Me:nteri/Dokumen Hukum Lein~& Jak&rt& ""'"' 
135 069 0 so 064 3 89 1 35 0,69 O,SO 0,64 3 89 

100 100 100 100 100 35 069 0 so 064 3 89 35 069 0 so 064 3 89 
Perjanjian BiroHukwn OKI Jalou1a 
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100 100 100 100 100 
Mshkslnah Pelsyaran OKI Jakarta 

Jakarta Pu;st 
19,64 20.86 15.S7 18.11 14.12 88.10 19.64 20,86 18.11 14.12 88.10 

200 200 200 200 200 041 025 0.24 005 007 102 041 025 005 007 102 
Kegiatan M.shkamah Pelayaran OKI Jakarta 

Jakarta Pu;st 
Kegiatsn BiroUmum OKI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

JAKAR'T PU SAT 
A 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12,58 lS,47 9,58 7,58 8,88 51.44 12,58 1:3,47 7,58 S,88 51.44 
Kegistan Biro Komunikasi Dan OKI Jakarta S,00 S,00 S,00 S,00 S,00 

Informasi Publik Jakarta Pu;st 

200 200 200 200 200 669 7 14 560 5 54 567 :I() 64 669 7 14 560 5 54 567 8064 
Keg is tan Biro Komunikasi Dan OKI Jakarta S,00 S,00 S,00 S,00 S,00 

Informasi Publik Jakarta Pu;st 

24 14 12 SS 1:3 so 045 0 57 51 8 24,14 12 sa 13 so 045 0 57 5128 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0,56 2.11 0,58 0.45 0,57 4.27 0,56 2.11 0,58 0.45 0,57 4,27 

Layanan Komite Nas.ional OKI Jakarta 
Kss.elam&tan Jakarta P1.1>a1. 

1.00 1.00 1.00 o.oo o.oo 28,58 10.72 12.72 ooo ooo 47,01 28,58 10.72 12,72 o.oo o.oo 47.01 
Layanan BiroUmum OKI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

JAKAR'T PU SAT 
A 

::lOOoo ::lOOoo 20000 20000 ::lOOoo 
Oran1 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,8& 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8& 0,8& 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8& 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,12 0,12 0, 12 0,12 0,12 o.eo 0,12 0,12 0, 12 0,12 0,12 o.ee 

Plu&t PUillWI OKI Jll<Mta 
K<mlttun <Ian J.U.t.a P1.1u1. 
KAllcll~ 

200 200 200 200 200 
Komtt.e l'fastorutl OKI Jll<Mla 

K<wlam6W'> J.U.t.a P1.1u1. 

300 300 300 300 300 17 39 11 53 9 37 76 31 17 39 11 53 9 37 76 31 
K&s<tpal<4tan Puu.t PUillWI OKI Jll<Mla 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

KemiU'Ml"I den Jol<arta Pusat 
Kele>n ba&OM> 

Ses.uai Sesu.ai 3,00 3,00 3,00 3,00 S,00 17,97 19,34 17, 17 11,3& 9,24 7&,07 17,97 19,34 17, 17 11,3& 9,24 7&,07 
lokasi lokas.i 

~ial.&n ke.giat&n 
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S,40 0,60 0,59 0,58 1,02 0,62 

11,02 1,56 l,SS 1,67 6,01 1,26 

0,60 0,59 0,58 1,02 

11,02 1,56 1,SS 1,67 S,01 1,26 

7,00 7,00 

7,00 7,00 

7,00 7,00 

7,00 1,00 

7,00 7,00 

7,00 7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

1,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Biro SUmber Daya OKI Jakarta 
Manusia dan Jakarta Pus.at 

Or.eariisasi 

Jakarta Pus.at. 
Jakarta DKJ Biro Komunikasi Dan 

Infonnasi Publik 

Jakarta 
Pu.at 

DKJ 
Jakarta 

Biro Pere:nca.naa.n 

DKJ 
Jakarta 

DKJ 
Jel<ert.a 

IO Kuelit.as Layanan R\atlah Tana:a 
Biro 

IO Jumlah Laporan La)>Cl'&n 
p_.,,.iot.un L&yan.n Umwn dan 

4,64 1,10 0,81 1,10 0,98 o ... 4, .. 1,10 0,81 1,10 0,98 o ... 1,00 1,00 

10,28 0,18 0,60 6,31 1,58 10,28 0,18 0,60 1,02 6,SI 1,58 1,00 1,00 

1,00 

1,00 

7,00 

1,00 

1,00 

1,00 

P\l.s.at Oat.a den 
Teknol I nfonnast 

1,98 2, 18 2,89 2,13 2,11 

0,26 0,05 0,0< 0,05 0,06 0,06 

1,22 0,90 0,6& 0,96 S,61 1,06 

S,11 0,49 0,44 0,64 0,86 0,84 

2,11 1,98 2,13 2, 18 2,89 11,29 

83.51 21.12 26.56 14.08 

11,29 

21.12 26.56 14.08 

7,00 7,00 OKI Jakarta 
Jakarta. Pu;.at 

Komite Nas.ionel 
Keselarnatan 

Jakarta Pu;.at 
DKJ Bil'o Hukurn Jakarta 

so 98 
so 118 

4011 
4011 

717 10 1111 
717 1030 

S,40 0,62 

7,00 

1,00 

83,51 

83 51 21 12 26 56 14 08 
83 51 2112 26.56 14,08 

21 12 26 56 14 08 
21.12 26.56 14.08 

1.00 

so 30 80 4() 80 so 80 60 

7,00 

7,00 

3,00 

OKJ Jalw'1& 
Jal<lrta P\aa 

3,00 3,00 0,26 o,os 0,0< 0,05 0,06 0,06 

S,00 S,00 

7,00 

7,00 

7,00 

1.00 

S,00 S,00 

80 

1,22 0,90 0,6& 0,96 S,61 1,06 

s, 17 0,49 0,44 0,64 0,8& 0,84 

soo 

3,00 

3,00 

S,00 

S,00 

S,00 

S,00 

S,00 

S,00 

S,00 

S,00 

S,00 

S,00 

Biro SWnber Daya DKI Jakarta 
Msrrusia dan Jakarta Pus.at 

OreV'lisasi 

7 17 10 1111 
7 17 10 1111 

3,00 

a.oo soo soo soo 
:IO 118 
:IO 118 

4 48 
4 48 

Biro H\ll<wn 

IO Dokum.e:n 
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JAKAR'J' 
A 

Nilai 90,00 91,00 92,00 92,00 93,00 3,48 10,49 4,61 4,05 4,16 3,48 10,49 4,61 4,05 26,79 

3.48 10.49 4.61 4.05 4.1<> 3.48 10.49 4,61 4,05 26.79 
700 700 700 700 700 3 48 1049 4 61 40S 4 16 348 1049 4 61 4 OS 2619 

Loyanan Pus.at Pembina.an OKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Jabs.tan Pungsional Jakst& Pusat 

'Tran>portasi 

NihU 29600 29611() 296 so 296 80 297 00 16.20 

soo soo soo soo soo 
Loyanan Mahkamah Pel&Jar., OKI Jakarta 

Jakst& P\58l 
Loyanan Biro Sum.tier D&Ja OKI Jakozta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

~dan Jakst& P\5at 

100 100 100 100 100 
Loyonan Kom.ite Hasionlll OKI J&kor1& 

Ke..iam&t.on Jekau. PuHt 

9 7 7S d 7S 7 7S 6 7S 
700 700 700 7 00 700 9 7 7S 6 7S 7 7S 6 7S 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,46 0,$5 0,47 0,88 0,42 2,58 0,46 0,35 0,47 0,88 0,42 2,58 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,28 0,28 0,18 0,17 0,18 1,08 0,28 0,28 0,18 0,17 0,18 1,08 

Pus.a Pcttbi.lfa.\ OKI J&kor1& 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,44 0,34 0,25 0,25 0,25 1,52 0,44 0,34 0,25 0,25 0,25 1,52 
IntrUU'\l.klw ~ Puut 

Puutl>on•- OKI J&korl& 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,76 o.ss 0.78 0,78 0,78 3,94 0,76 0,83 0,78 0,78 0,78 3,Q4 
°h'anJJ)Oft.Mi ~ ""'"' 

10 .J\.11\l&h Laporan Laporan 1..ay..,.,, Biro LAranan OKI J&kor1& 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Ptnjllolun La,yana'I Um\.Ull dan p.,,pdMndan Jekau. ""'"' 

10 ~Lah La,y.-..a.n 1..ay..,.,, 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

10 Kualitas t..a,yanan Rum&h Tancca Loyanan T,00 T,00 7,00 7,00 7,00 
Bir "' 10 U,,anan Loyanan Biro Kom\a"likasi Dan OKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Informasi Pubtik Jakst& Pusot 

Biro SUmber D93a OKI Jakarta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1,52 1,27 1,10 0,87 0,96 5, 72 1,52 1,27 1,10 0,87 0,96 5,72 
~dan Jakst& Pus6' 

10 Hilai surv~ kepuasan penggWllll. Loyanan Biro Umwn OKI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
!asilitas perkantoran di lingkwlgan JAKART PUSAT 
Karitor Pus.at Kementeri.an A 
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2,28 0,37 

S,S8 0,97 

o.so 
0,92 

0,37 

1,03 

0,61 0,63 

i.is 

2,28 

S,S8 

0,37 

0,97 

172 

o.so 
0,92 1,03 

0,61 

l,SS 

0,63 

1,13 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 8,00 

8,00 8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

Pus.at Pe:ngelola&n OKI Jakarta 
Trans.port.asi Jakarta Pusat 

Mahkarnah Pel.aye.ran OKI Jakarta 
Jakarta Pl..6at 

DK! Biro Pce:nce.nu.n DokwMn 
1005 1 72 1 S7 1 79 2 85 211 1005 1 S7 1 79 2 85 211 800 800 800 800 800 

4,29 0,67 0,72 0, 72 1,14 1,04 4,29 0,67 0,72 0,72 1,14 1,04 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

Dok\.uMn Pus.at Pembina.an OKI Jakarta 
Jebotan Punc<iont.l Jokerta Pwa 

'll' ..... pcr .... l 

Pus.at Pengelolaan DKI Jakarta 
Trans.porl8si Jakarta Pusat 

IO Dokwnon 

l,SS 0,27 0,23 0,27 O,Sl 0,2S l,SS 0,27 0,23 0,27 0,51 0,2S 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Pus.at Pembisy&Ell'l OKI Jakarta 
lnfrastruklw- Jakarta Pusst 

2,10 0,28 0,22 0,39 0,78 0,42 2, 10 0,28 0,22 0,78 0,42 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Kontite Nasimal OKI Jakarta 
Keselsmstar> Jakarta Pusat 

13,42 
2843 

0,74 0,13 

8,72 
8 72 
8 72 

241 

0,12 

l,IS 0,2S 

0,12 

0.18 0,19 0,18 

Jaksr ta Pl..6at 

0,30 0,07 

019 0 8 

1342 
2843 

019 0 8 

DK! BiroHukwn 

0,72 0,13 

2,00 0,3S 

019 0 8 

0,2S 

0,0< 

0,13 

0,14 

2,61 
2 61 
2 61 

0,2S 

0,07 

0, 13 

0,37 

0,20 

2,89 
2 89 
2 89 

0,12 

0,07 

0,21 

O,SS 

O,lS 

2,86 
2 86 
2 86 

0,2S 

0,07 

0,12 

0,41 

0,74 

8,72 
8 72 
8 72 

I, IS 

0,30 

0, 72 

2,00 

45 52 7 84 

0,1.S 

0,2S 

0,07 

0,13 

0,3S 

019 0 8 

0,2S 

0,0< 

0,13 

0,33 

0,14 

2,61 
261 
261 

0,2S 

0,07 

0,13 

0,37 

0,20 

2.89 
2,89 
2 89 

0,12 

0,07 

0,21 

O,SS 

O,lS 

2,86 
2 86 
2 86 

0,2S 

0,07 

0,12 

400 

3 30 

1,00 

1,00 

S,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

1,00 

400 

328 3 25 

1,00 

1,00 

400 

1,00 

J&k&rta 

1,00 

90 s 90 16 90 17 90 18 90 19 

3,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 8.00 

3,00 

8,00 

8,00 

8,00 

3,00 

8,00 

a.oo 
8,00 

a.oo 

3,00 

8,00 

8,00 

8,00 

a.oo 

J&k&rta 

J&k&rta 

DK! J.ic..rta 
JAKAR'T Pwa 

BtroOmwn Dolc\uMn IO Nila! htsil •Yd.it panpw-.~ 
l<AlarslJ)ll> eksuont.l oleh AllRI 

DK! Biro Perencanaan Dokumen 

Jakarta Pusst Informss.i Publik 
10 Dokume:n 

Jakarta Pusat. 

DK! J.ic..rta 
Jakert.a. Pusa 

DK! Biro Perencanaan 
5,40 1.00 1,04 108 540 100 0,94 104 1.34 108 800 800 800 800 

J&k&rta 

A 

0.19 

0 

0,41 

1,00 

1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 

800 

1,00 1,00 

Dokumen 
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1,41 0,29 0,25 O,S5 0,52 0,00 0,29 

:28.59 81 78 20 67 18,09 19.18 113.36 

1,41 

23 59 31 73 20 !51 18 09 19 18 113 215 

675 5 97 7 :2 9 81 14 08 6 75 

0,25 O,S5 0,52 0,00 

23.59 31 73 20 !57 18,09 19.18 
:23 59 81 78 20 67 18 09 19 18 

5 97 7 :2 9 81 14 08 

:23 59 31 78 20 67 18 09 19 8 113 23 59 81 78 20 67 18 09 19 18 113 3cS 

0,20 0,27 0, 18 0,16 0,17 0,99 0,20 0,27 0, 18 0,16 0,17 0,99 

9,45 13,64 6,92 5,70 6,46 42,18 9,45 13,64 6,92 5,70 6,46 42,18 

4,00 

4,00 

800 

4,00 

4,00 4,00 

4,00 

4,00 

400 

4,00 

400 

90,55 90,00 90,ti5 90,70 90,75 
91 00 91 00 91 00 91 00 91 00 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

800 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

8 00 800 800 
Biro Keua.rca.n Dokumen 

14,47 2,W 

298 
6115 968 

2,07 2,32 

:ii 61 

8,57 

4,57 

28 :ii 6 10 6 92 4 76 

14,47 2,W 

298 

2,07 2,32 

:ii 61 
8 57 

8.57 67.15 9.68 

0,10 0,10 

6115 1591 2099 1198 9<18 

O,SS 0,10 0,10 0,10 

" 
JAKART roSAT 

0,SS 0,10 

:2.68 0.:28 0.:28 0.:26 

67 .15 15.91 :20,99 11,98 9.68 

0,13 

095 

3,12 

0,11 

0.90 :2.68 0.:28 0.:28 0,:26 

4,57 3,12 

610 692 4 M 
15 91 20 99 11 98 

15,91 :20,99 11,98 

0,13 

0,95 

0,11 

0.90 

7,00 

S,00 

4,00 

400 

7,00 

3,00 

400 

4,00 

7,00 

S,00 

4,00 

400 

7,00 

S,00 

4,00 

400 

S,00 

4,00 

400 

OKI JAKARTA 7,00 Biro Umwn IO Nilai swv.ey kepU!IS&D pepgguns. Dokumen 
fasilitss perkattoran di tingkungan 
Kantor Pusat Kementeria:n 

Infonnasi Publik Jakarta PU>at 
IO Dokumen Dokumen 

Doia.un.n 

100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 

85,10 85,20 ss.eo 85,40 85,50 

l'lilai 

% 
100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 

2,00 

2,00 

4,00 
1.00 

93,33 93,38 93,43 93,48 93,53 

2,00 

91,68 91,88 9:2,18 9:2.38 9:2.68 

2,00 

4,00 
1,00 

2,00 

2,00 

4,00 
1,00 

2,00 

2,00 

4,00 
100 

2,00 

2,00 

4,00 
1.00 

% 

Nilai 

Layanan 

Biro Ptir.n-canaan 

•~·men Internal 

Dokumen Pus.at Pembina.an OKI Jakarta 
Jabat.an Fun~nsl Jakarta PU>-at 

Transportas.i 

IO Dokumen 

Jabatan FunlSional Jakarta PU>at 
Transportasi 

4,00 

Biro Uq&ll&J) 
Penp.daan dan Jakarta PU>at 

Pen.eelolaan BMH 

.. RC La an.an Ref-onn.ui 

011 090 0 56 0 11 090 0 56 
4,00 
400 400 

4,00 
400 

4,00 
400 

4,00 
400 

OKI Pus.at Pemblnu.n 
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0,19 

S,63 1,0S 

2,64 0,46 

S,91 0,79 

0,18 

1,02 

0,42 

0,62 

0,20 

1,0S 

0,46 

0,79 

0,53 

1,0S 

0,6S 

0,96 

0,49 

1,46 

0,6S 

0,74 

1,59 

S,63 

2,64 

S,91 

0,19 

l,OS 

0,46 

0,79 

0,18 

1,02 

0,42 

0,62 

0,20 

l,OS 

0,46 

0,79 

1,0S 

0,6S 

0,96 

0,49 

1,46 

0,6S 

0,74 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

s.ee 
s.oo 

Puuit PembiS\'(un OKI J&kar1a 
JntrutrUkt.u.r Jal<lirta Pw.• 

6,36 1,11 1,04 1,17 1,74 1,29 6,S6 1,11 1,04 1, 17 1,29 8,00 8,00 8,00 8,00 Komite Nas.ional OKI Jaksna 
Kesel.am.atan Jakarta Pus• 
Trans. tesi 

31 70 499 
31 70 499 
31 70 499 

52.99 7 11 

31 70 499 

Jakarta Pusal 

52.99 7.11 

31 70 499 

12,85 13 78 13,02 
12.85 13.78 18.02 

5299 7 11 

488 
4 88 
4 88 

6 1 
6.21 
6 1 

567 
567 
567 

890 
890 
890 

7 6 
7 6 
7 6 31 70 499 

7.11 
7.11 

52,99 12 85 18,78 18.02 
52.99 12,85 13.78 13.02 
52 99 12 B5 18 78 18 02 711 

4 BB 
4 88 
4 88 

6.21 
6.21 
6 1 

5 67 
567 
567 

890 
890 
890 

7 6 
7 6 
7 6 

12 85 18 78 18.02 

7,00 

7,00 

800 BOO BOO BOO 800 

8,00 

8000 8005 BO 10 BO 15 BO 0 

7,00 7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

4 00 4 00 4,00 4,00 4,00 

7,00 

81 00 82 00 88 00 84 00 85 00 

DK! Biro Perencanu.n Dolcumen 

DK! JAKARTA 7,00 
JAKART PUSAT 

A 

Biro Umum IO Nila! su.rv.,y klpt.auan pen&eW'la i..,..,an 
fuillta< per~oron di~ 
Kantor Puut Ke..-!Ari&n 

JabaW'l Pwlgsiona.l Jakarta Pt.Sa 
Tramportesi 

Puut Panttlolun DK! .Jolc&rta 
'l\'ansportosl J&koru Puut 

RC Lavan.an Umum 

nae lndell.8 Tata KeJoJa Pe adu.n Bu d-.. Nilai 

Biro Lo,yanan DK! J&lc&rta 
Pengsd.aan dan Jakarta PU>al 

Dolcumen IO Juml.ah OokwMn Pce.nca.nean 
den Pengangpr.an 

1,37 0,19 0,22 0,42 1,S7 0,21 0,19 0,22 0,42 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 4,00 

4,00 

4,00 

Blro Ptrtnce.nu.n OKI Jakana 
Jel<ata • 

Dokwnen JO 

Pus.at Puilitasi OKI J.a.k&na 
K.emiU'u.n d4U'I J&kerta P\a• 
~~ 

0,93 0,08 0,08 0,18 0,18 0,40 0,93 0,08 0,08 0,18 0,18 0,40 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Biro SUmber Daya OKI Jakarta 
M.anusis. dan Jakarta P't£• 

is.asi 

Infomtas.i Pu.bilk Jakarta Pus• 

S,47 0,8S 0,72 0,83 1,60 1,46 S,47 0,8S 0,72 0,83 1,60 1,46 

3,00 

4,00 

3,00 

4,00 

3,00 

4,00 

3,00 

4,00 

3,00 

4,00 

Dokumen Biro Komunikasi Dan OKI IO Dokumen 

Pus.at Peng.elolaan OKI J.akarta 
Trans. portesi Jakarta Pusal 

Berkelsniut&n 

1,rs 0,34 

1,68 0,36 

1,76 

1S,1 I 2,16 

0,29 

0,26 

0,29 

0,36 

0,37 

2,7S 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

1,S9 

0,21 

0,29 

0,26 

0,29 

2,11 

0,41 

O,M 

2,01 

0,29 

0,36 

0,45 

4,07 

0,41 

0,36 

0,37 

2,7S 

1, rs 

1,68 

1,76 

IS,11 

0,34 

0,36 

2,16 2,11 

0,41 

0,M 

2,01 

0,29 

0,36 

0,45 

4,07 

0,41 4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

7,00 

OKI Jaksna 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Jakarta Pus• 

DK! 

IO Jumlah Laporan P~ds.sn 
Bsrang dan Jasa 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 4,00 4,00 

... oo 
4,00 

4,00 

4,00 DK! Jakarla 
Jak&rta P"t£at 

Komite Nasional 
Ke..wn&tan 
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l,SS 0,44 

O« 18 01 
6 5 15910 

0,00 

000 
765 

0,00 1,10 !,SS 0,00 0,00 

044 1801 981 716 0'50 

0,44 

000 
6 95 15910 34 87 93 4() 16 17 7 65 

0,00 0,00 1,10 

981 716 060 
34 87 93 4<) 16 17 

1,00 

100 

0,00 

000 

1,00 

100 

1,00 

100 

1,00 

100 

Kc:imtt.e Ii•i<inll Ota .Jalca.tta 
~s.l&m&t.an Jaklr-ta P\s«L 

Unit Biro Keua.rcan 

1,36 1,36 

3,00 3,00 3,00 3,00 Biro Perencanaan DKJ Jakarta S,00 
Jakwt.a Pusat 

JO 'J'ingkat L91an&n Operasian.al Layanan 
Perkant.oran 

7,25 1,36 1,S6 1,34 1,44 1,75 7,25 

l,70 l,SS 

1,34 1,44 1,75 

3,00 

7,00 

S,00 

3,00 

7,00 

S,00 

3,00 

7,00 

S,00 

3,00 

7,00 

3,00 3,00 

Biro Ls,yanan DKJ Jakarta S,00 
Pengadaan dan Jakarta P\lsat 

Biro Umum DKJ JAKARTA 7,00 
JAKAR'l' PUSAT 

A 

PusatPembina&n DKJ J.a.ka.rta 
Jabatan Pungsional Jakarta Ptsat 

Transportas.i 

JO Te:rsedi&rlya Pras..arane Layanan 
Perkant«an1arc Memadai 

JO Nilai S.\U'Vey kepU9S8Jl pen&gt.lr.19. Layanan 
f.ssilitas. perkattorandi~gan 
Kantor Pus.at Kementerisn 

9,99 1,70 l,SS 

1,39 

1, 78 2,74 2,25 9,99 

1,49 l,S9 

1,78 2,74 2,25 S,00 S,00 S,00 S,00 S,00 Biro Sumber Da.ra OKl Jakarta 
1'.'1anusia dan Jakarta PU&at 

isasi 

12,96 1,49 

16,0& 14,87 

1,60 4,44 4,05 12,9& 

16,0& 14,87 

1,60 4,44 4,05 

7,00 

7,00 

S,00 

7,00 

7,00 

S,00 

1,00 

1,00 

S,00 

1,00 

1,00 

S,00 

1,00 

1,00 

S,00 

La3_.,V> Biro Kcm\.R')ikui D-.n DKI J&k&rl& 
Infonnasi Pu'bW<: JU.ta Pwa 

t.ayonan Puu.t Fuilil"'1 OKI Jolc&r1& 
~mJ.U'u.n dan .Jak9'ta Pus,-. 
~bopon 

Pus.at Penp:lolaan DKJ 
Transportasi Jakert& 

IO Juml&h La11l"&n 

112,52 

90,59 19,00 17,79 

18,81 

19,00 

33,01 

19,00 

29,78 

90,59 

112,52 

19,00 17,79 

18,81 

19,00 

SS,01 

19,00 

29,78 

15,82 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

S,00 

3,00 

3,00 

3,00 

Jakarta 
Pu.at 

P~at Pem.bU,,aan DKI 
Jnfrastruktur Jaka-ta 
Trans i 

Pus.at 081& dan DKJ 
Teknol I Jn!onnasi Jakarta 

145,S4 28,23 28,13 28,23 31,56 29,18 145,S4 28,23 28,13 28,23 Sl,56 29,18 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

tS,64 2,49 2,49 2,41 

5,97 1,15 

2,41 

1,12 

2,90 

1,18 

S,19 

1,08 

2,64 

1,44 

lS,64 

5,97 1,15 1,12 

2,90 

1,18 

S,19 

1,08 

2,64 

1,44 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

S,00 

S,00 

S,00 

S,00 

Komite Nas.imal DKJ 
KeSE:lamatan Jaksl'ta 
Transl)Ol'tas.i 

Biro Keuanga:n DKI 
Jak<r1.a 

BiroHukum Jakarta 
Pu..._ 

Ul ln t U'JUil KR La: an.an Mn Da • 
R La anan PerbntorAa 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Biro Pe:r.ncanun DIQ Jakar1& 
JU.ta Pwa 

10 ~tan Waktu Ptlapor&n 
Akuni.bilitas Ken.-...ian 

0,54 O,ll 0,11 0, 11 0,11 0,10 0,54 0,11 0,11 0, 11 0,11 0,10 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

15,82 

S,00 S,00 S,00 S,00 S,00 

OKI 

Ookwn.en Biro Komunikasi Dan DKJ 10 Doku.tnen 
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Jalarta Pu>a 
Trans.txrtas.i 

Unit Biro Um.um OKI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
JAKART PUSAT 

A 

400 400 400 400 400 2506 86 :I() 6 51 14109 2506 86 :I() 

tmit Biro K.euar,:an OKI Jakarla 
Jalarta Pu>a 

Komite Nasional OKI Jakarla 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,87 0,87 0,68 0,00 2,42 0,00 0,87 0,87 0,68 0,00 2,42 
K.es<lamatan Jalarta Pu>a 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 3,26 0,14 0,14 0,14 3,68 0,00 3,26 0,14 0,14 0,14 3,68 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,86 2,08 0, 70 0,23 0,21 4,08 0,86 2,08 0, 70 0,23 0,21 4,08 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,87 0,93 0,53 0,45 0,45 S,24 0,87 0,93 0,53 0,45 0,45 S,24 
Jakarta ""'"' 

10 1 Paket pekerju.n r«n<n.a:si Unit BiroHukum OKI .s.icar ... 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
rua.nc.an. T&hun 2026 dh.aulkan Jalcoo't.a Pus a 
Jac.i ka.re'll. a.n11•an 202& titrkent. 
Wion! 

IO JumlahUnit U...!t """' -""' OKI Jakarta 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Kamiua.an~ J6kort.a -- Kolenbopan 

10 IA,yone.n \h>lt P\lsatl'lmblllMn OKI Jol<uta 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Jaba..,, Pw>pio""1 J6kort.a -- bampcri.i 

10 Nilai s.u.r1141 kep~ pen.guna Unit Biro tknwn OKI JAKARTA 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Cu.ilitas. perk&.ntora.n 41 ~ JAKART PUSAT 
Kantor Pus.at Kementari&n A 

10 Tahun 2 026 dius-ulkan laci karene. tmit BUoHu.kum OKI Jakarla 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
eng;ar&n 2025 terkena e.fisiemi Jakarta Pu>a 

10 Tersedianya Se.ran.a Perkantor.an Unit Biro Laf&ll&n OKI Jakarla 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Untuk Mend~ Pelaksanaan l'onpdaan dan Jalarta Pu>a 
Tugas dan l'wlf;Si Ponplolaa>BMll 

10 Tirlgkat Pemenu.han Sarana. \h>il Biro Pel'encana.aD OKI Jakarla 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Pend Perkantor.an Jalarta Pu>a 

10 Unit \h>il Biro SUm""' Da:• OKI Jakarla 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
ltlaJ-...siadan Jalarta Pu>a 

DQC Nilai AKIP Seluetariat J-enden1J Nilai 80.97 81.02 81.07 
Nil.aj 10000 10000 100.00 
Nilai 96,74 96,79 96,84 

8:2.12 82.13 
8700 87 so 
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Rekomendas. Pus.at ~lai&&n OKI Jakarta 
i Kebijakan Transponasi Jakarta Pusat. 

Berkelani\Ul'l 

0.50 0.59 0.44 1.17 0.40 3.10 0.50 0,44 0.59 1.17 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
S.10 0.50 0.59 0.44 1.17 0.40 3.10 0.50 0.44 0.59 1.17 0.40 
3.10 

Pusat ....... lcl&&n DK! 
1"ranspor1.ai J&l<orta 

lndeM 

Rekomendas. Pusat Pengtklla&n DK! 
i Kebij&kan 'Transport.gi J4karta Pus at 

Rekomendas. Pusat Pengtklla&n DK! 
i Kebijakan "h'ans ponas.i J4karta 

3.19 182 1 78 1 82 11.77 3.16 3.19 1.82 1.78 1.82 11.77 
4.00 4,00 4.00 4.00 4.00 3.19 1.82 1.78 1.82 11.77 3.16 3.19 1.82 1.78 1.82 11,77 

Layanan Puset °""' don DK! Jakazta 
TelalO · 1rtonnasi J4karta Pu.at 

0 38 0 38 0 38 0 38 1.72 0.20 038 0.38 0.38 0 38 1 72 
100 1.00 1.00 1.00 1.00 0.38 0.38 0 38 0.38 1.72 0.20 0.38 0.38 0.38 0.38 1.72 

Unit Biro Ler&n!U') DK! Jakazta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
l'a)pdaan don J4karta Pus at 

Penpioi.., 811111 

000 000 3 10 2 73 310 893 000 000 2 73 3 10 893 
000 000 100 100 100 000 000 3 10 2 73 310 893 000 000 2 73 310 893 

Unit Puset °""' don DK! Jakazta 

9 1000 8 50 9 8 50 10 00 7 48 
200 200 200 200 200 9 1000 8 50 9 8 50 10 00 7148 

d9 s 72 5 72 d 37 51 70 
100 100 100 100 100 d 91 5 72 5 72 d 37 51 70 

Lay ....... PusatD&adon DK! J&lwt& 

IO Slsuon Inl>emosi Layan.,.. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
.J&ka'ta P\ISIL 
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ANTONI ARIF PRlADI 
NIP. 19730808 199903 1 003 

ttd. 

SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 

Transportasi Jakarta Pu sat 

064 144 059 0 48 0 55 3 70 064 I 144 059 048 055 3 70 
100 100 100 100 100 064 144 0 59 048 0 55 370 064 144 0 59 048 0 55 3 70 

Rekomendas Pusat Pengelolaan DKI Jakarta 
i Kebijakan Transportasi Jakarta Pusat 

-200- 


